
1dayaan 

6 



POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN 

PENGGUNAAN T ANAH SECARA TRADISIONAL 

DAERAH JAWA TENGAH 



Milik Depdikbud 
Tidak Diperdagangkan 

POLA PENGUASAAN .. PEMILIKAN DAN 

PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL 

DAERAH JAVVA TENGAH 

Penel iti/Penul is 

Ors. Moehadi 
Ors. Suprija Prijanto 
Ors. Mulyono 
Ors. Sarjana Sigit Wahyudi 

Penyempurna/Editor 

Ors. Sugiarto Oakung 

OEPARTEMEN PENOIOIKAN DAN KEBUOAYAAN 

DIREKTOAAT JENDRAL KEBUDAYAAN 

DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL 

PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI NILAI BUDAYA 

JAWA TENGAH 

TAHUN 1989 I 1990 





PRAKATA 
Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-nilai 
Budaya Jawa Tengah 1989/1990 telah berhasil memper­
banyak naskah hasil penelitian kebudayaan daerah, yang . 
berjudul: 
1. Peralatan Produksi Tradisional Dan Perkembangan 

Daerah Jawa Tengah. ( Hasil penelitian tahun 1985/1986) 
2. Pola penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah 

Secara Tradisional Daerah Jawa Tengah. ( Hasil pene­
litian tahun 1984/1985) 

Kedua naskah tersebut di atas telah disempurnakan oleh Tim 
Penyunting yang dilaksanakan di Pusat Jakarta. Demikian 
juga penentuan judul naskah yang akan digandakan 
adalah merupakan petunjuk dari Pemimpin Proyek Inventa­
risasi Dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat Jakarta. 
Berdasarkan DIP No. 167 /XXIIl/3/1989, tanggal 1 Maret 
1989 kegiatan pembayaran naskah atau penerbitan naskah 
ini seluruhnya berjumlah 2.500 exemplar untuk 2 (dua) judul 
naskah yakni masing-masing judul naskah berjumlah 1.250 
exemplar. 
Selanjutnya dengan penerbitan buku-buku ini disamping 
akan menambah dan memperkaya bahan bacaan di perpus­
takaan khususnya perpustakaan sekolah, diharapkan akan 
dapat memberikan informasi dan pengenalan warisan 
budaya bangsa, serta menjadi sarana penyebarluasan dalam 
rangka pengembangan kebudayaan nasional dan ketahanan 
nasional. · 
Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan kami untuk 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan 
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah yang telah berkenan 
memberikan "Kata Sambutan" dan Pemimpin Proyek IPNB 
Pusat yang telah berkenan memberi "Kata Pengantar" juga 
kepada Tim penyusun, Tim penyunting dan berbagai pihak 
yang telah membantu usaha penulisan dan penerbitan ini 
kami sampaikan pula terima kasih. Semoga kerja sama yang 
baik ini dapat selalu kita bina pada masa-masa yang akan 
datang. 
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Semarang, Oktober 1989. 
Proyek IPNB J awa Tengah 

Pemimpin 



PENGANTAR 
Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya 
Daerah, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Direkto­
rat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan Dan 
Kebudayaan telah menghasilkan bebepara macam naskah 
Kebudayaan Daerah, diantarariya yaitu: 
1. Peralatan Produksi Tradisional Dan Perkembangannya 

Daerah Jawa Tengah (hasil penelitian tahun 1985/1986) 
2. Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah 

Secara Tradisional Daerah Jawa Tengah (hasil pene­
li tian 1984 I 1985). 

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan 
suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru tahap 
pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada 
waktu-waktu mendatang. 
Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara 
Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan 
dan Staf Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai 
Budaya Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah 
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Perguruan 
Tinggi, Tenaga ahli perorangan, dan para peneliti serta 
penulis. 
Oleh kerena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada 
semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan 
penghargaan dan Tengah kasih. 

Jakarta Oktober 1989 
Pimpinan Proyek Inventarisasi Dan 

Pembinaan Nilai-Nilai Budava Pusat 

DRS. IGN. ARINTON PUDJA 
NIP. 030 104 524 
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SAMBUTAN 
KEPALA KANTOR WILA Y AH DEPARTEMEN PENDIDIKAN 

DAN KEBUDA Y AAN PROPINSI JAWA TENGAH 

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan ~ilai-Nilai 
Budaya Jawa Tengah 1989 I 1990 telah berhasil menerbitkan 
2 (dua) buah naskah hasil penelitian, yaitu: 
1. Peralatan Produksi Tradisional Dan Perkembangan 

Daerah Jawa Tengah (hasil penelitian tahun 1985/1986) 
2. Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah 

Secara Tradisional Daerah Jawa Tengah (hasil peneli­
tian tahun 1985/1986) 

Melalui penerbitan-penerbitan naskah hasil penelitian 
kebudayaan semacam ini, kekayaan budaya dan tradisi 
masyarakatJawa Tengah ikut membentuk dan memperkaya 
khasanah budaya Nusantara. Oleh sebab i tu upaya tersebut 
perlu terus dikembangkan, lebih dari itu penyebarluasan 
dari hasil penerbitan itu diharapkan akan menumbuhkan 
penghayatan yang mendalam terhadap Nilai-Nilai budaya 
yang hidup dan berkembang diberbagai suku bangsa di Indo 
nesia, sehingga akan memperkuat · dan mempertebal 
kepribadian bangsa demi mewujudkan persatuan bangsa. 
Semoga buku-buku ini akan menjadi sarana penelitian dan 
kepustakaan yang dapat menunjang kepentingan pem­
bangunan dibidang kebudayaan. 
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah ikut membantu penerbitan ini. 

Semarang, Oktober 1989. 
Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Pendidikan Dan Kebudayaan 
Propinsi Jawa Tengah 

SUWARDI 
NIP. 130 430 059 
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SAMBUTAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku buku 
hasil penelitian Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai 
Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan 
khasanah budaya luhur bangsa. 
Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan 
penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai 
bahan bacaan serta bahan peneli ti an lebih lanjut. 
Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat 
lndonesia yang terdiri berbagai suku dapat saling mema­
hami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di 
tiap-tiap daerah yang tersebar di seluruh kepulauan di 
Indonesia. Oleh sebab itu dengan terbitnya buku-buku yang 
mengungkap khasanah budaya luhur bangsa diharapkan 
dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melan­
dasi kesatuan dan persatuan bangsa. 
Selanjutnya sebagai akhir sambutan ini saya mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
kegiatan dan pelaksanaan proyek ini. 

Jakarta, Oktober 1989 
Direktur Jendral Kebudayaan 

---DRS. GBPH. POEGER 
NIP. 130 204 582 
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I. MASALAH. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Proyek . Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudaya­
an Daerah (Proyek IDKD) Direktorat Sejarah dan Nilai 
Tradisional tahun 1984/1985 merupakan lanjutan dari 
Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 
dari seluruh Indonesia, kecuali Propinsi Timor Timur. 

Laporan ini memuat hasil penelitian mengenai 
aspek "Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan 
Tanah secara Tradisional". 

Dalam usaha untuk mempertahankan hidupnya 
manusia sangat tergantung pada alam sekelilingnya. 
Alam merupakan sumber daya yang . potensial untuk 
dikembangkan bagi kelanjutan kehidupan manusic:I. 
Dalam kaitannya dengan usaha mempertahankan hidup­
nya, manusia yang semula hanya menggantungkan pada 
alam sekitarnya, mulai berkembang kearah mengubah 
alam sekelilingnya untuk lebih bermanfaat bagi ke-
hidupan manusia. · . 

Manusia yang semula berusaha untuk ', mem per­
tahankan hidupnya melalui usaha meramu dan berburu 
kemudian berkembang dengan usaha bercocok tanam. 
Masa manusia mulai mengenal sistem bercocok tanam, 
maka manusia mulai menggantungkan hidupnya pada 
tanah yang merupakan sumber kehidupan atau sumber 
mata pencaharian. 

Tanah bukan hanya sebagai sumber kehidupan 
atau sumber mata pencaharian, namun segala aktivi­
tas manusia dalam kehidupannya berada di atas tanah. 
Mereka bertempat tinggal dengan membuat rumah di­
atas tanah, mereka dilahirkan hingga dewasa, kemu­
dian mengembangkan keturunannya, bahkan sampai 
akhir hayatnya kadang-kadang dimakamkan di tanah 
itu. Karena itu tanah merupakan benda yang paling 
berharga dan tinggi nilainya. Sehingga tidak meng­
herankan apabila dalam kegiatan manusia yang ber­
kaitan dengan tanah selalu disertai dengan upacara­
upacara ritual. Bersumber dari tanah yang sangat 
tinggi nilainya, timbul berbagai hak dan kewajiban 
serta hal-hal yang sangat kompleks, seperti dalam pe-



nguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. 
Penguasaan atas tanah adalah suatu hak yang di­

miliki oleh suatu masyarakat hukum adat, yang di>­
sebut hak ulayat. 

Selain penguasaan atas tanah, masyarakat hukum 
adat juga berkewajiban mengatur pemberian hak ke­
pada warga masyarakat untuk menikmati hasil yang 
diberikan oleh tanah atau memanfaatkan tanah, misal ­
nya membuka tanah, menggembalakan ternak, men­
dirikan tempat tinggal dan sebagainya, yang dalam 
hal ini dimaksudkan sebagai hak penggunaan tanah. 
Hak-hak penggunaan atas tanah yang terns menerus 
dapat meningkatkan menjadi hak milik, · seperti mem ­
buka tanah kemudian menanaminya dan memungut 
hasilnya atau untuk mendirikan tempat tinggal. 

Pemilikan. tanah dapat merupakan pemilikan per­
seorangan atau individu, dapat pula merupakan milik 
kumunal. . Dalam hukum adat atau pranata adat ter­
dapat aturan-aturannya yang mengatur tentang peng- . 
gunaan dan pemilikan tanah. Pranata-pranata tersebut 
untuk tiap-tiap daerah berbeda-beda tergantung pada 
pola kebudayaan daerah yang bersangkt.itan. 

Dalam mengungkapkan pola penguasaan, pemilikan 
dvn penggunaan tanah secara tradisional di daerah 
Jawa Tengah, tidak dapat dilepaskan dari sejarah ten­
tang tanah dimasa lampau pada daerah tersebut. 
Ten tu saja pol a penguasaan, pem ilikan dan penggunaan 
tanah akan mengalami perubahan at au mendapat 
pengaruh dari masa ke masa. Hal-hal yang dapat 
mempengaruhi pola-pola tersebut seperti pemerintahan 
raj a-raj a pad a jam an kuno, yaitu masa perkembangan 
kebudayaan Hindu dan Budha, kedatangan pengaruh 
agama Islam, masa kongsi dagang VOC, kemudian 
jaman penjajahan. 

Sedangkarr pada jaman kemerdekaan telah banyak 
dibuat peraturan-peraturan mengenai tanah, seperti 
landreform, kemudian menyusul Undang-undang Pokok 
Agraria. Selain itu dengan berlakunya Undang-undang 
no. 5 tahun 1979, yaitu Undang-undang tentang Pe­
merintahan Desa, telah terjadi beberapa perubahan 
mengenai pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan 
tan ah. 
Di Daerah J awa Tengah dengan hapusnya daerah per-
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dikan yang berupa kademangan, juga telah mempe­
ngaruhi perubahan pola-pola mengenai tanah tersebut. 

Ada beberapa masalah yang mendorong dilaksa­
nakannya penelitian pola penguasaan, pemilikan dan 
penggunaan tanah secara tradisional. 

Pertama, karena ketidak-jelasan pola-pola tersebut 
yang kadang-kadang menimbulkan ketegangan-ketegang­
an sosial di beberapa daerah. 

Kedua, dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agra­
ria no. 5 tahun. 1960 akan menimbulkan perubahan 
atau pola baru dalam hal penguasaan, pemilikan dan 
penggunaan tanah. Kadang-kadang ada masyarakat 
yang telah melaksanakan undang-undang tersebut, te­
tapi ada juga masyarakat yang belum melaksanakan 
nya, sehingga pola tradisional masih tetap berlaku. 
Selain itu dengan berlakunya Undang-undang no. 5 
tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di beberapa 
daerah tertentu terlihat hapusriya desa yang bersifat 
tradisional, dengan demikian diikuti dengan hapusnya 
hak-hak ulayat atau tanah-'-tanah di bekas wilayah 
desa tradisional tersebut. Hal inipun secara langsung 
atau tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola di­
atas. 

Ketiga, belum diketahui data dan informasi tentang 
pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah se­
cara tradisional, yang dapat dijadikan bahan kebijaksa­
naan pembinaan kebudayaan serta bahan studi. 

Keempat, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional 
khususnya Sub Direktorat Sistem Budaya belum mem ­
punyai bahan tentang pola penguasaan, pemilik an dan 
penggunaan tanah sec ara l radisional. 

2. TUJUAN. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

Pert a ma, untuk mengetahui Pola Penguasaan, Pem ilik­
an dan Penggunaan Tanah secara Tradisional. 
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Kedua, untuk mengetahui perubahan-perubahan yang 
terjadi dalam Pola Penguasaan, Pemilikan dan Peng­
gunaan Tanah dengan berlakunya Undang-undang Pokok 
Agraria no. 5 tahun 1960 dan Undang-undang no. 5 
tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 

3. RUANG LINGKUP. 

4 

a. Materi. 
Menurut hukum adat, hak atas tanah sepenuhnya 

dikuasai oleh masyarakat suatu desa, tidak saja ke­
kuasaan atas tanah pertanian, tetapi juga atas tanah 
yang belum digarap seperti tanah hutan. Menurut hu­
kum adat desa dapat memberi hak untuk memungut 
hasil suatu tanah misalnya memungut kayu untuk ba­
han bakar, kayu untuk membuat bahan bangunan, ber­
buru binatang dan lain sebagainya. 

Hak kekuasaan desa atas tanah dalam wilayah­
nya, menurut istilah bahasa Jawa disebut "Wewengkon", 
yaitu yang "diwengku", artinya yang ada dalam batas 
kekuasaannya. 

Tanah-tanah yang ada dalam kekuasaan desa 
dapat dipergunakan untuk warga desanya, dengan sya­
rat-syarat tertentu, misalnya harus membayar se­
jumlah uang. Pembayaran itu dimaksudkan sebagai 
pengakuan atas hak dari pihak lain atau sebagai per­
sembahan (jawa : bulubekti) kepada pihak yang mem­
punyai hak atas tanah itu ialah desa. 

Hak kekuasaan desa atas tanah belukar, yaitu 
tanah yang belum pernah dibuka, dapat berupa : me­
ngolah untuk ditanami, memungut hasil hutan (seperti 
kayu, buah-buahan, rotan, berburu binatang), meng­
gembala ternak, membuat jalan, membuat saluran air 
dan lain sebagainya. 

Hak kuasa desa atas tanah pertanian dan tanah 
pekarangan, yaitu warga desa yang mempunyai hak 
milik atas tanah itu dilarang menjualnya kepada orang 
dari luar desa tersebut. Dalam penjualan tanah kepada 
sesama warga desa, maka pemerintah desa selalu 
mempunyai hak untuk campur tangan, misalnya me­
nerima laporan tentang akan terjadinya suatu penjual ­
an, menjadi saksi dalam penjualan dan mendaftarkan 
penjualan itu, biasanya juga disertai dengan biaya ad-



ministrasi desa yang bi.asa disebut uang "Pologoro". 
Bentuk lain kekuasaan desa atas tanah desa, 

jika desa sangat membutuhkan untuk kepentingan 
umum, maka tanah pertanian, tanah pekarangan, ko­
lam ikan dan sebagainya dapat diminta kembali oleh 
desa dari pemiliknya untuk kepentingan umum. Tanah 
dalam keadaan demikian dinamakan "dipundhut" dalam 
peraturan hukum jaman Hindia Belanda disebut "On­
teigening ten algemenen nutte" (Soetardjo K, 1953 : 
233). 

Dalam pengertian "dipundhut" itu terdapat tiga 
unsur yang penting, yaitu : 

a. bahwa hal milik atas tanah itu ada pada seseorang 
dari siapa tanah itu diminta. 

b. bahwa yang meminta tanah itu adalah penguasa 
yang berkedudukan di atasnya. Istilah "dipundhut", 
berarti diminta oleh pihak yang berkedudukan lebih 
tinggi daripada seseorang atau pihak yang memiliki. 
Pihak yang berhak mundhut ialah penguasa yang 
berhak menurut hukum adat ialah desa. 

c. bahwa tanah yang "dipundhut" itu untuk kepenting­
an umum, bukan untuk kepentingan perorangan. 

Adapun hak - pundhut itu tidak disertai kewajib­
an untuk membayar kerugj.an, seperti halnya dengan 
hak "onteigening". Hak desa untuk "mundhut" tanah 
dari penduduknya itu di daerah Kedu disebut "dadal". 

Pada masa pemerintahan · raja-raja (kerajaan) 
penguasaan atas tanah yang semula dikuasai oleh pe­
merintah desa, mulai dikuasai oleh penguasa (raja) 
Dengan demikian satu-satunya penguasa yang me­
nguasai hak atas tanah adalah raja. 
Kekuasaan raja · tidak saja mempengaruhi hak ulayat 
persekutuan (desa), tetapi juga hak perseorangan (ang­
gota masyarakat desa). 

Desa Borobudur, di kecamatan Borobudur, Ka­
bupaten Magelang, yang menjadi lokasi daerah pe­
nelitian, pada masa kerajaan termasuk daerah wilayah 
kerajaan Mataram. 

Dalam jaman penjajahan, baik masa pemerintah-
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an Inggris (Raffles) maupun pemerintahan Belanda 
pada dasarnya dinyatakan bahwa semua tanah daerah 
jajahan adalah milik raja atau penguasa penjajahan. 
Raja atau pemerintah jajahan menyewakan lagi kepada 
para petani. 

Atas dasar teori tersebut diatas Raffles t e lah 
menetapkan suatu sistem pajak tan ah yaitu "landrent" 
atau "landrente". 
Pada masa pemerint ahan Belanda Landrente tersebut 
clihapus dan diganti dengan "Agrarisch besluit", yang 
didal am nya menyebutkan antara lain bahwa semua 
tan ah yang tidak mempunyai bukti bahwa tanah itu 
hukan t anah hak milik mutlak (eigendom), dikuasai 
oleh negara. 

Penguasaan tanah pada masa kemerdekaan telah 
ter c <rntum dalam pasal 33 ayat 3, Undang-undang 
Dasa r 1945 yang berbunyi sebagai berikut : "Bumi 
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam­
nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar­
besarnya untuk kemakmuran rakyat". 

D alam pasal tersebut diatas dapat disimpulkan 
hahwa tanah (bumi), air dan segala isi nya (kekayaan 
alam) dikuasai oleh Negara. Atas di;1sar dari pasal 
tersebut Negara mengatur kegunaan tanah itu melalui 
suatu perundang-undang;an tanah yanag disebut Undang­
undang Pokok Agraria ,"' (UUPA), yaitu Undang-undang 
110. 5 tahun 1960. 

Masalah pertanahan di Indonesia, khususnya yang 
rnenyangkut hubungan hukum antara manusia dengan 
t anah, ternyata bahwa sif at hubungan itu senantiasa 
berkembang menurut perkembangan budaya, tercantum 
oleh pengaruh-pengaruh sosial, politik dan ekonomi. 

Dalam masa kerajaan-kerajaan Hindu/Budha pe­
nguasa tertinggi atas tanah adalah raja, sedang rakyat 
hanya menguasai tanah berdasarkan hak pakai. Pada 
masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di In­
donesia, hak milik rakyat atas tanah makin berkem­
bang dan memperoleh kedudukan yang pasti dengan 
dasar dan pengaruh ajaran serta hukum Islam, yaitu 
dengan landasan hak-hak azasi m anusia. 

Dengan , adanya pengaruh ajaran-ajaran Hindu, 
Budha yang berasal dari luar lingkungan budaya In­
donesia asli, setelah melalui proses penyesuaian yang 



kemudian mewujudkan suatu sistem penguasaan atas 
tanah yang khas milik Indonesia, kemudian berkem­
bang dalam kebiasaan hidup yang diakui dan ditaati 
sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan hukum 
adat (Departemen Penerangan R.I. 1982 : 17). 
-- Dalam UUPA antara lain dijelaskan bahwa "hu­
kum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang 
angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentang­
an dengan kepentingan Nasional dan Negara". Jelas 
sekali bahwa hukum agraria yang berl~ku di Indonesia 
adalah berdasarkan pada hukum adat. (pertanahan, 
1982 : 18). 
Hak-hak tanah menurut hukum adat di Indonesia ben­
tuknya bermacam-macam, sesuai dengan hukum adat 
yang berlaku di daerah-daerah. Menurut Prof. Mr. C. 
Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat berkebang­
saan Belanda, menyebutkan bahwa di Indonesia ter-

•dapat 19 lingkungan hukum adat. 
Hubungan antara manusia dan tanah tempat 

mereka hidup agaknya memperoleh coraknya yang 
tradisional seperti terkandung dalan'l ungkapan pepatah 
J awa "sadumuk bathuk sanyari bumi yen perlu ditohi 
pati". Pepatah ini menunjukkan betapa erat hubungan 
antara m anusia (J awa) dengan tan ah miliknya dan 
sekaligus menunjukkan betapa keramatnya hubungan 
itu. Dalam pepatah itu mengandung pengertian bahwa 
kecintaan terhadap tanah air jika perlu dibela sampai 
mati. 

b. Operasional. 

Lok asi daerah penelitian yang menjadi sasaran 
adal ah Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur di . Ka­
bupaten Magelang. 
Adapun alasan pemilihan atas lokasi tersebut adalah : 

b. l. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penelitian 
bahwa sasaran penelitian ini diprioritaskan kepada 
masyarakat di daerah yang rawan dalam masalah 
tan ah. 

b.2. Di Desa Borobudur waktu pelaksanaan penelitian 
ini sedang berlangsung kegiatan-kegiatan Peme-
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rintah yang terencana, yaitu pembangunan Taman 
Wisata Candi Borobudur, yang lokasi dan arealnya 
rnemerlukan penggusuran tanah milik penduduk 
serta pemindahan tempat pemukiman penduduk 
setempat. 

b.3. Di Desa Borobudur pola-pola penguasaan dan pe­
milikan tanah secara tradisional, masih berlaku 
sebagai penunjang kelangsungan kehidupan masya­
rakat. 

4. PERTANGGUNGAN JAWAB. 

8. 

a. Persiapan. 

Dalam tahap persiapan mula-mula dibentuk tim 
peneliti yang terdiri dari empat orang termasuk Ketua 
Aspek, yang susunannya sebagai berikut : 
a.1. Ors. Moehadi, Ketua Tim merangkap anggota. 
a. 2. Ors. Suprija Prijanto, Sekretaris merangkap ang­

gota. 
a.3. Ors. Mulyono, anggota. 
a.4. Ors. Sarjana Sigit Wahyudi, anggota. 

Sesudah terbentuk Tim Penelitian kemudian di­
adakan penjelasan/penularan hasil penataran/pengarah­
an di Cisarua (Bogor). 

Kegiatan selanjutnya berupa penyusunan instru­
men penelitian, yaitu berupa pedoman wawancara 
yang disesuaikan dengan Kerangka Oasar Laporan dan 
Petunjuk Pelaksanaan. Setelah disusun jadwal kegiatan, 
kemudian menentukan daerah lokasi penelitian. 

b. Pengumpulan data. 

Sebelurri dilakukan penelitian di lapangan, maka 
diadakan penelitian pendahuluan. Oalam penelitian 
pendahuluan kegiatannya meliputi menyelesaikan urus­
an administrasi penelitian dan mengumpulkan informasi 
mengenai daerah lokasi penelitian, baik peninjauan se­
cara langsung maupun melalui sumber bacaan. 

Untuk keperluan tersebut langkah pertama me­
laporkan pada Kantor BAPPEOA Tingkat II Kabupaten 



Magelang, untuk memperoleh pengesahan ijin peneliti­
an di Desa Borobudur Kecamatan Borobudur. Selanjut­
nya melaporkan kepada Kepala Kantor Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dan 
Kepala Seksi Kebudayaan setempat, untuk sekaligus 
juga memperoleh data mengenai sasaran daerah pe­
nelitian. Selanjutnya melaporkan kepada Camat Boro­
budur untuk memperoleh ijin mengadakan penelitian 
di desa Borobudur. 

Penelitian aspek Pola Penguasaan, Pemilikan dan 
Penggunaan Tanah secara Tradisional lebih banyak 
memperoleh metode wawancara, karena disamping 
mengumpulkan data kualitatif, juga menghimpun data 
kuantitatif. Sebagai kelengkapan metode wawancara 
dipergunakan pedoman wawancara dan alat rekam. 
Wawancara dilakukan terhadap para pejabat formal 
di daerah, tokoh-tokoh masyarakat serta penduduk 
desa Borobudur, antara lain : Kepala Kantor Departe­
men Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang 
Camat Borobudur, Kepala Desa Borobtidur, Petugas 
Penerangan Kantor Taman Wisata Candi Borobucjur. 

Pengumpulan data melalui metode wawancara 
terjadi suatu proses interaksi dan komunikasi, sehingga 
dapat diperoleh dari para responden mengenai sikap, 
kelakuan, pengalaman; cita-cita dan harapan · (Verden­
bergt. 1978 : 84). 

Metode Kepustakaan. 

Sebelum melakukan penelitian di daerah lokasi, 
lebih dahulu dilakukan pengumpulan data melalui me­
tode kepustakaan untuk memperoleh informasi yang 
berupa data tertulis, yaitu buku-buku karangan atau 
laporan-laporan hasil penelitian. Kecuali untuk mem­
peroleh data yang diharapkan, metode kepustakaan 
juga diperlukan untuk mengetahui konsep-konsep dasar 
ilmu-ilmu sosial yang dapat menunjang penelitian ser­
ta teori-teori penelitian. 

Metode observasi. 

Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan 
dengan mengadakan pengamatan langsung ke tempat-
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tempat bekas pemukiman penduduk di desa Borobudur 
ke Kantor Kelurahan Borobudur dan Kantor Kecamat­
an. 

Waktu observasi ini dilakukan juga pencatatan 
dan pengambilan gambar berupa foto-foto, sehingga 
dapat dikumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif. 

c. Pengolahan data. 

Data yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti, 
baik yang diperoleh dari sumber buku-buku, maupun 
datq dari lapangan, disusun dalam laporan sementara 
oleh masing-masing anggota tim. Sebelum penelitian 
lapangan dilaksanakan, diantara pata anggota tim pe­
neliti telah dibagikan tugas mengeriai bidang atau bab 
yang dilaporkan. Dengan demikian masing-masing ang­
gota tim telah mempunyai tugas khusus bidang data 
yang perlu mendapat perhatian khusus, disamping juga 
pengumpulan data yang bersifat umum bidang aspek. 

Pengolahan data ini meliputi kegiatan-kegiatan: 
penilaian, seleksi, penafsiran data yang telah terkum­
pul serta penyusunan data tersebut dalam bentuk la­
poran, yaitu : 

c.1. mengadakan klasifikasi mengenai data yang telah 
terkumpul; 

c.2. mengadakan perbandingan antar data; 
c.3. menganalisa data, yaitu menghubungkan antar 

data kemudian disusun dalam bentuk uraian. 

Dengan dem ikian pengo lahan data akan diperoleh 
suatu generalisasi dan sifat-sifat khusus yang terjadi 
at<rn terdapat di daerah penelitian. Setelah dilakukan 
suntu generalisasi, kemudian diadakan suatu analisa. 

Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan 
Tanah secara Tradisional di Desa Borobudur sebagai 
unsur kebudayaan yang mengandung nilai, gagasan dan 
kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat 
yang bersangkutan. Dalam analisa akan diperhatikan 
perarian kebudayaan yang menjadi latar belakang Pola 
Penguasaan, Pem ilikan dan Penggunaan Tanah secara 
Tradisional dan perkembangannya setelah berlakunya 
UUPA no. 5 tahun 1960 dan UU no. 5 tahun 1979 



tentang Pemerintahan Desa. 

d. Sistematika Laporan. 

Dalam penulisan laporan hasil penelitian, diusaha­
kan mengikuti ketentuan dalam Kerangka Dasar La­
poran seperti yang telah dicantumkan dalam Buku Pe­
tunjuk Pelaksanaan, serta dikembangkan sesuai dengan 
keadaan daerah penelitian. 

Organisasi atau sistematika laporan sebagai ber-
ikut 

Bab I 
Bab II 
Bab III 

Bab IV 

Bab V 

Bab VI 

Bab VII 

Pendahuluan. 
Menemukenali ( ldentifikasi ) 
Sejarah tentang Tanah. 

Dalam bab ini diuraikan dengan singkat 
tentang asal-usul penguasaan, pemilikan dan 
penggunaan tanah. 
Pola Penguasaan Tanah. 

Dalam bab ini diuraikan pranata-pra­
nata yang berlaku dalam penguasaan tam1h 
serta bentuk penguasaan tanah. 
Pola Pemilikan Tanah. 

Dalam bab ini juga diuraikan tentang 
pranata-pranata sosial yang berlaku dalam 
pemilikan tanah serta bentuk pemilikan tanah. 
Pola Penggunaan Tanah. 

Demikian pula bab ini diuraikan ten­
tang pranata-pranata sosial yang berlaku da­
lam penggunaan tanah serta bentuk pengguna­
an tanah. 
Analisa. 

Dalam analisa diuraikan mengenai Pola 
Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan 
Tanah secara Tradisional serta pola tersebut 
setelah berlakunya UUPA no. 5 tahun 1960 
dan UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerin­
tahan Desa. 

e. Hambatan-hambatan. 

· Mengenai hambatan-hambatan suatu penelitian 
daerah pedesaan antara daerah yang satu dengan da-
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erah yang lain tentu saja berbeda-beda menurut situasi 
dan kondisi daerah yang bersangkutan. Prasarana jalan 
yang menuju ke lokasi penelitian tidak ada hambatan, 
karena letak desa Borobudur pada jalur lalu liritas 
menuju ke kompleks Candi Borobudur. 

Data tertulfs di desa Borobudur sangat kurang, 
demikian pula di Kantor Kecamatan data tentang 
Desa Borobudur masih kurang. Kepala Desa Borobudur 
yang diwawancarai sebagai nara sumber tidak me­
nguasai masalah tanah di desanya karena petugas baru. 

Keadaan tanah pedesaan bekas pemukiman pen­
duduk sebagian sedang dikerjakan untuk dipersiapkan 
sebagai kompleks Taman Wisata Candi Borobudur dan 
sebagian masih belum dikerjakan dan tinggal bekas­
be_kas rumah tinggal. Sedangkan peta yang terdapat 
di Kantor Kelurahan hanya bentuk peta lama, sedang 
peta yang baru belum dibuat. Demikian pula belum 
disusun buku petunjuk "Mengenal Desaku". 

f. Hasil Akhir. 

Masalah laporan mt disusun oleh Tim Peneliti 
Aspek Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan 
Tanah secara Tradisional. 

Pengambilan Desa Borobudur untuk dijadikan sa­
setran lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa 
pada waktu melaksanakan penelitian di desa tersebut 
sedang berlangsung kegiatan Pemerintah yang teren­
cana, yaitu Pembangunan Taman Wisata Candi Boro­
budur. 
Lokasi dan areal Taman Wisata tersebut memerluk an 
penggusuran tanah penduduk setempat berupa tanah 
pekarangan, tanah pertanian, tanah pekuburan serta 
tanah pemukiman. 

Keadaan yang · semaca m itu telah menimbulk an 
perubahan-perubahan serta perkembangan dalam pola 
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara 
tradisional. 
Di Desa Borobudur pola-pola penguasaan dan pemilik­
an tanah secara tradisional masih berlaku sebagai pe­
nunjang kelangsungan kehidupan masyarakat. 
Perkembangan tersebut juga mempunyai kaitan dengan 
pelaksanaan UUPA tahun 1960 serta UU no. 5 tahun 



BAB D 

MENEMUKENALI 

1. LOKASI. 

a. Geografi. . 

Daerah Propinsi ] awa Tengah terletak antara 108° 
30' sampai 111°30' Bujur Timur dan 6°30' Lin tang 
Selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Propinsi 
] awa Barat dibatasi oleh sungai Cilosari yang ber­
muara di Laut ] awa dan Sungai Citandui yang ber­
muara di Samudera Hindia. Sebelah selatan berbatasan 
dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra 
Hindia. Di sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi 
] awa Timur, bukan merupakan bat as yang nyata, 
karena garis batas itu ditarik melalui garis-garis 
buatan yang mengikuti batas-batas Kabupaten Rem­
bang dan Kabupaten Blora sampai sebelah utara yaitu 
Kabupaten Ngawi (termasuk daerah Propinsi ] awa 
Timur), untuk kemudian mengikuti perbatasan Kare­
sidenan Surakarta. Di sebelah utara berbatasan dengan 
Laut Jawa. 

Luas daerah Propinsi ] awa Tengah meliputi se­
kitar 34.503 kilometer persegi, termasuk kepulauan 
Karimunjawa di Laut ] awa yang merupakan Kabupaten 
]epara dan Pulau Nusakambangan yang luasnya sekitar 
12.400 hektar. (termasuk wilayah Kabupaten Cilacap). 

Tanah di daerah Jawa Tengah rneliputi tanah 
untuk pertanian sawah {32,30 %), tanah perkebunan 
( 1, 70 %), tanah hut an (16, 78 %), tanah pekarangan 
(18,30 %), tanah tambak (0,87 %) dan tanah lainnya. 

Bagi an terbesar daerah-daerah ] awa Tengah me­
rupakan daerah dataran rendah. Keadaan demikian 
mempunyai pengaruh besar atas pengembangan sarana 
lalu lintas dan angkutan serta tumbuhnya pusat-pusat 
pemukiman. Dataran yang luas memungkinkan tanah 
pertanian berupa persawahan-persawahan yang makin 
luas. 

Luas tanah persawahan di ] awa Tengah makin 
berkurang, karena beberapa tanah persawahan tersebut 
telah diubah menjadi tempat pemukiman atau bangun-

13 



14 

an-bangunan industri. Pada masa-masa mendatang 
luas tanah pertanian di J awa Tengah akan menjadi 
terlalu sempit untuk dapat menghasilkan pangan bagi 
penduduk J awa Tengah yang makin bertambah. 

Keadaan tanah di J awa Tengah dapat diperinci 
sebagai berikut : 

l. Tanah dataran rendah yang tingginya kurang dari 
100 meter di atas permukaan taut (53,3 %). 

2. Tanah pegunungan yang tingginya 100 - 500 meter 
diatas permukaan taut (27,4 %). 

3. Tanah pegunungan yang tingginya 500 - 1000 meter 
dari atas permukaan taut (27,4 %). 

4. Tan ah pegunungan yang tingginya lebih dari l 000 
meter (4,6 %) - (Geografi Budaya Daerah J awa 
Tengah 1978 : 17). 

b. Iklim. 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk 
mengetahui iklim suatu daerah ialah suhu rata-rata 
tiap bulan. 
Suhu rata-rata untuk J awa Tengah selalu diatas 20° C 
yaitu rata-rata minimum 21, 1 ° C dan maksimum 
32,8° C. Dari keadaan suhunya maka J awa Tengah 
term asuk beriklim pan as ( = tropis ). 

J awa Tengah juga termasuk daerah basah, karena 
curah hujan rata-rata dalam setahun lebih dari 2.000 
mm. Pembagian curah hujan merupakan faktor yang 
penting pula baik bagi keperluan pertanian maupun 
bidang kehidupan yang lain. J awa Tengah mempunyai 
bulan-bulan basah lebih banyak daripada bulan-bulan 
kering. Yang dimaksud dengan bulan basah adalah 
bulan yang mempunyai curah hujan lebih dari 60 mm. 

Bulan-but an basah di J qWa Tengah adalah bulan­
bulan Nopember sampai April. Dalam bulan-bulan ter­
sebut jumlah hari hujan antara 10 hari sampai 22 
hari sebulan. Sedang yang dimaksud dengan bulan ke­
.!:.!!!& adalah bulan-bulan yang mempunyai curah hujan 
kurang dari 60 mm. 

c. Flora dan Fauna. 



Dari seluruh luas tanah di daerah ] awa Tengah 
hanya kira-kira 19 % yang masih berupa hutan, yaitu 
hutan jati 11 hutan Cagar alam, hutan agatis, hutan 
pinus dan lain-lainnya. Luas seluruh tanah hutan ada­
lah 656.475 Ha dan lebih dari separohnya merupakan 
hutan-hutan jati, yang terutama terdapat di daerah 
pegunungan ] awa Tengah bagian Timur. 

Dari seluruh daerah hut an di ] awa Tengah yang 
berfungsi sebagai hut an produksi seluas 603. 728 Ha, 
hutan lindung 46.022 Ha dan hutan suaka alam 2.683 
Ha. Di ] awa Tengah mengalami kesulitan untuk men­
jumpai perwujudan hutan-hutan primer. 

Perwujudan hutan primer, terutama di daerah­
daerah hutan cagar alam terdapat di beberapa tempat 
di ] awa Teng ah antara lain di daerah hut an Cagar 
Alam Dawuan di sebelah barat gunung Slamet dan 
hutan Cagar Alam Celering di sebelah utara gunung 
Muria. Karena seringnya dikunjungi orang, maka hutan 
cagar alam di Gajahbiru (sebelah utara gunung Muria, 
di tepi jalan ray a) tidak lagi menunjukkan gambaran 
yang lengkap sebagai hutan primer. 

Hutan lindung yang terdapat di pegunungan Se­
rayu utara merupakan daerah hutan yang masih ber­
penghuni hewan-hewan liar yang hidup secara alami 
seperti harimau, rusa, kera, babi hutan dan macam­
macam ular. Harimau terdapat juga di hutan-hutan 
Serayu Selatan, hutan cagar alam Celering dan di 
beberapa daerah gunung seperti gunung Lawu, kompleks 
Merapi/Merbabu dan Muria. Di daerah gunung Ungaran 
diperkirakan masih terdapat jenis kucing hutan, yang 
oleh para ahli biologi dan suaka alam dipandang se­
bagai salah satu binatang kuno yang kini sudah tidak 
ada lagi di tempat lain (Geografi Budaya Daerah 
] awa Tengah 1978 : 20). Di hut an Cagar a lam Ce­
lering yang terdapat di dekat pantai sebelah utara 
gunung Muria, masih terdapat banyak kera hitam, 
berbagai jenis burung, harimau, rusa, babi hutan, ular 
dan sebagainya. 

Hutan Jati di Jawa Tengah diusahakan terutama 
di daerah-daerah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) 
Cepu, Telawa, Purwodadi, Gundih, Randublatung, Blora 
Kebonharjo, Mantingan (Rembang), Pati, Kedu Selatan, 
Semarang, Kendal, Pemalang, Balapulang. 
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Hu tan pinus dan agatis tersebar di J awa Tengah 
bagian barat dengan lokasi tanaman di daerah KPH 
Banyumas Timur, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur 
Magelang, Kedu Selatan dan Surakarta. Pohon Pinus 
ditanam pada ketinggian 200 meter diatas permukaan 
laut sampai ke lereng-lereng yang tinggi (Geografi 
Buday a Daerah J awa Teng ah, 1978 : 21 ). 

d. Pola Perkampungan. 

Pola perkampungan di daerah pedesaan yang di­
jumpai, tiap-tiap dukuh terdiri dari sejumlah rumah 
penduduk yang · berkelompok at au berpencar-pencar. 
Batas antara rumah-rumah penduduk biasanya dipisah­
kan dengan tanah-tanah pekarangan yang dibatasi oleh 
pagar hidup, pagar bambu atau pagar tembok batu. 
Rumah-rumah penduduk itu kadang-kadang dilengkapi 
dengan lumbung padi, kandang ternak dan sumur yang 
dibuat di dekat rumah-rumah atau di pekarangan 
rum ah. 

Beberapa bangunan di desa antara lain berupa 
Balai Desa yang berfungsi sebagai Kantor Pemerintah­
an Desa, yaitu tempat untuk rapat desa atau kegiatan­
kegiatan lain di desa berupa sekolah-sekolah dasar 
atau madrasah, kadang-kadang terdapat juga Taman 
kanak-kanak atau pendidikan non formal berupa pe­
santren. Untuk tempat beribadat didirikan langgar 
(surau) atau mesjid, kadang-kadang di desa terdapat 
juga pasar ada yang bentuknya sederhana terbuat dari 
bahan bambu dan kayu. Ada juga bentuk bangunan 
pasar yang lengkap berupa bangunan los-los pasar dan 
kios-kios untuk toko-toko dan warung-warung makan. 
Untuk satu wilayah kecamatan biasanya terdapat se­
buah pasar atau lebih. 

Bentuk-bentuk dan type pemukiman penduduk 
erat hubungarinya dengan keadaan lingkungan setempat, 
tingkat kehidupan, budaya dan teknologi serta keadaan 
sarana transportasi. Beberapa hal yang dapat disebut 
mempunyai pengaruh atas keadaan pemukiman antara 
lain unsur adat istiadat, tinggi rendahnya daerah, ke­
adaan iklim, kemungkinan terjadi banjir, kesuburan 
tanah, sarana perhubungan. 



2. PENDUDUK. 

Berdasarkan hasil sensus tahun 1971 jum lah pen­
duduk J awa Tengah sebanyak 21.865.263 jiwa. Dari 
jumlah tersebut kira-kira 89,23 % tinggal di desa­
desa dan sisanya didaerah kota. Pertumbuhan rata­
rata (annual growth) dihitung atas dasar sensus tahun 
1961 dan 1971 adalah 1, 76 %. 

Kalau penduduk usia antara 15 tahun ke atas 
sampai dengan usia 64 tahun dianggap sebagai · pen­
duduk usia produktif, maka jumlahnya dalam tahun 
1979 adalah meliputi sebanyak 13.808.948 jiwa atau 
kurang 55,9 %. Dengan demikian ratio ketergantungan 
(dependency ratio) menunjukkan lebih kurang 78,8 % 
yang berarti tiap 100 orang usia produktif itu me­
nanggung 79 orang lainnya yang tergolong tidak pro­
dukt if. Suatu beban yang cukup berat lebih-lebih bila 
diingat bahwa di antara penduduk kelompok produktif 
tersebut banyak yang belum memperoleh kesempatan 
kerja. (J awa Tengah Selayang Pandang, 1981 : 24). 

Dari jumlah penduduk usia produktif tersebut 
yang merupakan angkatan kerja sebanyak 10.218.930 
orang, lebih kurang 93,4 % nya (9.544.480) bekerja 
pada berbagai lapangan pekerjaan, Penduduk asli J awa 
Tengah adalah suku bangsa J awa. Berdasari<.3n suatu 
hipotesa diperkirakan telah ada beberapa pusat pe­
mukiman penduduk di daerah J awa Tengah. Rupa­
rupanya daerah J awa Tengah merupakan daerah yang 
ideal bagi bangsa Deutero-Melayu, yaitu gelombang 
imigrasi bangsa yang berasal dari daratan Asia Se­
Iatan dan menjadi penghuni J awa Tengah. Pusat-pusat 
pemukiman di J awa Tengah pada waktu itu ada dua 
wilayah, yaitu : · 

a. Pantai utara J awa Tengah antara lain daerah Ba­
tang, Pekalongan, daerah J epara (Bangsri - Keling), 
Rembang dan sekitar gunung Lasem). 

b. Wilayah pedalaman antara dataran tinggi Dieng, 
daerah Kedu Utara (sekitar kaki gunung Sindoro 
dan Sumbing) daerah Kedu Selatan dan sekitar kaki 
gunung Merapi, gunung Merbabu (Sejarah Daerah 
jawa Tengah, 1978 : 18). 
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Diantara berita asing yang menceritakan tentang kea­
daan penduduk di beberapa kota dalam abad ke-16, 
khususnya di daerah J awa Teng ah, adalah dari Tome 
Pires (tahun 1512 - 1515). Kota-kota yang dikunjungi 
dan diperkirakan jum lah penduduknya antara lain ada­
lah Pasai, Palembang, Cirebon, Tegal, Demak, Tuban, 
Ternate. 

Kota Demak yang pada awal abad ke-16 me­
rupakan pusat kerajaan bercorak Islam yang terbesar 
di J awa, penduduknya diperkirakan antara 8 sampai 
10.000 keluarga, yaitu kira-kira 40 atau 50.000 jiwa. 
Sedang kota Cirebon pada waktu kedatangan Tome 
Pires itu penduduknya diperkirakan 1.000 keluarga. 
J ika set iap keluarga terdiri rata-rata 4 a tau 5 jiwa, 
maka . penduduk kota Cirebon pada waktu itu lebih 
kurang 4.000 atau 5.000 jiwa. Jumlah penduduk kota 
Tegal waktu kedatangan Tome Pires diperkirakan 
sama dengan kota Cirebon (Sartono Kartodirdjo, 1975 
: 168 - 169). 

Penduduk J awa Tengah selalu mengalami perubah­
an dan jumlah. serta susunannya, di samping juga me­
nunjukkan pertumbuhan positip, baik karena penambah­
an alami ataupun migrasi. Pertumbuhan jumlah pen­
duduk J awa Tengah berdasarkan sensus penduduk 
tahun 1930 dan beberapa · tahun kemudian, dapat di­
lihat pada tabel tersebut dibawah ini. 

Tabet I Jumlah Penduduk Jawa Tengah. 

F~;;~~ -==-==-=·~=------ - -- · -~~~:~::~~:u: 
1961 18.407.471 jiwa 
1971 21.877 .081 jiwa 
1975 23.970.000 jiwa 
1977 24.082.344 jiwa 
1979 24.693. 796 jiwa 
-------- ----- - -- ---·---· ____________ ___, 



Perkembangan penduduk J awa Tengah dari tahun 
1975 sampai dengan tahun 1979 menunjukkan bahwa 
perkembangan penduduk wanita lebih pesat dari pada 
penduduk laki-laki. 

Gambar secara sepintas dapat dilihat pada tabel be­
rikut : 

Tabel II. 1 Penduduk J awa Tengah diperinci menurut 
jenis kelamin, Tahun 1975-1979. 

PENDUDUK .. --
TAHUN 

Laki-laki Perempuan 
JUMLAH 

1975 11.290.127 11.893.465 23.183.592 
1976 11.483.477 12.239.832 23. 723.309 
1977 11.654.145 12.428.199 24.082.344 
1978 11. 793.994 12.522.224 24.316.218 
1979 12.001.102 12.692.694 24.693.796 

· - ,_~ 

jumlah 58.222.845 61. 776.414 119.999.259 

Sumber Jawa Tengah Selayang Pandang, 1981 

Adapun warga negara asing yang bertempat ting­
gal di J awa Tengah terdiri dari bermacam-macam ke­
warganegaraan, seperti terlihat dalam tebel berikut 

Tabet II. 2 Warga Negara Asing di J awa Tengah 
·( 1975 - 1979 ). 

·----· 

No. Warganegara 1975 1976 1977 1978 1979 
·- ~-

1. Cina 98.654 46.815 46.167 42.216 44.058 
2. Arab 1.174 790 853 586 565 
3. India 157 217 166 183 166 
4. Pakistan . 90 82 83 35 31 
5. Lain-lain 405 276 300 366 430 ----

Jumlah 100.480 48.180 47.569 43.386 45.250 

Sumber jawa Tengah Selayang Pandang 1981 
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Penduduk Desa Borobudur. 

Jumlah Penduduk Desa Borobudur sebanyak 6.387 
jiwa dan terdiri dari 1.357 Kepala Keluarga, berdasar­
kan catatan monografi Desa Borobudur bulan Agustus 
1984. 
Perincian jumlah penduduk menurut kelompok umur 
dan jenis kelamin Desa Borobudur seperti tercantum 
dalam tabel di bawah ini. 

Tabel II. 3 Penduduk Desa Borobudur menurut ke­
lompok umur dan jenis kelamin. 

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 2 3 4 I 
L-- - i 

20 

0 - 4 675 623 l.298 
5 - 9 392 371 763 

10 - 14 382 311 693 
15 - 19 255 293 548 
20 - 24 231 331 562 
25 - 29 235 225 

I 
460 

30 - 39 395 309 704 
40 - 49 169 324 493 
50 - 59 240 285 525 
60 keatas 121 220 341 

Jumlah 3.095 3.292 6.387 

Sumber Monografi Dinamis Desa Borobudur 
menurut keadaan bulan Agustus 1984 

I 
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Apabila kita perhatikan tabel di atas, maka 
tampak bahwa jumlah penduduk perempuan lebih 
banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. 

Mengenai penduduk pendatang antara lain ter­
jadi karena perkawinan dengan desa lain atau yang 
berasal dari daerah lain di luar daerah Kabupaten. 
Diantara penduduk pendatang yang bukan karena per­
kawinan juga terdapat mereka yang datang untuk ber­
dagang barang-barang kerajinan atau sebagai petugas 
Kantor Kepurbakalaan Borobudur, Pegawai Taman 
Wisata Candi Borobudur dsb. 

Menu rut cat a tan pada monografi din am is di 
Kantor Kelurahan Borobudur mengenai mutasi pen­
duduk dalam bulan Agustus 1984, penduduk yang pin­
dah 2 orang, kelahiran 6 orang dan kematian 2 orang. 
Pendatang tidak ada atau belum tercatat. 

Penduduk Warga Negara Asing dan Warga Ne­
gara Indonesia keturunan asing di desa Borobudur 
tidak tercatat 9alam monografi dinamis desa bulan 
Agustus 1984. 

Mata pencaharian penduduk sebagian besar dalam 
bidang pertanian dan perinciannya seperti terc antum 
dalam tabel yang berikut. 

Tebal JI. 4 Mata pencaharian penduduk desa Bord­
. budur (bagi umur 10 th keatas) 

No. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

I 0. 
1 l. 

- ----..,- - ---·· 

Jenis mata pencaharian Jumlah orang 

Petani sendiri 1.476 orang 
Buruh tani 1.095 orang 
Nelayan 
Pengusaha 23 orang 
Buruh industri 14 orang 
Buruh bangunan 68 orang 
Pedagang 26 orang 
Pengangk utan 15 orang 
Pegawai Negeri (Si pi I/ ABRI) 123 orang 
Pensiunan 55 orang 
Lain-lain 1.431 orang 

--------- --- - -

J um lah 4.326 orang 

Sumber : Monografi Dinamis Desa Borobudur 
bulan Agustus 1984. 
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Termasuk dalam kelompok lain-lain adalah para 
buruh kasar, buruh musiman, pedagang kecil, para pe­
ngrajin dan beberapa macam mata pencaharian yang 
tidak disebutkan secara terperinci. 

Mata pencaharian yang berhubungan dengan peng­
gunaan tanah dengan luas tanah yang ditanami dan 
jenis tanaman utama sebagai berikut (berdasarkan ca­
tatan tahun 1984) : padi (93 Ha), Ketela pohon (51 Ha) 
Kacang tanah (38 Ha), Ketela rambat (7 Ha), tanam­
an lain seperti jagung, kedele, sayur-sayuran, bu ah­
buahan tidak tercatat luasnya. Tanaman untuk per­
dagangan produksi penduduk Desa Borobudur yang ter­
pent ing adalah Kelapa dan Cengkeh. Dalam monografi 
dinamis Desa Borobudur hanya tercatat kelapa se­
bany ak 3.268 batang. 
Dari jum !ah tersebut tanaman yang berproduksi se­
banyak 1.902 batang dengan jumlah produksi 5. 706 
butir. 

Berdasarkan pencatatan hasil sensus tahun 1971, 
jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 21.865.253 
jiwa. Dari jumlah tersebut lebih kurang 89.23 % nya 
tinggal di desa-desa dan sisinya di daerah perkotaan. 

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang 
menentukan untuk wilayah J awa Tengah. Angkatan 
kerja yang bekerja pada sektor pertanian berdasarkan 
hasi I sensus Penduduk tahun 1961, 1971, sensus per­
t anian 1973 dan survey sosial ekonomi nasional bulan 
September tahun 1979 berturut-turut sebesar 71,2 % , 
57,9 %, 55,8 % dan 51,0 % dari jumlah seluruh ang­
kat an kerja. 

Dengan memperhatikan ha! tersebut jelas bahw a 
masih cukup banyak tenaga kerja di Wilayah J awa 
Tengah yang bekerja pada sektor ini, yang bertindak 
baik seb agai pengusaha, majikan maupun buruh tani. 

3. LAT AR BELAKANG SOS I AL BUDAY A. 
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3.1. Sejarah. 

Bangsa manakah yang menjadi penghuni daerah 
J awa Tengah yang mula-mula belum diketahui secara 
pasti. Dalam hal ini ilmu Paleo-antropologi banyak 
memberikan keterangan yang dapat membantu kita 



dalam usaha untuk mengetahui asal-usul manusia yang 
pert a ma kali menjadi penghuni Jaw Tengah. 

Secara kebetulan di daerah Sa1. giran, Kabupaten 
Sragen yang termasuk wilayah Jawa Tengah merupa­
kan tempat penemuan fosil-fosil manusia dan binatang 
binatang prasejarah yang paling lengkap di dunia. 
Dengan demikian memungkinkan bagi para ahli Paleo­
antropologi mengadakan penelitian yang lebih luas dan 
lebih mendalam mengenai manusia prasejarah. 

Penemuan fosil manusia prasejarah di Indonesia 
yang disebut Pithecanthropus Erectus oleh Dr. Eugene 
Dubois dalam tahun 1891 di dekat Trinil, sebuah desa 
di pinggiran Bengawan Solo, tidak jauh dari Ngawi 
(J awa Timur). Penemuan Fosil Pithecanthropus Erec­
t us penting artinya, karena dapat dikatakah menjadi 
pangkal penyelidikan fosil-fosil manusia prasejarah 
lebih lanjut. 

Menurut anggapan para ahli Pithecanthropus 
Erectus berkebudayaan Paleolitikum. Sisa-sisa kebu­
day.aan Paleolitikum berupa alat-alat dari batu, di­
temukan di beberapa tern pat di Indonesia. Di J awa 
Tengah penemuannya terdapat antara lain di Gombong 
dan Sangiran.~. 

Penemuan sisa-sisa kebudayaan Paleolitikum di 
J awa Tengah memperkuat dugaan bahwa penghuni ter­
tu a di J awa Tengah adalah mahluk jenis Pithecanthro­
pus Erectus. Mahluk itu hidup dalam kelompok-ke­
lompok kecil dari berburu dan meramu (Koentjaraning­
rat , 1981 : 3). 

Berdasarkan suatu legenda yang sangat menarik 
dan terkenal terutama di kalangan masyarakat J awa 
Tengah, diceritakan bahwa konon pada jaman dahulu 
di J awa Teng ah ada sebuah kerajaan yai tu Medhang­
kamulan dan nama rajanya Prabu Dewatacengkar. 
Prabu Dewatacengkar mempunyai kegemaran makan 
daging manusia dan yang dijadikan mangsanya adalah 
rakyatnya sendiri, sehingga jumlah rakyat kerajaan 
tersebut makin lama makin berkurang. Seorang Ksatria 
bernama Aji Saka yang berasal dari negeri Atas Angin 
(India) dengan bantuan rakyat Medhangkamulan ber­
hasil mengalahkan raja Dewatacengkar yang terdesak 
dan akhirnya jatuh di laut Hindia. Sebelum kembali ke 
India, Aji Saka sempat mengajarkan huruf J awa Kuno . 
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kemudian dikenal sebagai huruf J awa yang biasa juga 
disebut huruf "Hanacaraka", setelah melalui suatu 
proses penyem purnaan. 

Dari cerita Legenda tersebut dapatlah kita ke­
tahui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu bah­
wa di J awa Tengah tel ah datang peng13ruh kebudayaan 
dari India (kebudayaan Hindu dan Budha) yang me­
ngembangkan huruf Pallwa dan bahasa Sanskrta). 
Penyempurnaan huruf J awa menjadi 20 macam itu 
terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung di M a­
taram. 

Berdasarkan tinjauan Sejarah, kedatangan pe­
ngaruh budaya di Indonesia antara lain melalui hubung­
an perdagangan antara Indonesia - India. Golongan 
pedagarig dari India sebagian bermukim di Indones ia 
dan kemudi an memegang peranan dalam penyebaran 
pengaruh budaya India melalui hubungan merek a de­
ngan penguasa-penguasa Indonesia. 

Bukti-bukti peninggalan sejarah tentang kedatang­
an pengaruh budaya India di J awa Tengah antara lain 
berupa monumen yaitu candi-candi yang bercorak 
agama Hindu dan yang bercorak agama Budha. Waiau ­
pun pembuatan candi-candi di Indonesia mendapat 
pengaruh budaya dari India, namun corak bangunannya 
tidak semata-mata meniru corak bangunan C andi di 
India, setelah melalui pengolahan dan penyesµaian, 
menjadi seni bangunan yang bercorak Indonesia. 

Proses masuknya pengaruh budaya India salah 
satu f aktor pendukungnya karena adanya hubungan da­
gang antara Indonesia dengan India. Mengingat sif at . 
unsur-unsur budaya India yang terdapat dalam budaya 
Indonesia, Van Leur, seorang sarjana bangsa Indonesi a 
cenderung untuk menempatkan peranan golongan Brah ­
mana dalam penyebaran budaya India di Indonesia. 

Proses masuknya pengaruh budaya India umum­
nya disebut pengaruh Hindu, meskipun kenyataannya 
bukan hanya pengaruh Hindu saja, tetapi juga penga­
ruh agama Budha. Dalam perkembangannya di Indo­
nesia kedua unsur agama itu kemudian tumbuh dalam 
bentuk suatu sinkretisme, yaitu Siwa Budha. 

Kerajaan Mataram di J awa Tengah (abad ke 8) 
yang meliputi daerah yang cukup luas dan telah me­
ninggalkan berbagai monumen agama berupa komples 



percandian yang bercorak agama Hindu dan Budha, 
jelas suatu kerajaan yang sudah teratur. 

Dengan memperhatikan peninggalan-peninggalan 
jaman Mataram, jelas menunjukkan bahwa masyarakat 
pada waktu itu adalah suatu masyarakat Indonesia 
yang telah menyerap berbagai unsur budaya India, 
baik yang bercorak agama Budha maupun Hindu. 
Bangunan-bangunan Candi di Kerajaan Mataram me­
nunjukkan bahwa bangunan-bangunan tersebut merupa­
kan bagian yang amat penting dalam kehidupan ke­
agamaan di masa itu. 

Dalam prasasti-prasasti dinyatakan bahwa Candi 
selalu berhubungan dengan kraton, khususnya dengan 
raja. Masyarakat kerajaan Mataram-Hindu meskipun 
mengenal sistim kasta, namun dari berbagai prasasti 
timbul kesan bahwa peraturan kasta t idak dijalankan 
seperti halnya di India. Dalam kenyataan kehidupan 
masyarakat berdasarkan tata sosial dan budaya Indo­
nesia yang telah ada sejak sebelum kedatangan pe­
ngaruh agama Hindu. 

Kerajaan Hindu yang terbesar di J awa ad a I all 
Majapahit, yang kekuasaannya meliputi seluruh Nusan­
tara. Politik pemerintahan Majapahit telah merintis 
tumbuhnya sistem perkotaan di dalam masyarokat 
Indonesia. 
Meskipun kerajaan Majapahit mengalami proses desin­
tegrasi, namun tidaklah demikian mengenai segala ke­
hidupan masyarakatnya. Keruntuhan kerajaan Majapa­
pahit hanya terjadi di pusat kekuasaan politik. Kota ­
kota bandar melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit 
dan berkembang menjadi pusat-pusat kekuasaan politik 
dan perdagangan. 

Kedatangan pengaruh agama Islam melalui hu ­
bungan perdagangan telah mengembangkan kota -kota 
bandar di Indonesia . menjadi pusat-pusat penyebarnn 
agama Islam. Demak berhasil didirikan sebagai pusat 
penyiaran agama Islam dan kekuasaan politik baru 
yang bercorak Islam. 

Pembawa Islam ke Indonesia pada permul aannya 
adalah golongan pedagang, maka jelaslah bahwa vang 
menjadi pendorong utama adalah faktor ekoriorn i per ­
dagangan. Perdagangan hasil bumi pada waktu it.u ter 
utama rempah-rempah. 
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Adapun day a tarik yang pen ting wilayah J awa 
rengah bagi para pedagang dan .luar adalah beras. 
Walaupun luas areal sawah mungkin tidak seperti ke­
adaan sekarang, namun daerah-daerah Pajang, Mata ­
ram, Ranyumas, Pekalongan dan Pati sejak permulaan 
abad ke - 16 telah merupakan daerah beras. Dapatl ah 
diperkirakan bahwa pada masa itu sebagian hesar pen­
duduk J awa Tengah adalah petani. 

Selama masa kerajaan Demetk dan Pajm1g cli­
usahak;m pernbukaan suatu daerah -claerah baru yang 
mengak ibatkan bertambahnya jumlah areal sawah. Da­
lmn masa kerajaan Mataram setelah pengaruh Islam, 
rupa - rupanya ekspor besar m akin bert am bah, sehingga 
Sultan Agung perlu menclatangkan '>rang-orang Madura 
ke J aw8 Tengah untuk bekerja di saw ah-saw ah pad a 
t ahun 1624. Sement am nu b8nyak petani dari daerah 
Jawa Tengah yang dikirimkan ke daerah Kraw <rng 
untuk membuka areal persawahan baru. 

Agama Islam juga membawa perubahan sus ial 
st>rta memperluas perkembangan buday a Indonesia. 
Penyesuaian antara adat dan syan'ah Islam di ber ­
bagai daerah di Indonesia selalu terjadi. Dalam me­
rayaktrn Hari Besar Islam sering dipadukan dengan 
unsur - unsur trndisional, misalnva peringatan M au lud 
Nabi dengan menyelenggarakan perayaan sekaten, me-
11gm1dung unsur - unsur budaya Indonesia asli, bud aya 
Hindu, dan hudaya lslarri. 

Sultan Agung dari MC:1t ara rn telah beru s;-iha 
untuk mengadakan sink ret is me unsur bud a ya J awa 
dengan buday a Islam, yaitu perpriduan perhit ungm1 
t <ihun Saka dengan tahun hijrah menjadi tahun J awa 
( 163J). 

DalHm periode sekitar tahun 1600 1800 di 
J awa Tengah seolah - olah te rbentuk dua wi I ayah bu­
daya y<rng herbeda, yaitu wi I ayah pesisir dengan pol a 
ajaran Islam serta wilayah pedalarnan dengan pola 
agraris sebagai pernbentuk kebudayaan. 

Peranan para wali sangat pentihg dalam penye­
baran agarna Islam di J awa Tengah. Waktu menyiar­
kan ajaran Islam mereka membuka daerah pernukirnan 
baru dengan cara "babad alas~ · 

Politik ekspansi Sultan Agung ke daerah pesisir 
utara Jawa telah mengakibatkan kernunduran per-



dagangan laut. Kota-kota dagang di pantai utara di­
hancurkan oleh tentara Sultan Agung, · . karena kota­
kota tersebut dianggap sebagai sumber perlawanan 
rakyat terhadap kerajaan Mata ram. J iwa pelaut J awa 
makin mundur. Hal ini disusul dengan hancurnya klas 
menengah a tau kl as pedagang J awa, sehingga masya­
rakat J awa khususnya di J awa Tengah, mengarah ke­
masyarakat agraris dan masyarakat feodal. 

Karena runtuhnya klas pedagang, maka mekanis­
me perekonomian menjadi sebagai berikut : rakyat 
sebagai petani wajib menyerahkan hasil bumi mereka 
kepada desa, yang bertindak sebagai raja kecil di pe­
desaan. Selanjutnya raja kecil itu menyerahkan hasil 
bu mi kepada Bu pal i a Lau penguasa yang bert indak 
ntas narna raja. Adapun dasar hukumnya, rakyat tidak 
memiliki tanah sebab tanah adalah milik raja. Setelah 
raja J awa takluk kepada Belanda, maka Relanda me­
nyatakan bahwa tanah itu milik Belanda. Rakyat ha­
nya mempunyai hak "nggaduh" (mengolah, meminjam). 

3.2. Sistem Mata Pencaharian. 

Penduduk Jawa Tengah sebagaian besar mem­
punyai rnata pencaharian dalam bidang pertanian. 
Jawa Tengah memiliki sawah seluas 1.028.351 Ha dan 
tan;.ih tegalan seluas 799.302 Ha, . yang berarti m asing­
rnasing 32,49 % dan 25, 18 % dari luas · wilayah J awa 
Teng ah. 

Untuk menjamin kel<rngsungan peningkc.itan pro­
cluksi pertanian diperlukan penyediaan air · pengaturan 
jaringan pengairan clan pengamanan luas tanah per­
Lnnian clan lingkungan hidup. Dari ar<>al sawah di 
J aw a Tengah yang luasnya 1.028.351 Ha tersebut, 
dapat digolongkan menurut sistem jaringan trigasi 
yaitu : pengairan teratur, setelah teratur, pengairan 
pedesaan clan tadah hujan, seperti tercantum dalam 
tabel berikut. 
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Tabel 11.5. Luas sawah di Jawa Tengah menurut sistem 
pengairan tahun : 1978. 

~ 

----~1:-1 No. JENIS PENGAIRAN Luas Ha 

I. 
2. 
3. 

4. 
5. 
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- .- .. --·-- -----·--·--- -··--+-- -----

Saw ah pengairan teknis 289.445 28,15 
Saw ah pengairan I teknis 164.124 15,96 2 
Saw ah pengairan pedesaan 224.900 21,87 
(sederhana) 
Saw ah tadah hujan 342. 763 33,33 
Saw ah pasang surut dll. 7.119 0,69 

- -- -------- - -·-- - --~ · - - ... - - -· · - ----- · . - · 
Sumber Jawa Teng ah Selayang Pandang (1981) 

Dari tabel t ersebut diatas t.lapCJt kita ketahui 
bahwa kebanyakan saw ah t.li d<.1erah J awa T<~ ngah me­
rupakan sawah tadah hujan. Jenis tan aman yang di­
usahakan oleh para petani .I awa Teng ah sepert i : 
padi, jagung, sorgum, ketela pohun, ketela rambat, 
kedelai, kacang tanah dan masih banyak jenis yang 
lain serta tanaman hortikultura. 

Jenis tanaman hortikulturc.i di daerah ' Jawu 
Tengah antara lain : kentang, kobis, wortel, sawi, 
petai, bawang putih, kapri dan yang lain. Sedang pro­
duksi di dataran rendah antara lain berupa : bowang 
merah, lombok, tomat, terong dll. 

Usaha dalam bidang pete rnakun di J awa Tengah 
meliputi jenis- jenis binatang ternak sapi, kerbau, bahi, 
kuda, kambing (domba). Di samping jenis-jeni s t e rn ak 
tersebut juga diusahakan pemeliharaan unggas. 

Cara penanaman sayur-sayuran/buah-buuhan oleh 
para petani ada yang diusahakan dengan cara ca mpur­
an dengan tanaman lain (tumpang sari). 

Dalam bidang perkebunan, berdasarkan catatan 
dari Din as Perkebunan Propinsi J awa Teng ah, m aka 
pada akhir tahun 1979 luas tanah perkebunan ter­
catat 96.166,96 Ha yang tersebar di 16 Daerah Ting­
kat II. 

Berdasarkan perbedaan letak tanahnya, perkebun-



an tersebut diperinci menjadi dua macam, yaitu 
- Tanah perkebunan Budi Daya Dataran Rendah, se­

luas 41 % 
- Tan ah perkebunan Budi Daya Gunung, seluas 59 % . 

Berbagai tanaman juga diusahakan oleh · pihak 
perkebunan baik tanaman tahunan ataupun musiman, 
seperti karet, kopi, kelapa, coklat, panili, kapulogo, 
tembakau, tebu, rosela, kapas, klembak, pyrethrum, 
kemukus, cassiavera, cengkeh, jambu mete di!. 

Luas tanah perkebunan budi day a gunung di J awa 
Tengah ( dalam Ha ) 

l. Perkebunan Asing 3.553,62 
2. Perkebunan swasta 12.066,44 
3. Perkebunan joint venture 1.062,99 
4. Perkebunan PNP 37.301,19 
5. Perkebunan Lembaga Pemerintah 2.239,74 

Penduduk Desa Borobudur yang mempunyai mata 
pencaharian yang erat hubungannya dengan penggunaan 
tanah adalah dalam bidang pertanian. Berdasarkan 
catatan monografi Kantor Kelurahan Borobudur dalam 
bulan Agustus 1984 jumlah petani ada 2.571 orang, 
yang terdiri dari petani sendiri sebanyak l.476 orang 
dan buruh tani sebanyak l.095 orang. 
Luas tanah yang ditanami tanam;rn utama seperti : 
padi (93 Ha), ketela pohon (51 Ha), Kacang tanah 
(38 Ha) dan ketela rambat (7 Ha). Tanaman produksi 
rakyat yang terutama adalah buah kelapa. · 

3.3. Sistem kekerabatan. 

Sistem kekerabatan orang J awa berdasarkan prin­
sip keturunan bilateral. Sedangkan sistem istilah ke­
kerabatannya menunjukkan sistem klasifikasi menurut 
urutan keturunan. 
Semua kakak laki-laki serta kakak wanita ayah dan 
ibu, beserta isteri dan suami mereka diklasifikasikan 
menjadi satu dengan memakai istilah Siwa atau Uwa 
(Pak De atau Bu De). 
Sedang adik-adik dari pihak ayah dan ibu diklasifikasi 
kedalam dua golongan yang dibedakan menurut jenis 
kelamin yaitu paman (Pak Lik dari Bapak Cilik). 

29 



30 

Dari suatu perkawinan terbentuklah suatu ke­
luarga batih atau keluarga inti, yang dalam masyara­
kat Jawa disebut "kulawarga". Keluarga dalam masya­
rakat J awa merupakan suatu kelompok sosial yang 
berdiri sendiri, serta memegang peranan dalam proses 
sosialisasi anak-anak yang menjadi anggotanya. Se­
orang Kepala Keluarga inti atau keluarga batih di­
sebut "Kepala Somah". 

Kepala Somah dapat seorang laki-laki at au se­
or ang ibu, yaitu apabila si suami meninggal dunia. 
Apabila ibu telah meninggal, maka salah seorang anak­
nya dapat bertindak selaku kepala somah atas per­
setujuan yang lain. Dalam hal ini lebih diutamakan 
anak laki-laki yang tertua. 

Keluarga batih atau keluarga inti terdiri dari 
suami, isteri dan anak -anak mereka. Keluarga inti 
atau somah merupakan suatu pertalian kekeluargaan 
yang penting. Suatu somah selalu bertindak dalam 
wujud kesatuan dalam hubungannya dengan somah­
somah yang lain, baik yang berdekatan at au dengan 
somah-somah sanak saudara lainnya. 

Adakalanya suami atau si isteri yang akan ber­
tindak selaku wakil somah sebagai keseluruhan. Sang 
suami dalam hal -hal yang sifatnya ritual dan sang 
iste-ri dalam peristiwa-peristiwa sosial tertentu m isal ­
nya perkawinan dan kelahiran. Setiap kelompok somah 
tampil di hadapan anggota kelompok somah yang lain 
sebagai suatu unit sosial. 
Dari sudut ekonomi, rumah tangga somah itu merupa­
kan kelompok k'onsumsi dasar (hildred Geertz, 1981 :5) 

Kelompok kerabat yang ~.erdiri lebih dari satu 
keluarga inti dalam satu tempat tinggal, y aitu keluarga 
inti senior dengan keluarga inti anak-anaknya, disebut 
keluarga Iuas. Suatu keluarga luas dapat terdiri 
dengan adanya perk awinan, diantara anak-an aknya, 
laki-laki atau perempuan yang kemudian setelah me­
reka menikah, mereka tinggal menetap di dalam 
rumah orang tuanya. 

Adat menetap setelah menikah menyebabkan 
adanya tiga macam kaluarga luas, yaitu keluarga luas 
ultrolokal, keluarga luas Virilokal dan keluarga luas 
Uxorilokal. 
Keluarga luas ultrolokal terdiri keluarga inti senior 



dan keluarga anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun 
anak perempuannya. Keluarga luas semacam ini dapat 
dilihat pada masyarakat jawa. Keluarga luas Virilokal 
adalah keluarga luas yang terdiri dari satu keluarga 
inti senior dengan keluarga inti anak-anak laki-laki, 
seperti terdapat pada masyarakat Batak, Gayo dll. 
Sedang keluarga luas Uxorilokal adal ah keluarga luas 
yang terdiri dari keluarga inti senior dengan keluarga 
inti dari anak-anak perempuannya, seperti pada masya­
rak at Minangkabau. 

Suatu bentuk kekerabatan lain, yaitu yang di­
namak an "kindred", yang dalam masyarakat J awa biasa­
nya dapat disamakan dengan sebutan "sanak sedulur". 
Anggota-anggota kindred merupakan gabungan kerabat 
yang terdiri dari suatu saudara-saudara kandung, sau­
dara-saudara sepupu dari pihak ayah dan ibu, kerabat 
satu tingkat keturunan ke atas (saudara orang tua 
dari pihak ayah dan ibu) dan kaum kerabat dari ang­
kat an satu tingkat ke bawah. 

, Keluarga kindred tersebut berkumpul atau sating 
bertemu apabila ada peristiwa-peristiwa penting dalam 
kelu arga inti atau keluarga luas, seperti misalnya ke­
matian salah seorang anggota keluarga, perkawinan, 
pada hari raya keagamaan, terutama hari raya ldul 
Fitri dsb. 

Keluarga kindred orang J awa di Pedesaan biasa­
nya hanya terdiri dari saudara kandung, saudara se­
pupu, para paman dan bibi, para ipar ayah maupun 
ibu dan kerabat-kerabat dekat pihak suami atau isteri. 

Masih ada satu bentuk kelompok kerabat yang 
disebut alurwaris, yang terdiri dari semua kerabat 
sampai tujuh turunan sejauh masih dikenal di tempat 
t ingg alnya. 
Tugas terpenting dari para anggota alurwaris adalah 
rnemelihara makam leluhur mereka. Biasanya salah 
seorang dari warga alurwaris yang bertempat tinggal 
di desa tempat makam leluhur mereka, ditunjuk untuk 
menghubungi anggota alurwaris lainnya yang tersebar 
di berbagai tempat untuk ikut bersama-sama meme­
lihara dan merawat makam leluhur mereka. (Mar ­
bangun Harjowirogo, '1983 : 69 ). 

Pada umumnya orang J awa tidak mempersoalkan 
tentang tempat tinggal seorang setelah ia menikah, 
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sehingga seseorang bebas untuk menentukan apakah ia 
akan menetap · di rum ah orang tuanya atau pada ke­
rabat istrinya, atau di tempat tinggal baru yang ter­
pisah dari kedua belah pihak. 
Di desa-desa Jawa adat menetap sesudah menikah 
bersifat utrolokal artinya anak-anak laki-laki ataupun 
anak-anak perempuan setelah menikah masih menetap 
di rumah orang tuanya. 

Setiap orang tua dari keluc1rga batih tentu ber ­
kehendak mewariskan harta benda 111ilik11ya kepad ;1 
anak-anaknya. Adapun hartet benda yang diw;irisk ;1 11 
antara lain berupa rum ah, perahot rurn ah, ter11 ;1k, 
tanah pekarangan serte:1 pepnhon;in y ;1ng 1 u1nhuh di 
atasnya, · tanah perurnian da11 benda pus<1kL1. 
Dalam pembagian waris<H1 lwrta peni11ggala11 tP1sehu1 
dengan dua rnacwn car<1 yaitu c ara percl c1rnai <1n d;rn 
CHra sepikul _ sege1_~_Qhongan. 

Pernbagian warisan 1nenurut C<tra pe rd omai ,111 
yciitu dengan cam permusy ,1wa1 <JI an di :.i11tara p<.11<1 
ahli waris yang t erdiri clari <:H1ok -sn;1k at. <tu c.111gg1>1 c. 1-
anggota kerabat kedua helah pihak ornng tuci. Pe n1 -
bugian w<:Hisan rnerrnrut car8 pe rda111ai;111 dengan me ­
nentuk;rn siapak8h di unt ar<1 parn ahli war is yang ber -­
hak nwnerima bagian lebih atau s<:rn1;_1 dari ya11g lai11-
lainny;1. Cara dem ik ian 1ni terutuma dipergunak<rn 
unt uk pernbagian warisan yHng herup<J ru111ah, peraliut 
rurnah, benda pusaka d8n binat ang ternak. l\1aksud 
pembagian dengan cam perd <:1mai ;rn tersebut <1ga;· t e r ­
capai suatu keadaan sf'jahtf'ra hagi semua anggnta 
keluarga batih. 

Orang tua lebih c1111do11g untuk memherikc.111 
rumah kediamannya yang pokok kep8da t8bo11, yaitu 
seorang anak laki - laki atau µerempuan yang tetc.q> 
tinggal di rum8h · bersam<:t ·- sC1mC1 orn11g tuu d811 me11 -
jumin hidup 9rang tua11y8 pada 111 ;1s8 hari t11<1nyu. 
Untuk pemeliharnan benda -benda pusaka bi1:1sa11ya di -­
bebankan kepada anak laki - laki tertuu, sedangkan ter ­
nak dibagikan sama sesuai dengan jum lah y::mg ada. 

Pembagian warisan menurut cam yang keclua 
yaitu Sepikul segendhongan d!pergunakan pad<:J pem­
bagian warisan berup8 tanah pekarangan dengan pohon 
pohon yang tumbuh di atasnya dan tanah pertaniHn 
terutama sawah. Menurut cara ini ditetapkan bahwa 



anak laki-laki memperoleh 2/3, sedangkan anak pe­
rem puan 1/3 bagian dari seluruh jumlah warisan (Koen­
tjaraningrat - ed - 1981 : 336~. 

Terutama dalam pembagian warisan berupa tanah 
pekarangan dan tanah-tanah pertanian wajib memberi­
kan laporan kepada pejabat desa. Hal ini perlu untuk 
menentukan pembayaran pajaknya. Surat tanda pem­
bayaran pajak atau yang disebut kohir (juga pethuk). 

Sawah yang dapat diwariskan adalah sawah sang­
~. yaitu sawah milik pribadi. Menurut macamnya 
sawah milik dapat dibedakan tiga macam, yaitu : 

a. Sawah gantungan, yaitu sawah bagian warisan dari 
seseorang yang pergi meninggalkan sawah itu untuk 
jangka lama, sehingga sawah tersebut diserahkan 
penggarapannya kepada salah seorang saudaranya. 
Setelah pemilik sawah itu kembali, maka hak atas 
sawah tersebut kembali pula kepada si pemilik. 

b. Sawah dunungan, yaitu sawah yang belum menjadi 
harta warisan, namun t e lah ditunjukkan oleh orang 
tua bagian sawah masing- masing yang a~an diberi­
kan. 

c. Sawah garapan, yaitu sawah yang belum menjadi 
harta warisan, tetapi sudah diijinkan oleh ornng 
tuanya untuk digarap oleh anak-anak atau menantu 
laki-lakinya, sebagai jaminan hidup hari tuanya. 

Seorang pemilik sawah sanggan yang luas dapat 
menjual sebagian dari sawahnya secara adol tahunan , 
yait u menyewakan sa wahnya selama satu tahun. J ik a 
sawah itu dijual lepas disehut adol ceplik. Seornng 
petani pemilik sawah yang memerlukan uang dapat 
meminjam uang kepada seseorang dengan menyerahkan 
penggarapan sawahnya kepada seseorang untuk satu 
masa panen, cara semacam ini disebut adol oyodan. 

3.4. Sistem Religi. 

Tentang kehidupan keagamaan di Jawa Tengah 
sumber berita tertulis yang tertua kita temukan pada 
sebuah prasasti Tuk Mas (desa Dakawu - Grabag -
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Pada umumnya Candi-candi Hindu terdapat di 
Jawa Tengah bagian utara, kecuali Candi Prambanan 
dan Candi Sambisari dekat Kalasan. Sedang bangunan­
bangunan Candi Budha hanya ditemukan di J awa Te­
ngah bagian selatan. 
Berdasarkan atas letak bangunan-bangunan suci itu, 
maka diduga bahwa dinasti Sailendra menguasai J awa 
Tengah bagian selatan dan dinasti Sanjaya menguasai 
J awa Tengah bagian utara. Candi Borobudur termasuk 
salah sebuah diantara Candi-candi Budha. 

Apabila kita bandingkan antara 'Candi-candi Hin­
du di J awa Tengah utara dan candi-candi Budha di 
J awa Tengah bagian selatan, rnaka tampak jelaslah 
perbedaannya. Candi-candi Hindu memperlihatkan ke­
seclerhanaan, baik dalam ukuran besarnya bangunan, 
seni arcanya serta ornamentasinya. Sedang candi-candi 
11udha di J awa Tengah Sela tan mem perlihatkan kesan 
kernegahan arsitektur, seni area, serta ornamentasinya. 

Candi-candi Hindu di J awa Teng ah utara dian­
tarqnya adalah kom pleks candi-candi di dataran tinggi 
Dieng, Candi Gedongsongo (Lereng gunung Ungaran). 
Bangunan-bangunan Candi Budha antara lain Borobudur 
Mendhut dan Pawon (di dekat Magelang), Kalasan, 
Sewu, Sari, Plaosan (semuanya terletak di wilayah ke­
ca rnatan Prarnbanan). 

Mengenai fungsi candi yang sebenarnya dalarn 
tma kehidupan agama rnasa itu belurn dapat dikernu­
kakan jawaban yang mernuaskan. Stutterheim berpen ­
dapat bahwa candi berperan sebagai tern pat untuk 
rn engkeramatkan leluhur ra1a atau keluarga raja. Hal 
tersebut dipandangnya rnerupakan suatu kelanjutan 
dari kebiasaan bangsa Indonesia untuk memuja leluhur 
sejak jaman prnsej arah, dalam bentuk Hindu. Sedang 
Soekrnono beranggapan bahwa candi bukan tempat 
pernakarnan abu jenasah, melainkan berfungsi seperti 
h;:ilnya pura di Bali. Bangunan Suci Budha berfungsi 
sebagai tern pat pemujaan. 

Adapun kedatangan agama Islam di Indonesia, 
karena pada awalnya melalui jalan perdagangan, maka 
yang pada perrnulaan tersentuh pengaruh Islam adalah 
daerah pesisir. 
Proses Islam isasi rnelalui perdagangan dipercepat oleh 
situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan. Bersama-
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sama dengan para pedagang ikut pula para Mubaligh 
yang pekerjaannya lebih khusus untuk mengajarkan 
ajaran agama Islam. 
Turut sertanya para Mubaligh atau guru-guru agama 
tentu lebih memudahkan proses lslamisasi dan akan 
lebih memperdalam pengertian-pengenian yang ter­
cakup oleh agama Islam itu. 

Diantara para pedagang muslim yang bermukim 
di tempat-tempat pusat perdagangan ada yang mem­
peristeri wanita-wanita pribumi, sehingga terbentuklah 
keluarga-keluarga muslim. Perkawinan merupakan sa lah 
satu saluran Islamisasi yang paling memudahkan, apa­
lagi jika perkawinan itu terjadi antara seorang sau­
dagar muslim dengan anak seornng penguCisa setempat 
atau bangsawan. 

Saluran lslamisasi yang lain dapat pula melalui 
cabang-cahang seni seperti : Seni hangunan, seni pa­
hat atau seni ukir, seni tari, seni rnusik atau seni 
sastra. 

Ketika Proses lslami sasi di daerah .I awa Tengah 
berlangsung, pengaruh ajaran dan ca ra berpik ir Hindu 
masih kuat dan berakar dalarn kehidup <J n m asyar<-1kat 
terutama di daerah pedal aman. 

Pada masa pengaruh Hindu Sistem penyebar ;rn 
agama Hindu dipengaruhi oleh sistem pendidikan di 
India, yaitu de11gan sistem "gurukula". Sistem pendidik ­
an gurukula yaitu sistem pendidikan yang para murid ­
nya bertempat tinggal bersama keJuargci guru. P8da 
waktu berkembang sistem pendidikan dengan dua 
macam guru. 
Pertama adalah "guru kraton", yaitu mereka hidup di­
lingkungan kraton atau diundang oleh krnton untuk 
mengajar para putra raja dan bangsawan. 
Guru jenis yang kedua adalah "Guru Pertapa" yw1g 
sering disebut dengan gelar Bagawan. yang mempunyai 
sebuah pertapaan atau padepokan jauh dari ternpat 
keramaian. Murid-muridnya atau para cantriknya dari 
keturunan raja, bangsawan (Sejarah Pendidikan, 1980/ 
1981 : 22). 

Pendidikan tipe kedua inilah yang dalam masa 
penyebaran agama Islam berkembang menjadi sistem 
pendidikan pesantren dengan tokoh kyai sebagai guru ­
nya. Karena ajaran Islam tidak mengenal sistem kasta 



seperti dalam ajaran agama Hindu, maka para murid 
atau santrinya juga terdiri dari rakyat biasa. 

Para Ulama serta guru yang menyiarkan ajaran 
Islam di J awa, khususnya di daerah J awa Tengah di­
sebut Wali, yaitu yang lebih dikenal dengan sebutan 
Wali Sanga yang berarti Wali Sembilan. Mungkin se­
butan Wali Sanga mengandung pengertian sebagai per - _ 
lambang suatu Dewan Wali, dengan mengambil angka 
sembilan yang sebelum pengaruh Islam sudah dipan­
dnng sebagai angka keramat (Sarlono Kartodirdjo dkk, 
Sejarah Nasional Indonesia Ill : 118). 

Perpuduan antara unsur-unsur buduya lsl<.1111, Hin ­
du dan asli sehagiun besar terdapat di kah1ng<lll pC'11 -

d11duk ped alaman. Kondisi se111acam ini mempert11ud <.tl1 
masuknya alirnn Tasawuf yang berkeniliang Ji J;1w;1 
Teng<.tl1 se jak pe ricXit"~-er:::;-j<ian P<tjang. 

Penduduk Desa I3orob11d11r pe nH.: luk <ig;i111 ;1 rwrin ­
cian11ya. 

4. PEl~TUMBUHAN SISTEM PEMERINTAllAN. ---·· --- - ------ -- --·· -- - -- --- --

Dari su111ber-surnber sejarah yang pernuh ditPlllU­
kan, dapat lah diketahui bahwa di de:iernh Jawe1 Tt->ngah 
daL1111 rnasa ab8d ke - 8 sarnpai ke - 9 pernHh ber­
ke1nha11g dua dinasti y<.mg berkw..1sa y;.iitu di11as1 i S;rn ~ 
j~1_y_~ dun dinasti Sailer~dra. Dinasti Sanjaya meng~llUt 
;_igumn Hindu d:rn dinasti Sailendra meng<.rnut ag<lrnn 
l3udlw. 

Berdasark<-rn peningg <~lan kedua di1iast i yang he-­
rupu lrnnguna11 candi-cw1di, mt1ka thiµat lah did11ga IJ;ih ­
Wd dinasti Su111aya menguasai daerah Jawa Te11g<1li IJ<J ­
gian Utt1ra dan di11asti Sailt~ndra nH:'nguasui J<iw<t 
Te11gah bagia11 S1 ~ lata11. 

Dt1lam perte11g<.1ha11 <1had ke - 9 dina~ti S<111jci' <-1 

bersatu deng<111 di1iasti Suilendra setel<.d1 t(-'rj<Jdi pn· 
kawi1wn <lntara Rak8i Pi!-. at an (keluargci Sanja' <1) 
de11gan f>ramodawarclhani put rT-raj<.1 Samaratunggu - cl-<.m 
keluarga Sailemlrn. 
Diduga Candi Borobudur dihangun d<llam masn pt"llH' ­

rint ahan rnja Sam<1ratu11gga yang menwrintah antara 
tahun 812 - 832 - Maseh i, berdasarkan prasast i Ka rang 
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Tengah berangka tahun 746 Saku atau 824 Masehi. 
Berclasarkan prasasti Shri Kahulunan, putri Pra­

l\1ode1wardhani pada tah11n 842 M ment-;-hbiskan desa 
Teru di l 'epusa n milik putri tersPhut, menj ;1di desa 
~~([!_kc11~ atau dom e in unt.uk bangu11an suci "Kam_u_lan 
Bhumisarnhhara". Rri nguncrn suci tersebut sang;lt mung­
kiil .\· <.rng dili1aksud adal a h Candi Bnrobudur. ~t!..!i_t;_<~­
hulunan <H lalah sebutan clalam bahns<1 Jawa l\ttno tlrti · 

11\.,.-,\ ~ c.rng Muli<t Perrnai suri. 
J adi pen·srn i ci n pembangunan Candi H1>robudur 

t e rp1di d<1lam tahun 824 MasPh i d alam masa riernerin ­
r <1l1<111 rajri Samaratungga. 

D u l ::i m masa kejay<1an kernj<lan !\'laji.t[)Lihit ke · 
ku c1.-;<1annya rneliputi st-·luruh wil<1yah lndonPs i a, t e r ­
tll ;1-;11k jugt:l wilay ah J ;1wa Te11gah. Setelah ker<J .iaa n 
i\laj<1pahit rnt~ ngalt:lmi k eruntuh ;::i n, keduclukannya n111lai 
te r ~ese r nleh kerc.ija an .. kerajaan ya ng me lepask a 11 diri 
dari kekuast:lan pusa t. K erunt uh an kekuasaan Maje1p<1 lti t 
diluki skan nleh Babat T crnah Jawi dengan bt>ntuk C<tn · 
drns;1ngknln " si rna il ang kertC1ning humi" (1400 s <~k a) . 
l'erkt>mbangan agamn Islam di Jaw ;1 nwrup<tk <lll s~11Cth 

sa tu faktor ynng ikut m P111per1·epi1t prosPS ke ru11tt1lta11 
1 e r sehut. 

D e mak ht" rhasil muncul seb ;1gl.l i pus:_1t kck u ;is<1<.1n 
p(llit 1k yang merupak an mat a rantai k~k uatan daerah 
pesisir serta menjadi p11 sa t pcnydwran agama Islam. 
Dal<1m periode yang pc~ndek, D e m <l k 1eh1h ber·h11s il 
m engw1 sa i dan nt enge rnhangk an pot ensi Jawn T t· ngali. 
Dat~rah pede1l<1man Jaw ci Tengah y <mg m t~ rup ;,ik<1 11 lam ­
h;rng kPja_ve1 an m asa kerajaan I rindu M at <H< tm dapal 
dikuasa i. Demikian pul a Kadipaten Pe ngg ing ya ng rne · 
rupaketn lamh;-mg kek uas<-1an Majapahit di .I aw a T engilh 
d<1pat dikuc1sai. Ketu ru nan Adipati I landaya11i11g1at 
vung semula mem e luk agama I lindu, setelah m e ngamtl 
<..1~ <.lll!Ll Islam diangkat menjadi Adipati Pt.:ng ging. 

Dalam masa kerajaan Demak wilayah desa Boro-· 
hudur termasuk dalam wilayah kekuasacrn Kadipnten 
Pajang/MHtaram dibawah Adipati Pangeran Hadiwij<:1ya. 

Setelah Pangeran Trenggono Sultan Demak yang 
ketiga wafat, maka timbullah perpecahan di dalam 
kerajaan Demak, yang mengakibatkan kedudukan 
Demak sebagai pusat kerajaan kemudian dipindahkan 
dari Demak ke Pajang. Wilayah kekuasaan Demak me-



liputi daerah-daerah yang dibagi dalam tiga wilayah 
besar yaitu Negara Agung, Pesisiran dan Mancanegara. 
Wilayah Negara Agung meliputi Pajang dan Mataram. 
Wilayuh Pesisiran meliputi Banten, Yogyakarta, Ci­
rebon, Tegal, Pemalang, Demak, Pati, Tuban, Surabaya 
clan Blambangnn. Sedangkan Mancanegara meliputi 
Rlitm, l\fadiun, Krapy ak (Kedu) dan Banyumas. 

Selama periode Demak dan Pajang tela.h dilaku­
kan pembukaan daerah-daerah baru yang mengakibat ­
hrn hertambahnya jum lah areal sawah. 

Keducluknn Pajang sebagai penguasa di J awa 
I engah kemudian tergeser o leh kekuasaan Mataram. 
l'usat pemerintahan . dipindahk <-1 n ke Kotagede ibuk o ta 
Mat aram. Peri ode Mataram clirintis oleh Ki Ageng Pe ­
nwn;1han clan kekuHsaannya dikembangkan o leh Seno­
pat i (Sutaw ijaya) setelah merebut kekuasaan Pajang. 

Kerajaan Matnrarn rnencapai kejayaannya dalam 
masa pcrner int alrnn Su lt an Agung (1613 - 1645) yang 
hc1 j11 <.ing deng<rn c it a-cit a menyatukan kt>rajaan -keraja­
;111, cli .I aw;1 . S::itu (km i satu kerajaan pesisir diku;1sa i. 
lbu K<Ha ker<1 jaan dipiwlahk an cl<iri i'otu Gede ke 
I' I e red. ·-··--·· ------

St• I <11 net reriode l\fotarn1n rupa- rupnnya perrninta­
<111 ukun be ras demikian hesC1 rnya, sehingga Sultan 
,,\ gu11g pPrlt1 mend :1t<rngka11 ruluh an ornng Madura ke 
.I ilWa I enguli untuk hekerja di sawe1h -- sawah pada 
1 ;d1111t I fi24 (Sejan-ih D <wrah J i'I WC:I Tengah, 1978 : 72). 

S•·t e lah Sul1 r111 /\gung wafdt Mat e:nnrn in akin 
11lilndur rl un deng<111 c<1111pur t<.rng<rn k<>mpeni Belrinda 
~ 1kliirnye1 ~.L1t<=1ram nwngalami ~wrpecahan setelah <li ­
t crncl a- tu11gani perj anjian Gidnt i (dekat Surak <HLCI) pad;.i 
t <.111g},;::tl 13 f' ehruari 1755, yC1 itu KerC1j<-urn Sur;ikart <.t 
dan Kcrc1j<1t.1n Yogyak<trta. 
Dal am tahun 1757 dan tahun 1813 wilay<:ih terpecc1h 
l<.1gi de11gan murwulnyH kek uasaa11 -·kekuasaar1 Pakuala1n 
dan Mangku11egarnn . 

Sebelum VOC mernecah-bel<-1h wilaye1h Kf!rc1jaan 
Mataram sejak akhir abad ke - 17, se luruh wilayah 
KerajaC1n Matarnm dibagi atc1s beheropa kes<it uari w i ­
IC1yalt besar y<rng konsent ris dengan kraton sebagai 
pusalnya. Unit an pembC1gian wi I ayah rlari pusat ke 
daerah adalah sebagai berikut 
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a. Kraton atau Istana Raja, merupakan pusat kerajaan 
dan terletak di Ibukota Kerajaan, yang biasa di­
sebut Kutanegara atau kutagara, juga sering di­
sebu t Negara. 

b. Negara Agung, wilciyah sekitar negara. Wilayah 
Negara Agung ini semula dibagi menjadi empat ba­
gian yang meliputi daerah-daerah K edu, Bumi Gede, 
Bagelen dan Pajang. 
Dalam masCJ Sult°;rn Agung masing- masing daerah 
itu dibagi lagi menjadi dua bagia11, sehingga jum lnh ­
nya menjadi 8 wilayah. 

c. Wilay ah yang beradCJ di luar Negara Agung, tl:Lapi 
tidak t e rmasuk dat:>rah pe1nt ai, disehut wilm ah ~~1 _<:!_1_1_ ­
canegara. 
Karena wil<.iyah ini meliput i Jaw<J Tengah cl <.rn J LJWa 
Timur, makCJ dibag i dalam dua bagia11, y<.1it u Man­
canegara wet an (sebe lah t imur) cla n ~~_1_1_cane_g_:.__1r a 
Kilen (sebelah Baral). 
Wilayah kerajaan yCJng terl Ptak di sepanja11g p;111tai 
utara clisebut wilayah Pesisiran, .sepert i lrnlnya wi­
layah Mancanegara, wilay<.ih l1esisira11 juga dibag i 
rnenjacli dua wilayah yaitu daerah l'esisiran wetan 
clan Pesisiran Kilen. - ------- -- ------ ··- ---

4.2. Masa Belancla. 

Proses hubungan ant ar a kekuasaa n b11lll iput era 
clan kekuasaan dalarn abacl ke - 18 <Ian ke- I 9 111 e11unjuk ­
kan dua gejala yang konstradiktif. Di sa111 pih ak 111 <.1 
kin meluasnya kekuasaan Belanda, seda11g di l i.lin pilwk 
kekuasaan traclisiorwl bumiput t·ra 111 <1ki11 rneros1 >1. 

Sejak VOC dibubarkan dalam t ul11111 1 7~'9, ke­
kuasaannya cliumbil alih oleh pem er i111uh kt~ ruj<1 a 11 l\e­
landa. Sebagai Gubernur jenderal pt-'m erint aliu11 l3ela11 -
da di Indones ia diangk at 1 le rman Willen Daende ls. 
Daendels melakukan beberapa perombahan dengan rne­
letakkan dasar-dasar pemerintahan rnenurut sistem 
Barat. Pulau Jawa dibagi atas sembilan daerah-daer<1 lt 
vang disebut prefektur. Para Bupati dijadikan pegawai 
pernerintah Belanda di bawah pemerintah Q!:.~J.~!:?l dan 
menclapat penghasilan dari ta11ah clcrn t enaga di dacrah 



nya sesuai dengan hukum adat. 
Tugas pemerintahan Daendels adalah memper­

tahankan pulau Jawa dari serangan Inggris, maka Daen­
dels terpaksa harus mengadakan pengerahan kerja pak­
sa secara besar-besaran dengan menggunakan pengaruh 
penguasa pribumi, untuk membangun jalan-jalan dan 
benteng-benteng pertahanan. Banyak tindakan pem­
baharuan Daendels gagal karena keadaannya tidak me­
mungkinkan, sehingga akhirnya ia melakukan tindakan­
tindakan yang semula ditentangnya. 

Puda masa pemerintahan Jnggris di .I awa diang ­
kat w akil Gubernur (Lieutenant Goverour) Thomas 
St am ford Ra ffles, mewakil i rajamud a (Vi ceroy) Lord 
1\liiltO~vang -- berkedudukan di India. Dal am masa pemt· ~ 
rintnhunnya di Jawa (1811 - 1816) Ruffl f's mel akuk;in 
kehij<1ksa1wun sebagai twrikut : 

a. menglwpuskan segala hentuk penyt~ rah a n we1jib cb11 
kerja rodi. l~ <_iky« tt diheri kebehasan menanc-1111 i t <-• 

nahnya dengun ta11am;rn -ta11arnan yang lebill lllt"·· 

nguntungkan. 

h. me111sga111 i sistem pen1erintahcin yang semula dil<iku ­
kun oleh pengu3sa pribum i dengan sis tern pt' nw­
ri11tc1lrnn Ba rat. 

c. Raffles menganggap bahwa pemerintah lrnll)nial 
adcilah pemilik semua tanah. Raky<H yang meng­
garap st1wah adalah penyewd tanah pemerintah, 

· yang wajib membayar sew a t ;mah at au landrern. 
Sewa tanah harus diserahkan sehag <li pajak --;i~1-~~~­
makaian tcin ah pemerintah olt>h penduduk. 

Siste111 sewa tanah semacrn11 itu nleh JW11JPri11l <1 h 
l11ggris dij<idika11 dasar kehijaksanaan eko11omi11\'<1 S l' · 

lama berku<1sa di lndonPsia. Si st em sew a t <lllah ini k1·-
111udi<11t diterusl-.an oleh pemerintah kolonial Helund <1 
setelc:1h berakhirnyn pemerintahan lnggris da11 herlaku 
sampai tahun 1830. 

Sesungguhnya sistem pajak t anah yung dilaksLJnc.1 -
kan oleh Raffles mengC:1ndung maksud yang lu<1s y <1itu 
membebaskan bebC:1n kehidupan penduduk dan 111 emheri­
kan kebebasan serta kepastian hukum atas t <rnuh y ang 
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dimiliki oleh petani. 
Menurut peraturannya, pajak tanah itu dikenakan 

pada semua hasil penanaman sawah, sebesar 1/5, 2/5 
utau 1/3 dari hasil panen, yang diujudkan dalam ben­
tuk uang atau beras. Usaha Raffles untuk menjalankan 
sistem sewa tanah akhirnya gaga!, karena masyarakat 
Jawa dalam abad ke-19 masih menunjukkan sifat ke.,­
hidupan desa yang hanya dapat memenuhi kebutuhan 
sendiri dan tidak banyak kegiatan dalam perdagangan. 
Fkonomi desa belum memungkink an petani untuk mern­
peroleh uang sebagai pengganti hasil bumi. 

Kegagalan sistem pajak t .anah Gubernur Jenueral 
Van den Bosch menjalankan sistem Tanam Paksa atuu 
Culturstelsel. Pada dasarnya sistem Tanam Paksa me­
rupakan suatu keharusan bagi penduduk J awa untuk 
membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu berupa 
hasil pertanian untuk diekspor kepasaran Eropa. Pajak 
dalam bentuk hasil tanaman perdagangan itu dikirim ­
kan ke negeri Belanda. 

Gagasan untuk melaksanakan sistem tanam paksa 
oleh Van den Bosch pada mulanya usaha untuk rnenyc­
lamatkan kas negeri Belanda yang kosong sebagai 
akibat pemberontakan Belgia dan Perang Diponegoro. 

Pemerintah lnggris dengan sistem landrent telah 
memperlakukan semua jenis pemilikan tnnah sebagai 
t anah komunal, tanah milik negara yang dikenak an 
pajak. 
Dalam pelaksanaan Tanam Paksa antara lain ditetC1p­
kan : 

a. Penduduk Desa diwC1fibka11 menyedic.tk<m t idak lebih 
dari 1/5 dCJri luas tanahnya untuk ditanami tana111an 
perdagangan bagi pasarnn Eropa. 

b. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanLJm~in 

dagangan itu dibebaskan dari pembaynran pujak. 

Tetapi dalam kenyataannya bahwa seluruh pe­
laksanaan sistem tanam paksa didasarkan atas unsur 
paksaan. 

Salah satu akibat yang penting dari sistem ta­
nam paksa adalah meluasnya bentuk milik tanah ber­
sama (milik komunal). Hal ini disebabkan karena para 



pegawai pemerintah kolonial cenderung untuk mem­
perlakukan desa dengan semua tenaga kerja yang ter­
sedia dan tanah pertanian yang dimiliki penduduk de­
sa sebagai suatu keseluruhan untuk mempermudah pe­
kerjaan mereka dalam tugas penanaman paksa. 

Meskipun menurut ketentuan tanah milik raky at 
yang harus disediakan untuk tanam paksa hanya me­
liputi 1/5 dari tanah-t anah desa, tetapi dalam praktek­
nya sering melebihi bahkan sering mencapai separoh 
a tau lebih dari tanah- tanah m ilik rakyat. 

T anam an penting yang wajib untuk ditc:inam se­
larm1 t anam paksa adalah kopi, gula, nila. Akibat 
langsung dari Tanam Paksa adalah kemiskinan, ke­
sengsaraan dan kelaparan y ang menimpa penduduk 
khususnya di J awa Tengah. Penduduk di Demak (1848) 
dan Grobogan (1849) mengalami -bahaya kelaparan yang 
111 engokibatkan kemati an yang berlimpah. 

M asa dari t ahun 1870 sam pai tahun 1900 di ln ­
donesi a umumnya disebut zaman kolonial liberal. 
D ale:un rnasa itu untuk pertama kali dalam sejarah _ ko­
lonial memberikan kesempatan kepada modal swasta 
untuk menanamkan modal mereka didalam berbagai 
usah a, khususnya usah a perkebunan besar di jawa mau­
pun di luar J awa. Pembukaan perkebunan-perkebunan 
bcsar dimungkinkan adm1ya Undang- Undang Agraria 
(Agrari sche Wet) yang diundangkan dalam tahun 1870. 
UndHng -undang tersebut bert ujuan untuk melindungi 
pl'.tani - petani Indonesia terhadi:!p hak mi)ik atas tanah 
merek a dC1 ri para pengusaha asing untuk menyewa 
t a11 nh duri rakyat Indonesia. Pemerintph kolonial Be­
landu hunya memberikan kebebasan untuk menye wa 
tanah rnkyat bagi pengusaha swasta, namun melarang 
usc_ilw - usah a pembelian tanah penduduk. 

Dalam Undang-Undang Agraria telah dibedak~rn 
du a golongan tanah. Pertama tamih - tanah milik negara 
ya itu tanah-tanah yang tidak sec ara langsung menjadi 
milik penduduk pribumi, misalnya tanah-tam1h hutan 
dan semua tanah yang ada di luar wilayah milik desa 
dan penduduknya. Sudah barang tentu tanah-tanah 
t ersebut semula secara adat adalah milik orang pri ­
bumi, tetapi oleh pemerintah kolonial ditetapkan men­
jadi milik pemerintah. Tanah tersebut dapat clisewa 
oleh pengusaha swasta selama 75 tahun. 
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Golongan tanah yang kedua adalah tanah milik pen­
duduk pribumi. Untuk menetapkan hak milik atas 
t anah secara jelas, pemerintah tel ah memberikan ke­
pastian hukum atas semua tanah yang menjadi milik 
sernua penduduk. Sehubungan dengan usaha tersebut, 
rn aka oleh pernerintah kolonial diadakan pengukuran 
dan pengelompokan tanah penduduk, kernudi;rn pen­
duduk menerima surat bukti at as hak rn ilik tanahnya. 
Tanah m ilik penduduk dapat disewa oleh pengusah a 
swasta asing selama 5 tahun. Semua perjanjian dilaku­
kan dengan sistem kontrak (perjanjian) dan didaftarka n 
kepada pemerintah. Ada pul a tanah milik penduduk 
yang dapat di sewa selama 30 tahun. Apabila p<.Hla 
masa Raffles pemungutan pajak urnah gagal dil akuk ;rn, 
rnaka pada akhir abad ke- 19 pem er int ah Hindia Bc ­
landa dapat melaksanakan, karenci mlany<J pP.ne t a pan 
tanah milik penduduk se<'arca pasti. 

Pelaksanaa11 politik koloniol libera l telah nH:' fll 

bawa perubahan terhadap kehidupan penducluk lnd(1 -
nesia, terut ama mulai meresap iny a ekonomi uc.rng 
dalam kehidupan di pedesaan. Selai11 itu juga mul ;ti 
rnuncul sistem kerja upahan yang diperkenalkan oleh 
perusahaan-perusahaan perkebunan atHu pahrik-pabrik. 
Orang-orang penduduk pedesaan hanyak y<mg mening ­
galkan desanya untuk bekerja di p::ibrik -1x1brik sehagai 

' -

buruh. 
Praktek kolonial liberal telali mernbaw<-1 kemero­

sotan kehidupan penduduk Indonesia, terutama di J aw<1 
sehingga timbul kritik yang t <:1jam dari golongan Et is. 
Sejak permulaan abad ke- 20 pemerintah Belanda men­
jalankan politik kolonial et is. 

Dengan masuknya sistem ekonomi -- uang me­
rnudahkan bagi pelaksana pemu11guta11 pajak, pt·11ingk<:1t­
an perdagangan hasil bumi, lahirnya buruh upalwn, 
masalah pemilikan tanah dan pengga_rnpannya. Sist em 
penyewaan tailah, praktek-praktek kt>rja paks ;_i juga 
telah memperberat kehidupan penduduk pedesaa11. 

Dalam menghadapi pengaruh kekuasaan Barat 
rakya1 di df>sa mengadakan perl<:1wa11an dalarn bent uk 
gerakan sosi a I. 
Selama abad ke - 19 dan ke - 20 gerakan- gerakan raky<:lt 
terjadi dimana-mana. Pada da:rnrnya gerakan sosial 
itu dapat dibedakan gerakan melawan pemerasan, 



gerakan ratu adil, dan gerakan golongan keagamaan. 
Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, wi­

layah administrasi pemerintahan dibagi dalam lima 
daerah yang dinamakan "gewest" (= Karesidenan) dan 
tiap gewest dibagi dalam beberapa wilayah kabupaten 
yang disebut "regentschap" Gewest (en) di J awa 
Tengah waktu itu meliputi : 

( l ). Semarang Gewest, yang meliputi Regentschap 
(Kabupaten) Kendal, Semarang, Demak, Kudus, 
Pati, jepara dan Grobogan. 

(2). Rembang Gewest, yang meliputi Regentschap 
Rembang, Blora, Tuban dan Bojonegoro. 

(3). Banyumas Gewest, yang meliputi Regentschap 
Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara 
dan Purbolinggo. 

(4). Kedu Gewest, yang meliputi Regentschap : Ma­
gelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kuto­
arjo, Kebumen dan Karanganyar. 

(5). Pekalongan Gewest, yang meliputi Regentschap : 
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan Batang. 

Setelah dilaksanakan "Desentralisatic Besluit" 
tahun 1905, maka Gewesten tersebut di atas diberi 
hak-hak otonomi dan untuk itu dibentuk Dewan-Dewan 
Daerah (Gewestelijke Raden). Sejak tahun 1908 Gewes­
ten tersebut tel ah merupakan daerah-daerah otonom i 
penuh. Disamping itu juga dibentuk pemerintahan 
Kotapraja (Gemeente) yang otonomon, antara lain 
kota-kota Pekalongan, Tega!, Semarang, Salatiga, 
Magelang. 

Dalam pasal 119 Undang-Undang Pemerintahan 
(Indische Staatsregeling) antara lain menetapkan bahwa 
Daerah Hindia Belanda dibagi dalam daerah-daerah 
propinsi. Kemudian dikeluarkan Provincie Ordonantie 
yang berlaku sejak tanggal l April 1925 (J awa Tengah 
Selayang Pandang, 1981 : 190). 

Berdasarkan Province Ordonantie tersebut di­
keluarkan undang-undang (ordonantie) yang membentuk 
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J awa Tengah sebagai suatu propinsi, yang mulai ber­
laku sejak I J anuari 1930. 

Propinsi J awa Tengah dibagi dalam Karesidenan 
(Residentie), masing-masing Karesidenan meliputi he­
berapa Kabupaten (Regentschap) yang dibagi lagi ke­
dalam Kawedanan-Kawedanan (Districten). 

Adapun Karesidenan-karesidenan dan kabupaten­
kabupaten yang masuk dalam lingkungan Propinsi J awa 
Tengah sampai dengan tahun 1934 adalah sehagai be­
rikut : 

I. Residentie Pekalongan, meliputi Kabupate11-Kabupa­
ten Pekalongan, Batang, Pemalang, Tega!, Brebes, 
dan Stadsgemente Pekalongan clan Tega!. 

2. Resident ie 
kabupaten 
Kudus. 

Jepara-Rembang, meliputi 
Jepara, Rembang, Pati, 

Kubupate11-
Blora dnn 

3. Residentie Semarnng, meliputi Kabupaten-kabupatf'n: 
Semarang, Kendal, Demak, Grohogan dan Stadsge­
mente Semarang dan Salatigu. 

4. Residentie Banyumas, meliputi Kabupaten-kabupeten 
Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Cilcic ap, Ka­
ranganyar dan Banjarnegara. 

5. Residentie Kedu, meliputi Kahupaten-kahupat en : 
Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Ke­
bumen dan Stadsgemente M;:igelang. 

Pada rnhun 1934 diadnkun penggahungan hehe­
rapa Kabupaten ysitu 

a). Kabupaten Batang digabungkan dengan Kabupaten 
Pekalongan. 

b). Kabupaten Banyumas digabungkan dengan Kabupaten 
Purwokerto. 

c). Kabupaten Kutoarjo digabungkan dengan Kabupaten 
Purworejo. 

d). Kabupaten Karanganyar digabungkan dengan Kabu­
paten Kebumen. 



4.3. Masa Jepang. 

Pad a tanggal I Maret 1942 pasukan J epang di­
bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitosyi Imamura men­
darat di pulau J awa pada tiga tempat yaitu di Teluk 
Banten, di Eretan Wet an (J awa Barat), dan di Kragan 
(J awa Tengah). Suat-u perundingan yang terakhir 
dengan penyerahan tentara Hindia Belanda tanpa 
sy arat kepada Tentara Jepang berlangsung di lapangan 
t erbang Kalijati (J awa Barat) pada tanggal 8 Maret 
1942. Let nan J enderal H. Ter Poort en Panglima Ang­
katan Perang Hindia Belanda atas nama angkatan 
Perang Serikat di Indonesia menyerah kepada Angkat­
an Perang Jepang dibawah pimpinan Letnan Jenderal 
H. Imamura. Sejak itu berakhirlah pemerintahan Hin­
dia Belanda di Indonesia dan . mulai berlaku kekuasaan 
pe meri ntahan Kerajaan J epang. 

Berbeda dengan jaman Hindia Belarida yang ha­
nya terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada ja­
man pendudukan Jepang terdapat tiga pemerintahan 
mi Ii t' t-'r pendudu k an, ya i tu : 

(I) Tentara keenambelas di pulau .I awa dan Madura 
dengan pusatnya di Jakarta 

(2) ·1 entetra Keduapuluhlima di pulau SumC:ttf~ra de­
ngan pusatnya di Bukit Tinggi. 

13) /\rmada SPlatan Kedua di K;ilimantan; Sulawesi, 
Nusa Tenggara, Maluku dan lrian, deng;m pusat­
nya di l\fokasar. 

Sumu pt~ merintahan Militer yang disebut Gunsei­
l~u, 111a~i11g - masing meliputi JawC:t Barat dengan - pusat­
nva di Bundung, .I awa Tenguh dengan pusatnya di 
Semarang dan Jawa Timur dengan pusatnya di Suraba­
y<J. 

Di Samping itu dibentuk dua Daerah lstimewa 
yung disebut Kooci yciitu dcierah Surnkarta dan Yogya­
karta. Setiap Gunseibu disamping bertugas memulihkan 
ketertibcin dan keamanan juga membentuk pemerintah­
an setempat, namun ternyata usaha tersebut tidak 
berjalan lancar. · 

Di jawa Tengah diangkat jabatan Gubernur Mi­
liter yang dijabat oleh seorang perwira Jepang ialah 
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Letnan Kolonel Tagaza didampingi oleh Pejabat tinggi 
bangsa Indonesia sebagai wakil Gubernur ialah Rd. 
Muhammad Chalil dan sebagai Residen adalah Salaman. 

Dalam usaha memasukkan unsur budaya Jepang 
di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang mengada­
kan beberapa perubahan. Mulai tanggal 1 April 1942 
wak tu yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan 
waktu di Jepang yang berselisih 90 menit. Mulai tang­
gal 29 April 1942 Tarikh yang berlaku di Indonesia 
adalah Tarikh Sumera (Tarikh Jepang), jadi tahun 1942 
diganti menjadi tahun 2602. 

Dalam bulan Agust us 1942 usalrn pernerintHh 
militer Jepang dalam bidang pemerint ahan mengellwr­
kan Undang-Undang no. 27 (tent<mg Aturan Pemerin­
tahan Daerah) dan Undang- lindang no. 28 tem ang 
pemerintahan Syuu (KarPsidenan dan Tokubetsa ~ 
(Kotapraja Istimewa). 

Berdasarkan Undang- Undung no. 27 tahun 1942 
seluruh J awa, kecuali Dcierah Kerajaan SurakartH dCJn 
Yogyakarta, dibagi atas wilayah-wilayah sept>rti pada 
masa Hindia Belanda, sebagai berikut. : 

Syuu (Karesidenan) 
S i (Kotapraja) 
Ken (Kabupaten) 
Gun (Distrik) 

- Son (onder Dist rik) 
Ku (Kelurahan) 

Perubahan lain mengemd wilayah pemerintahan 
yaitu karesidenan Jepara-Rembang diganti menjadi 
Karesidenan Pati atau Pati Syuu. 

Kedua Undang-undang tersebut merupakm1 pe­
lai;.sanaan dari pada struktur pemerintahan setelah 
datangnya ter.1aga pemerintahtrn sipil Jepang di Pulau 
J awa (Sartono Kartodirdjo dkk, I 975 : 7). 
Masalah penting yang diatur pada masa pendudukan 
Jepang antara lain penghapuscin penguc.lsaan atas tanah­
tanah partikelir. 

4.4. Masa kemerdekaan. 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 menentukan 



--·bahwa- --Indonesia dibagi at as Daerah BesaT···dan·· Ketff 
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan 
dengan Undang-Undang, dengan memandang dan meng­
ingati dasar permusyawaratan dalam sistem peme­
rintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah­
daerah yang bersifat istimewa. 

Dalam penjelasan pasal 18 tersebut antara lain 
di tentukan bahwa Daerah Indonesia akan dihagi 
dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan di­
bagi pula dalam Daerah-daerah yang lebih kecil. 

Sesuai dengan perkembangan politik pada saat 
itu, maka pada tahun I 946 dikeluarkan penetapan Pe­
merintah No. 16/SD yang menetapkan bahwa daerah 
Swapraja yang meliputi Kasunanan Surakarta dan 
Mangkunegaran (daerah Vorstenlanden), diubah st at us­
nya menjadi Karesidenan. 

Dalam tahun 1948 keluarlah Undang-Undang 
Pokok tentang Pemerintah Daerah. Pasal I Undang­
Undang no. 22/1948 menyehutkan bahwa daerah Ne­
gara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, 
yaitu : 

a. Propinsi, 
b. Kabupaten, 
c. Desa (Kota Kecil). 

Dengan demikian berdasarkan Undang-undang 
tersebut wilayah Propinsi dihidupkan kembali. Atas 
dasar Undang-undang no. 22 itu dikeluarkan Undang­
Undang ten tang Pembentukan Daerah Propinsi J awa 
Tengah yaitu dengan Undang-undang no. 10 tahun 
1950 yang mulai berlaku mulai tangg<JI 4 Juli J!.J50. 

Menurut Undang-Undang 1m wilayah Jawa 
Tengah meliputi 6 Karesidenan, yaitu lima Karesiden­
an lama (Pekalongan, Semarang, Pati, Kedu dan Banyu­
mas) ditambah Karesidenan Surakarta, yang meliputi 
kabupaten-kabupaten dalam daerah bekas Swapraja 
Kasunanan dan Mangkunegaran. 

Pembagian Daerah Administrasi jawa Tengah 
meliputi : 

I. Wilayah ex Karesidenan Semara11g, meliputi Kabu­
paten/Kotamadya : Kodya Semarang, l<otamadya 
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Salariga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, 
Kcibupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. 

2. Wilayah ex Karesidenan Pati, meliputi Kabupaten­
kabupaten Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, 
"nbupaten Jeparn, Kahupaten Remba11g dan K~1bu-

1wten Blom. 

J. Wilaynh t>X KmesidPnan Pek <tlongan , meliput i 
Kota111adya Pekcllongan, Kotanrndya Tegal, Kahtq1 ~1-

t t' n Pekalongan, Kabupaten Hat ;rng. Kabupaten Pe -
111;ila11g, Kah11paten TPgal, cfan Kahupaten Brebes. 

·L Wih1yah ex Karesidenan Brn1yumas, melipu1 i : Knta 
i1dtni11istratif Purwokerto, Kuta Ad111inistratif Ci­
l ;wap, Kabupaten Ba11yumas, Kdbupnten Cilac <:1p, 
K ahupat en l'urbal ingga d<)ll Kabupaten Ba11jarnt·g<1r<1. 

~. Wilnyah ex Karesidenan Kechi, meliputi : Kota111a­
dya M<1gelang, Kabupaten rvtc:igelang, Kilbup<1tc 11 
Tt>me:111ggung, Kabupaten Wonusobn, K<1bupat en P11r­
w• •rejo dan Kabupaten Keburnen. 

fi. W1luyah PX K<1residenan Surakarta, 111cfiputi : Kot a-
111cidya Surnkarta, Kabupnten Klc.Ht' n, Katiup<1tf: 11 
BoyoLtli, Kahup;H~~ n Srngf' rt, K r1hup;1ten Sukt•lwrjo, 
l-\ ;1h11(1 :1tP11 Krn a11g;rny ;1r d;.ir.1 K ;1hupa1en . Wonog iri. 



BAB m 
SEJARAH TENTANG TANAH 

I. ASAL USUL PENGUASAAN TANAH. 

I. Masa Sebelum Penjajahan. 

Sebegitu jauh, m asalah t anah di desa Borobudur 
p;:ida mnsa tradisional belum . terungkap dengan jelas, 
dik arenakan kurangnya sumber-sumher sejarnh. Aerita 
t ertua tentang Borobudur terdapat p·ada pras<lsti Ka­
r angtengah ye:rng seca ra samar- samar menyebut sebuah 
bangunan Kamulan yang diperkirakan/mengacu ke 
Candi f3urobudur. 
Sayang prasasti tersebut tidak menjelaskan bagaimana 
status Kamulan berikut masalah tanah di sekitarnya. 

Prasasti berikutnya adalah prasasti yang ber­
angk a tahun 764 Saka yang 1smya memberitakan 
bahwa Shri Kahulunan (Pramodhawardhani) meresmikan 
pernberi an tan ah clan sawah untuk menjamin kelang­
sungan pe rneliharaan Kamulan di Bhumisambhara (Bo­
robudur). (Sarto no K artodi rdjo, 1975 : 90). 
Melihat kenyat aan tersebut, maka dapatlah kita me­
ngambil kesimpulan sem entara bahwa sejak jaman 
I lindu !Vlataram (dinasti Syailendra), Borobudur telah 
menH~g :_mg peranan penting dalam kehidupan kenegara­
an maupun keagamaan. Hal itu terbukti adanya ke­
putusan resmi dari raja terhadap kedudukan Borobudur 
yang tentunya dikaitkcir1 dengan masalah tanah se­
hubungan dengan bangunan suci itu berada. 

M engingat begitu pentingnya candi Borobudur 
b;igi kerajaan, m aka tidak mustahil jika pada masa 
itu, Desa Borobudur t e l :Jh m~rnperoleh kedudukan khu­
sus (hak istimewa), m isalnya merupakan daerah Ke­
~tihan atau perdikan yang dibebaskan dari pungutan 
pajak st>bagai imbalan untuk tugas memeliharn bangun­
an suci. Jika kemungkinan tersebut benar, maka sis­
tem pengu asaan tancih di desa Borobudur tentunya 
berbeda dengan desa-desa yang lain (Desa biasa). Di­
sini besar kemungkinannya bahwa penguasaan tanah 
di daerah Borobudur justru terletak pada pendeta-pen­
deta Budha (Sanggha), sementara rakyat seolah-olah 
hanyalah sebagai penyewa dengan hak pakai. Sehingga 

51 



52 

pajak tanah · (upeti) dari rakyat sepenuhnya diterima 
Sanggha bagi keperluan pemeliharaan Candi. Seberapa 
jauh hipotesa ini mendekati kebenaran, kiranya perlu 
penelitian yang lebih mendalam guna memperoleh 
data-data sejarah yang lebih akurat. 

Dalam perkembangan kemudian di masa kerajaan 
Mataram, maka fungsi Ccmdi Borobudur sebagai ba ­
ngunan suci keagamaan semakin merosot. Oengan 
demikian tentunya terjadi pula perubahan statu s tanah 
Borobudur bagi kerajaan. Jika di masa semarakny a 
agama Budha memperoleh hak ist imf'wa dari keraj aan, 
apakah hal itu masih tetap berlaku pada masa kera j a­
an Islam hal ini inasih menjadi t and8 t any a bagi kit a. 

Sesuai dengan konsep kera1aan J aw a mengena1 
pe rnbagian w ilayah · sebaga1 -;at u di agrnm deng<rn ben -
t uk em pat lingkaran konsent ris dengan ra.1 a selwga i 
pusatnya, mCikci ietas hahwa daerah Bonibudur (Wil u 
vah Kedu) adalah w1l ayah dari · Nagara '\gu11g <1t C:1 u 
Nagaragung. Yaitu wilay ah tempat kepenti11gr:t11 ke ­
bendaan para Pangernn dan pe jabat t inggi kraton her 
ad a. Karena disinilah letak lungguh dari mereka. 

Ketika Sult C:ln Agung bertaht a, daerah K edu se 
bagat Naragung dihagi me11jadi du a wilayah vt:1kni ~_!-_!_ 
Bumi vang terletak di sebelah Limur sungai Progo dan 
Bumijc i vang berada di sebelah barat sunga1 Prog(). 
L>engan dernikian Borobudur term asuk dal8m w1 l a~ <:th 

Rurnijo. (Sartono Kartodirdjo, 1975 2). 
PadCt kerajaan vcing herbasis pCld ci siste111 feodal 

11u rnaka rajalah pernegang kekuasoan sentra l. Ke ­
kuc:isaannya terhadap tanah. wilayah se isin ya (rak yat) 
bersifat mut lak. 
Disini, baik kerabat raja (sentuno dalem) mauµun pt> ­
jabat -pejabat kerajaan tidak mendapat imb;_ilan berup<J 
gaji. Mereka itu mendapa1 pillJC:im an (g aduhC:ln) be rupa 
tanah lungguh, bengkok at au tanah _ apanage. Dari 
hasil bumi tanah lungguh itulah para bangsawan ke­
rabat raja dan pejabat birokrasi membiayai hidupny a. 
fetapi berhubung tanah lungguh sifatnya adalah pin­
jaman, maka penguasaannya tidaklah permanen. Se­
waktu - waktu lungguh tersebut dapat kembali ketangan 
pemiliknya yakni raja, yakni jika pemegang hak lung­
guh meningg3l at au di pee at . 

Pada masa kerajaan Jawa. tanah lungguh ter-



sebut terletak di wilayah Nagara Agung. Daerah ini 
dibagi menjadi sejumlah lungguh, petak tanah dan 
penduduknya. Pemegang lungguh, yang lajim disebut 
Patuh, diberi hak untuk menarik pajak in hatura atas 
nama Sultan. Ketentuannya seorang patuh harus ting­
gal di Nagara (ibukota kerajaan), agar raja dapat 
mengawasinya dari dekat. Oleh sebab itulah maka 
Patuh lalau menunjuk wakil-wakilnya yang disebut 
Bekel untuk melaksanakan haknya menarik pajak ter­
hadap petani di tanah lungguhnya. Bekel bias<rnya 
berkuasa atas Kebekalannya. Satu hal yang harus di­
catat yaitu bahwa kedudukan Bekel tidak ditentukan 
oleh luas tanah, tetapi jumlah cacah (jumlah keluarga 
pet ani) yang dikuasai. Se lain itu ada kalanya tam1h 
lungguh seseorang terpencar di beberapa tempat, 
maka tidak jarang terjadi pada satu desa terdapat 
sejum lah bekel dengan majikannya yang berbeda. Di ­
sini setiap bekel bertanggung jawab terhadap majikan­
nya masing-masing. 

Sebagaimana kedudukan patuh, maka kedudukan 
bekelnya amat labil. Penguasaannya atas tanah ke­
bekelan tidaklah permanen, yaitu tergantung dari ke­
hendak Patuh. Sewaktu-waktu kedudukannya dapat di­
cabut jika patuhnya tersebut menghendaki. 
Pencabutan hak itu terjadi jika terjadi pergantian 
Pat uh. 
Oleh sebab itu, maka dengan berbagai cara para be ­
kel berusaha menunjukkan loyalitas terhadap patuh. 
Walaupun untuk itu sering terjadi mereka kemudian 
menekan petani cacah di wilayah kebekelannya. 

Kembali kepada penguasaan tanah lungguh, makc1 
luas lungguh setiap kerabat raja maupun pejabat birn­
krasi tidak sama. Hal ini tergantung dari tinggi ren­
dahnya pangkat atau jabat an, besar kecilnya jasa, 
jauh dekatnya hubungan kerabat dengan raja sert a 
luasnya wilayah. Biasanya untuk menunjukkan luas 
lungguh diukur dengan karya yang hampir sama de­
ngan cacah. Misalnya seorang Pangeran menerime1 
lungguh seluas 800 karya, berart i ia menerima tan ah 
yang luasnya cukup untuk digarap oleh 800 keluarge1 
petani (Sadiono M.P. fjondronegoro, 1984 :6). 

Sebagai gambaran tentang luasnya lungguh pe­
jabat birokras1 maupun kerabat raja, adalah sebaga1 
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berikut misalnya untuk Patih Lebet maupun Patih 
Jawi 20.000 karya, Wedana Siti Ageng 10.000 karya, 
WedanA Bumijo atau Wedam1 Siti Bumi 6.000 karya, 
Wcdan<t Lebet !1.000 kayru, Peeat Tand1-:1 dan Tanda 
Mantri 47!1 kt11·ya, Rangga 3511 k1:1ry1-:1 dan seterusnya, 
sementarH pi-trl:I rnflg1:1ng mendapat imbnilH\ berupa hasil 
l>um i 11 tau 11ang. Sedang parH kerflhh°. rttja seperti 
Nenek Raja (Katu EyRng), lbu Suri (Ratu · ltH1) dan 
Pcrmais11ri / Prarneswari masing-rn11si11g 1.000 k<trytt 
\dipati 1\nom (Ptttrn M11hkotf1) 8.1100 karyct dan S<'lerus-
11yti. (SHrtono Kartodirdjo, 197;) : 13). 

Meskipun uk11ra11 htHs tanall lungg·11h tel1:1h ditetap­
~1rn, tetapi mengingat sa11t itu ('Ukup melimpul1. makfl 
elite JawA ukuran penilaian terh1-:1dap penguasaan tanah 
~>t1ka11 berdasHrkan luas tetap1 rnenurut jumltth penduduk 
\c•ttcnll). Penguusaan Htas jumlati penduduk itu diHnggap 
penting. kttrena jumltth pengikut memberi kekueita11 poli­
t1k dttn fisik (pemberontakan). (Sf'diono M.P. Tjondrnne­
gun.l. 1984 : fl). 

Berbedtt deng1:111 kHum e lite priyHyi y1rng teqJisHll 
J<:11th dttri produksi, sehingg1-1 tidak dapat menghurgai ta-
1111.h setmgai 1:1danya, tidak demikian tmlnyH di kalangan 
pellrni. Hetapa lekatnya petfrni kepada penguasaan tam1h 
terbukti 1:1danya istilah yang mernperlihatkan betapa e­
ratny1:1 dengan cam rnenguasai tanah seperti ta11ah 
pusaka dan tanah yasan (YasH) yang daput ditinggalkan 
k0.padH ahli warisnya. 

Di kttlnngun petani di desa dik<."nal adanya klas a­
tnu tingkatan yang didasarkan Htas 1Je11g1rnsaan tanah. 
1.Hpisun tern tas disebut petani sikep. Mereka ini ada lah 
pet1111i yang rnernperoleh tRnah dari Patuh lang·sung a­
ta11p11n tidak langsung. Dcngan dern il<ian merP.ka w1-1jib 
men;111ggu11g behan 11ttts llrnah yang diku11sainyn seperti 
1nernhHyar pajak, kerja bukti untuk kerajaan, pelayFrnan 
dan menyumbang ll:lmbahun beras jik11. sewaktu-waktu di 
hutuhk1m Patuh. Pembayaran pajak biasanya dilakukan 
..;et11lnm sekali atau dua kali, biasanya sehabis panen 
rnelalui Bekel, kepuda Patuh dan selanjutnya Patuh me­
nyernhkun sebagian ke kas Kerajaan. 

Untuk mengerjukan tanahnya, para sikep biasanya 
mern iliki sejumlah tenaga yang disebut bujang a tau 
num~n~. Mereka ini umumnya orang-orang yang belum 
menika~ Untuk kehidupan sehari-hari dan tempat ting-
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gal mereka sepenuhnya tergantung pada Sikep tempat­
nya mengabdi. Karena mereka tidak memiliki kekuasa­
an atas tanah maka dalam struktur masyarakat petani 
dianggap sebagai lapisan terbawah. Berbeda dengan para 
Sikep yang mempunyai kewajiban atas tanah, para bu­
jang (numpang) tidak dibebani kewajiban tersebut. 
Meskipun mereka adakalanya n1elakukan pekerjaan 
seperti kerja wajib dan sebagainya, tetapi tugas itu bu­
kanlah untuk dirinya sendiri. Disini mereka adalah se­
kedar melakukan tugas yang seharusnya kewajiban Sikep 
Berkat bantuan bujang itu pula, maka · para Sikep dapat 
memperluas tanahnya dengan jalan membuka areal per­
tanian baru (menebas hutan) yang kemudian dikenal se­
bagai tanah yasa (yasan). 

Jika bujang menikah, maka untuk mengh1:1rgai 
jusanya biasanya lalu diberi pernbagian tanah garapan 
dari tanah desa atau tanah persekutuan (tanah lanyah). 
Pembagian garapan disini tidaklah berlangsung permanen 
tetnpi digilir diantara sesama mereka. Oleh sebab itu, 
g·unn mempertahankan hidupnya mereka lalu menggarap 
tanat1 rnilik Sikep ataupun tanah komunal. Dengan 
demikian maka mulailah kita kenal adanya buruh tani 
<ltau petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Sehing­
g11 kalau kita tinjau yang sebenarnya, maka pembagian 
garapan tadi pada hakekatnya hanyalah salah satu cara 
untuk mengikat buruh tani agar menetap, tidak pindah 
ke desa lain. Karena dengan cara demikian rnaka kebu­
tuhan persekutuan maupun Sikep akan tenaga kerja te­
tap terjamin (Sediono M.P. Tjondronegoro, 1984 : 6). 

Pada masa kerajaan Mataram Islam, adanya ta­
nah-tanah Perdikan masih tetap ada khususnya dikaitkan 
dengan fungsi-fungsi religius atau warisan tradisi sebe­
lumnya. Di samping itu di kerajaan JawH dikenal juga 
adanya tanah Nawarita, yang terletak di sekitar Kera­
ton. Tanah tersebut biasanya diperintah langsung oleh 
raja guna untuk menjamin kebutuhan rumah tangga ke­
rnton, misalnya untuk mencukupi kebutuhan beras, rum­
put makanan kuda, bunga-bungaan atau hasil bumi 
tertentu. 

1.2. Masa Belanda 
Pada awal abad 17, ketika hubungan Jawa dengan 

Kompeni (VOC) masih bersifat murni komersial dan me-
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nguntungkan kedua belah pihak, voe berulang kali 
mendapat tawaran dari penguasa daerah pantai utara Ja 
wa untuk menetap di daerahnya. Tetapi voe waktu itu 
belum menaruh terhadap penguasaan tanah. Perhatian 
mereka masih terbatas pada daerah-daerah yang strate­
gis dari segi ekonomi komersial. Baru setelah perang­
perang perebutan tahta di Mataram banyak melibatkan 
voe, maka mulailah voe yang semula hanyalah kekua­
saan dagang di pantai, berubah menjadi kekuasaan ter­
ritorial. Dengan kata lain voe berkembang dari badan 
dagang menjadi souverein. 

Dengan masuknya kekuasaan Baral, ml:lka terjl:ldi­
lah dualisme dalam penguasaan tanah. Di daerah­
daerah yang dikuasainya, voe rnenjalankan hukum 
Barat tanpa memperdulikttn hak-hak tanah yang dipe­
gang oleh para r aja dan rakyat pribumi. Seba1iknya di -
satu pihak terdapat tanah yang bernd11 dibawah kekuH­
saan raja dengan adat tradisionalnya. 

Terhadap para raja, voe rnengetrapkan verpli eh­
televerantien yakni raj a harus menyerahkan sejum lah 
hasil bumi dengan pembayaran yang harganya ditentu­
kan sepihak oleh VOC. Sebaliknya terlladap di wilayah­
nya dikenal adanya contigenten, yang berupa pajak a­
tas hasil pertanian yang harus diserahkan pada voe, 
tanpa ganti rugi (pembayaran) sepeserpun. Selflm itu, 
terhadap petani yang menggarap tanah masih dikenai 
kerja wajib atau rodi (heerendiensten). 

Menjelang keruntuhan VOC pada akhir Desember 
1799 sudah muncul gagasan dari Dirk von Hogendorp 
tentang tanah. Dalarn tulisannya "Berigt van de tegen­
woordi entoestand der Bataafsche Bezittin en in Oost 
Indien" 1799 , Dirk telah mengusulkan kepada pemerin­
tah agar orang-orang Jawa diberi tanah, baik sebagai 
hak milik maupun hak sewa. Agaknya disini ia menda­
pat inspirasi atas keberhasilan Inggris di Benggala, India. 
Selain itu ia juga menghendaki agar kckuasaan para ke­
pala pribumi (bupati) atas tanah (sistern feodal) dibatas­
i. Namun gagasannya kandas t erbentur struktur masya­
rakat Jawa yang feodalistis, anggaran yang terbatas, 
kekurangan tenaga tihli dan sittwsi politik yang labil. 
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Ketika Indonesia dikuasai oleh Bataaf'sche Repoe­
bliek, masalah penguasaan tanah muncul pada masa Gu­
bernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808 
1811). Untuk menutup kas yang kosong ia banyak mela­
kukan penjualan tanah kepada pemilik modal bangsa In­
donesia,Cina dan Arab, sehingga terbentuk tanah-tanah 
partikelir. Di tanah-tanah partikelir inilah muncul keku­
asaan tuan tanah yang otonam ibarat negara-negara ke­
cil dalam negara. Disini rakyat tergadai, sehingga na­
sibnya bagaikan budak belian. 

Pada masa ini juga kekuasaan para kepala pribumi 
(bupati) atas tanah dibatasi. Daendels sebagai perintis 
pembentukan pemerintahan model Eropa hingga ke 
pedalaman menempatkan bupati bukan lagi sebagai pe­
megang kekuasaan tradisional atas sejumlah tanah lung­
guh sebagaimana di masa feodal. Fungsi mereka mulai 
beralih menjadi pejabat pangreh praja yang diangkat 
pemerintah ;~olonial dengan menerima imbalan gaji se­
bagai ganti tt.nah lungguh. Dengan demikian penguasa­
an para kepala pribumi atas tanah berangsur-angsur di­
patahkan. Sehingga untuk selanjutnya penguasaan atas 
tanah ada di tangan pemerintah kolonial secara lang­
sung melalui para kepala desa yang dianggap sebagai 
penyewa. Mereka itu kemudian menyewakannya kepada 
para petani. 

Pada tingkat desa, pengusaan atas tanah telah 
beralih dari para bekel ke kepala desa. Biasanya Kepa­
la Desa diangkat atau dipilih dari Bekel yang ada. Jika 
Bekel betanggung jawab kepada pemegang lungguh (Pa­
tuh), maka Kepala Desa sekalipun dipilih oleh rakyat 
tetapi bertanggung jawab kepada pemerintah kolonial. 
Namun mengingat fungsi Kepala Desa disini adalah ber­
kaitan dengan masalah pajak maka tidak jarang dalam 
pengangkatannya . didasarkan atas transaksi tinggi ren­
dahnya penawaran dan permintaan pajak yang akim di­
pungut. Akibatnya banyak rakyat yang kemudian mele­
paskan hak atas tanahnya guna menghindari pungutan 
pajak semata-mata, sehingga banyak tanah-tanah komu­
nal yang kemudian dikuasai oleh kepala desa. 

Pada masa interregnum Inggris, Raffles yang ber­
kuasa pada 1811 - 1816 melakukan perubahan kebijakan 
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politik atas · tanah. Hasil penyelidikan komis1 Macken­
zie tahun 1811, dijadikannya dasar untuk mengintrodu­
sir teori domein. Disini Raffles berkesimpulan bahwa 
semua tanah adalah milik pemerintah (eigendom Guber­
nemen), sebagaimana kekuasaan raja-raja Jawa Tradisio­
nal. Dengan demikian penguasaan tanah sepenuhnya ada 
di tangan pemerintah, sementara petani hanya dianggap 
sebagai penyewa dengan hak pakai. Mereka berhak me­
ngolah dan memungut hasilnya. Tetapi untuk itu petani 
harus membayar pajak bumi Oandrente) yang besarnya 
ditentukan. Yakni 1/2, 2/5 atau 1/ 3 dari hasil panen 
stiwah, sedang untuk tanah kering 1/ 4 hingga 1/2 dari 
hasil panen. Dengan demikian jika terjadi pemindahan 
hak atas tanah seperti hibah, sewa atau jual beli, rnaka 
pada hakekatnya bukanlah pemindahan hak milik tetapi 
hanya sekedar pemindahan hak pakai. Teori Raffles m1 

ternyata terus hidup dan mewarnai kebijakan politik a­
graria kolonial abad 19. 

Ketika pada tahun 1830 Gubernur Jenderal Van 
den Bosch melaksanakan Tanam Paksa (Cultuurstelsel), 
teori Raffles tetap rnenjadi dasar pelaksanaannya. 
Disini pemerintah menyewakannya tanahnya kepada Ke­
pala Desa yang kemudian menyewakannya lagi kepada 
para petani. Selanjutnya petani diwajibkan menanam ta­
naman ekspor pada tanah-tanah mereka sendiri ( l/5 da­
ri luas tanah) dan hasilnya diserahkan kepada pemerin­
tah. Sebagai gantinya petani dibebaskan dari pembayar­
an landrente (2/5 dari hasil bumi). 

Keberhasilan Tanam Paksa ternyata menimbulkan 
iri hati kaum Liberal, sehingga terjadilah pergolakan 
antara mereka melawan kaum konservatif pendukung 
Cultuurstelsel. Kemenangan kaum Liberal yang berh.u­
bungan dengan masalah tanah ialah keluarnya Regering 
Reglement (RR) 1854 yang memberi peluang pada Gu­
bernur Jenderal untuk menyewakan tanah. Sebenarnya 
tujuan utama kaum Liberal di bidang agraria tidak lain 
adalah agar pemerintah memberi pengakuan terhadap 
penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik mu­
tlak (eigendom). Dengan cara demikian mereka dapat 
menjual atau menyewakannya, mengingat sebagian besar 
adanya tanah komunal atau tanah adat yang tidak 
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mungkin diperlakukan demikian. Bila hal itu berhasil 
maka terbukalah peluang bagi pengusaha swasta untuk 
menyewa tanah dalam jangka panjang dan murah (erf­
pacht). 

Tetapi rencana itu ternyata sulit dilaksanakannya. 
Bahkan ketika pada tahun 1865 Menteri ·· Jajahan Frans 
van de Putte mengajukan Rencana Undang-Undang yang 
isinya antara lain tentang pemberian hak eigendom, 
mennjadikan tanah-tanah komunal menjadi milik perse­
orangan dan pemberian hak erfpacht selama 99 tahun, 
ditentang oleh kelompoknya sendiri sehin'gga jatuh dari 
kedudukannya. Frans van de Putte dianggap terlalu ter­
gesa-gesa memberi hak eigendom kepada pribumi, se­
dang seluk beluk masalah tanah di Indonesia belum di­
ketahuinya benar-benar. 

Oleh sebab itu pada tahun 1867 /1868 dilakukan 
penelitian terhadap 808 desa di seluruh Jawa untuk me­
ngetahui hak-hak penduduk Jawa atas tanah. Lapora.n 
hasil penelitian ini terbit dalam 3 jilid (yakni tahun 
1876, 1880 dan 1889), dengan judul Eindresume van het 
Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op de 
Grond, yang lazim dikenal dengan singkatannya yakni 
Eindresxume. (Sediono M.P. Tjondronegoro, 1984 : 40 -
41 ). 

Sebelum laporan tersebut tersusun, enam tahun 
sebelumnya yakni pada tahun 1870 Menteri jajahan a-

. gaknya tidak sabar lagi menunggu sehingga diajukanlah 
sebuah Rencana Undang-Undang yang setelah dikawinkan 
dengan sebagian dari isi RR 1854 akhirnya nienjadi A­
grarische Wet 1870 yang diundangkan dalam Staatsblad 
No. 55 tahun 1870. 

· Salah satu keputusan yang penting disitu adalah 
yang disebut Agrarische Besluit yang berisikan antara 
lain Domein Verklaring yang menyatakan bahwa semua 
tanah yang terbukti bahwa tanah itu tidak ada hak mi­
lik mutlak adalah domein negara (milik negara) yang 
berarti dibawah penguasaan negara. (Pertanahan dalam 
Era Pembagunan Indonesia, 1982 : 22 - 23). 

Sejak itulah modal swasta Eropa berduyun-duyun 
datang dan mencekam perekonomian Indonesia d~ngan 
segala akibatnya, sampai akhirnya muncul politik Etis 
pada tahun 1900. Namun demikian politik baru itu tidak 
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merubah secara fundamental masalah pertanahan 
Indonesia sebagaimana tertuang dalam Agrarische Wet 
tahun 1870 (perubahan pokok dari rancangan Frans van 
de Putte ialah erfpacht dari 88 tahun yang disetujui 
selama 75 tahun). Jadi jelasnya adanya dualisme dalam 
hukum agraria yang berlaku di Indonesia, tidak mengun­
tungkan penduduk asli. Sebab adanya perbedaan hak a­
tas tanah yang berlaku di Indonesia biasanya dimanfaat­
kan bagi keuntungan kolonial semata. 

Ketika Jepang berkuasa, rnasalah tanah dapat di­
katakan terbengkalai. Banyak tunah menjadi terlantar 
1:1.tau ditelantarkan baik secara sengaja atau karena kea­
daan. Pada saat itu pula penguasa tanah menjadi tidak 
jelas. Tetapi pemerintah pendudukan Jepang waktu itu 
telah memerintahkan rakyat untuk menduduki ta111:1.h­
tam1.h vang terlantar baik seng·aja ataupun tidak agar 
diolah. dalam rangktt rne111persiCJpkan ekonomi perangnya 
demi menjamin sistem logistiknya. Sat.u kemungkinan 
besar faktor penguasaan tanah secarn liar itu juga dise­
babkan oleh pertambahan jumlHh penduduk sehingga me­
nyebabkan rakyat haus akan tirnah. Situasi demikian ini 
terus berlanjut di saat Indonesia mengalami perang ke­
merdekaan. 

Setelah Indonesia merdeka, kebijaksanaan pemerin­
tah terhadap rnasalah t1rnah tertuang dalam 'Undang­
Undang No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 
tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau le­
bih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA). Tentang Proses kelahiran UUPA 1960 ternyatu 
memakan waktu yang panjang dan proses yang berbe­
li t-belit. Usaha mengatur masalah pertanahan tersebut 
telah dimulai dari sejak dibentuknya Pani tia Agraria 
Yogya ( 1948), Panitia Djakartu ( 1951), Panitia Suwahyo 
( 1956), Rancangan Sunaryo ( 1958) dan akhirnya Rancang 
an Sadjarwo ( 1960). 

Dengan demikian sejak tanggal 24 September 1960 
itu hukum agrnria kolonial tidak berlaku lagi dan digan­
tikan dengan hukum nasionaJ. Dengan demikian pola pe­
nguasaan atas tanah, termasuk juga pemilikan dan 
penggunaannya di rnasa sekarang adalah berdasar keten­
tuan UUPA 1960. Namun demikian karena UUPA itu 
hanya menga tur pokok-pokoknya saja. maka peraturan 
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t:Jelaksanaan hukum agraria yang lama masih tetap 
berlaku untuk menjaga jangan sampai terjadi kekosong­
an hukum. Hal demikian ini akan berlaku sampai ada 
peraturan baru yang menggantikannya. Satu hal yang 
penting bahwa dengan dicabutnya undang-undang serta 
peraturan agraria kolonial maka tercapailah kesatuan 
(uni fikasi) hukum agraria yang berlaku di Indonesia. 
Dengan demikian kita tidak mengenal istilah tentang 
hak atas tanah, sepe1·ti hak eigendom, hak erfpacht, 
hak opstal, recht van gebruik dan sebagainya yang 
be1·Jaku menurut hukum Barat. Yang kita kenal seknra11g 
adalah istilah yang terdapat dalam UUPA yakni hak 
milik, lmk usalm, httk guna hangunan, twk pakai, hak 
sewa dim sebagHinya. 

2. ASAL USUL PEMILIKAN TANt\H. 
2. 1. Masa Sebelurn Penjajah1:1n. 

Pola pcnguasaan, pernilikan dan penggumwn twwll 
yang bel'si fat komunal adalah merupttkan bentuk asli se­
belum masuknya peng<:1ruh budayH llindu-Rudha di lndo­
nesia. Dalam hal ini ketigany1:1 ditentukan oleh dan un­
tuk kepentingan kelornpok yang· semuanya dia tur ole>h 
Kepala Suku. Dengan dernikian merekR tidak meng·enal 
adanyl-l sistem pemil ikan tanah secara perseorangan se­
perti pengertian sekRrang. Satu-satlmya yang dikenaJ a­
dalah hak milik kelompok atau komunal yang dikelola 
dan digunakan untuk kepentingan bersama. 

Situasi demikian itu mulai berubah ketiku peng·a ­
rull Hindu - Budha masuk di Indonesia khususny11 Hindu 
di Jawa. Munculnya keraja1rn-keraj1rnn lndonesiu lli11d11 / 
Budha melahirkan golongan Hristokrat sel'tH tumbulmya 
biroknisi yang berbasis pada sistem feodal. Ad<lnya 
strutifikasi sosial pada masy11rakat .Jawa yang feod1-1lis­
tis itu rnakin rncmpertajam nrns<:1lah hak atas tanah di 
J11wa. 

Pnda struktur kerajaan Jawa, maka raja dianggap 
sebagHi pusat dari alam semesta. Bahkan adanyn rajn 
de11g·H11 kel'aton seisinya dianggap sebagai replika jagat 
rnya. Adanya anggapan raja sebagai pengucisa d1rn pemi­
lik jagw1 raya, rnenempatkan raja sebagai pemilik tanall 
dengetn kekuasaan mutlak. Karena hak pernilika11 rnja a-
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tas tanah-tanah kerajaannya begitu luas dan mutlak, 
maka rakyat hanya mengenal hak pakai. Meskipun dalam 
berbagai kejadian khusus raja menghadiahkan sebidang 
tanah a tau bahkan sebuah desa baik sebagai tanah lung­
guh, perdikan dan lain-lain, namun semua itu hanya se­
bagai pinjaman yang hak miliknya tetap ada pada raja 
sehingga sewaktu-waktu· dapat kembali kepada raja. 

Pemberian hadiah ataupun perubahan atas status 
tanah adalah satu hal yang lajim pada masa itu, yang 
biasanya dikukuhkan oleh sebuah prasasti. Sebagai con­
toh, dalam prasasti Dinoyo dari tahun 682 S yang ber­
huruf Kawi dan bahasa Sansekerta, didalammya ditulis­
kan tentang pemberian hadiah sebidang tanah, sejumlah 
budak dan ternak oleh raja kepada para pendeta yang 
ahli dalam kitab-kitab Weda untuk keperluan mendirikan 
bangunan bagi para brahmana dan tetamu (Sartono Kar­
todirdjo, 1975 : 85). 

Begitu pula dalam prasasti Kalasan (700 S), Raja 
Panangkaran juga menghadiahkan desa Kalasan kepada 
para Sanggha (Sartono Kartodirdjo, 197 5 : 87). 

Pada masa berikutnya yakni di masa Majapahit, 
masalah tanah justru mendapat perhatian besar. Begitu 
besarnya perhatian raja terhadap tanah yang menjadi 
basis perekonomian kerajaannya yang agraris, sehingga 
dibuatlah undang-undang tentang hak pemakaian tanah 
yang disebut Pratigundala. Pratigundala yang kira­
kira dapat disamakan dengan Undang-Undang Agraria 
di masa sekarang itu terdapat dalam kitab Nagara Ker­
tagama pupuh 88/3 baris 4. Bagaimana tentang status 
tanah di masa itu, terlihat dari amanat raja wengker 
kepada para Wedana, Akuwu, Buyut yang datang meng­
hadiri musyawarah besar setiap tahun pada tanggal satu 
bulan Caitra. Dalam amanatnya itu antara lain dikata­
kan : " ...... pertahankan tanah gaduhan rakyat, jangan 
sampai jadi milik tani besar, agar penduduk desa ja­
ngan sampai lari terusir ke tetangga desa untuk diam 

" 
Adan ya ka ta gaduhan sedang istilah yang sehu­

bungan dengan hak pemilikan lainnya tidak ada, maka 
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rakyat di saat 
itu hanyalah sekedar meminjam (menggaduh atau ~-
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duh) dari penguasa yang tidak lain raja. lstilah nggaduh 
aafam pengertian di Jawa biasanya dipakai pada tran­
saksi yang berhubungan dengan ternak. Misalnya seseo­
rang nggaduh seekor kambing atau lembu pada orang 
lain. Biasanya si penggaduh hanya berhak mendapatkan 
hasil dari anak-anak kambing/lembu yang lahir dari he­
wan gaduhan dengan perjanjian bagi hasil yang sama. 
Namun jika transaksi putus atau hewan yang bersang­
kutan mandul sehingga tidak menghasilkan anak, maka 
hewan gaduhan kembali ke tangan pecnilik. Jadi peng­
gaduh tidak mendapat bagian, karena selama itu ia te­
lah memperoleh manfaat dari hewan gaduhannya mi­
salnya untuk mengolah tanah, kotoran (untuk pupuk) dan 
sebagainya. 

Jadi sehubungan dengan pengertian tersebut maka 
rakyat disini hanyalah sebagai peminjam yang sewaktu­
waktu harus mengembalikan tanah pinjamannya kepada 
pemiliknya (raja) tanpa hak menuntut ganti rugi. Rak­
yat sebagai penggaduh mempunyai hak untuk mengga­
rap, memungut hasil, tetapi tidak memilikinya, hak mi­
lik te'tap pada raja sebagaimana tercantum dalam Un­
dang-Undang Agraria pasal 115. Meskipun rakyat juga 
dapat menggadaikan tanah, namun pada hakekatnya 
yang digadaikan hanya hak pakai bukan hak memiliki 
tanah. Ditambahkan keterangan pula bahwa gadai tanah 
tidak dapat leleb (kedaluwarsa) karena tanah adalah mi­
lik raja yang sewaktu-waktu dapat diminta oleh raja. 
Begitu pula adanya tanah hadiah, tanah jabatan bahkan 
tanah perdi\an semuanya hanya hak untuk memungut 
hasil atau menggunakan tanah, bukan hak memiliki. Ha­
nya keistimewaan yang diberikan pada tanah perdikan 
ialah dibebaskan dari pajak (Prof. Dr. Slamet Muljana, · 
1967 : 37 - 38). 

Masuknya pengaruh Islam, agaknya tidak banyak 
merubah pola pemilikan tanah. Hak milik · tanah tetap 
pada raja (Sunan atau Sultan), sementara rakyat hanya 
mempunyai hak pakai. Adanya istilah · "milik" (darbe) 
bagi rakyat bukanlah hak milik dalampengertian 
sekarang seperti eigendom. Jadi ada~ya pemilikan hanya 
sekedar "pengakuan" oleh seseorang . untuk menunjukkan 
batas-batas yang jelas dari hak orang lain. Hal ini da-
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pat dibandingkan seperti seseorang prajurit yang menda­
pat sepucuk pistol dari negara (pemerintah). Disini bu­
kan seperti ia pemilik pistol tersebut. la hanya sekedar 
menggunakan dan bertanggung jawab atasnya, sedang 
hak milik tetap pada negara. Namun demikian tidak adn 
salahnya ia rnengaku pistol itu adalah miliknrca (bukan 
berarti property) tetapi sekedar mengaku did1-1ku 
Jawa) untuk membedakannya dari senjata lain yang di ­
kuasakan pada prajurit yang 11:tin. 

Pengertian raja sebagtli µernilik sernua tnnul1 
kerajaan senrnkin kuRt di masR kernjaan Mattlram. R11jn 
sehagai pusat alam raya, dialall kel'llj11an dm1 di11 
pulalHh pemilik dari segalR seswitu yang IHh-t di <l1-1la111 
keraj1-1an termusuk semua t1:11111ll d1:111 air _ .'\danya tmngs11 
tidak diak11i didalHrn kerujaan. tmhkari nikyflt j11ga tidal< 
dirmigkum sebagai satu kolektifitas. Ko11sep pemerintah ­
annya 1:1dalflh perner·intah dari raj11, oleh raJ1l dan untuh: 
raja. SellinggH semua yw1g hidup di lucir istnrrn ad11lnl1 
abdi rajfl (kawula dalern). 

Adanya bumi narawit_a, twwh lungguh, me11unjuk ­
ka11 bahwH hak tunah bagi rakyut hanyalah gaduhan, 
sementara hak milik tetap pada raja. SebagHr penggadul1 
kawula dalem wajib memberi µersembahan berupa ba­
rang, pajak atau tenuga kerja yang semuanya · diatur 
rnelalui birokrasi vertikal raja - patuh - beh:el. Sebag1-1i 
imbalannya kawulH dalem di pedesaan diperkenankan 
rnenempati sebidang tanah (bukan hak) untuk digarap, 
dipungut hasilnya. Jika ta setuju untuk menggarap 
tmiah, maka ia wajib rnenyernhkan sebagian hasilnya 
( 1/2 untuk tanah basRh, 1/ 3 untuk tanall kering), kepadn 
patuh lewat bekel dan wttjih kerja. Begitu beratnya 
persernbahm1 fl.tau kewaiiban yang ditanggung petani, 
sellingga setiap tHnah yw1g diberikan (dik1wsaka11) 
kepada mereka disebut "sanggan" (bebw1), sel1ingg11 
muncullall isti lah tanah sanggan. (Solo Soemarjan. 1981 : 
178). 

2. 2. Musa Pe11jajah1rn. 
Satu hal yang harus kit1:t s1-1dar1 bahwa segala 

keb1jaktt11 pernerintah koloniHL t ernrnsuk dalam 'hal per 
t1-1nahan sernrntiasa didasarkan 11tas prinsip-prinsip yang 
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~c:cara nyata harus menguntungkan pihak mereka selaku 
penjajah. Jika kita simak maka dasar politik kolonial di 
bidang agraria tidak lain adalah satu usaha untuk me­
mantapkan kedudukan mereka di tanah jajahan. Hal itu 
dikarenakan tanah memang merupakan salah satu modal 
dalam mengatur pemerintahan yang mantap untuk di -
manfaatkan bagi kemajuan ekonomi sesuai situasi di 
masa itu. Bahkan ada indikasi bahwa diilhami oleh voe 
sebagai embrio penjajahan di Indonesia, maka pernerin­
tahan kolonial Hindia Belanda-pun akhirnya juga merna­
kai prinsip dagang dalam mengatur segala hal termasuk 
di bidang politik agraria. 

Mengenai hak pemilikan tanah di masa VOC, kita 
hanya mengenal dua penguasa yang memiliki tanah, 
yakni voe di satu pihak dan raja di pihak yang lain. 
Di tanah-tanah .yang dikuasai secara langsung ataupun 
yang dikuasai menurut vedrag (perjanjian), voe melaku­
kan pungutan yang disebut contingenten yang merupakan 
pajak hasil bumi. Dengan demikian ia bersikap sebugai­
rnana pola kekuasaan raja di tanah kerajaan dengan 
memungut upeti. Peniruan pola penguasaan tidak 
terhenti hanya berupa contingenten, namun juga menun­
tut adanya kerja wajib (heerendiensten) kepada rakyat 
untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

Sebaliknya terhadap raja, voe mengetrapkan yang 
disebut verplichte leverantien yang merupakan penyerah 
an wajib dengan mendapat ·sekedar ganti rugi ditentukan 
secara sepihak maka tidak mustahil jika voe akan 
memberikannya dengan taksiran harga yang paling ren­
dah. Sehingga menjadi tanda tanya bagi kita, apakah 
penguasaan raja sebagai pemilik tanah kerajaan masih 
sekuat di masa pra kolonial ? Sebab melihat tindakan 
voe tersebut jelas bahwa seolah-olah mereka itupun 
rnenganggap dirinya sebagai pemilik tanah kerajaan ha­
nya dalam hal ini mereka seolah-olah menguasakannya 
kepada raja sebagai pemimpin tradisional. Sehingga 
adanya pemberian ganti rugi, sebenarnya hanyalah satu 
sikap untuk menetralisir situasi agar rakya t tidak 
menganggap voe bertindak melanggar tradisi kernjaan 
yang masih dihormati. Dengan demikian maka tidaklah 
timbul gejolak dari rakyat sehingga voe terhindar dari 
kesulitan. 
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Ketika Herman Willem Daendels na1k tahta 
sebagai Gubernur Jenderal ( 1808 - 1811), mAka pemilik­
an tanah di Jawa menjadi bervarias1 akibat tindakannya 
rnenjual tanah-tanah yang kemudian rnenjadi hak rnilik 
pnrtikelir. Dengan dernikian di luar rnja dan pernerin­
tuh kolonial terdapat pemilik tanah (dengan hak milik 
rnutlak) yakni tuan-twrn tanah yang waktu itu lokasinya 
masih terbatas di daerah sekitar Bat1-1via dan Priangan. 
f>alam rnasa-rnasa herikutnya adanya tanah - tanah 
partikelir 1m ternyata cukup rnenyulitkan pemerintah 
dHlarn rnengetrapkan kebijaksanaan politik pertanahan, 
sehingga ketentuan pernerintah tidak dapat berlaku 
sRma atas semua daerah Hindia Belanda. 

Sebaliknya Thomas Stamford Raffles (1811-1816) 
yang memegang kekuasaan pttda rnasa interegnum 
lnggris, mcnumbuhkan pola pikir bahwa semua tanah 
1:1dalah eigendom Gubernemen, baik atas tanah-tmrnh 
yang dikuasai dengan cara di t11klukRn maupun se<'ara 
vedrag (pcrjanjian). Terhadap tanah-tRnah tersebut 
disebulnya sebagai t rrnah ( iubernemen. A tas dasar inilah 
maka ia kemudian rnengetrapkan adanya landrente (pa­
jak tanah) terhadap petani yang dianggap meminjam 
tanah-lanah gubernemen 1mtuk digarap. OengRn demiki­
an pernerintah Inggris adalah sebagai peinegang hak 
milik atas tanah, sementara rakyat hanya sebagai 
peminjam. Set1ingga adanya pemindHhan hak alas tanah, 
yang dipindahkan hanyalah hak pakai, sedang hak milik 
tetap pada pemerinlah kolonial lnggris. Sedang terhadap 
t1:1nah-tan11h kerajaan rna11p11n tm1ah partikeiir sikap 
lfaffles harnpir sama deng1rn carH yRng ditempuh peme­
rintat1 Hindia Helanda. 

Pada periode berikutnya. y11kni setelah perang Di­
ponegoro usai (tahun 1830) hak pemilikan tanah peme­
l"intl-th Hindia Belanda mulai diperl11as. Jikfl sebelumnya 
pemerintah Hindia Belanda sebegitu jauh masih rnernba­
tasi diri dan rnenghormati kekuasaan raja / hak rnilik raja 
alas tanah kerajaannya, maka setelah perang Diponego­
ro kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dipaksa untuk 
melepaskan tanah-tanah mancanegara. Dengan demikian 
tanah-tanah mancanegara itu selanjutnya dikuasai/hak 
milik pemerintah Hindia Belanda. Meskipun hal itu me­
rupakan satu tamparan hebat bagi raja, namun saat itu 
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kekuasaan raJa dalam art1 pol1tik benar -benar mul1:11 
merosot sehingga t 1dak mampu hersikap tegas terhAdap 
kolonia1. Lepasnya tanah - tAnah mancanegArn bernrt1 ht 
langnya kekuasaan raja alas tanah Jajahan, yang berart1 
hilangnya kekuatan politik (man power) yang sebelurnny1-1 
merupakan pendukung sikap politiknya. 

Pola pernilikan tanah oleh pemermtah KoloniHI 
Hindia Belanda itu m1:1kin jel1:1s dan makin diperkuat de­
ngan berlakunya tanam paksa, yang jelas sarna sekali 
tidak rnenyentuh rasa keadilan priburni. Semua kebijak ­
sanaan tanam paksa adalah herorientasi pada kepenting­
nn penjajah semata-mata. Disini rakyat sebagai penyewa 
sengaja dibuat agar bisH berproduksi untuk pasaran ko­
rnodi ti internasional, sementara untuk kebutuhan 
hidupnya hanyalah agHr o;;ekedAr hidup dengan standar 
yang rendah. 

Pernbahan kebiJHksanaan po lit ik pertanahan baru 
rnuncul pada periode berikut11y11 yakni dengan munculnya 
reaksi kritik -kr1t1k v1rng dilontarkan pada akhir masa 
tanarn prtksa. vak n1 111 enjelang periode kolonial liberal. 
OJ ell seb1-1b I tu pada perjalanan sejarah penguasa 
kolontl-l.I herikutnya ter<fapat dw=llisrne hukum yang 
~>erl11ku di Indonesia. 

l>isarnping hukum i\grar1H rnenurut hukum 1:3arat. 
di l<ltn pihak herlaku pula hukum agraria menurut hukum 
ad1:1t. TindAkan demikian ini diternpuh pemerintah sete ­
lah rnereka melakukan penelitian oleh para ahli, dalam 
us1:1 lwnya mencari bentuk --bentuk µengelolaan haru untuk 
lebih rnenge 111bangkan1 memantapkan kedudukan mereka 
sebr1gai penguas11 politik. ekonomi dan kebudayaan. Jadi 
deng1rn demikian ttdanya penelitian masala.h 1:1.graria ber­
ikut pen1turan-perc1turan yang rnenyertainya adalah ter 
kai t pada kepentingan kolonial. Sa tu hal yang harus kita 
nkui bahwa sebegitu Jauh pern erintah kolonial masih 
rn engl1orma ti adanya. lrn.k-hak pribum i berdasarkan hukum 
adn t yang berlaku setempat, misalnya adanya tanah­
tanah ulayat dan sebagainya. 

Adapun dasar daripada 
sebagai yang tercantum dalam 
sregeling (IS) yang terdiri dari 
nya bentuk perkawinan antara 
ment 1855 dan tambahan dari 

hukum agraria adalah 
pasal 51 Indische Staat-

8 ayflt, yang pada dasar­
pasal 62 Regering Regle-
Agrarische Wet 1870. A-
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danya azas domein verklaring yang terdapat dalam A­
grarische Besluit (S. 1870 No. 118), maka pada pasal 51 
ayat 5 dan ayat 6 disebutkan bahwa semua tanah yang 
tidak ada bukti hak eigendom, adalah kepunyaan 
negara. Dengan demikian apabila sebidang tanah tidak 
dapat dibuktikan hak eigendom atasnya, maka tanah 
tersebut adalah domein negara (dikuasai negara). Dari 
pasal ini kita dapat membayangkan berapa besar keru­
gian penduduk pribumi darinya, mengingat jumlah ornng 
pribumi yang "melek huruf" saat itu tentunya dapat di­
hi tung dengan jari. Jika mereka belum melek huruf 
rnungkinkah mereka sud11.h melek hukum ? Sehingga 
bugai111anapun juga rakyat pribumi b1myak mcnjadi kor­
h1:rn dengan berlakunya azas domein verklaring. 

l>engan berlakunyu dw-i rnuearn hukum atas tar111h 
yukrn hukum Barnt dan hukurn adat, nampaknya peme­
rintah kolonial seolah-olah ingin melindungi hak - twk 
1·akyHl priburni. Akan tetapi jik/:l did1-1larni jelus ba11yak 
aspek dari undang-undang tersebut justru rnenciptabm 
semacam diskriminasi hukum terhadnp golongan priLiu­
mi. Adapun hak-hak tanal1 menurut hukum masi11g­
masi11g negara sebagai berikut. Prof. Mr. Van Vollenllo­
ven membagi daerah Indonesia rnenjadi 19 daernh hukurn 
adat, yang masing-masing disarnping pcrbedaan terdapat 
heherapa persarnaan. Tentang rnasalah tanah, seh1in 'hnk 
ulayat (Beschikking recht) y1rng mengacu ke penguusaan 
tanah, hukum adat pribumi mengenal adanya hak milik 
(bezitrecht). Hak milik dibedakan menjadi dua, yakni 
hak milik perorangan (erfelijk individueel bezitr·eeht) 
dan hak milik komunal (Communal bezitrecht) (Dcparte­
men Penerangan lLI., 1982 : 23). 

Dari hasil penelitian tahun 1868 yang kemwiian 
tersusun dal11m Eindresume, bentuk-bcntuk pernilika11 la­
rrnh menurut hukum ad11t dibedak1rn atns jcnis tnnal1 sa­
wah, tegalan dan .pekarangan. 

Terhad1-1p pemilikan tanah sawah Eindresume mem­
bedakannya menjadi pemilikan peroran an turun-temurun 
(Erf elijk individueel bezit , pernilikan komunal Comunal 
bezit) dan tanah-tanah jabatan (lungguh, bengkok). 

Pada bentuk pemilikan perorangan turun-temurun, 
pemegang hak bebas untuk mengatur (beshikken) hak mi­
likny11, misalkan rnewariskan, menghib1-1hkan, memindah-



tangankan, menjual, menggadaikan atau menyewakan ta­
nahnya. Namun satu hal yang harus diketahui yaitu pe­
milikan tersebut berbeda dengan hak milik mutlak (Ei­
gendom atau property) seperti pengertian Barat. Ba­
gaimanapun juga kekangan komunal masih berlaku atas­
nya. Bahkan di sementara daerah ada ketentuan komu­
nal yang melarang penjualan tanah-tanah tersebut. Sela­
in itu, biasanya hak itu hanya diakui masyarakat jikR 
pemegang hak benar-benar menggarap atau berminat 
menggarapnya. Oleh sebab itu jarang sekali sawah jenis 
1m berpindah tangan keluar desa atau pada orang keti­
ga yang tidak memiliki hubungan keluarga. 

Begitu kuatnya mengendalikan komunal, sehi11gga 
µada kasus-kasus tertentu sawah dengan hak rnilik per­
orang·an turun-temurun dapat menjadi hak komunal. llHl 
ini daput terjadi jika tanah ditelantarkan karena peme­
gang hr1k pergi meningalkan desa sementara tidak seo­
rangpun anggota keluarganya memenuhi syarat unt11k 
menuntut hak sebagai pewaris. Selanjutnya penangamrn 
sawah tersebut ada pada Kepala Desa atau pengemb1-1n 
se111entara. Akhirnya tHnall . yang sudah menjadi pernilil'-::_ 
an komunal itu dijadikan tanah kornunal. 13ahkan dal1-1m 
pernbagian warisanpun adHkalanya kepala desa ata11 re-
1n11kri. ag·arna yang dijadikan saksi (ikut menentukan). 
Hal itu ter·jRdi jika diantara ahli waris tidak tercap11i 
kesepakatan mengenai pembagian WHrisan. 

Pada umumnya hak rnilik perorangan tunm-
ternurun diberikan pada orang yang benar-benar rne111bu­
ka tanah tersebut kemudian menggarapnya. Melihat pro­
ses terjadinya sawah-sawah tersebut dikenal dengHn 11e1-

ma tanah Yasa atau Yasan. Namun demikian untuk ber­
bugai daerah istilah untuk menyebutnya cukup be1·vari­
asi. Misalnya : beranyasan, beran, badean (Semarang 
01111 Jepara ) ; bakalan (Rembang) ; Yasa dan congkrnh 
(Tegal). 

Untuk selanjutnya tanah yasa atHu yasan itu <fapcit 
diwariskan secarn turun-ternurun kepada ahli war·is11ya. 
Pada kasus-kasus tertentu, hubungan keluarga sehubu11g-
11n dengan rnasalah warisan dapat diteJusuri. Adapun is­
tilnh yang dipakai untuk rnenyebut tanah yasa yang- te ­
lah menjadi tanah pusaka itu antara lain : yasa, con -
krah, warisan (Tegal) ; pusaka, tilaran (Pekalongan 



turunan, tinggalan, warisan, (Ragelen) ; Yasa, tuyasan, 
tinggalan, warisan (Jepara). 

Tentang m1hk komunal (gemeen bezit), Eindrusume 
rnenyebutkan adanya berbagai peristilahan sebagai beri­
kut : playangan, bumen-bumen, dan sawah desa (Tegal) 
; playangan, prutahan, sawah kuwu dan lanyah (Banyu­
rnas) ; playangan, sawah desa, baku dan sawah sanggan 
(Peknlongan) ; sanggan, lanyah, baku, dan sawah desa, 
(rfagf'len) ; krajan, jung, dan bakoflTRembang). 

Berbeda dengan hak milik perorangan turun ­
t ernurun, bagian tanah garapan dari tanah komunal yang 
t>erupR sawnh tidak dapat diwariskan sebagai hak rnilik 
pernrRngan. Meskipun dernikian penggarap tanah komu­
nal d::i.pat rnernindah-tangankan hak (hak rnenggarap) ke­
pada ahli warisnya jika ia mengundurkan diri (usia 
uzur) atau meninggal dunia. Bahkan jika ahli warisnya 
belurn dewasa, maka ada seseorang yang akan bertindak 
selaku pengemban sarnpai ahli waris yang bersangkutan 
C'ukup dewasa. Yang jelas hak atas tanah kornunal itu 
t idak dapat dijual, disewakan a tau digadaikan kepadR 
pi hak ketiga. 

Tanah rnilik kornunal itu lajirnnya dibagikan kepa­
d <-t petani penggarap dengan bebernpa persyaratan 
scperti penggarap harus ma rnpu dan rnau rnelakukan 
kerja wajib, rnem i liki rurnah dan pekarangan, sudah ka­
win dan disetujui ol eh masyarakat. Penggarap disini 
berstatus sebagai seoran wajib kerja (dienst lichti e) 
dan mernpuny11i bagian hak aandeelhebber atas tanah 
komtmal. 

Adnpun istil ah bagi petani penggarap tanah­
tanah komunal itu adalah sebagai berikut : Sikep, kuli, 
kenceng, wong tani, won~ kenceng (Rembangf; kerik 
sikep, kuli janggol, (Tega[ ; kuli, kerik (B1rnyumas dan 
Bagelen) ; wong tani, sikep (Semarangr.-

Lebih lanjut, tentang orang wajib kerja itu 
dibedakan rnenjadi dua yakni mereka yang menggarap 
dengan wajib kerja penuh dan wajib kerja tidak penuh. 
Perbedaan tersebut biasanya ditentukan oleh luasnya ta­
nah garapan masing-masing. Adapun istilah yang dipakai 
untuk menyebut/membedakan mereka adalah : 
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Daerah 

Pekalongan 

Semarang/Kendal 
Tegal 
Banyurnas 

Rem bong 

Petani dengan 
kewajiban penuh 

Sikep kecepak 
sikep sawnh 
sikep tebu 
sikep rasa 
sikep patuh 

sikep ngarep 
janggol ajeg 
kuli/kerig kuwat 
kuli/kerig kepyag 

kuli kenceng 

Petani dengan 
kewajiban 

tidak penuh 

sikep kresak 
sikep cilik 

sikep buri 
janggol gotong 
kuli/kerig kresak 
ku1i/kerig gogo 
kuli setengah ken­
ceng 
kuli sigaran 

Terhadap tanah-tanah garapirn yang biasanya digi 
lirkan itu, istilah yang dipakai di berbagai daerahpun a­
rnat bervariasi, yakni : bakon kuli , janggolan, bagian, 
ba ian jan ol, ba ian carik (Tegal) ; ( bagi, bagian, ca­
ton Banyumas ; ba~an ; sanggan Bagelen) ; bangku, 
sanggemen (Semarang ; bangku, selakon, bakon kuli, 
kulen, kramanan, bagen (Rembang). 

Terhadap sawah-sawah yang diperuntukkan bagi 
pejabat untuk dimanfaatkan secara pribadi, Eindresume 
memandang hak pejabat tersebut sebagai hak jabatan. 
Hak jabatan dibedakan menjadi dua yakni hak jabatan 
para penguasa pribumi yang berada di kota (bupati, we­
dana), yaitu yang tanahnya berasal dari tanah apanage 
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(lungguh di Nagara Agung dan bengkok di Mancanegara) 
Hak jabatan yang lain adalah yang dimiliki oleh para 
kepala desa, pejabat desa (ambtsvelden). 

Mengenai distribusi tanah bengkok itu harnp1r se­
luruhnya bertepatan dengan adanya pemilikan komunal. 
Tahah jabatan disediakan dengan sengaja/disisihkan dari 
tanah yang dimiliki secara komunal yang biasanya 
diberikan dalam bentuk tanah garapan. Maku adakalany11 
kepala desa atau pamong desa selain tanah bengkok 
(hak jab1:1.tan) masih rnendapat juga baginn "tanah garap­
an" dari milik komunal. 

Tentang berapa luas t1:111ah beng·kok bagi seti1:1p j11-
batan adalah cukup bervuriasi bagi bel't)ngai dae!'uh. 
fhil itu hiasanya terg1rntung dari luas wilayuh desa yang 
hersangkutan. Narnun demikian perbandingan yang nyutA 
a11taru luas tanah bengkok adalah antara 5 - 15 per·scn 
dnri to ta I luas saw ah. Ada pun nama/ist ilah bagi tarn1h 
hak jabatan antara lain adulah : bakon, kon,.si, kongscn 
(Tegal) ; bengkok (Ranyumas dan Pekalongi-rn ; b)°gk9~ 
sanggan (Bagelen) ; bengkok, sanggemen (Se111an1ng . 

Ad11ptm bentuk pemilikan pada tanall kel'ing 
(tegalan) pada dasArnya sarna dengan suwcill. /\da rnilik 
perorungan tirun-temurun, yang baik isi, batc-ts llHk- dan 
persyaratan untuk rnenj11di pcrnilik Ut11cih tersetH1t 
harnpir sama dengan yang bcrl2ku hagi sawri.11. BedanyH. 
pelayanan kerja sehubungi-111 dengi-rn pernilil\:rn lehih ri­
ng·an dibandingkan dengan sHwall d1rn keewlli itu dalarn 
banyak ha] orang yang hidup di !um desR <iiperkenank1rn 
untuk rnemiliki tanah kering senrneuni im. Pola pewa­
risan ta11ah kering hak peronrngan tunm-ternurun ha111-
pir sama dengan sawah ,ienis tersehut. Tanah-tanuh yui1g 
telah diubah rnenjadi tanah warisun turun-te11111run 
disebut pusaka, tunman, tetinggal dan y<tsan. 

Be11tuk pernilikan tanah ke1·ing ynng lain ndalull 
milik perorangan sementara (tijdelijk). Pc11gertian 1111 
tidak ··· hanya berlaku untuk tanah kel'ing ynng baru 
dibuka dan aknn diubah rne11jadi rnilik komunal setelah 
waktu terte11tu, tetapi juga terhadnp tanah kering ynng 
sudal1 dibudid1-1yakan dengan jangka waktu yang berbe­
da-beda dan kemudian ditinggHlkan (ditelantarkan). 

Mengerwi bentuk pernilika11 kornunal padR tamih 
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kering, hampir di semua Karesidenan di Jawa Tengah 
terdapat bentuk demikian. Biasanya secara geografis le­
taknya berdampingan dengan tanah sawah dengan pemi­
likan koi:nunal. Sehingga pembagiannya juga diatur 
secara bergilir seperti sawah komunal. Persyaratan­
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh tanah 
kering komunal lebih lunak dibandingkan sawah, bahkan 
di beberapa tempat semua orang diberi hak untuk 
menggarap. 

Sebagaimana sawah, pada tanah kering dikenal 
juga tanah-tanah dengan hak jabatan yakni yang diguna­
kan sebagai bengkok kepala/pamong desa. Tentang hal 
ini polanya tidaklah berbeda dengan sawah, hanya dalam 
beberapa peraturan/pengawasan komunal secara longgar. 

Berbeda dari tanah-tanah yang lain, maka bagian 
terbesar pekarangan merupakan milik perorangan turun 
temurun. Dalam masyarakat pertanian, pekarangan dan 
kebun menjadi obyek pendudukan pribadi secara perma­
nen sebelum ada tanah pertanian, sehingga menjadi batu 
loncatan kearah pemilikan pribadi. Namun dernikian 
pekarangan tidak dapat dilepaskan sama sekali dari per­
aturan komunal. Sebagaimana tanah yang lain, peka­
rangan yang terlantar karena ditinggalkan perniliknya 
dipercayakan sepenuhnya kepada kepala desa yang 
kemudian memberikannya kepada orang yang baru 
kawin, kepada penduduk yang tidak mempunyai peka­
rangan atau pendatang baru. Jika dibutuhkan pekarangan 
baru tetapi tidak tersedia, maka sebagian pekarangan 
yang ada dapat diambil atau dipindahkan atas perintah 
kepala desa. Bahkan . di berbagai tern pat ada pula 
larangan untuk menjual, menyewakan atau menggadai 
tanah· pekarangan. Sebagaimana tanah yang lain pemi­
likan tanah pekarangan juga dibebani kewajiban kerja, 
walaupun terbatas di dalam desa saja (gemeentedienst). 

Adanya tanah pekarangan milik komunal biasanya 
arnat jarang terjadi. Pada bentuk komunal tanah peka­
rangan, pada umumnya pekarangan tidak dipisah -pisah­
kan oleh pagar seperti pekarangan perorangan turun­
tem urun. Walaupun rumah dibangun berdampingan, 
tetapi rumah dan tanaman-tanaman merupakan milik 
perorangan. 
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Sedangkfln hak pemilikan menurut hukum Barat, a­
dalah diatur d1-1lam kitab Undang-Undang Hukum 
PerdHti:l (Hugerlijk Wetboek). Berbeda dengan hukum 
i:ldat rnaka hukum Barat merupakan hukum tertulis. Di­
sini huk111n 1111.rat mernhedakan secara tegas antnra hak 
kebcndaan (zakelijk reehten) dengan hak perscora1lgai1 
(persoonlijk rechten). Adapun hak pemilik:rn menurut 
twkum Bar at dikenal adanya hak eigendom, hak erf­
p1-1eht, hah: opstal, t1ak pakai, at:rn rechtsvan gebruik 
dm1 lwk pinjam pakai (bruikleen). 

llak eigendom diatur dalam pas11l 570 BW, yakni 
l1Hk terdapat suat11 bt'nda 1111tuk mengenyarn kenikmatnn 
..;eean1 bebas dan menguasui secara tidak terbatas asal 
tidak mengganggu hak orang lain dan hertentangan 
<lengan undang-undang. Hak ini dapa t dieabut untuk ke­
µent ingan umun dengan lllengganti ntgi berdasar keten­
tuan yang syah. Dengan demikian kekuAsaan pemegang 
llah: c:igendom atas kebendannnya cukup luas dan mu -
tl<1h:, y<1ng· hal itu tid11k terdapat pada hak lllilik 
111e1111rut huku rn ada t. 

Sedang hak ertpacht y11ng diat11r olch pasal 720 
l~W, adalah hak mengenyam a tau rnenikmati atas 
..; (•st 11:!111 twnda yang t ida.k bergeruk kepunyaan orang la­
i 11 <1engan kewAjiban memtmyar pacht setiap tahu11nya 
h:cparla pernilik. PerrH'gang hAk erfpacht dnpat t)ertinclak 
sr>perti pernegang eigendorn teti:ipi dengan ba tas-ba tas 
tertentu. Misalnya tidah: dapat mcnurunkan harga tanah, 
seperti rnenggali bHt11-bat11an, rnengarnbil tanah liat, 
n1c11ebnng pohon-pohon hidup yHng hukan tanamannya 
scndiri. Set>alikny1-1 t<1naman/bangunan miliknya dapat di­
a111bil jikH hak erfpaeht berakhir. Jika tidak diarnbil 
11111ka sernwrnya akan menjadi rnilik yang mcmpunyai 
tanati. Pasal 51 fl.ya t 4 lS, batas waktu untuk tanah er­
fpaet1t adalah selarnn-IArnanya 75 tahun atas tanah 
negara. Pemegang trnk erfp11ct1t diberi wewenang untuk 
mernindahkan hak kepada orang lain, menghipotikkan, 
menyewakan tanah dalam jangka waktu berlakunya hak 
tersebut. 

Hak opstal, diatur 
isinya mengatur tentang 
nyai bangunan, pekerjaan 
tanah milik orang lain, 
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sebelumnya atau baru dibangun/ ditanam kemudian. Bia­
sanya opstal diperoleh dengan pembayaran ganti rugi 
atas dasar perjanjian bebas antara pemilik dan calon 
pemegang opstal. hak opstal berlaku selama 30 tahun 
dan selanjutnya t anah kembali kepada pemilik, sedang 
bangunan / tanaman menjadi milik si pemilik tanah 
dengan memberi ganti rugi. 

Hak pakai (rechts van gebruik), ditentukan rnenu­
rut perjanjian antara kedua belah pih11k dm1 tidak dapHt 
dipindalitangnnkan dan berlaku tianya untuk j1:1ngka 
waktu tertentu. Hak pakai diperoleh dengan cara mem­
beri ganti rugi dan scla11j11tnya pernegang hak dapat 
rn e rnakai atau mengambil hasilnya sekedar untuk keper­
luan sendiri ntau ke luarganya. 

Adapun hak pinjam pakai (bruikleen), hak ini dia -
tur dalarn pasal 17 40 BW. Hak pinjam pakai diperoleh 
melalui perjanj ian dala rn ben tuk pi nja m an/penyerahan 
benda-bcnda dengan curna -cuma untuk dipakai , dengan 
sya r a t pcminJarn wajib 111engcrnbHlikannya d:-ilarn jangk11 
wakt u terte11tu. Bruikleen biHsanya diherikan pernerintah 
ji ka pernerintah rngu-ragu untuk rnemb<>rikan hRk eigen­
dorn atas suatu per timbangan tertentu. 

2. :L Mw.;a Pendudukan Jepang. 

Hn~airnana pola pemilikan pada masa Jepahg, ma­
salrih · i tu kurnng begitu jelas kHrena k11rangnya literatur 
t entang ~1al itu. Namun yang jelas pada saat itu Kadas­
t er11l e l>ienst di jaman Relanda diganti menjadi Djawat­
an Pendafturan Tanah dan kantornya menjadi Kantor 
Pcnd11 ftnran Tarrnh, y1rng bernaung di bawah Departe­
men Kehakiman. Pada jaman Jepang ini· ada satu 
perat uran yang cukup penting yakni keluarnya Osamu 
Sire i no. 2 t ahun 1942 tentang peraturan Pangkal Bagi 
Larangan Pemindahan hak A tas Benda Tetap. Sedang 
masalah penting yang lain ialah penghapusan-penghapus­
an pada tanah-tanah partikelir. Dengan demikian pemi­
likan pribadi atas tanah partikelir dicabut dan dikuasai 
oleh pemerintah sebagai tanah negara. 

2.4. Masa Kemerdekaan. 

Setelah Indonesia merdeka, maka setelah dilakukan 
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penelitian oleh sejumlah panitia terhadap masalah agra­
r1a sejak 1948, pemerintah RI berhasil menyusun sebuah 
undang-undang yang disebut ''Peraturan Dasar Pokok­
Pokok Agraria" atau lebih dikenal dengan Undang­
Undang Pokok Agraria (UUPA) atau undang-undang no. 
5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 no. 104) 
yang mulai berlaku tanggal 24 Septernber 1960. 

Dengan keluarnya U U PA tahun 1960 itu maka se­
luruh ketentuan kolonial alas tanah tidak berlaku. 
Adapun pola pernilikan tanah 11w11urut Und1rng-Unda11g 
tersebut adalah terdapcit dalH111 pasnl 20 su mpai dengan 
pasal 27. Sedang gtiris -gmis besar hak peinilikcin ta11ill1 
adahill sebag1-1i berikut : 
lfak Nlilik ada lah hak tunm-temurun, tcrkirnt dctn 
terpenuh yang dap11t dipunyai orang atas taiwh, dengw1 
rn c ngingat fungsi sosial dari tunuh ter·sebut. llak n1ilik 
disini tidak bernl'ti hak mutlak, tak tcrbatas dan tid<lk 
d11p1il diganggu gugat. Denga11 de111iki1-111 pcngcrtian ll11k 
milik berbedu dengm1 pe11gert ian eige11rlom di 111 1-1sa ko­
lonial. Karena hak 111ilik bcl'!aku tunm --t e 11111ru11 dw1 
daput heralih. sehingga daµat dijudik1-1n j:m1inan hut<111g 
dengan dibelmni l11nggu11gHn (hi pol ik, ikatan krcdi t), du­
pat dipindah - lnngankan keparlH pihak lain, diwakafk H. n 
dan seb;.igainya. 

Pada ~H'insipnyH ha11yH w;11·ga negara l11doncsiH ­
lutt yang dapat me111iliki hak rnilik. Sellingga orang 
asing yang sesuduh berlakunya Undang- Und1111g ini rnem­
peroleh hak rnilik km·enfl pewa ris~rn tanpH wasiat utau 
percarnpuran hart11 karena perkawimrn atau w11rga 
negara Indonesia yang· kellilangan hak kewarganegaruan­
nya wajib · 111eleµaskan hak miliknya. Begitu ketatnyn 
pengawasan µemerintat1 terhadap hak 111ilik ini tidak Ja­
in adalah untuk melindungi hak warga negara atas hnk 
milik sehinggu tidHk terjadi penguasaan y1-1ng scmen11-
mena oleh pihak yang kuat. Untul< perli11d11ngan tersc ­
but maka pada - pasal '2.fi di tetapkan adanya jual bel i, 

· penukaran, penghibaan, pcmberian dengan wasiat. 
pemberian n1enurut adat dan lain-lain yang dimaksudh:an 
untuk memindahkun llak milik sert11 pengawasannya diH­
tur dengan peraturan pcnierint1-1h. Hahkan sctiap jual 
bel i, penukarnn, pengllibuun, pemberian dengan wusiat 
11ta11 tindHkan seC'Hr<l langsung memindahkan . hak milik 
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kepada orang asing atau kepada warga negara Indonesia 
yang be.rkewarganegaraan rangkap atau badan hukum 
yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah da­
pat membatalkan dan tanahnya jatuh kepada negara. 

Lebih lanjut menurut pasal 27 UUPA 1960, hak 
milik itu akan hapus bila tanahnya jatuh pada negara 
dikarenakan haknya dicabut, penyerahan sukarela oleh 
pemiliknya, ditelantarkan, pembatalan oleh pemerintah 
atau tanahnya musnah. (Eddy Ruchiyat, SH, 1983 : 107 
- 109). ' 

Pada bagian kedua yang memuat kete11twrn­
ketentw:111 Ko11versi dinyatak1:1n baliwa llak eigendorn 1:1-
tas tanall y1111g ada sejak saHt berlakunya UUPA 19110 
scla11jut11ya menjadi hak rnilik, kecwili jika tidak rnemc­
nulli syarat-syarat yang ditentukan pernerintah. Scdar1g 
hak eigendorn dari pemerintah neg1irH a.o..;ing (1·ur1111h di ­
nas Kepala Pc1·wnkil an, l\edut:rnn dll) selmijutnya rn en­
jadi hak pakai. 
Hak eigendorn milik orc:ing 1:1sing / kewHrgane~~1n·n1111 rn11g­
kap atau badan hukum yang tiduk dit e tHr>k;in per11 eri11-
tal1, rnaka tiak tersebut beruhah rn e11j11di ~~ - ~.'.:! 
bangunan dengan jangka waktu 20 talnm. l~eg itu p1lln 
11111< eigendom dengan dilwbani hnk opstfil atmi e1·fpael1t 
kernudian rnenjadi hak guna bangurwn selarna sisa waldu 
berlakunya hak tersebut; tetapi selurna-larnirnya 20 ta­
hwi. Perlu diefltat bahwa adanya hak-hak hipotik, servi­
tu11t. vruelltgebruik dan hak-hak lai11 yang rnemhebani 
hak eigendorn tetap membebani hak milik rnaupun twk 
gurn-t bangunan dari tanah yang bersc-t11gkutan. 

Dalam pada itu l1ak-hHk atas tanah yang diberi 
wewenang sebagaima11a atuu mir·ip hak milik ialal1 yung­
dikcnal dengan nama seperti : ha!-: agrarische eigcndorn. 
niilik, yayasan, andc-t1·beni, hak atas drnwe, Ire-ti' 1-ltr1'.' 
d!'lrwe desa, pes1111, grand SultHnlnndcrijen bezitre<"l1t. 
allijddu1·ende erfpacht, hak atas bekus tanah µart ikl·I ir 
dan hRk lain yang ditegaskan olch Menteri Agrilrir1. Se ­
dang terhmlap hak g·ogolan, pikulen atau sc-tnggnn ynng· 
bersifat tctap adnlah me11jadi hak milik. Tetapi lwk 
gog:olan, pikulen atau sanggan yang· tidal< bersif11t tcl Hfl 
hanya rnenjadi hak pakai. Seb11lik11y11 jika t c rrlHprtt 
kernguun apHl-:ah tanah tersebut bcrupa gugolan. pik1tlP11 
atau s1rnggan tetap atau tid1-1k tetap rnak11 Mcntcr·i /\­
graria-l1-1h yang rnemutuskan. 
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l\litsalah pe11ting yang terdapat dalam UUPA 1960 
;idalHh e1d1111y11 hatas 11111ksimurn maupun minimum atas 
pt'ng11asa11n nrnupun pe rnilik1:1n tanall. Dengan ndanya ke­
tcntuan ini 11rnka pe111ilih:a11 tnnah yang rnenipakcin fak ­
tor 11t cl 111 1-1 dalmn produh:si pertaninn ditwrnpknn ah:an le­
bih rnernt11 set1i11ggn pernbag inn IH1silnya jug·n Hl<Hn lcbih 
111 c rnta, sebagHirna111-1 <iite tnpkan dalam pas11l 17 Un 
dung--U ndung terseh11t. 

SehagHi pelnksHnw 111 dnri µas11 l 17 itu rnnk a ke lu -
11rtah P<'rntunm l'ern erintah Penggi-rnti Undang- Undang 
(Perp11) no. S6 tat1un 1960, tnnggal 29 nes<' rnber 1%0 
v1rng rn e1·11p11l<Hn Undang- Undw1g Landreforrn Indonesia. 
/\dH tiga h1:ll pcnti11g y1rng di atur dalam undang-11ndang 
110. :l 6 (Prp) t11lnJ11 l!:J6ll yakni : rene tapan lu1:1s rnaksi -
111u111 pern ilikan dan penguusaan tanall, penetapnn lu a~ 

minimum pemilikan tnrwh pertanian dan lar11nga11 u11t11k 
111 el akuknn perhUc-1t11n y1-111g mengak ibatk an pellleealwn 
pe rnilikan tannll - tetnah itu 1n c11jadi bagi an- hngim1 yang 
t erl ::i rnpuu kecil se1·t1:1 soal penge rnbali a11 / pe1wtn1san 
t anah-tarwh perta11ian y1rng digndnikan. 

Adn nyn ketentuan buhwa maksirnum luas ta11ah 
pPrtania11 vang dikuasai oleh setiHp keluarga ada lnh ti -
dHk buleh 111eleb ihi 20 Ila, makn adi:rnya tan1.tl1 - tarrnh 
kc i(' l>it1itll itu ke rn11cli a11 dialTll>il po.rnerintah untuk dig·11-
daik11n (rec1istrih11si) k ep1:1da rnky11t y1-rng m0m b11t 1ihk t1 n 
d1111 kepnda hek11s pc rniliknya diheri ganti kc l'llgi nn 
sebagairnnna diatur dttlam Pernturan Pem erint11!1 No. 
2 '2 ·1 tati1111 1~Hi1 tcn1gga l 29 Sep t ember 1961 tent1111g Pe­
l1iksa1w 11 n l'embagian t nnah dan Pemlmg ian g11 nti keru -
g· i 11 11 (Ll'ntl)Hl'illl Negara 1961 No. 280). 
Scl11i11 tanal1 -ta1wh kc l ehilinn dari bntas pe111ililrnn 
111 11ks11111rt11m, makn t a 11 1-t h - t nnnh ynng tcrken::i 1·edi st ribu ­
s1 Hdulah lannh - t anah yang di a rnhil pernerintah kA.rerw 
pt>111ilik11yH absentee, t anat1- tanat1 swapraja dan t arw t1-
t11n11h bekas tanah · partikelir. Schaliknya t anah-tanah 
yang diktmsai dengan h1:1 k guna usaha a t au hak l ai n 
yang bersifat sernentara dan terbatas yang didapat pe-
111 erintah (t1:1nah hak pakai, tanah bengkok /jaba t an) serta 
tanah-tanah pertanian yang dikuasai badan-badan hukum 
tidak dikenai ketentuan mengenai batas maksimum (Edy 
Ru(!hiyat, 1983 : 26 - 35). 
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3. !\SAL USUL PENGGUNAAN TANAH. 

J. 1. Musa Sebelum Penjajahan. 

Masalah penggunaRn Rtau pemanftrntan tanah 
adalah ernt kaitannya dcngan pola keltidupan masyara -
katnya. l\1isalnya p::ida pra ...,sejarah ketika segala usaha 
rnan11sia rlitujukan untuk bct'hasilnya usnha sekedar me­
rnen11hi kchutuhan makan, maka faktor Alam, iklim, ke­
subunrn t1mah dan kc11daan binntarig buruan amat 
berpcngnruh serta rncnentukan cara hidup schari­
hari. Sant kchidU!J<Hl mnnusia padn tingkat herburu dan 
rnera111u ini tnnalt belurn dipandang sebagai faktor pro­
duksi, Sl'knlipun kchidupnn rnereka scpenuhnya tergan­
tung dari lingkungnn alHm setcmpnt. Yang pcnting bagi 
1ncr<'ka snat i t11 ad:tlah tersE:'dianya binatang burwrn dan 
bnlHin 111 nkarwn lainnya tmik di tiutan, sungai, rawa bagi 
kehutuhan hidup rncreka. SehinggR pola perrnukiman 
idcctl bagi 111<111usiu kaln itu adnl11h daerah yang dekat 
11wk1-111a11 clw1 air, tcrutHnH1 daerah ynng sering dikun­
ju11gi atciu dilcwati binatang. Nannm karena tersedianya 
11wk 1111a11 l id<t k rn encn tu, rnaka Ill crckapun secara perio­
di k selnl11 hNpi11dnl1 tt>rnpat unt11k mencari kehidupan 
b l ll'll. 

l>nri penelitinn geologi, paleontologi dan arkeolo­
gi. gcji1'11-gejnla cnra l1idup bercoeok t1rnarn dun beter­
nnk lml'll ti111h1JI pnda • tall11n 6.000 Sebelum Maselli. 
Pnd11 tin~katnn ini <'oc·ok tiH1<1111 barn dilaksanakan seca­
rn ~cdcr!tn11<1, beq>i11cl11h -pind11h tempat rnenurut kcsu­
b11rnn t arrnh. I I utan yHng aknn dijaclikan tanah pertanian 
clilmkar t0rlehilJ dullulu c_fan clibersihkan baru kcmudian 
ditnr111rni t>ertmgai jf'nis 11111bi-urnbian, karena umurnnya 
rn er cka hc l11m 111c11g-ennl tanarnan biji-hijiRn. Tanaman 
t>iji - !Jijia11 bal'll dikcrrnl clnlarn periodc berikutnya dc­
ng·an el:ll'H t>ereoeok tanarn yang lcbih sernpurna. Riasa­
nya setclnh rnusirn pancn lmnpau rnaka tamih pertunian 
itu nkan diti11ggalka11. Mcreka pindah kesatu tempat 
yang baru dan mcng11lung kernhali pola kehidupan 
sepcrti di ternpat l1rn1a. Pada sa11t ini agaknya tanah 
sudah rncmpunya i Hrti ekonornis dalam pengertian scba­
gai faktor produksi. 

Pada periode berikutnya terlihatlah tanda-tand1-1 
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kehidupan menetap dengan membentuk perkampungan 
sederhana dan didiami secara berkelompok oleh bebera­
pa keluarga. Pada umumnya mereka cenderung bermukim 
di tempat-tempat terbuka, dekat dengan air seperti 
pinggir sungai, danau, pantai atau di tempat-tempat 
ketinggian, dengan bukit kecil dengan pagar alam guna 
melindungi diri dari serangan musuh atau binatang 
buas. 

Dengan timbulnya anggupc-111 buhwa Urnah mernp11kH11 
salah satu unsur dan kunci -keliidupan nwkH tu111buhl1th 
gHirah untuk me1111rnf1wtkan kcgtmwmnya. Snat itu 11i ­
l11i 11il11i ke hid1qJHll 111ulc1i be1·k c rnb1111g d1111 inu11usia s11d11i1 
ti<lilk l11g·i 111 c 11g·g1111t1mgkn11 l1id11p11 y 11 c1i1 1·i ulnin tct:1p1 
sui111l1 tnc11jrnli pe111ilik 1ms111··· 1111s111· k<'11d1t;1n yu ng 111< ' 11 ~<· 

lil111gi11y11 serta aldif 111e111l>111Jt perulJnlt1111 pc r11ll;tf11111 . 
:';;d1d1 '-'<l lll sq~· j yw1g 111011011jol d1tlu1n 111 ;1s ~,; ;11-;1k:tl ;1d;tl 1il : 
-.;ik11p l!: rl1 nd11p nl11111 kcltid11p:111 s<·st1d1d1 111 1tl i. /\d11111,1; 1 
k1•p1 ' 1'l"!i \,'i1i lll f>111lW11 l"Oil SV"l 'Ol'<tl1g" ilk i ill \t·l;qJ hidlij > 
11H ·-., J.; ip1111 .i11:-.;1d11y11 s 11dnl1 lt1111,•11r 1lll ~ l11l1irk1111 t rndi s i pv · 
11g·1J1>11r1111 dc 11g;i11 IH'rh11 g1 1i tq1:1c11ra y<rng 11w11yert;li11y:1. 
I ,<'I 1ih - !l •l 111l d1 ·11g1111 l;.il1ir11ye1 t r<1di s i 111q.~· 11 Jitik sehnli1111~«111 
d< '11g«111 p<'11gl1or111 11 t1111 terl1:1<l11p roh nen!'k 111oy1111 ,~· . 

k< ·p11l ;1 '> ttktt, p111ll;1w1111 desn dll. 11111!,;1 t< ' t11p;1t - t c- 111p: 1t 
y; 111g dil.:ern11111tkn11 111 c 111p1111y11i w·ti st' t1diri d11lu111 
k<:·l1idtqJu11 111usyarnknt. 1'11<111 t ingk:1l1111 ini µc rn1111l": 111L111 / 
1.w11gg1111 :1;r11 t:11wl1 h111, ;i11 lngi t e 1·1>1J111s f><-H.lii t1111 :d 1 
-.,t>l1~1g·11i lnlln11 p0rt1111i1rn, pcr11111"i111nn 1111tn1111 jug11 lwrl11t­
i11n112;ri11 d011gn11 petnnkiltllntr, bu11g·1111<111 suei (111 cg« ilitikl 
yu 11gcn1t hul>1.111g«Hmyu d c 11µ;;:111 t111s111·-u11s1ir kosino 
111ngis. 

ll i:t l ini rne11gi11gut. bul1wn dala111 tradisi 111cg-alit ik 
scperti doltnL~ ll, 1111duki11J billll, pirn111id11, pelinggill c-id11 -
lftl1 berhubu11g«lll dcng1111 1111s11r -1n1s ur pe rnujaan. Sc rln11g; 
dil:1in pihak jug/l berl'ungsi sct>ngai malrnm sepe1·ti 
m1 sa l11y11 k111>1.11· pe ti hntu, dol111c~11 S<'tnU, sa1·"of11g11.s. 
bejnnn lmt11, menl1ir, µutt111g 11c11cl, 11H1 y11 11g dnn schng"i 
ny;.i. Yang penting ballwn pndn tingknt kehidup1111 ini 
tcl11h tumbuli kepc1·<·nyw111 wi;i l111hungn11 HlllHr11 p011g11 -
n1ll roh tel'lwd;.ip kcllid11pw1 rn:1sy:irnknt, k<'s(•j1d11<'1'a<tn 
dw1 kesuhurnn tannli. Sd1i11gg«1 bng<1im<11wpun Jltg«l 
u11s11r -u1_1s11!' kr' p<:n·11y1111n ilk ;111 111 1rnf11Hl / kcg111111<111 t<111itll 
selmg«-1 i s11111he1· kcl1id11p;111 11111up1111 fuk tor produksi tl'lilll 



berakar ~ua t. 
Ketika pengaruh India (Hindu-Budha) masuk ke In­

donesia pola-pola penggunaan tanah pada masa pra­
Hindu itu lebih berkembang dan bervariasi. Lahan­
lahan pertanian (baik sawah maupun tegalan), pekarang­
an sebagai tempat pemukiman, tanah makam, bangun­
an pemujaan (candi-candi), terbentuk sejalan dengan 
terbcntuknya desa-desa sebagai pemukiman yang 
disekitarnya dikelilingi oleh hutan lindung sebagui tern­
pat penyediaan akan kayu bak1-1r atau untuk pembuatnn 
rurnah, juga tanah-tanah penggembalaan (tanah pango­
nan). Terbentuknya kerajaan-kernjw111 Indonesia Hindu / In­
donesia Uudhtt mendorong permukiman m1-1kin lwl'kem­
bang dengan tumbuhnya kota-kota sebagai µusat peme­
rintalwn, ista11a/keraton, perbcnte11g1rn, jari11g1rn jHlun 
mauptm pasa1·-pasar ten1pat t 1·nnsflksi 1wrdHgm1g11n ber­
langsung. 

Pada periode ini penrnkainn tanah cl1-1ln111 k1:1i tannyu 
dc11gan kepere1:1yac1n kosmis-rnagis rncmperoleli posisi se­
rnakin kunt. Tanah temp<'lt bangt111H11 candi, patung, tugu 
pcringatan dll, men<lapat priori tas utama dengan berha­
gai hak istirnewi:i. Bukti-bukti kearnh ini terliliitt dRri 
prasasti Mult1warma11 yang mcnyebut adanya te111pH t su­
ci berupa sebidang tanah yang diseuut Waprakeswara 
Waprakeswarn) y1:1ng adn hubungannyn deng1m dcwH be­
sar tiga, yakni 13rahnrn - Wisnu - Siwa. Di tempat itu­
lah rnjn menyclenggflrnkan upacur·11 sedckah kcpu<in p11rn 
pcndcta deng1m pemberian hadiah-lw.diah. 

Dal1Hn kerajaan Mataram Hindu, sejurnlah prns11sti 
111e111perlil1atk11n adanya huhungan dengan tindnkun 
rnanusuk sima. Yakni rnengukuhkan pcrubahan stHtus s('­
bidang tanah menjndi si1na yang bebas rl11ri hebH11 pt1jnk 
t c rtcntu. Hal ini dite111puh raja ag:H' ia dapnt 11w11gg11-
nakan tanah tsb untuk tujuan lain. Yang 111c1111rik disini 
nicskipun rctj11 ad11lall pemilik ta1111h, nan1w1 dulnm 
pengg1mann11y1:1 ternyata ia jugn me11g·tiol'l11ati t11t11111111 1-1-

dat sehi11g·g<-1 me111crlul«-1n pe1·setuj11nn 111nsyarn kut. Sclli­
ngga pe11gukul1irn status pe11ggu11m111 itu biasnny11 disnll ­
kan dengan 11pncar11 keagHm11a11 dnn ciisaksikw1 olc>ll 
seju111!11h· saksi bail< <for·i kraton, pej11l.mt diwrnll st'lt•111-' 
pnt dan desa sekitHrnya. J>engan d('111iki1-111 t11Hlnk1111 it11 
rnendnpill restu dw1 pe l'lindungan dcwa. (S11rto110 harlo­
dirdjo. 1975 : 122 - 12:n. 
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l'<·11ggu11Han t11rrnt1 untuk kepentingnn lain ditunjuk­
k1111 olc·l1 prnsasti tugu. Uisetn1t11ya penggalian sungai 
< ·a11drnbl1agn dan c;omati oleh r·ajn Purnawarman dari 
Tarunrnnegarn 111ernhuktika11 perwrnfnatan tmrnh hagi 
kepcntingan saluran iri~;;:-1.si dun p<'larnancin old1 kernja -
illl. (Sartono Kartodir·djo, 197 '.) : 41 42). 

!Vlajapahit yang rnerupakan ncgarn ngrnr·is, justr11 
1nc·ne111patkan pengatura11 pcrnnknian tnrwh schaih; -
twiknya c1enga11 rnembunt L111da11g llndung l'ertnr111trnn 
va11g disebut Prntigundala. Begi tu besarny1-1 perlindungun 
raj11 tertindup tarmh rnah;n nih;yHt l1arns mcnwnfantkan­
nva dengnn schaik -baiknya. PPtnni tidak dapnt berbuat 
-.;e111nu -- 1nct1my1-1 terhadap ta11at111y~1. l~nhkan ndnny11 
penyia-nyim111 11111upu11 pelnnggnran tertmdnp pcnggunann 
tH11cil1 rncndapcit llukuman herat. 

MisHlnyn padH mnsn 11S, rn_111 mc ' nynt11kan h11hw;1 
d11ln111 g11dai tanah tid1::1h; berlaku leleb atau ked1:tl11wa1· 
"<:t. Jndi s1 penggadai bet'hak nwneb11s tarwhnyn. .Jikn 
pf'nerirna gadai ingk11r in aknn cJihukt1111 rajn. Nnmun 
rnjn juga rnenghukurn orang vang 111i11ta 1jin menggarnr 
tn1lilh kemudian rn enclantarknnnya, dengan clenda utung 
rnuh;an y1rng bes1:1rnya sama ckngan hasil pancn ybs~-~ 

-~tl 2S~). SeclAng terhadap n1creka yang rnernbnkar padi 
di s11wa h/ l1-:1dw1g lmnis rnc111h11yar pudi linw kali lipnt 
k<·p11cln pern ilih; dita111b~1l1 d(·nda dun laksA kepadn l'HJ<l 
(pns11 I ·z110). lluku1111111 mnt1 tmltkun diternpk1-111 kepad;1 
1111·rek11 yang sengaja rnengurangi pr·oduksi dengnn can1 
111< ' illpf!r .scrnp1t sawal1 <l:tn 111< ' 11ela11tnrk11nnya (pnsal 261). 
l\ c1 11 t1di11n t c rhadnp nw1·eka yang nH' 1tol11k saudHrnn:va 
untuk ikut me11gerjak11n tanah (atul11k kadH11 wargn) ru ­
j11 111engenakan denda sebanyHk cnam- laksa pasal 262). 

MHst1k11y11 pPngmul1 lsl11m di lndorwsiH (.JawH) 
111u .salah penggunaan tanah rnenjadi sc111Rj.;in komplcks 
.sifatnya. lkrbagai pola penggumwn/pernanfnatan tanah 
dari masa sebelurnnya rn as ih tctap berlangsung. Adanya 
struktur pembagian ta11ah ker1-1jaan rnenjadi empat ling­
karnn konsentris amat rnernpengaruhi penggunaan tanah 
bagi kepentingan penguasa rnaupun rakyat. Meskipun ti­
dak tergambarkan secara struktural, namun pe.nggunaan 
tanah bagi kepentingan religius tetap rnendapat tempat 
istimewa. Misalnya adanya sejumlah tanah-tanah kepu­
tihan/perdikan untuk memelihara bangunan suci peribatan 
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datan, makam-makam keramat, pemwakafan tanah dan 
sebagainyfl. Dengan demikian, sedernikian jauh pola pe­
nggunaan tanah belum banyak mengalarni perubahab da­
ri periode sebelumnya. Narnun yang jelas seiring deng­
an makin menyempitnya lahan yang tersedia dan per­
tambahan jumlah pend11duk, mnka pernnan tanah dftlam 
arti ckonornis sebngai unsur produksi menjndi sernakin 
penting. 

3. 2. Mnsa Penjajahan Hal'H t. 

Pada awulnyn kelladinrn ba11gsn Hnrat di Indonesia 
y1111g diawali oleh Pol'tugis, k('ll1Udian VOC tidak ba­
nyak mer11bah poh1 pcnggunaan tanah di Jawa. Sederni­
kian jauh mcreka lebill memcntingkan pet'dagangan d1-1n 
I iduk campur tangan terhadap kegintan produksi perta­
nia11. IVIHka tidak mengherank1rn jika mcreka hanya 
rncmluduki bcbcrapa dnerah ynng strntegis ditinjau dari 
sudut el-;onorni, misalnya ba11dar - tm11dar atau pulau / dae­
rah µenglw.sil komodi ti tertent11 dcngan mengetn:i pkan 
111011opoli , mcrnung11t co11ti11gcnten at.au verplichte le­
vernntie d1111 rnemnksaknn rodi. 

Situasi dcrnikirtn ini rncng«llnmi perubl-lhan scteJah 
VO(· seertra l>crangsur-angsur mernperluns kekuRsann po­
litiknya guna rnengawasi perj11njian-pcrjanjian ynng dibu­
at oleh raja-raja pribumi. i\danya penyernhan sejumlah 
da erah dan hnk-hak istimewn scrt.a pengal'llh ketntane­
garann, rnaka voe tumbuh dnri pedagnng menjadi raja, 
dctr'i politik pcrdag«111gnn bcrnlih 1-; e politik produksi. /\.­
dapun pcrubnhan yRng nyata dari pcrnlihnn politik ini 
inlah adnnya campur trn1gm1 voe terlwdflp prodtJksi. 
Misnlnya kadnng-kadang VOC rnemper.l11as tetapi 
kadang-kadang llH'lllbatnsi (Wngl11t silarr remrah-rempflh, 
wajib tanam kopi di dacrnh Pri1:1ngan, pcrnbatasan 
produksi gula di Jawa dan sebng:1inya. Dengnn perubah­
an politik itu jel11slah bahwa voe mulai terlihat pada 
masRlah pemanfaatan/penggunaan tanah di Jawa. Lebih 
jauh lagi Kompeni/VOC tidak hanya sekedar rnengatur 
produksi atas komoditi tertentu, namun juga rnulai rne­
nyewakan dan rnenjual daerah kepada pihak ketiga. 

Pada umumnya situasi desa-desa yang disewakan 
tidak begitu banyak mengalami perubahan yang berarti 
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dalam arti ekonomis. Tanaman kehidupan hampir sama, 
karena para penyewa (Cina) hanya mementingkan 
pungutan pajak sehingga tidak berhubungan langsung de­
ngan masalah produksi pertanian. Hal ini berbeda 
dengRn keadaan rli tanah-tanah partikelir, yang biasanya 
parn tuan tanah lalu rnerubah pola pengelolaan ta1111h. 
M:sH. lk1111 m e rnbentuk daerull pe!'kebu1111n, rneruhall poln 
ta11a111 dan sclmg11i11y11 sch i11gg11 rncny1111gkut pe11g·g u11nn11 / 
lflla guna tarwll . Y1111g sernul11 lla11y11 rnc11g·e 11nl 1111l u 11 
t a 11arna 11 bfl sall (suwah) atau teg·1ilm1 u11tuk L1w1flli1ll 
pangan ke111udian dirni>nll 111 e 11jndi 111'( ~ 1 11 pe rk\' !>11111111 
t ebu, kopi, nila, l adH dHll s el>11g11i11ya. L> c 11g1111 tc1·jn•1i11 y11 
penj111dHll tarwlt (tw1111l pHr1 ih.l'fil') d11 11 rw1PJ<'W ;1:1 11 t;1w1l1 
bercirti pe 11 yew<1 ala11 t111111 t 1111<1 l1 111 c 11d1ql:1l li n k j:-, t i111t· 
WH d~tl1un pengg·1111n1111 i); 1ik l;i11 n l1. p0rnl11d11k diill k1 ·k11 :: 
sw 111 p(~ 1 n l ' r i 111 HI i. 

Kf'lik1:1 VOC j1t1t1l1 pnd:1 akl11r 11l>ild 18 d 1111 Le k11; , 
o.;111111 he r 1-dill kc J>(' ilt(' l' i1it nh ll111tli;1 lh ·l;111d:1. <'11 111r>11r t ;1-
11g<111 p( ~ 111 c r111tnl1 kolo11i1il 1l ·1·t1 :1d: q 1 11w .., :d:tl1 p<>rl1 11i:il1 11 11 
111;11q11111 prod11k s i l>1 •1·jal1111 111nki11 <"fd;t 11' . Sl · l11i11 it11 pe 
11g·w1 si 1a11 dncn11lp1111 11wki11 l1t (' lt1 i1:-, . • Jikn \ ()( · p11d11 :Jkllir 
Hbild 18 l11111 y11 lli( ' lll1'lll1 v11 1 id' l\11:1s;1;111 t( ~l' l'it ur i1tl 11tus 
l~11111vi11. Prinng1111 clan p1111t11i ti11111r Cln' l>()ll, k<'kt1:i s 111111 
fli11 rli<t 1l1dat1d11 St' ll'l t1 l1 pe1 ·1111g ,)11Wil ( 18 ;l 1) llJ('lll il: ; 
dc11g':t11 t e 1·leµas 11y11 d11ernl1 - <111tor~tl1 11lOIH!Ol1<'g·oro dilri kc 
l'llji-11111 Su1·11k11rlH d1111 Yogynk111 ·t11. llaln111 11111snlul1 t 1111 11 l1 
v1 111g 111 enjndi issue pokok p11d11 f>l 'l'empnt 11l>11d p('rl11111 ;1 
dHl'i HlJii<J 1~J d:Jh1111 ll111Sllllllt tlllli!IJ l11lll Ylll11l1 lll('ll \'i lll!!,ld 1l 

pol11 pe11g111isua11 dun pe111ilikn11. Y11itu upnyu p<'llll'l'i11t11l1 
kolo11i1tl untuk n1 e 111ha1Hsi kl'k1H1s111lll li 11pat 1. pc111he1·i 1111 
lwk 1nilil..; tw1111l bagi µct1111i prib11111i, pujak t 11 11ul1. r u<J 1. 
pe11gfo1pusan / pc11g11r11nga11 tn11a1111rn wnjib dslJ. lss11c t <·1· 
:-;ebu1 bcrl1111gs1111g- hail< rnas 11 [H·11H't'i11t11l11111 I >1ll ' lllkh . 
I >irk von Hogenrlorp . IL1 l'f'l es (InggTis) . l<n1111 s 111·is Jcn<I<" · 
ntl 0<111 V;-rn dor C'iipel le 11. 

M1-tsi-i lali pP11gg11111w11 tn1iitll y1111g 111 e 11y i1 11 g l-t11 pern 
h1tlw11 pengC'lol111111 hn1·u l <' rj11di ke t ikil dil11k s1 111nku11 T n ­
ll<llll Pak s1:1 ( 18:rn 18 70). /\<1a 11 y<J lH11n111 pnksa 111 11 1'" 
politil< pemcrintali koloniill lu11gs1111g 111l'nyentuli kel1id11p -
1111 pctani didesa. H.<1kyi1\ yung Sl'llWl11 lianyn 111<'11g·(' n11I 
p <: 11 g·g11111rn11 t11m11l li<1g-i prod11ksi l<111111111111 p1111g1111 dipnl, .o.;11 
111 e 11gol}-d1 ' nw11gg1111itkan11 .v1 1 b11gi tn11<11111111 pr·od11ksi ckspor 
vn11g k11drt11g -kM<llrng nwrd.: n 1 iclak rneng·(' t11h111 kcg1111111111 · 



nJa. Dengan demikian maka pola penggunaan tanah­
tanah di pedesaan mengalami perubahan. Yaitu beralih­
nya fungsi sejumlah bidang tanah dari lahan tanaman 
pangan menjadi kebun-kebun tanaman produksi ekspor. 

Ketika politik kolonial liberal mulai dilaksanakan 
sejak hapusnya tanam paksa (1870) yang bersamaan de­
ngan munculnya Agrarische wet (1870) maka dalam 
masalah penggunaan tanah pemerintah kolonial menga­
nut dua macam hukum, yakni adat di satu pihak dm1 
hukum Barat di lain pihak. Dengan adanya dualisme 
tersebut maka pemerintah dalam hal 1m mengakui 
kekuasaan hak ulayat, komunal ataupun milik pribumi 
menurut adat berikut pola penggunaan/pemanfaatlrn ta­
nah-tanah tersebut menurut adat. Namun demikian di -
lain pihak pemerintah juga amat berkepentingan terha­
dap tanah-tanah pribumi guna mengembangkan usnha 
swa ta dalam bi dang pertanian/perkebunan. Pada hal ta­
na h-tanah bagi kepentingan pcngusaha swasta itu llilnya 
da[>at diperoleh melalui sistern sewa menyewa tanah 
dcngan petani pribumi. 

Dengan demikian, maka pemerintah kolonial dilla­
dapkan pada dua kepentingan, untuk melindungi hak pe­
tani atas tanah di satu pihak dan memenuhi kebutuhan 
pengusaha swasta di lain pihak. Oleh sebab itu maka 
pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusnha 
swasta Eropa khususnya untuk menggunakan hak erf­
pacht, hak opstal, hak pakai maupun hak pinjam pakai 
dalarn hubungannya dengan petani priburni dcngan 
batas/syarat-syarat tertentu. Bahkan dalarn haJ 1111 

pemerintah cenderung untuk memanfaatkan/mcnggu11akan 
tanah-tanah liar (bongkor) untuk diolah bagi kepentingan 
pen~usah swasta disamping lahan-lahan yang sudalt dibu­
ka rnilik pctani prib11rni. Dengan kebijaksaiwi-in ini pc­
merintah bermaksud dapat mernanfaatkan tRnAll - t1_1nnh 
yang selaim1 ini terlnntar, sehingga jika sew1:1 h:ontrnk 
lwbis makA tanah-tanAh bongkor itu kelak dapnt di111an ­
faatknn bAgi pemerintah maupun rakyat sckilnrnya. 

3.3. Masa Penjajahan Jcpang. 

I< et i ka Jepang berkuasa di Indonesia, 1110reka a­
galmya juga mulai menaruh pcrhatian pada nrnsal11l1 pe­
nggunaan tanah. Adanya kewajib1m bagi pend11duk pri-
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in11111 untuk menanam1 tanHh-tanah kosong untuk je-
11is-Jenis tanaman tertentu (111 isalnya Jarak dll) menun­
_1ukk11n per· ha ti an mereka terhcidap masalah pemanfa­
n t an/ pengunuan tanah. Narn11n hal itu tentunya tidak 
t erl epas dari kepentingan 111erek11 sendiri yi:rng tengah 
111 0ngfo1dapi peperang1:1n. Sc hinggn pada masa ini pola 
penggwiaan tanal1 bukannya mendahulukan kepentingan 
µetani prib111ni t e t api untuk kepc11ti11gan rnerekn. Bngai-
11 11111H pengHtur11n / pe11ggunaa11 tmiah, jenis t arwm an apa 
v11 ng perlu ditarrn.rn dan s0b<1g:i i11yci dite11tuka11 scsuai 
h.ehutuhan Jepn ng. Maka tidak rn enghcr·ankan jikn 
l'llkyat dipaksn me11ggunak1-1n sehngim1 tannlmya untuk 
mc11<11H.tlll jenis pohon t el'te11t11 yi111g h11gi n ikya t sc11di1·i 
tidnk ad1-1 rnn11fw1tnya. 

:1.4. :vlasa f< emerdek<t<lll. 

l'nda 1nasa kemcrdekann, 11ir1sul11l1 ~w11ggu11aan ta-
11 n ll 1n endapnt µerhatian khusus yakni dcng1rn dii>c11tuk-
11yn Uircktorat Tnta Ciuna Tanuh yang tugnsnya mengn ­
rn11ti persediaan tanah, mcnggari skan kebijaksanmrn pe­
nggwwan tanah, mengam ati pola pe11gg11naa n serta 
usahl'l perneliharaan tanah. Deng1rn demikian usaha ter­
sebut diharapkan dapn t memanfa1:1tka 11 tanah scsuai de-
11g1rn kernnrnpun11nya, tidHk ti111bul konflik penggurwnn, 
t c rc'iptanya azHs keseirnbn11g1:111 dan tercapn inya pc11 g-gu-
111ia11 yang ekonornis optimal (;:izas pe111nnfnt1tan opti-
111111) <fan azas kclesturian. 

IJerdasark1rn hal -hal tersebut rnnka pengg1111aan ta-
1wh dHpat dibcdakan menjad i 2 kelornpok besat' me1111rut 
;-;ifct t polanya. Yaitu penggunann t1rnah pedusunan (rural 
lirnd use) dan penggunaa n tanah perkotnan (urban land 
llS<.') . Ber t111bung t arrn h pedustrnA n p<' nggunnn nnya di ti ti k 
bern lkan pAda tuju1111 produksi pertnnian, karenu itu pe­
nggunA.annya berazaskHn atas prinsip Lestari, Optimal 
011n Seirnbang (LOS). Sedang tanah perkotA.an yang pe­
nggunaannya di ti tik-beratkan kepada tujunn penn ul\i m­
an, maka penggunaannya berazaskan atas prinsip Aman, 
Tertib, Lancar, dan Sehat (ATLAS). 

Sehubungan dengan itu maka keluarlah keputusan 
Mendagri yang berkaitan dengan masalah fatwa Tata 
Guna Tanah yang pada prinsipnya ditujukan untuk me­
ngontrol penggunaan tanah sehubungan dengan pemberi-
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an hak atas tanah dan pemberian ijin perubahan pe­
nggunaan tanah. Dengan sendirinya hal itu akan me­
nyangkut berbagai kriteria teknis seperti sifat fisik ta­
nah, lingkungan, faktor-faktor sosial, ekonomi, politik 
dan kultural. Sehubungan dengan konsepsi perencanaan 
penggunaan tanah, maka bernrti bahwa perencanaan pe­
nggunaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melain­
kan merupakan salah sstu mata rantai duri perencanaan 
di bidnng lain. Dengnn dcmikinn nm.kn diharapkan pe­
ng-gunnan / pcrnanfo a tan tannh di rnasA kcrnerdekaan ini 
l>erjnlan lebih teratur Clan tcrf1indar dari kesimpang­
sitwan scrta pcnyalah-gunaan pcnggurwnn tanah. 

Dnlam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ditegaskan, 
l>nliwa burni dan Hir dan kekayaan alam yang terkandun 
di<lnlurnnya dikuasai oleh ncgFtr·a dttn dipergunakan untuk 
kcrnnkrnurm1 rakynt. Kemudi<1n dnlnm UUPA ( 1960) tji­
t1' t npk:_rn brihwa negnrnlall yn11g nwngHtur peruntukan 
d:t n pt'ngg1 tn fH lll tn na h. 

B.:\ B JV 
POLA PENCUASAAN TANAH 

1. PIL\NATA-PH ·\N:\T ;\ SUSl !\I , YANG nrrn.L.!\KU DA­
L ;\ M PE MIL II(;\ N T ;\ N .t\ II. 

!VlnsHl11h pe11gw1;.;nn11 t nnnh di [)('desn an arlnlah mc­
nq111kan n111 sn la-h yang ru111it clitn kon1pl c ks knrcna me-
11yn11gk1it bcr·bagni 1:1spek s0perti l11ik111n, politik, ekono-
111i, sos ial d1111 buuaya. l< erurnitan itu aknn bertambah 
liigi jika dikaitkan dengan bcrhagli i aspek teknis seper­
ti ngronorni, ekologi clan schagHinya. 

Pttda gar·is besn rnya, pcngertian penguasmrn tanah 
dil>cd:1kan atas 2 (dun) p(•11gcrtir1n ynkni land tenure dan 
lu11d t enancy. Sccara etirnologi land tenure mencakup 
nrti mcmclihara, rnernegang atau rnerniliki. Olch sebab 
i tu land tenure rnempunyai pengertian ten tang hak atas 
tanah atau pe11guasaa11 tanah yang cendcrung mengacu 
pacla status hukum (yul'idis formal) dari penguasaan ta­
nah seperti hak rnilik, pacht, gadai, bagi hasil, sewa 
menyewa, kedudukan bul'uh tani dan sebagainya. Sching­
ga pcrnbahasannya lebih dititik-beratkan pada sistem 
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yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut penggu­
naan, mengatur persyaratan dalam penggarapan tanah 
dan sebagainya. 
Sebaliknya land tenancy, lebih rnenitik-beratkan pada 
pendekatan ekonomi. Misalnya masalah penggarapan ta­
nah, bagi hasil antRra pemilik dan penggarap, faktor 
tenagR kerja, investRsi, sewa-menyewa (nilai sewa) dsb 
1-:1tau garis besarnya menyangkut pengertian penyakapRn. 

Untuk lebih mernperjelas pengertian penguasaan 
rn1-:1ka kitH daptlt mernbandi!1gkannya dengan istilnl1 
pernilikan. Jiku ~iilik1rn lebih rnenunjuk kepada pe­
nguasaan formul scperti ta1wll dengan hak eigendom, 
erfp<:H•ht, trnk pi.ikni, hak g11nu ustlllH <icrn scbagainya, 
-.;eb11 l iknyu pe11guasaa11 rnenu11juk kepmla pengert ian pe­
nguw-.;aan secarn efektif. Arti11yn, jikH adH sebidw1g ta -
11{1h dise wakRn kepada Ol'u11g luin , nwka si penye wu u­
rh-ilati p\:11gunsCJ yang SC<'Hl'Ct efc kt if rncngunsai 111111111 
\ Pr..,eh11t. HPgi\11 pula jik c-1 ;;cscorang me111iliki ta11uh lwk 
111ili~ sc l1 ~ n s 1 . lln, 1111111u11 dis;1111ping itu i<t j11gH 111c11yc ­
wn 11-1 111111 rnilik or:111g lnin selw.is 2 Il a . m1-:1k11 hcnir·ti iu 
lll (' llg'lln .'i11i rnrwll selwis :J 1 lu. 

Scl11li>:mg«rn de11ga11 pc 11gc rtinn tcnt 11 11g pcngw1s1w11 
tersdiut. lt'1·nyutH dHln111 k<'11idt1pct11 1wtu11i tenluput IH:'l' ­
ll11g;1i p1·111111tn -p1·:1Twt;1 so .-.; i ;!I ynng l>c rlnku di d11c r<tl1 se -
1e11q1:d. 11;!1 i11i bcrlnk11 j11g11 di ci11 c rnh Horoliudur ynng 
111t'1111-Hli Ink Hsi pene l it inn ki tn. 

1. 1. Prwwta Politik. 

M<·lil1at sittwsi desa Burob11dur dc11g·Ftn 11da11 ya b1:1 -
ngt111u 11 s11ei di sanH, mc-tk11 St'_ii-lk ja111an dal11Jl11 dcsa ter­
-;cbu1 telnli 111e11duduki fungsi penting. Lehih-l chil1 pa<lu 
111<:1s1i sc 111:1raknyn kcraj;-wn IVlntarnrn Hindu dib;1wnh 
w11ngsci Syi-lilendrn. jelHs bnhwu nrnsalah pcngunswrn t a ­
rrnlt di Horob11du1· u111nt ditc11tukan oleh rnjn. Schab pe­
nwri nt11l1 p11sat Hmut berkepe11tingu11 dc11gan adanya b11 -
ngu111111 -;uei l~orob11d11r di desc-t tersdrnt. Lctzi innya. de­
-.;a -desl:J yang ditempati hnngurwn suei (Cnndi, biHra dll) 
diberi lwk ist i111cw<J bel'UpH beb11s pajak clan scl1rnj11tnyu 
diserahi tugw.; mernclihn1·a tmng1111a11 suci tersebut. Oleh 
s e lHti> itu l>11ka11 su11t11 lwl y1-:111g; 11111stahil jikH Bol'Obudur 
S<t(J\ itll hc rstutus scbagnr trnwh kep11til1an. Hcrhuhung 



disana b.erdasarkan penelitian arkeologis juga ditemukan 
bekas-bekas wihara, maka jelas bahwa masyarakat 
Sanggha memegang peranan penting. Atas dasar ini 
maka dapat diduga bahwa Sanggha adalah pemegang ke­
kuasaan atas tanah desa Borobudur, dan rakyat petani 
bertanggung jawab padariya. Sehingga masalah pengga­
rapan, distribusi tanah garapan, pemungutan hasil dsb 
diatur oleh Sanggha sebagai penguasa tanah. Berbeda 
dengan desa-desa lain yang masih harus menyerahkan 
sebagian hasilnya ke kas kerajaan, fungsi khusus 
Borobudur dengan hak istimewanya agaknya d~beb1-1skan 
dari kewajiban terhadap kerajaan. AI"tinya selw·uh peng­
hasilan desa tersebut adalah diperuntukkan bagi pemeli­
haraan bangunan suci. Demikian pula selain pajak inna­
tura, rakyat petani setempat juga masih dikcnal wajib 
kerja untuk pemeliharaan. pcmbersillan atau menjaga 
keamanan candi. 

Perubahan tatanan politik berikutnya terjadi dima­
sa kcrajaan Mataram lslum yang dilanjutkan dengtrn 
lllasa kerujaan Nguyogyukarta Hadiningrat (kerajaan 
Yogyukarta). Pada masa Mataram Islam, desa Borobudur 
terrnasuk wilayall Negara Agung yakni tempat dirnana 
kebutuhan material kaum aristokrat rnaupun pej11bat bi­
rokrasi kerajaan berada. Negara Agung dibagi me11jadi 
tanah Apanage kaum Aristokrat dan tanah lungguh pe­
jabat kerajaan. Meskipun hak milik atas tanah ada pada 
raja, namun kekuasaan penggunaannya berada di ta11gan 
para pemegang apanage dan pemilik lungguh (patuh). 
Selanjutnya patuh membentuk institusi kebekelan 
sebagai pelaksana harian di tanah-tanah lungguhnya. 
Jadi pengguasaan atas tanah-tanah lungguh itu setcrus­
nya ada di tangan bekel masing-nrnsing. Seusai panen 
bckel bertugas mernungut pajak terhndap pet1rni e11cah 
di wilnyah kebckelannya, untuk kemudian meneruskannya 
kepada patuh. Disini ia mendapat prosentase dari jum­
lah pajak yang dipungut bagi keperluan rumah tangga -
nya. Selain itu bekel juga memperoleh jatah sekitar 1/ 5 
dnri luas tanah kebekelannya scbugai tanah garnpirn ba­
ginya. 

Uengm1 demikian disini terjadi distribusi penguas1:1-
an tanah dari raja kepada para patuh. Sclirnjutnya patuh 
mendelegasikan wewenangnya kepadH p1:1ra bekel sebagai 
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pelAksana harian dalam masAlah penguasaan / pengelolaan 
tanah. Oleh sebab itu kedudukan / wewenang bekel begitu 
kuat terhadap petani cacAhnya. la dapat sewaktu­
waktu rnernecat atau mengusir petani cacah yang tidak 
disukainyfl keluar dRri tanah . kebckelannya. Scbal ikny11 
kedudukan bekel di mata patuh juga labil. Scwaktu­
waktu patuh dapa t mencabut/memecat bekel yang tidnk 
dikchendaki. SehinggA dengan berbaga i upaya bekel ber­
usa tw mempert ahankan kedudukannya dengan rncnye­
nangkan hati patuhnya , rnenunjukkan loyalitas dnn decli­
kasi tinggi dan seb11gainya. Demikian pula halnya dcngan 
sikap patuh terhadap raja. Sebab bagai manapun juga ra­
ja-lah yang menentukan kedudukan patuh sebagai perne­
gang t anah lungguh. Sebagaim ana hekel, keduduknn pa­
tuh-pun amat labil tergantung dar i kehendak rajn yang 
berl<uasa . Sewaktu-waktu r aja dnpat mern eca t atau 
rn encabut kekuasaan patuh 11 t as ti:rnah lunggulmya dan 
rn enggantikan dengan orang lain. 

PHda masa Kornpeni VOC berkuasa agaknya belum 
1-tda bukti-bukti yang menunjukkan hRhwa kekuasaan t er­
sel.>11t t e lah rnenyentuh pernerintah1rn pribumi di dacrah 
Borobudur. Sehingga penguasaan t an ah padn rn asa i tu 
sepenuhnya masih ada di tangan raja-raja Matarnm. 
Kapan perubahan itu terjadi secara pasti kita tidak / be­
lum dapa t menentukannya. Namun pada masa pemerin­
taha11 Hlndi a Belanda, yaitu sekitar perang Jawa a t au 
perang Diponegoro ( 1825 - 18:rn) daerah Kedu telah 
menjadi sebuah K11residemrn dibawah seorang rcsiden 
yimg berkedudukan di Magelang. Jelaslah bahwa masa 
i tu cll-ierah 1:3orobudur merupak1rn daerah Gubcrnemen 
bukan lagi rn enjadi wilayah Yogyakarta. Dengan demiki­
<111 t a t anan politik dRern h tersebut mengikuti pola 
pcrnerintah kolonial. 

Perubahan tfltanan politik yang menernpatk:rn d1H:'­
rah Borobudur menjadi wilayah gubernemen, ikut rn eru­
bah pola penguasaan tanah disana. Sejak itu institusi 
kebekelan dihapus dan dibentuklah desa sebagai wilayah 
administrasi dibawah seorang kepala desa. Tanah­
tanah di daerah Borobudur berganti statusnya menjadi 
milik pemerintah kolonial yang dikuasakan kepada lurah 
(kepala desa). Sebagai pemegang kuasa atas tanah maka 
kepala desa-lah yang mengatur distribusi tanah garapan 
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kepada petani. 
Berhubung dalam periode ini penduduk masih ja­

rang, tanah cukup melimpah lagi pula pemilikan (pe­
nggarapan) tanah dikaitkan dengan beban pajak dan 
kerja wajib, maka petani cenderung membatasi pcngga­
rnpan/pemilikan tanah sesuai kebutuhan t1id11pnya. Aki­
batnya pemilikan tanah terakumulasi pada kepala desa, 
sehingga seolah-olah dia-lah pemilik sebagian bcsar ta­
nnh di dcsanya. 

Sejalan dengan keluarnya Agrarische Wet 1870, 
nwkil tanah-tanah di Borobudur diklasifikasikan rnenjadi 
sejum lah tanah yasan dan tanah komunal berupa 
bengkok bagi parno11g desa dan selebihnya adalah 
tanah-tanah negara. Menurut penuturan dari orang­
orang t11R ynng tinggal didaerah tersebut hingga tahun 
1920-an di daerah Borobudur hclum timbul kesulitan 
nrnsalah tanah. Lercng-lereng perhukitan di sekitnr Bo-
1·obudur rnasih merupaknn hutan lebat sebagai sumber 
k11yu bakar / bnlrnn pernbunt rumah bagi penducltik 
sekitarnya. 

Pada sant itu petani yang ingin menggarap tanah­
tanah negara harus minta ijin kepada lurah dan wajib 
1ncnebusnya seharga F. 2,5 per bahu, dan untuk selRn­
jutnya tanah-tanah terscbut merupakan tanah yasan 
yang dapat diwariskan turun-temurun. Tetapi ketika be­
bnn p11jak semakin bernt, bnnyak pemegang tanah yasan 
melepaskan haknya dan mengernbalikan tanahnya kepada 
kepala desa dan uang tebusnn F. 2,5 dikembalilrnn seba­
gHi g1111ti rugi. Agaknya petani di daerah tersebut ccn­
clerung hanya menjadi penggarap yang ticlak dibebani 
berbagHi kewajib11n seperti pHjak atau kerja wajib. Hal 
ini masih rnernungkinkan sebnb bagi hasil yang berlaku 
sant itu adnlah sistim rnaro (antara pernilik dnn peng­
gnrH.p masing-rnasing rnendapat 1 bagian). 

Adanya pengakuan formal pemerintall kolonial atas 
hak perorangan terhadap tanah yasan (sertifikat Let­
ter D) baru terjadi pada tahun 1930. Namun dernikian 
seb11gaimana tahun-tahun sebelumnya berhubung peme­
gang letter D dikenakan pajak/wajib kerja maka banyak 
yang mengembalikan hak letter D kepada lurah dan 
bekerja sebagai penggarap dengan sistim maro. Tetapi 
menjelang kedatangan Jepang banyak di antara petani 
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yang kemudian membeli lag1 haknya kepada lurah. Jadi 
rupa-rupanya petani disini melihat penguasaan tanah ta­
di dalam hubungannya dengan beban wajib atasnya atau 
dari segi kepentingan waris. 

Sedemikian jauh, adanya bondo deso yang merupa­
kan tanah dibawah pengawasan komunal hanya terbatas 
pada tanah bengkok bagi para Jurah/pamong desa. Boro­
budur selama ini tidak mengenal Rdanya tanah norowito 
atau gogolan (yang digarap oleh sikep baik seearn gilir 
maupun permanen) dan tanah titisara (bondo deso yang 
penggarapannya dilelang kepada warga desa). 

Dari penuturan orang-orang tua di sekitar· Bornbu­
dur, pada awal abad 20 di sana terdapat sejumlah pasar 
krempyeng rnilik desa, antarH lain di dukuh Kenayan 
Susukan, Brongsongan dan Kalangan. Di pasar tcrsebut, 
KepalH DesH memungut retribusi berupa bararig dagt111g­
a11 yang dibawti. jadi pajak pnsarnya t>t'rupH bahHn in 
1wlur11. Begitu luHsnyu kekuusaa11 kc'palH desa. sehinggH 
p11sar tersebut seolah -ole1h 111ilik prrbtidinyH. karena pa<ia 
kenyataannya pasar tersebut rnernang terletHk di at11.s 
tanah rniliknya. Sellingga pernungut rt'lribusi pnsar­
[)HSar i tu adalal1 sanak kel uu rga desa. 

Narnun pada sekitar tahun 1912, huk Htas pusar 
diambil alih Ge111eente, sedang desa mendapat bugi1-111 
sebesar 10 % dari hasil retribusi. Sehmjutnya kcamunan 
pasar ditangani oleh parnong dcsa dan digaji oleh C~e­
rneente. Ketika pasar di Kenayan diperluas, rnake1 pa­
sar-ptisar krempyeng dihapuskan. l-ltiri pasaran yang ra­
nrni adalah Wage dan Legi. Kegiatan pasar yang ber­
langsung set iap l1ciri baru bcrjalan pada rnusa µenduduk­
an Belanda pada tahun 1949. Padci tahun 1950 Pemda. 
Kabupaten Magelang mem indallkan pasar· l3orobudur· ke 
desa ,lflnC111. Kemudian dcnga11 ad1rnya proyck Taman 
Wisata. pas11r kembali dipin<1ahkm1 ternpatnya ynng 
sekarnng. 

Perubcitmn p0meri11tal1a11 desti Rorohudur ter.1adi 
pada talrnn 192ti yakni pe11ggab1111gan dcsa Horobudur 
dengan Run11 Seg·oro. I >engan dern ikian luas desa Boro­
budur berti-unbah. Jika pengangl<atan lurnh sebelurnnya 
t>erd11sHrka11 sistem tcplokan. snHt 1tu telat1 bera.lih pa­
dti sistem bitingan. Dari dua bekas Kepala Desa itu 
(Rorob11dur dan Bumi Segoro), akhirnya yang terpilih 
adttltih Lurnr: Rorobudur. RupR-rupanyH penggabungan 
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dua desa ini tidak begitu mempengaruhi pola penguasa­
an/pranata politik di desa Borobudur. 

Agaknya Agrarische Wet telah menempatkan 
Candi Borobudur dan tanah di sekitarnya di bawah 
pengawasan negara, yang pengelolaannya ditangani oleh 
Oudheidienst (Jawatan barang-barang kuno). Pada seki­
tar tahun 1907 penduduk sekitar candi telah terkena 
kerja wajib (Heerendiensten) atau kemit untuk merawHt 
candi, yang dilakukan secara bergilir. Berhubung s1wt 
itu candi belum diberi pagar kawat 1 halam:rn ce1ndi nrn ­
sih merupakan pangonan (pad:mg penggernbal:rnn). Sej<1k 
dipnsang pagar kawat sekitar tahun 1930, penduduk ti ­
d11k lugi bebas menggernbala ternaknya disttlliL M<~rck;1 

llanya diijinkan untuk menyabit rurnput di hRlHnHrn seki ­
tur C'Hnrli. 

Tentang penguasaan/pcngawasan c:rndi Borol>tuhu· 
rmdn rnasel koloni1:1l Bela11da ditangnni oleh Owilll'id­
dienst. Ketika Jepang berku11sH sa rnpai deng-:rn tnll1m 
Hl47 pengawasan dilakukan olell kecumatnn sde111pnt. 
l'adn mas<:1 pcnduduknn HelandH ( 1948 - 194!1) pcng<1-
wasw111y<:1 kembali ke Oudheid<iienst. Barn t11l11111 l~SO 

olet1 13e1anda diserahk1-:111 kepada JHwatnn Purhuk;l111. 
Selt111jutnyl:l pengelolaan beralih ke Dim1s PurbttkAl<t dm1 
nkl1il'llya pada Kantor Suaka Sejarah dan Purbuk1tln. 

Jib sebelum tahun 1960-an pengunjung C'andi ma ­
sih sedikil maka areal candi mHsih sempit yaitu sc,kita1· 
radius 50 m. Schingga tempat parkir dun kios-kios ­
pun masih bernda di ha laman candi. K e tik1:1 tahun 1~H:i~I 

pe111erintah melakuke1n pemugaran, areal candi dipcrlt111s 
hingga mencapl'li ri:idius 200 rn ( + 12 Ha). deng~rn mern ­
bcbaskan tanah-tanall tegalan mliik pchrni. Peml>dmsa11 
tanah berikutnya adRlah sehubungan dengan pc111b11atw1 
Tainan Rckreas i dun Restorun Rukit Dagi. Untuk kali 
ini sejurnlah pcmukinrnn penduduk, tegalan dnn t. 1111111l 

maka rn tergusur. Pel'lua s1:1n be1·ikutnyH b(•rkf'rwnn ck11g·1111 
::ida11y11 Proyck pe111bang-u111rn oleh PT. Pesero 'l'H 1111111 
Wis<1t11 Ca ndi Borobudur dan Pr11111lmna11, yang l11ns11 y11 
111 e1w11pai + 85 Ila atuu radius + 7SO 111 dnri knki e1111 -
di. -

Untuk kq)cnting:rn proyek Ta111an \Visat11 itu s('ki . 
tar 400 I( K dukuh norobudur dan Sll l'H llll keg· i~lll\ll :--os ia l 
dan kantor-krnitor Pern crin tnh Tingl<Ht J\cc1-11111it11n 
tergusur. Untuk l11ngk11 l1 pE:.·rsiapan tclHh dil<1k11k1111 



pemhPli1-rn tanah oleh P.T. Pese1·0 Tl-lman Wisata d1 de­
se1-dese1 .fonan, Bogowanti, Janan dan Jligudan untuk pe-
11Htki111<111 pengganti (Pamukti). /\gaknya pembebasan ta -
11<-!11 terr11asuk karangkitrinya rnendapat ganti rugi yang 
r11cr11HdHi. sehingga terjadilah perubahan wnjah di ling­
kunge111 Horobudur seeara besnr-bcs<1ran. Perubahan 
disini bukan hanya rneny1111gkut scgi f'isik, nam11n akan 
u~rjncii p11l1-1 trnnsfor·masi budnya p0nd11d11k. 

1. 2. Pranata Religi. 

Pranat11 religi yang perrwh dun rnasih berl11ku 
d1k11l1-111gan rnasynrakat desa Borobudt11· sellubtmgan dc-
11g<-lfl penguasaan tan ah ada lnh yang berk<-l i tan clcng-frn 
wnrisnn, waka f, ningkah bum i, mreti desa da11 nyadr:=rn. 

iVl Pskipun sekar1rng j1:1ra11g-jarang dipakai, tctnpi 
sistern pernbagian warisan berdasarkan tradisi lslarn 
y1111g kernudian dikenul dengan istilah Sepikul-scgen­
dllongan pernah berlaku di masymakat l~orobudur. Trn­
clisi ini menempatkan kedudukan serta hak anak laki­
lnki setingkat lebih tinggi dibanding de11g11n anak 
wanitn. Warisan bagi anak laki-laki ad11lah sepikul, se­
dang bagi anak wanita segendhongan. Secarn ,. hnrafinh 
sepikul berarti dua kcranjang. nengan dernikian dalnrn 
pembagian warisan anak J11ki-Jaki mendapat dua b11ginn, 
scd11r1g anak wanita hany11 sebagian. · Walaupun trndisi 
itu jarang diRnut, namun anak laki-luki tetap lebih bc­
s1-..11'. Sebab hiasanya anak laki-lA.ki mernperoleh warisan 
ben1pa rurnah, saw11h dan atau tegalan. Sebalikny11 annk 
wc-rnita hanya menerirna sawah dan atau tegalan. llnl 
ini dikarenakan anak wanita biasanya meninggnlkan ru­
rni:ih mengikuti suarninya, sedang anak laki-laki diikuti 
isteri sehingga perlu rnerniliki rurnah sendiri. 

Berbagai hal tentang wake:if, baik t1::1tacara, 
hukumnya dan sebagainya adalah diatur berclasarkan 
ajaran agama dan dikaitkan dengan kebutuhan ibadah. 
nengan wakaf tersebut maka pern ilik tanah melepaskan 
haknya (tanpa ganti rugi) kepada pengurus/yayas11n 
untuk menguasai/menggunakan tanah itu bagi kepenting­
an sosial. Misalnya untuk rnembangun tempat ibadah, 
sekolah/pondok pesantren, pemakaman dan sebagainya. 
Beberapa tanah wakaf yang ada di desa Borobudur ada­
lah tanah wakaf dari keluarga Martasenjayo seluas + 
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400 m 
2 

yang sekarang dijadikan mesjid, ~uga wakaf dari 
keluarga Haji lbrahi m seluas + 2.000 m untuk SM P Mu 
hammadi~ah dan tanah milik Misie Katholik seluas ~ 
3.000 m yang sekarang dipakai untuk gedung TK. SD 
dan SMP Katholik dan sebuah Kapel. Tanah-t1rnah 
Wakaf tersebut mendapat pengakuan dari penduduk di­
sek i tarn ya. 

Pranata religi yang lain adalah sehuhungan dengan 
adanya tradisi Ningkah Hurni. Ningh:ah. Hurni hiasanya 
dilaksanakan <icngan upacara khusus, disamping terdapat 
pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk. Tradisi ini 
dikaitkan dengan pcranan lurah sebagai penguasa 
tu11ggi:1 l <ii desa. Selain pcmirnpin formal, lurah juga 
1nerniliki f1mgsi religius. /\rtinya ia memiliki tanggung 
j11w11b rnornl atas keselRmat1rn dan kesejahteraan 
l'Hkyatnya. Lebih jauh lagi se<'ar1-1 ekonomis ia juga 
111c11guasai sejumluh tanah hengkok yang t idak lain rne­
rnpakan bagi;-in dari tanah kornunal. Uengan dernil<ian a­
c1unyu trndisi Ningkall Hurni ini juga sebagai media un­
tuk rnenernpatkan fur1gsi lurah sebagai pemirnpin formal 
dan religi. Dengan sendirinya lurah akan berusah 
rnernpc rtahnnkan tradisi desanyi-1, jika tradisi itu dinng­
gnp rnembawa keselarnatan, kedamaian dan kesejahte­
r 1Hlll bngi rnkya lnya. M isalnya cidany::i kebiasaan upA<!a­
rn rnrcti dcsa dsb. 

Trndisi Mrcti Desc.l ntnu lc l>ih dikerwl Sc.ll-Jaran, bi­
nsn nya dilaks::i.naknn pndi=i tJula11 Sapar· atnu sehabis ·pa­
ncn. Sclnin •1pacarn religius dengan selarnatan dsb juga 
di1idnk~in pcrtunj11kka11 way1:rng kulit semalam suntuk. 
Di sernentnrn desa pertunjukkan wayang adalah dengan 
l11kon h:husus yt1kni Sri Sadana, tetapi untuk dcsa Boro­
budur lakonnya bebas. L3iasanya mreti desa atau sapnran 
dilnk11kan guna memanjatkan puji syukur kepad11 Tuhan 
Yang Maha Esa karena panen berhasil, desany11 selamat 
dari malapetaka (tolak balH) dim mohon perlindungan 
pada rnasa berikutnya. Mengapa !Vlreti desa oikaitkan 
dengan penguasaan tanati di Borobudur, karena Rdanya 
beaya untuk mreti desa itu, sebagian adalah menjadi 
tanggungan lurah/pamong desa dan yang sehagian men­
jadi tanggungan sernua penduduk yang memiliki tanati 
(sikep). Jelasnya mereka itu tebih mernperoleh tanah 
bengkok, sehingga wajib rnemberi surnbangan yang lebih 
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besar. Di kalangan pamong desa-pun besarnya sumbang­
an tidak sama, tergantung luas sempitnya tanah beng­
kok masing-masing. 

Tradisi Nyadran juga merupakan satu pranate re­
J.!.gL yang berhubungan dengan penguasaan tanah. Hal ini 
dikArem1kan nyadran yang biasanya dilakukan pada bulan 
Ruwah itu tidak lain adalah sebagai perwujudan kewa­
jiban bagi ahli waris untuk membersillkan rnaknm 
leluhurnya. Berhubung tanah pemakRrn:ui <ii desa nwru­
pakan hak pemilik1rn komumd, sehing·ga tfrnggung jawnb 
i tu pun harus di pi k ul bers1:11n a. Selli ngga padH upaca rn 
nyadran setelah dil;:ikuk1rn up1warn k<~ngn111111rn. kC'niudiHn 
di 101·uskl-111 de11g1rn l:lCflrH bersih k11b11r. 

U;:ilam kHi tu·nnya dengan ndmiyn pcrnt>crinn wnris-
1111. wakaf. ningkHh burni, mreti desn dim nyadrnn, pcr -
111HH1 ularnu di desa cukup bcsur. Nlisalnyrt dala111 
pe1111>ngi1111 w1:11·isnn jika rn cngl1nd11pi kcsulitnn 11111kct se -
11-tin pirnµimrn forrmd jugH diha<lil'knn pul rt ul 11111 11 
-;eb11g11i sa ksi. l>emikian j11g«1 fHHl11 up<t l'<tl'H v1111g lnin 
p e rcrn <..1 11 ul<tlliil, j11ga 111odin (1\1111111, Lebe. L ('b<1 1) <11n11t 
pen1 i ng scbMl> 111 erekti- itulnl1 ym1g l>iasn 11 y11 11H~ 1111111p11 1 
jal11n11yH upucan.1 - upaearn trndisi di desci 11 yn. Sntu lwl 
ym1g han1s dieHtHt bahwa pernnwi 11ie1·t>kH disini bu­
kanl11l1 dul11n1 pc11ge l'liw1 pc ng1H1sw111 at l::ls t1.11111lt, tctapi 
pPr1111111111y1:1 d1-1larn f11ng·s1 rf'ligi11s dulnm ll11h1111!o?1'1111y;1 
dPllg11 ll I W 111 ll. 

1.3. PranatR Ekono111i. 

PadH lllHsa keraj1-1H11 pra11at1:1 eko1101111 y<tng· lJ<'J'Ka 
ita11 dengan penguasnan t1111Hl1 adal:il1 hc1·dm;11r µndn si" 
tem feodal. 1\danya keh:uHsnan Pat111l tcrlt11d<-1p t1111al1 
hmgguh ata11 /\p1111age 111e11:-,11•l>nl>ka11 pe11gelol11an tnnah 
t>ero1·i1::'ntasi padH kepcnti11gn11 istnnu. l>i snt11 pillnl< dcsr1 
l11-1r·11s mernproduksi ko111oditi un111k kepP11ti11g1tn i-;tann 
di lctin pil1ak h:-11·11s rnene11k11pi kelJ11tul1a11 sc11di1·i. Sc ­
hinggH ki-ilau kitn lihat llubungan antar11 PHt11h de11gu11 
pe tani lt'1'bHl11s p11da distrihusi areal lew1-1t institusi be ­
kel da11 selanjutnyH petani dit1111tut b<'rbagiu kewHjib;m. 
Sebalikny11 seberapa jnuh . t:rnggung jnw;:ib patuh t erhudnp 
pet1rni di tanall kek1rnsnwinya tidal< begit11 jelas. Scbab 
petani rlisini hHr11s 111engnt11s1 kcs11lita11nya sendiri tnnpa 



bantuan Patuh, meskipun hal itu menyangkut kepenting­
an ekonomis dari Patuh. Misalnya kebutuhan akan 
serana mgasi, transportasi, pemasaran hasil produksi 
dan sebagainya. Dengan demikian terdapat dua pola e­
konomi walaupun basisnya penguasaan tanah. Pola per­
tama bercorak ekonomi yang berorientasi ke istana dan 
yang kedua adalah ekonomi pedesaan dcngan lingkup 
Iokal. 

Masuknya pengaruh Barnt pad11 masa awal sehcg-i­
tu jauh tiduk banyal\ mernbah tutana11 tersehut. Mengn ­
pu ? Karena baik masa VOC, lnggris rn11up1111 lli11dia 
Belanda awul rnerPkn masill bersiknp scbagni pedag«111g­
se111atn --nrnta dnn bcltm1 111enc;-i111p111·1 bid<1ng produk~i­

!Vlereku ha11ya mernbdi komoditi sclernpnt, y;1ng .iika 
perlu dcngun 1ncnrnksak1-t11 rnor11>poli. pc 11d><'I iitll p•1k su 
dll. l\ nrena pc11g1tasHa11 trn11d1 rnHsih win di tnng·n11 puru 
kcpalcl pribumi maka prn11ata ekonorni -p1111 lwli1rn h<Jtl y itl , 
f11('flgalami perulmhan. 

Situasi terscbut rnulai twr11i)lll1 1-:et ikn pv11H·ri11tul1 
llindia I3elunda 111(•11getrnpJ.:a11 sis1c111 T111w111 Pnks; 1. 
/\du11y11 tanam (.mks1-1 mer11hnh poln cksploitnsi kolo11i;JI. 
Mere Im terha tus pm.ht pem hel inn koinodi ti \Cl'1 <' nt11. 11<1 -

~ . . 
rnun s11dah CfllllfHlr tangnn l1rng.-.;1mg- terh11dap prod11ks1. 
Saat ini h:t •kw1s111111 µurn kepnl11 pribumi rn11l11i berku ­
rnng. lcbih-lebih dt·ngnn tcrlq1ns11y<J daer;ih nH1110n11C'gn .. 
ra kC'rnjami JBwn. Scjnk itu puln SC'_jumlull t;rn;tl1 
lungg-1111 dan tanall /\p1-11111g·c tcrlepns: t(~f'n1usuk d;icrnlr 
norobudur yang· ke1nudi1m me11jadi wilayall g11lw1·11c111v11. 

Dcngan sendirinya institusi kebckclan dihapus dnn 
digantil<a11 olcll kel.;uasaan l\cpnln Dcsa scbag;i i p('11ip11~ ­
sa tunggal atas tanah di pedesnan. I )inl;ih svl>ng11i pe ­
nentu dist ribusi pengu11sar111 ta11ah. ~l<'skipun s;wt ini di · 
akui adnnyll t111wll-tnn11h yasan schagai link h:1111sn persc ­
ornngan, 11a1111m fu11g-si eh:o110111is l>idang- l>i<j:1ng l<111; tl1 
nmat ditcntukan olell 1\1..' pnlu l>csn. l>alnrn ko11trnk de -
11gu11 pcnH·rintull kolonial, kqwla des11 - lnh p•·111. ~ 11t1111y<1 
-;c111c11ta1·H pct uni li1111y;1 scl>ngni ohvck. Sd1i11gg·;1 
pern11nn kunci eko1101n i tvrletnk pad;i kepn In desn y•tng 
bel'S<J r rgkutn 11. 

t<ctika penwl'intnll kolo11i11I mcngintrodusir :--.i-.;tc111 (·k1i · 

nom i . libenll, mnl<c1 terjndi lal1 pel't1i)1lh<111 t11t<111<111 1· h.0110 -

mi di ting·kat dcsa. Lnh1rnya 11grn1·iselie WPt ( 18111) ynng 
il1Cll1ber•ikt111 link ll11lt111k ;ltilS \annll rwrs!'Of' <tlli..', :1 11 :--,( 'dikil 



nnnynk 111embatas1 kekuasaan kepala desa dan memberi 
c•<lf'nk tersendiri tertrndap ekonorni pedesaan. Wa\aupun 
11/'.11:-;-azas ekononii libernl b(~Jum berlaku sepenuhnya, 
1111rn11n adanya pengakuan atas hak rnilik perorangan 
lllt'mbuka peluang bagi turnbuhnya ekonomi bebas dan 
~cwa menyewa tanah secara bebas. Sejak rtu fungsi 
<' konornis terus berkembang d1rn lebih hersifot indivi­
dual, sementara itu hak pemilikan bersc-una sernakin su­
rut peranannya. 

Pada dewnsfl ini pranata ekonorni sehubungan de­
ngan pcngusaan tanah di daerah 13orobudur berkernbang 
semakin pelik. Jika semula hm1ya dikenal adanya tanah 
ynsan, tanah lungguh dan tanah negara yang f)elurn rne-
111egang arti segi ekonomis, pada saat · in1 semuanya 
berkernbang dengan pesat. Adanyn peninggalan purbakalf1 
Candi Borobudur yang makin meningkat peranannya di 
dunia internasional, ternyata membawa dampak sosial­
ckonomis yang tidak keeil bagi m1-1syarakat sekitarnya. 

Pada tannh yasan, pemegang hak terscbut selain 
dHpat mernperoleh keuntungan material sccara langsung, 
rnisalnya memungut hasil dsb maka iapun dapat mernan­
fa::itkannya secara langsung dan mendnpat keuntungan 
material . misalnya melalui penyewaan, pemindahnn hak 
kepada. or'ang Jain, penjun lan dsb. Dalam hubungan inilah 
pranata ekonomi di pedes1rnn berl<ingsung. Selain keun­
t u11gan rnateriAI, pellH'gang hak · tannll yasan juga 
rnemperoleh prestise sosial rlarinya . llaJ m1 tcrlihat 
duri adanya peristilahan yang· men11njuk kepada pemilik-
1111 tanah seperti Sikep, Ku1i, Kenceng, yang dibcdakun 
clf.' 11gan strata lain yung tidak memiliki tanah seperti 
~1u111pang, bujang dsb. 

Dcmikinn pula halnya bengkok ynng tidnk lnin 
rn c rupakan gaji/ i rn balan a tas pengabdi an/t ugas jaba tan 
seseorang dalarn kerangka pemerintnhan desa. Selain 
pcnghargaan formal adanya bengkok yang tentunya me­
nyangkut juga luas sempitnya tanah arnat menentukan 
prestise sosial seseorang di mata masyarakat di samping 
keuntungan finansialnya. 

Adapun tanah-tanah negara di daerah Borobudur, 
selain yang merupakan daerah lokasi candi yang dikua­
sai Dinas Purbakala (Depdikbud), terdapat pula tanah­
tanah negara yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah 
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setempat menjadi pasar dan terminal. Dengan sendiri­
nya, keuntungan material dari tanah-tanah tersebut 
menjadi milik/pengelolaan dari Departemen atau Dinas 
yang bersangkutan. . . 

Jenis tanah yang lain adulah tanah-tanah m1l1k 
swasta yang dikuusai olch ynyasan/lembaga sosial dan 
milik perusahaan (PT) Pcsero Taman Wisata Borohudur 
dan Prumbanan yang kantor pus1-1tnya di Yogyakarta. 
Begitu lw1snya areal yang dikuasai PT tersebut sehing­
ga sesuai dengan rencana kelak akan dibangun sejum ­
lah saran kegi::itan dengan berbagai fungsi yang semua­
nya ditujukan bagi usaha pengembangan pariwisata dan 
penyelanrntan situs Budha terscbut. Misalnya adanya ta­
nah-tanah terbuka, Camping ground, Youth centre, Mu­
seum dan be1·bAgai fasilitas yang lain. Oengnn sendiri­
nya adunya areal milik PT. T1:1man Wisata tersebut 
maka adanya keuntungan dari pengelol1:ian areal terse­
but menjndi hak penguasuan PT tersebut. 

Dalttrn pnda i I u SC'ht1bungan dengan adanya rcngu­
nsua11 tannh oleh PT. Tamnn Wisata y1rng diperol eluiya 
mclnlui pcmbebns1m tnnall, maka terjndilah perubahan 
pcta pernilik1rn /peng1msn irn tarrnh di desa Borob11d11r, se­
l·m ligus juga rnerul>ah wnjah fi sik lingkungan Rorohudur. 
Adanya pembebasnn tcrsebut maka peta situasi des11 
Bornbudurpun bcrubah slC'hubungan de11g1in t erbentuknya 
pen 1 uk i lllll n pcnggn 11t i, pcm i 11dall11n pns11r, ter rnina J, 
kantor-knntor dsb. Lcf>ill jClllh tcrjadi pula pcr11bahan 
fun~si tannh yang semulH mcrupakan tam.th ynsun deng­
a11 sertifikat sebag-ni tanah sa wah (basAh) atau tegalan 
(kc ring) t>crubah mcnjndi tonah yasan pekarnngan, atau 
tanah-tanah yang dik11asni ncgnra. Dcngan sendirinya 
perubahnn stat11s itu scdikit brn1yak akan mernpengn­
rulti pula distribusi pcndap11tan hasil dari tmwh yang 
be1·sangkutan. Jilrn sem11l1:1 tnnah tersc:hut dnrnit 1n e 111be­
riknn keunt1111gan dcngnn rncrnungut hnsil bumi seeHra 
langsung, dengan pel'llbahan stntus menjadi rlacrnh 
pemukiman maka arti ekonomis11ya berubah, sesw1i 
perubahan fungsinya. 

1.4. Pranata flukurn Adat. 

Seperti kita ketahui, Vollenhoven membugi wi1ayah 
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Indonesia menjadi 19 daerah hukum adat. Di desa Boro­
budur yang termasuk lingkungan hukum adat Jawa, 
faktor-faktor persekutuan hukum genealogis maupun ter­
ritorial untuk masa sekarang kurang begitu kuat lagi, 
akib1:1t nw.kin Jonggarnya ikatan kekerabatan dan me­
ningkntnyA frekwensi mobilitas masyarak1:1t dan meluas­
nyn ekonomi u1:1ng sertf1 berbagai faktor lainnya. I>alam 
tml ini bukttn bcr1-1rti masym·akat sctempn.t tidak lagi 
mcmiliki hubu11g1-m adut. Adanyu dukull / dcsa sebngai ba ­
t HS ter1·i tori a I m1111pu11 keraba t sebag111 trub1111gi-ln ge11ea­
logis 11111sih l>erlaku d11n diHl<Ui olcll 111asyaraknt11ya, 1w -

111u11 kedwrny11 bulrnn lngi rnenjftdi ilrntan H<ll1t y1111g f'o1· -

111nl t e tapi !(·hill l'enden111g m('njadi il,;u11111 c111osio111tl 
111<11111siu dengan l111gkt111g1:1n11 y1i. 

,Jil-.a puda 111nsH Jalu dikc11:tl 11d1.n)'u t1rn11l1 ul1t ynt. 
des11 Horob11du1· sekw·ang tidnk mc11ge11al11 y11 l;1g-i. 
lhtl1k1rn t1:1111-11l - t11n111l dihnwtth µeng11wns11n kom11111ll 
sep0rt1 t111111h norowito ~golru), pck11le11, sikeµ~:!:!_) du11 
tmndo deso (titisoro. k1-1s dPsn tid11k l1-1gi dit<'llllllrnn. 
----1>ad11 trn11s11ksi men.1unl lepm. (ado! -~1s , ~~ 
te~111_1~1.l. _2ati ~ogor, !}lCnju1:1I -~da) p<1d:1 d:-1s:ir11:-1fl ada ­
l:tl1 pc11ycr·ah11n tanall de11ga11 pcml>aynrnn tu1rni t11npt1 
"')·1il'l-ll. Hubung11n y1:111g ter·j11di ndalnh jual bcli dim hnk 
pe111 ii it.:1111 / penguasc-wn atas ta1H11l fll(•fljndi lwk pcntl>eli . 
. Jika p11da ja11111n modern transaksi dihuat nktc. mem11·ut 
m1nt bcrluku sal1 jika dihadi1·i saksi (seksi) adalah ornng 
yang ditu11j11k olell kf'pala pc·1·sd;utu11n dun onrng y:rng 
se11guja diminto rncnjadi sal,;si misalnya teta11gga ­
tet1rng·ga . tanah disekit1:1rny1:1. Trnnsaksi bel'lnku sah pad<i 
saat si pe 11j11al mener1rngkan k Ppelda kepnla persekutwrn 
atau wakiJ11ya dun telah lllenerima wmg d:rn seketika 
itu si pemheli nwmpu11yai lwk :-itas tanah tcrsE·hut. N1-1 -
111u11 demikian hut.;urn adat nwsih 111cngnkui / lllPlllb('11nr ­
ka11 w.fony11 pe11n11ggul11111 pe11yentlw11 ta11,1h ter . ...;e but (di ­
angsur) y1111g jnngka waktu11y11 ditent11ka11 olcll pcrj1111jliil1 
antar11 ked1111 bel1:1h pihak. Mis11lny11 ditundn llH' llllll g-i~;u 

s11mpn1 pernungutnn p1mc1w11 usai dsh. 
Transaksi lain adaluh µcrs<' W<Wll, bc·nlulrnyA n11tA ­

ra lain · sewa dan udol t11hunu11 (udol 11yodnn, ~mu, 
udoJ 11ngsu111an) Ht au mcnjua l tahunm1. Da IA m t rnnsn ksi 
sewH. peniilikan tanah memberi ijin · ornng lain untuk 
mengolah / rnencmpttti taimh ctm1 baru dibnynr setelah 
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panen. ~ntuk itu ada tanggungan yang disebut jonggo­
lan. Sedang pada transaksi adol tahunan penyerahan ini 
bersifat sementara atau penyewaan tanah yang dasarnya 
adalah penyerahan tanah dengan pembayaran kontan de­
ngan perjanjian. Lamanya persewaan adalah tergantung 
perjanjian kedua belah pihak. Sebagai tanda berlakunya 
transaksi penyewa harus membayar uang srama atau 
mesi. Dalam menjual tahunan, biasanya berlaku ketentu 
an jika panenan gagal, maka musim tanam tersebut ti­
dak dihitung. Disini penyewa hanya mempunyai hak 
mengolah dan memungut hasilnya untuk jangka waktu 
tertentu sesuai perjanjian. Jika tidak terjadi ti11dakan 
hukum lain, maka tanah harus diserahkan kepacta perni­
liknya sesuai perjanjian. Sistim tersebut tidal< terbatas 
pada tanah yasan, tetapi bcngkokpun dapat juga dijua1 . 
t allunan. f3ahkan ada pula orang-orang yang 111cnjua1 
t Hhunan pepohonan yang sifatnya pohon tahunan (kayu _ 
t ahun) seperti kelapa, pohon nangka, duku, rambutan 
dsl>. 

Bentuk transaksi lain ialah gadai. Dalarn hubungan 
ini tc:inah untuk selanjutnya terikat pada penerim a gA­
dai. Penerima gadai mempunyi hak mengolah dan me­
mungut l1asil. Ia tidak berhak menjual lepas tetapi da­
pat menjual gadai kepadH orang lain/pihak ketiga. Dalam 
hal ini orang yang membeli gadai tidak dapat menuntut 
uang bila tiba saatnya tanah itu belum ditebus (berarti 
dijual lepas). Untuk menebusnya kembali biasanya 
tergantung perjanjian antara pihak penggadai dan pene­
rima gadai. Ada yang dapat ditebus sewaktu-waktu, 
atau setelah jangka waktu tertentu, bahkan ada pula 
yang berlaku leleb atau daluwarsa dan tanah dinyatakan 
hilang (menjadi hak penerima gadai) jika tiba saatnya 
belum dapat menebusnya. 

Meskipun gadai (gade) ini dikenal ada bcntuk yang 
lain, yaitu nyende (plasende) setengah plas dan mresi. 
Ciadni nyende biasanya pengg·adai menerima uangnya pe-
11uh dan hasil panenan dipungut oleh penerima g·auai hi­
ngga pinjaman lurn~s. Bera1·ti pembayaran pinjaman 
dapat diangsur. Sedang pada bentuk . nyendc sctengah 
plas, penggadai hanya menerima scparo dal'i pinJaman 
dan pengembaliannya di kurs dengHn cmas s<:'pel'ti saat 
ia menerima pinjaman. Disini penggadai masih meneri-
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111 11 setm~ian dari hasil panen. Sedang mresi sistimnya 
tw 111pi r s<1111t1 tetapi pcnggadai hanyH meneri mu 1/ 4 duri 
j11111 IHl1 pi11j11111an. 

13cntuk tnrnsaksi lain yang berlaku adalah sehu­
tJ1 111g1111 clP11g1m pcnyakapan/pengolahun tHnah dengan 
-. iste1n b<15i twsil. Pad1:1 pengolahan tam.111 sawR.h/tegalan 
bC'rlaku pcmbagian hasil nrnro. mrctclu, rnrnpat, mra ­
nem, mralolas, dsh. Pada pernbngian hnsiT mR.ro, - bail-; 
pemilik nrnupun penggarnp mcnerimn sepnro d1-111 biayn 
pe11golal1c1n tannh, pernbclian l>ihit, pupuk. otiat-obntan 
dll 111Pnjndi tanggung1rn penggarnp. Seclang padn m1·ctelu 
si penggarnp t1Anya menerirna 1/ 3 bngian. sedi:rng pemi­
lit.; U:L Namun semua biaya ditanggung oleh pcmilik 
t1111ah. Bentuk pembagiun mrapat sant sekarnng jarang 

- dipaJ.;;1i biasanya hHny;::i terhatas pada saat pernungutan 
tm si l se 111i11 pc-1di ( 111 i sa I ny 1-1 bul'llh me Ill ct i k k e la pa dll). 
l\'lranem hi11sany1-1 bt' rlHku l>agi orang yang mengairi sa­
WHh (!1gon<·ori). I >isini bp1·hubung l-;11dang-kndang irig11si 
n111rtt ..;ulit mak11 µe111ilik sawHll b11n y<ik ynng mcnyurull 
n 1·1111g ngoncori de11gan pcmbctgiHn rnrnncm ( 1/ 6 bngian). 
\dapun rnralalos umurnnya berlnku pada ornng-orn11g; 

VH ng ikui rnernungut liasil padi disawnh (ngencni), rncrc ­
kn ini n1endapat b1~gia11 1/ 12 dari hasil pndi yang dapnt 
dipungut11y<1. Pada tmiah-tana11 · teg11\1111 dengan tanaman 
polowijo maka y11ng lajim twrlak11 adalah penggnrupan 
dengctn sistern nrnro. n0gitu pula hnlnya dC'ngan buruh 
11dcres (mengambil air nin1 huat gula kelapa), yang ber­
laku ndal nh sistem 11rnrn, dengan cara berganti setiap 
l111ri (sehnri pcrn ilik potion dan hari berikutnya pengga­
rnp). 

PadA 111asyaruk<tt Uorobudur dikcnul puln trw1s8ksi 
nunutan (nu11ut n&ndur), yaitu seseorang rnerwnam pohon 
di pckanrngan · 01·1::111g - l11in. Pe111bagin11 basil disi11i yHng 
bcrlaku sistem mm·o dan hak nunut nandur ini bi sa di­
wrisknn turun - temurun. Se1rndainycJ pohon yar1g bersang­
kutan ditebang rnakR kayunya dibagi sarna antara 
pemilik pekarangan dan pemegang hak nunut nandur. 
Begitu juga halnya dengan tmrnrnan kerns yang menjadi 
batas pekarangan. Jika ditebang kayunya menjadi hak 
kedua belah pihak. Sedang tanaman barnbu yang tumbuh 
sebagai batas, maka pcmilik pekarangan sebelah berhak 
memungut bambu yang tumbuh diluar rurnpun (di peka­
rangannya). 
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Satu hal yang sekarang lajim berlaku dalam 
transaksi jual beli tanah ialah adanya pala ara atau pa­
seksen yang besarnya mencapai 10 % dalam hal ini ada 
batas 1~1aksimal yang dibenarkan oleh pemerintah). Di 
kalanga.1 masyarakat Borobuour pologoro disebut juga 
dengar istilah jam~ tuwuhing _ waton. Pnseksen ini tidak 
hanya berlaku pada jun I bel i tanah tetapi juga pada 
jual beli raja kaya atau tcrn11k bcsar (kerbau, sapi dan 
kud11 ). 

Transaksi lain ialnh hen\ 111< n11mpnng a tau ngindung 
atau mngersari. Disini pcmilik tanr~h mengijinkan orang 
lain mendirikan rumtth di alas tanah/pekarnngan yang 
menjadi haknya tanpa mcneri ma gnnti rugi. Disini para 
nurnpang, ngindung Rtaupun mngersari ticlnk berhak me­
mungut linsil atas tnmun~rn ynng tumbuh di pekarangan/ 
tannl1 tersebut. 

Padn masa lampau ketika tanah masih melimpah 
dan penduduk kecil jumlahnyri, sehingga hak ulayat 
rnasih bcrlaku dengan kunt, n1nk11 hak pcrseorangan di­
hatnsi oleh lwk ulayat. Sctiap warg1:t desa mendapat hak 
11ntuk membukH tarwh ynng kcrnudinn menjadi tanah ya­
san, tanah pusnka tur1m- te11111r11n, clan merupnkan milik 
pcrscorangan. Bahl-;nn u11tuk penggarap1rn tannh ulayat 
tidak hanya tcrbatns pnda wnrga desa. Ornng dari luar 
desa-pun dapnt mengolahnya clengan ijin kcpala perseku-

. tuan dengan rnemh1-1yar sejurnlnh gnnti rugi yang disebut 
mcsi. Dengan pembayar1H1 mesi tersebut orang yang 
hcrsangkutan rnempunyai hnk membuka pcrtama (hak 
wennng pilih), melctakknn t1111dn larangc:rn, dnn memu=-
11g11t hnsil11ya. l{arcna link itu sifatnya SC'mentara maka 
yang· berlnku adalah hak nku:rn yang larnnnya ditentukan 
oleh perjnnjian. Kmena-- hak11ya bersi flit nkuan maka 
ornng lain bcrl 1ak m cncgur Im hkan rn engusu I kan agar 
digarap ornng lain jika yang hersangkutan menelnntar­
kan atau mengg11r1:1pnya terus rnanerus. 

Berikutnya kita mengennl adnnya berhagni tindak­
nn yang berkaitan de11gan trunsaksi atas tarwh, yang si­
fatnya pengoperan/penyernhan hak alas tanah dnri satu 
pihak ke lain pihak. Beberapa tl'ansaksi yHng dikenHl a­
dalah warisan/hibah, rnenjual lepas, sewa, gadai dan 
pengolahan tanah (bagi hasil). 

Penyerahan/pemberian tanah melalui hibah atau 
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warisan diakui sah berdasarkan hukum adat. Untuk itu 
dibutuhkan sejumlah saksi guna menguatkan berlakunya 
tindakan hukum tersebut. Secara adat pemberian 
warisan dibedakan antara anak laki-laki dan anak pe­
rernpuan. Sementara . masyarakat masih mengetrapkan 
sistim sepikul-segendhongan atau dua bagian untuk nnak 
laki-laki dan sebagian untuk anak wanita. Perbedaan 
yang lain anak laki-laki biasanya mendapatkan bagian ru 
mah, sawah dan tegalan, sedang anak wanita tianya 111e -
11eri ma sa wah dan tegalan. Te ta pi sebaga i gant i nyH nnak 
wani ta pada saat menikat1 (keluar dari n1mah) rnendHpat 
boyongan y1rng berupa pernbot rumah tc-rngga dan l.w ­
rang-barang perhiasan. Sedang wal'i san pusak<t (wes i aji) 
seperti keris, tornbak dsb. biilsunya ja tuh kepadu arn1k 
laki-laki sulung. Sedallg runa l1 tinggnli:ill orn11g- tua bia ­
sanya diternpnti anak laki-laki bungstt. Untuk mcnghin -­
dari kesuslitan biasanya orang tua menemput1 sistcn1 
paeungan, artinya ia sudah menunjuk (ngecung;1ke) bagi ­
an/ wcirisan masing-masing meskipun bdu111 dil)(' rikw1 
(digantung). 'I'l'adisi yang lairi, selam1:1 orang tu11 rn 11sill 
l1idup maka anak-anak dianggup scbngti i pc11ggarc-1p b11 ·­

gi111111ya sendiri dengan bagi lwsil 11rnro (1ncn(·ri11111 sqm ­
ro dnn wajib mernbayar pajnk ii t11s ta1wli t c r -,el>ut ). 

Jika salat1 seorang dciri stwmi / istcri sutiHh rnc ­
ninggRI lllaka sebelum warisan dibagi dinntnra anak 
anaknya, orang tua suduh menyisihkan dulu 1mtuk bcknl . 
hidupnya. Tradisi yang· berlak11 disini, suurni tiiasanyn 
me11dapat 1/4 dari tanah rnilik, sedang istel'i ha11y11 1/ 8 
dan sisanyA dibugiktrn annk-annknya. Hal ini adalat1 un ­
tuk menjag11 agar orang tua tidak disia-siaka11 olel1 H 

nak-Anaknya. Sela11jutnyt1 ta11<1h bugian suami (ayall) ntnu 
istc 1·i (ibu) itu disernhkan kcpada anal< yang na~ rwnt11:,1 11 
sa111pAi ia 111eninggal duni1-1. l>i kalw1g1-rn rnasyni·n kal 
pcmberian warisnn itu lcbih dil.;enul dengan istilnh walik 
stat yang dikukuhk1111 dcngon pc111hcrin11 Let tcr I l -°Tc;cr-
ti fikHt dHr1 buku D). ----

2. HENTlJl\ - BENTUJ\ PENl;UAS/\!\N TANAH. 

Menurut Van Vol len hov<"'ll liak Htas ta111l11 yung 
paling tua Adulah liak-hak 11tas dasar tmk ulayut d11ri 
suku / des1.i / perseril<atan desn. Adnpun pPrubatwn-perubali-
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an yang kemudian terjadi adalah disebabkan oleh mun­
culnya sistem kerajaan (kekuasaan raja) dan pemerin­
tahan kolonial. Munculnya kekuasaan raja di masa kera­
jaan tradisional Jawa maka hak ulayat makin sempit. 
Hal ini disebabkan adanya konsep pemilikan tanah oleh 
raja sementara rakyat tianya memiliki hak pakai. 
Meskipun raja di satu pihak mengakui dan menghormati 
hak ulayat, namun yang jelas kekuasaan ulayat atas ta­
nah maupun ikatan ulayat menjadi semakin lemah. 

Lebih-lebih dengan masuknya pemerintahan koloni­
al Hindia Belanda. Jika di masa VOC mereka belum 
campur tangan pada masalah produksi pertanian dim 
masalah pertanahan, pada masa Hindia Belanda kckua­
saan mereka telah menjangkau masalah tanah. Hal itu 
diawali olch Daendels (1805 - 18.10) dan penghancurnn­
nya t erjadi pada masa Inggris dibawah Raffles (1810 -
181 4) . dengan memperkenalkan adanya landelijk stclsel 
(stelse l tanah) yang memaksa tanah-tanah yang tidak 
ada bukti pemilikan perseorangan menjadi tanah milik 
negara (azas domein). 

Ketika Van den Bosch memaksakan Tanam Paksa 
( 1830) karena dasar sistem tersebut harus ditanggung 
secara merata oleh semua penduduk maka hak atas ta ­
nah juga dibagi secara rata yang hanya bisa dicapai de­
ngan sistem pemilikan komunal. 
Perubahab sistem pemilikan tanah terjadi lagi dengan 
hapusnya Tanam Paksa ( 1870) dengan dimulainya sistem 
kolonial liberal. Dengan demikian hak ulayat desa men­
jadi semakin kecil, sementara pemilikan tanah yasan 
timbul lebih luas sebagai akibat pembukaan hutan yang 
kemudian dimiliki secara perseorangan atau perubahan 
dari tanah norowito gilir menjadi norowito matok (yang 
nanti dengan adanya UUPA 1960 tanah norowito gilir 
dihapus dan dijadikan status hak milik). 

Dengan adanya perubahan-perubahan tcrscbut, 
maka status penguasaan secara tradisional mengenal a­
dunya 4 macam tanah yang hampir berlaku sama di be­
berapa daerah di Jawa Tengah dengan sedikit perbedaan 
di sana sini. Adapun 4 macam penguasaan tndi ad11lHh : 
tanah ynsa (yasan), tanah norowito (gogolan, pckulen, 
playangan, sikepan), tanah titisara (bondo deso, kas de­
so) dan tanah bengkok (lungguh). 
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Pada dewasa illl baik tanah norowito rnaupun bon­
do cleso seperti pcngertian tradisional tidak ditemukan 
lng-i di desa Horobudur. Yang ada di sana hanyalah ta-
111111 je11is yasan dan bengkok sebagai tanah jabatan 
p11n1011g dcsa. J\arenn scperti kita ketnhui yang disebut 
t<1rwh norowito itu tidak lain adalah tanah pertanian 
rnilik bersama. Setiap warga desa yang termasuk sikep 
;1tnu kuli kenceng (pctani yang sudah menikah, memiliki 
1·urnall dan pek 111·ur1g·~rn) mernperoleh bagian untuk meng­
g·1u·up11ya baik secarn gilir atau tetap. Berhubung tanah 
dcsa Horobudur tid11k begitu luas rnaka adnnya tunah 
clitmwah pengu<lsaan komunal jarnng terdapat. Bahkan 
Rondo Deso atau kas desa (titisoro) untuk musa kini se-
ring dikacaukc-rn dengan bengkok. Jn di ta1mh bcngkok 
puda das1::1rnya adalah bondo deso yang dijadikan tanah 
jnl>a t e111 karena terba tasliya tanah kom unal. 

l>nlam padH itu seperti telah disinggung dimuka 
l"tl1wa pernilikan Vtnah lidak selalu rnencerrninkan 
pc11gunsaan11ya. Mcng1-1pu ? sebab ada berbagai jalan un­
l uk 111e11g11as11i tanah rneskipun tidak harus rnemilikinya. 
'\l is1tlknn rnulai pcnyakapan, sew a, gndai dan sebagai-
11yn. k111·c11a pnoa urnumnya pcmilik tanat1 luas tidak se­
lalu 111c11ggar11pny1-1 sendiri. Scbaliknya pemilik tanah 
-.;c111pit dnpat puln rnengerjaknn tanah orang lain 
111<>inl11i sf·wa atnu penynkapan disarnping mengerjakan 
lnJ1:il111ya sendirinya. Hal dernikian itu arnat memungkin­
k1111 sebnh dcngan pel'Ub1-\han status tanah yasan menjadi 
11111\ rnilik perseornngan rnaka kesempatan untuk rnemin­
dnl1 ta11gnnka11 rnetnlui junl beli, penyewnan, penyakapan 
tt •rhllku l11as. Kescrnpatan demikian itu tidak rnungkin 
t c1·p1di pnrla ta1wll - t11nah pc11gnwusan komunal. Demikian 
pul11 llu lnya lfrnah bengkok kesernµatan untuk sew a, 
g-ud;ii, pcnyaknpan terbuk1-1 luas. Olch scbab itu tidak 
nu,·11ghern11kan jika terjadi ketimpang:m dnlam penguasa­
a11 tnnuh y1rng menjurus ke konsentrasi ke dalam tangan 
twbernpa orang. 

i\ tas dasar pengertian itu maka bcrkaitan dengan 
penguasaan tanah penduduk desa dapat dikelompokkan 
sebagai berikut : 
- Petani pemilik-penggarap murni, y1;1.kni mereka yang 

menggarap tanahnya sendiri. Kelompok ini jumlahnya 
masih cukup banyak dan merupakan petani profesio-
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na1 yang hidupnya menggantungkan pada hasil per­
nian, kebanyakan mereka ini tinggal di pedukuhan­
pedukuhan yang letaknya agak jauh dori komplek 
candi. 
Petani penycwa / penyakap murni, kelompok ini 
daµat dikatakan sebagai tuna kisma yakni tidak 
memiliki tanah, tetapi mercka dapat mc111punyai 
tanali garapan rn c lalui sewa, pcnyakapan atau bagi 
hasil. · 
Pe111 ilik penycwa/pemilik penyakap, yang t c rmasuk 
dal11m orang-orang yang disnmping menggnrap ta­
nallnya scndiri juga menggarap t anah orang lain. 
Jum lahnya t idnk begi t11 banyak tetl:lpi biasanya 
justru orang-ornng kaya yang merniliki modai. Se­
bab hanya dcngan modal yang kw'ltlah penyewaan 
tannh dapat t erjad i. 
Pe111 ilik bukan penggarap, yakni mereka yang me­
m iliki tanah t etapi karcna berbagai sebab t idak 
clnpat rnengerj nkan tnnahnya scndiri sel1ingga ter­
paks11. dikelola orang lain. Dalnm . kasus ini tnnah 
rn iliknya dapat di scwakan a t au disakapkan dengan 
bagi hu si l. Jum lah kelon1pok ini j11ga tidak bnnyak 
namun puda umurnnya mercka mcncrnpa ti status 
tcrpand11ng di __J)las.yar-&k.A-t---ees-a-<=lan- fl-igolongkan 
padn wong s11gi h (ornng knya). 
Tunnk isma m11tlak, mercka ini tid11k mcmiliki ta­
nah tetnpi juga tidak rnempunyai tanah gnrnpan. 
Scbagian besnr mcreka ini ndnlah merupak1111 buruh 
tani di desa, hanya sebng-ian kecil dari merek11 itu 
yang bckerja di sektor Jain (di luar perlanian). 

Deng-an adanya pengelompok1rn tersebut rnaka yang jelas 
tcrdnpa t pula perbcdaan distribusi pcnghasil:in dari ha­
sil 'pcr tm1ian. Schingga hnl itu amat mencntukun presti­
se sosial masing-masing. 

Pada dcwasa ini mnsalah pertanah1rn di Borobudur 
mengulami perubalmn yang begitu cepat, lebih- lebih 
pada dekade 1980'an 1111. ScJain faktor pertumbuhan 
penduduk yang begitu pcsat sehingga muncul kelunrg·a­
keluarga muda yang tentunya juga membutuhkall 
tanah-tanah garapan untuk diolah, juga lahan pertanian 
makin sempit karena dipakai sebagai tempat pemukiman 
atau situasi yang tidak sebanding dengan pertambahan · 
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JUmlah penduduk, maka pengaruh ekonomi uang yang 
mulai merembes ke pedesaan membawa dampak yang 
begi tu besar terhadap maslah pertanahan. Jika pada 
masa sebelumnya fungsi sosial tanah dan ikatan petani 
dengan tanah begitu kuat maka faktor-faktor diatas 
rncmpercepat perubahan sosial pertanahan. Bentuk pe­
nyl:lkapan dengan bagi hasil makin berkurang akibat 
rneluasnyl:l penggunaan ekonomi uang dan semakin 
beratr'tya syarat-syarat penyakapan. Tradisi gotong 
royong dulam pengolahan tanah yang dilakukan sccara 
bergilir bany1:1k ditinggalkan dan cenderung rnengerjalwn 
nya dP11g1rn buruh uµahan. Akibatnya · ikatan solidaritas 
sosial nrnsyarakat des11. yang tadinya didnsarkan at1:1s 
pc11g11RSHH11/pe111ilikan tanah rnenjadi Jongg-ar·. Faktor ­
faktor ernosionul banyak ditinggnll<a11 diganti dengnn da­
...;11r perhitung1:1n ekonomis ra sional, yang sc l>crwrnyu bc-
111111 rnendcsHk untuk me!'eka laksancik<tn. 

Situasi dernikian mi diperceµat dc 11g·a 11 rnurH.'Ulnya 
PT Pescro Tn1nan Wisatn Cw1di Borob11dur dan l'rarn ­
bana11 y1111g rnembc lwska11 scki tar 85 Ha tanah pe111u 
kinwn rnaupun lalw11 pertanian di dukuh l\e11ayan dm1 
NgHrnn KrnjA1L T111wh dengun luns tcr·sebut buknnlah 
jumlnh yang keeil. Lebih-Jebij jika dilih:it adw1ya ~ 400 
KI< yang W1'g:us1-W-, --ditit1+11Jm1 _sejumlah perkaii1oran 
pcm<'rinhth, berbngai saranfl sosial yang lain. Bugi 
111ercka yHng bergerak di scktor lain di lunr pertaninn 
peml)ebnsan tanah itu kurang begitu bcrnrti bagi kehi ­
dupan mereka, asal kondisi/fasilitas yang baru tidak 
jauh bc1·bedt:t dengan sebelumnya. Tetapi bagi mereka 
y<:Jng semula bergerak di sektor pertanian, baik sebagai 
pemilik, penyakap, penyewa maupun buruh tani pembe­
b1:lsan t11nah seluan + 85 Ha itu pcngaruhnya jelas amat 
terasa. Yang nantinya dnmpuknya dirnsakan juga 6leh 
pctani di pedukuhan lain. 

l\'lasa loh untuk rnernbcbaskHn areal scluns 85 Ila 
di dukuh Kcnayan dan Ngarnn Krajan, PT Tamun Wisata 
membeli tarn~h-tanah yasan di dukuh Jigudan, Jayan, 
Aogowanti (untuk Pemukti, pusar, terminal, perk1111torn11 
dll) dR11 tanah di Gendingan, Sabrangrowo dan l{ujon 
(u11tuk tnnah makam). Dengan demikian sejumlah areal 
tam1h pertanian tergusur dan sejumlah keluarga petani 

11 l fl 



baik petani pemilik, penggarap maupun buruh tani 
kehilangan sumber mata pencaharian. Sebab meskipun 
mereka mendapat ganti rugi berupa uang dengan jumlah 
yang layak, namun mereka belum tentu dapat membeli/ 
memperoleh tanah pertanian di desanya sendiri, sehing­
ga terpaksa melepaskan profesinya sebagai petani. 
Demikian juga halnya mereka yang penggarap maupun 
buruh tani berarti kesempatan kerja merekapun semakin 
sempit. Bagi mereka yang akan meneruskan profesi se­
bagai petani terpaksa harus mencarinya di daerah lain 
yang berarti terpaksa keluar dari desanya. Kemungkinan 
lain mereka terpaksa meninggaJkan pl'Of esi sebagai 
petani dan beralih ke sektor kcrja yang Jain, scperti ja­
sa dll. 

Memang harus kita akui buhwa ada sebHgian 
penduduk yang kemudian ditampung oleh Proyek PT 
Taman Wisata namun jika dibandingkan kesemputan ker­
ja di sektor pertanian jumlahnya juuh lebih kecil. Me­
ngapa ? sebab dukuh-dukuh yang . dil)ebaskan itu rneru­
pakan dukuh yang cukup potensial ditinjau dari penglm­
silan subsistennya. Selain penghasilan dari hasil suwDh­
ladang dengan hasil utama padi dan palawija .rnaka 
daerah itu merupakan daerah penghasil gula kel::ipa 
(gula jawa). Jika tanaman padi atau palawija hanya da­
pat dipungut sekitar satu atau dua kali setahun, maka 
penghasilan dari pohon kelapa atau karang kitri yang 
lain merupakan sumber penghasi111n harian, dan merupa­
kan jumlah yang tidak kecil. 

Sebagai gambaran seandainya 25 % dari jumlah 
penduduk (+ 400 KK) memiliki rata-rata 10 batang po­
hon kelapa-; maka paling tidak ada sekitar 1.000 batang 
pohon kelapa yang produktif. Baik pohon-pohon kclnpa 
yang hanya diambil buahnya (untuk burnbu dapur, 
minyak kelapa) untuk dideres (diumbil nira atau lcgcn) 
selain sumber kayu untuk bahan bakar. Seandninya dari 
1.000 batang sekitar 40 % merupakan pohon deresan, 
berarti dapat memberikan hasil tamballan pad8 sekitar 
20 - 45 K K dengan asumsi setiap penderes mengcrjal<Hn 
antara 5 - 10 batang. Kemampuan penderes disini amat 
terbatas mengingat air nira itu harus diambil sehari dua 
kali (pugi dan sore) tanpa rnengingat cuaca. Jumlah 20 
- 45 KK itu-pun harus dikalikan dua karena biasanya 



para pendcl'cs itu hanyal1-1h seh11ga1 buruh dengan s1stem 
bag-i hasil (maro). Dcngnn demikian paling tidak 40 -
~Hl 1\1\ terlihat daJam kegiatan produksi gula Jawa. 
S<•l1inggu jika jumlah tcrsebut dikalikan dengan penda­
p11 t;rn <111 ri po hon kel11 pa ru ta-ra ta per I\ K per hari, 
r1111ka clnpatlah kita baynngkan betapa bcsar angka yang . 
tcrlwpus dalarn setahun. Sebnb sclnin pohon kelapa de­
r·esan. t>nny<1k pohon kelap11 yang lwnya dirnanfaatkan 
bualmy11, kayu clll. Lcbih-lcbih jika dipcrhitungkcin 
dcngan pengllasilan dari karn11gkitri yung lain makn je­
las merupakan hitungan yang cukup besar, y~rng tadinya 
111e>1·11pake1n pendapatan pe11dud11k seternpat. 

negitu beSHl'llya penghnsilHll dari pohon kelapa, se­
l1i11gga sRal ini PT Tammi Wisata justru berusaha me-
1nanfnatka1111ya clengan sebaik-haiknya. Berhubung proyek 
tnrnnn dil11ksan~1k<111 seearn bertC:lhap sehingga untuk se­
mcntarn wnktu masih dapat dirna11foatkan. Sehingga ada 
1·11tus11n Lxitang kelapa ynng saat 1111 mnsih dikerjakan 
pe11d11duk dengan sistem rnaro. Ternyata penghasilcrn 
dHl'i gula kelapa ini d1:1p<1t dirnanfaatkan untul< menam­
bah kesf'j:ihteraan karyawan PT Tarnan Wisata Borobu­
dtll'. 

Ue11gw1 se11111kin berkc111bn11g11ya nspek-aspek 
p0rt1111alli-t11, rnnka r11n...;al:ih pc11g1ws::inn mempunyai bcr­
l>n gn i be11t11k yang seC'arn garis bcsarnya clapat dibecla­
kni1 p11J11 lrnk rn c rniliki, 111c11Hmgut hl-lsil, rnemakai dan 
.-;('[);I ~11j11 Y ii. 

flak merniliki, hins1rnya herlaku pnda tanah-
t;111 :il1 y:tsan 11tau hnk 111ilik. Scl;iin pengunsaan secarc1 
i'ur111nl, perncgnng hak 111e11g11asai11ya sceara rnutlak se­
l1i ngg11 r1a p<t t 111c111 i11dal1 -111ng1111kan, menghibnhkan, mela­
kt1ku11 tinduk1t11 lluku111 yang lain, sepcrti g;.1dai, sewfl, 
peny1tkr11w11 dll. Pt' ng1111 de n1ikian pe11g11asaHn pernegang 
merupakan pc11ianfai1tan dnri tanah tersebut secara 
lt111gsung dalam 11rti 111c11junl lep<ls dcngan pembayaran 
kontan, atau mernungut hnsil dari sesuatu yang ada di­
a tasnya. 

Hak memungut hasil biRsanya merupakan bentuk 
pcnguasaan bukan dalarn arti formal. Biasanya hak ini 
diperoleh melalui transaksi sewa, gadai atau penjualan 
hak yang sifatnya sernentara. Misalnya adol ungsuman, 
adol oyodan, ceblokan, menjual tahunan. Dengan 
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dem ikian penguasaan hanya sementara tergantung tran­
saksi perjanjian. Sehingga penguasaan formal masih te­
tap berada ditangan pemegang hak milik. Penyewa 
hanya memiliki hak mengelola dan memungut hasil se­
lama jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kedua be­
lah pihak. Sehingga jangka waktu sudah habis dan tidak 
tCl'jadi transaksi . hukum yang lain, maka tanah kemb11li 
kepada pem il iknya. 

Rcntuk penguasaan yang lain adalah hak memu­
ngut hasil yang biasanya berlaku dalam hubungan 
penyakapan, dengnn bagi hnsil. nisini penggarap hanya 
memiliki hak mengolah dan memungut hasilnya. Pengu­
as:rnn b11kan berlaku atas tanahnya, tetapi terhadap ta-
11ama11 yang ada diatasnya, dengan perjanjian bagi hasil 
scsuai kesepakatan kedua belah pihak. Hak memungut 
husil ini juga berlaku terhadap tanah-tanah bengkok 
yung merupakan tanah jabutan (imbalan gaji) bagi para 
pnmong desa. Disini pemegang hak tidak dapat menga­
lil1kan hHknya kepada ornng lain. Sedang pada trvnsaksi 
sewa pemegang hak sewa dapat mengalihknn hak sewa­
nya kepnda orang lain, dengan beberapa syarat khusus 
antara pcmilik, penyewa dan pitwk ketiga. 

llak memakai biasanya berlaku pada tanah peka­
rnngan atau rumah, dalam hubungan ini dikenal scbutan 
magcrsari, numpung, ngindung. Pada kasus ini orang­
orang tsb. hanyn mempunya,i !Ink pakai atau sekedar 
menernpati tanah, tidak mempunyai hak memungut hasil 
tanaman yang ada diatasnyn. 8cdanya jika sewn, gadai 
dll. pemilik tanah mendapnt gnnti rugi berup11 uang, 
pnda transaksi numpang dll tidak. Jadi lebih bersifat 
sosia I. flan ya dttlam hal ini kedudukan pengindung tidal< 
memiliki jarninan hukum, sewaktu-saktu harus mening­
g1-tlkan pekarnngan yang diternpnti jika diperlukan oleh 
perniliknya. Jadi penempatannya tergantung pada 
kcbaikan hati si pemilik. Biasanya ynng agak mengikat 
si pernilik untuk tidak berlHku sewenang-wenang ialah 
pada umumnya rnagersari, pengindung adalall mcrupakan 
sebagian dari tenaga kerja (buruh) nya sendiri yang ten­
tunya amat dibutuhkan tenaganya. 
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BAB V 

POLA PEMILIKAN TANAH 

PllANATA-PHANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM 
PEMILJ\\AN TANAH. 

M11.sa lah tanah kian hari menjadi pelik dan rawan 
sejn lan dengan kemajuan masyarakat dan pertambahan 
penduduk. Sernakin padat penduduk akan scmakin banyak 
pt'obll~ 111at ik yang timbul a l as tanah. Lebih-lebih dalam 
111 asyarakat agraJ'is seper ti masyarulrnt kita ini, tarn:.1h 
11dalall t ernpa t /sarana bagi rnunusia untuk rne.lnkuk an 
l\1,·1·ja d1rn usaha demi kelangsung:rn hid11p11ya. 

Untuk · mc11gllind11ri kl'jcidinya kehaeaunn d:ilam 
in11snl111l tmiah, yang memang raw nn, nrnka prn1wt11 -
µrn1wta di dnlain masyaraknt merupuknn pcdo111e1n y1rng 
n1cngntur nwsalah pertanuh:1n. Pranuta sosinl t e r sl· lit1t 
11i (' l'llpulG111 sepcnrngkat atura11-aturnn yang sek~tli~us 

dilnkulrnn olch warg11 pendul<u11gnye1 dul:im kcnyatuan 
.vnng sC'hC'lla t'nyrt. 

l'ra1111ta sosial bukmllnh 11ornrn "dus solk11" t e tapi 
norn1 a "dasscin" yang rn enjad i tradisi dan diwariskan 
d1H·i g('nernsi kc genernsi dnlurn rnngka 1nemelihar11 ke­
scir11tw11gn11 satunn kellidupnn sosi11 l. Pola -poltt pra1inta 
~os ietl '.v'Hng muncul berkcnaun dcngan masa lah pcmilikan 
111111111 11d ;.tl11l1 pninatH politik, pnrnnta ekono111i, pranatn 
1 ·e li~i drn1 µnrnata rn c nurut lwkurn ctdat. 

1. l'r1 irrn ta Poli 1 i k. 

Politik huk1m1 perturwhan yang bcrlaku secnru na­
sio11al di neg<H'a Indonesia nicrdeka mendas11rka 11 diri 
pacl;1 l\etc11l11an yang t erkandu11g dalam UU D'4S. tel'llta ­
nrn pnsAl ~3 ayn t 3, yur1g mcncgaskan ·•numi dun air 
dnri kekuywin alam yang lerkirndung di dalan111ya diku ­
asni olel1 ncgara dan dipcrgunakan untuk sebesar­
f)csnr11yA kernakmuran rakyAt". 

Bcrdasarkun ketenttmn tersebut, namµak jelas 
buhwH pcnguasann tanah adalall oleh negm·a. Namun be­
gitu ncg·a rn tak perlu dun tak pada temp11tny11 bc1·ti11dak 
sebng11i pcmilik dalam laprrngan hukum pcrdata, tetapi 
ad11 lah lcbih tepat bertindak sclaku J3adan Pengusaha 



dalam lapangan hukum publik (Penjelasan um urn UUP A). 
!Viengingat pentingnya kedudukan tanah, yang harus 

dipergunakan untuk menjamin kesejahteraan dan kemak­
muran seluruh rakyat dan bangsa, maka sudah sepantas­
nya apabila penguasaan bumi dan kekayaan alam. yang 
terkandung didalamnya berada pada negara sebagai sua-
tu organisasi kekuasaan tertinggi. Negara sebagai 
penguasa tertinggi menentukan fungsi tanah, mengatur 
peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan­
nya, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara 
orang serta perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
tanah. 

Negara kesatuan Indonesia, yang sudah merdeka 
sejak 17 Agustus 1945, baru menelorkan Undang­
undang pokok mengenai keagrariaan pada tahun · 1960 
scbagai penjabaran dari ketentuan pasal 33 ayat 3 
UUD'45, Norma keagrariaan tersebut dituangkan d<J lam 
Undang-undang no. 5 tahun 1960, Lembaran Negara no. 
104 tahun 1960. 
Mengapa baru tahun 1960 ditelorkirn UUPA, hal ini 
disebabkan karena keadaan politik, terutama pernah ti ­
dak berlakunya UUD'45 dari tahun 1949 sampai dengan 
tahun 1959. Sebelum keluarnya UUPA masih terjadi 
dualisme hukum pertanahan di Indonesia, yaitu 
1. Hukum pertanahan yang berdasar pada hukum Barat. 
2. llukum pertanahan yang berdasar pada hukum adat. 

Dengan dikeluarkannya UUPA maka dualisme 
hukum dalam bidang pertanahan ditiadakan, kemudian 
berlakulah hukum nasional mengenai tanah dan masih 
memberlakukan hukum adat sepanjang tidak bertentang­
an dengan kepentingan . nasional dan negara. Hukum 
adat yang dimaksud masih mendasarkan diri padn sistem 
pemerintahan desa tradisional, yang masing-mRsing desn 
mempunyai suatu bentuk dan corak yang bct'aneka ra­
gam, yang rnasing-masing daerah memiliki ciri-cirinya 
sendiri. 

Dengan adanya perubahan peraturn.n-pernturan ter­
sebut tentu saja akan rnenyebabkan pola pemilikan 
tannh juga berubah. Lcbih-lebih dengan kcluarnya Un­
dang-undang no. 5 tahun 1979 tentang Pemcrintah Desa 
maka perubahan pola pemilikan tanah juga narnpak ter­
lihat. l<arena dengan berlakunya Undang-undang no. 5 
ta iii::: 1979 ini berarti hapusnya sistem perncrintahan 
desa yang bersifat tradisional di beberapa daerah ter-
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tcntu, seperti di Surnatera Uarat dan Sumatera Selatan. 
Scl1i11gg11 hc1·1uti twpus pula lwk-hak adat yang berdasar 
sistcrn perncl'i11tnh1111 desa tradisional, misalnya hak 
1.1lny11t. 

D1ilnrn pC'njel11snn umurn Undang-undang no. 5 ta-
111111 1979 antnre1 lain dinyatakan, bahwa undang-undang 
tcrst'hut 111eng1:1l'ah pada penyen1gaman bcntuk dan susu­
rntn perncl'intahan desa dengan cornk nasional yang 
111 c11jctr11 in tel'wujudnyn dernokrnsi Pnncasila secara nya­
tn, de11g1111 rncnyalul'k<-lll pendapat masyHrakat clalam 
wmJnh yang disebut Lembagl:l Musyawarah Desa. Dan 
(kng1111 dikC'lumkannya undnng-und11r1g ini dihar11pkan da­
pnt rner1ingk<:1tknn pembin:ian dan pengendalian yang in­
U'11si f guna peningkatnn taraf hidup masyarnkat. 

He1·dnsa1·km1 uraian tcrsebut, nnmpak bahwa peng-
1111gkapan po la pern il ikan tanah akanlah bcrkai tan era t 
df' ng:an sejnrah tentang tanah di rnasing-masing dacrah. 

1. 1. Pertumbuhan Pranata Politik tentang Pe rni­
likan Tanah. 

iVlas11lah tanah tidak l1anya rncnyangkut aspck yu­
l'idis fol'lnal, tetapi jugA aspck non yuridi s, seperti 
nspck sosial, religius dm1 poli tik. Dan masatah perta-
111-tl in n yn ng fJ 1 eny1-111gku t hub1111gan huku rn a11tara rnanu­
s in deng-a n tnnah, mernrunyai pc rkernbrmgan tersendiri 
di l11doncsi11. 

Puda rn :1sa Pra scjarah (+ ubad 4 ma schi), ketikn 
1 n 1 1 ~ : ye1 rnk1-1t niasih bersifat m engernbura (nom nden) tannll 
di rrwnfnntkan sect1ra sederhana dan terbatas untuk men­
.1 11111111 kf'l1111gsu11ga11 tiidup. t\pubila surnber hidup dari 
tnrwll tidak rnungkin untuk dirmlllfantkan lagi maka 
r11 c rcka pindnh n1cncHri t c rnpat yang m e mungkink~rn 

u11tt1k liidup. lstilall pcrnilikan tarn1h bclurn ada, sebab 
rn c reka menctap di st1at11 daerah selarna menunggu ha­
sil panen dan penanarnan sekitar 2 atau 3 kali, kemudi­
an mereka pindah. Tanah dikuasai oleh sekelompok 
rnanusia sebesar kelompoknya, luasnya terbatas dan se­
rnentara, dan digunakan untuk rnenunjang kebutuhan 
hidupnya. (Dra. Ny. Ediyani Bondan Andoko 4). 

· Pada jaman kerajaan Majapahit, tanah dikuasai 
oleh raja. Sedang rakyat hanya diperkenankan rnengua­
sai tanah berdasarkan hak pakai. Raja adalah penguasa 
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tertinggi Atas tanah. Namun pada perkembangan 
selanjutnya, pada kerajaan-kera.iaan Islam di Indonesia 
penguasaan dan pemilikan tanah oleh rakyat semakin 
pada sistern yang lebih maju, dimana httk miJik menda­
pat kedudukan yang pasti dengAn dasar dan pengaruh 
ajaran sertn hukum Islam. Hak-hak azasi nwnusia sudah 
mendapat tekanan yang lebih kctat. Dcmikian pula 
pengaruh ajarcin-ajaran Hindu dan Budha. (pcrtanahan 
Dalam Era Pembangunan Indonesia : 17). 

Mulai saat ini penguasann dnn p<"rnilikan tanah 
olch rakyat diakui, agar dapat digunakan untuk rnenun­
jang kchidupannya. Kcmudian mcrcka menggum1kan ta­
nah-tanah itu untuk pertanian, Jadang ntau pcrkebunan 
dan dijadikan miliknya scrta mcmb11yar pajak. Bahkan 
bila penguasa atau raja me111butuhkan tanah yang telah 
dimiliki oleh rakyatnya makn hcirus rnencbus atau 
membelinya. Budaya yang berasal dari asing tersebut 
(Islam, Hindu, Budha) discrap dnn dis1:1.ring oleh Budaya 
lndon<!s ia asli sedemikian rupa dan dalam banyak hal 
rnendapat penyesuainn-penyesuainn yang pada puncaknya 
melahirkan suatu sistem pengunsaan clan pemilikan atas 
tnnah yang khas rnilik lndonesin, yang kcmudian berkcm­
lmng dalarn kebiasaan hidup schari-hari yang akhirnya 
cliakui dan ditnati scbagai hukum yang berlak11 dan di­
kenal dengan llllkum 11dat. 

Sehrnjutnya pada masa koloniulisme Belirnda, sistem 
pcnguasaan dan pemilikan tarwti di Indonesia makin di­
rnodc rnisn sikan. Tetapi nampakny;:i pcnerapan ll11kum 
f31-:1rat di Indonesia dalnm b1111yttk lwl dan scg~inya me­
nimbulknn pel'tentM11gan- pertcnta11g11n karcnv tendensi 
politik p0njajnl1unny~1. \\'nlaupui1 ke1nu<iinn nrnncul hak­
hak tanah rne1111rut IHJkum Bnrat, narnun ju1p1 rnasih di­
kennl da11 diflklli hnl-;-hak tarwll yri11g m:tsih rn cnd:1 sn rkan 
dir·i pada hukurn a<lat, ynitu Ital< ulnyat. 
llak ulnyat merupakan hak persckutunn d11lam wilayah 
desa (rnasyarakat hukum ada t) untuk rncngunsai tanah 
yang masih merupakan hutan helukar di clalam wilayah­
nya untuk kepentingan masyArnkat hukum itu sendiri 
dan nnggotanya atau untuk kepentingan orang luar ma­
syarakat hukum itu dengan ijin kepnla masyarnkat hu­
kum itu dan membayar uang pcngakuan. Dengan masih 
berlakunya hak ulayat maka hak-hak perseorangan bisa 
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berupa hak milik (yaitu hak anggota warga masya.rakat 
hukum yang diperoleh dengan cara membuka tanah) 
atau hanya hak akuan (yaitu jika hubungan pemilikan 
tidak lebih dari satu masa panen, atau hak memungut 
hasil, biasanya dirniliki orang luar masyarakat hukurn 
yang bersangkutan). 
Hak milik adat tidak dapat dijual semau-maunya olct1 
pcrniliknya scbug11irrw1rn atas hak eigendorn mcnurut 
huk urn Bara t. 

Pengntul'an rncngenai pc11guusaan, pernilika11 dnn 
penggunawi tanah yang telah dimodcrnisasikan berdasar 
lluku1n l3al'ilt ditw::111gkan dnlnm littkt11n tel'tlllis. 
llak - hak ta11ah menurut hukum Burut diatur d:il<lm kit11b 
Und1111g--1rnd;111g lluku111 Per<latu ntm1 Bmg·crlijk Wctl>ock 
(Pc rt111wlli111 <hdnrn Fm Pcmba11gt111;111 1!1doncsia 24). 

llak -11111< tannl1 n1e1111rut huk11m llnrnt tersehut 
adnl;d1 : 
1. flak cigcndo1~1 (<iiatttr- dalwn pitSHI :170 HW), yaitu 

hnk -terhadnp scs11atu bcn<J;1 untuk rne11g<.:·11ya111 kc ­
niknwtirn SC<'Hl'll beb<1S da11 11wngt1Hs11i see<1ra tidak 
tcrbHtas, as;IJ saja tidnk diperg<111ak11n u11tuk yang 
lJc1·tent11ngan dcngan Und1rng-11nd11ng Htau pcraturan ­
perftturnn u1num yang diacfok;rn olell scsuatu kekunsa 
un yang; bcl'lwk untuk mc11etapkannya dan asnl tidnl, 
1nc11gg;111gg11 lrnk -llak orang lain. Tetapi huk itu dapa t 
JicHbut untuk kepentingan ltmum dcngan syarnt ak;111 
liig·anl i kerngim1 ya11g lay;ik bcl'das11rka11 l<etc11tua11 
kctentunn yung· sah. 

2. llak Lrfpacl1t (diatur dalarn pasal 720 HW). yaitu sc­
stmtu hak kcbenrlaan untuk mengenyarn, menikmati 
Htas sesuutu bcnda yang tid;ik bergcrnk kepunyann 
ornng !Hin, de11gn11 kewajil.><111 mernlJaynr suntu pal'l1t 
(cnnon) u11tuk tiap tnl1u1111yu kepndA yang mcmpu11yai -
11yH tmik bC'l'UpH wrng ataupun hasil pc11d1ipatnnnyu. 

:L llak Opstal, (diutu1· dalam pnsal 711 LHV), yaitu suntu 
hak Teben<fuan un t uk me rn puny a i bn nguna n, pekcrjnan 
Ht:rn tana1nan di atas sebidang tnnah kepunya1:111 
ornng l1-1in. 

4. llak J>akai, yHitu suatu hak kebendaRn atas bendH 
ornng lnin untuk mernukai benda itu scndiri dan 111l' ­

ngambil sekedar untuk keperluRnnya sendiri serta 
h::elw1rganya. nan hak pakai ini tidak diperkenankan 
untuk dipindHh tanganknn kepadH orang lain sebagai-

116 



mana halnya yang dapat diperlakukan terhadap hak~ 
hak kebendaan yang lain. 

5. Hak . Pinjam Pakai, (diatur dalam pasal 1740 BW) 
yaitu suatu perjanjian, dalam mana pihak yang me­
minjamkan menyerahkan benda dengan cuma-cuma 
kepada pihak yang meminjam untuk dipakainya, de­
ngan kewajiban bagi yang meminjam setelah benda 
itu dipakai untuk 111enger:nbalikannya dalam waktu 
tertentu. 

Pada jaman pendudukan Jepang, pemerintah pen­
dudukan tidak mempersoalkan pernb1:1gian tanah, ,Jcpnng 
mengijinkan dan menganjurkan kepada rakyat unt11k 
membuka tanah-tanah perh:eburn:111 untuk perdug1111gu11 
dan persawahan seluas kesanggupan tcnaganya. Sennw 
upaya tidak lail1 adalah untuk kepentingan strategi dnn 
potitik per1:1ng Jepang, yaitu kemenangan Jep1rng, se­
hingg·a apapun yang ada di Nusantara ini diarul1kan ke­
pada produksi perang. (A. Fauzie Ridwan, 1982 : 61). 
Pada waktu pendudukun Jepang banyak tanah mcnjHdi 
tcrlantar atau · ditelantarkan baik dengan seng<1ja mau­
pun karena keadaan. · Kemudian tanah-tanuh · tcrscbut 
dimanfaatkan oleh bala tentara Jcpang dengan meng~u­
nakan tenaga rakyat untuk mempersiHpkan ekonomi 
perangnya demi menjam in sis tern logistik pendudukan 
Jepeng atau memang diduduki rakyat karena ha.us flh:an 
tanah pertanian akibat pertambahan penduduk. ( A. P. 
Parlindungan, SH : kompas 14 September 1984 ). 

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 
seharusnya politik hukurn pertanahan yang be.rdnsarkan 
hukum Barat sejak saat itu tidak berlaku lagi dl:l.n di­
ganti dengan poli tik hukum pertanahan yang bcrsi fat 
nasional, yang berdasar pada Undang-undang Dns<-1r Ne­
gara yaitu UUD 1945 (yang telah sesuai dengnn alarn 
kemerdekaan). Tetapi ka1·ena tidak mungkin pcro111bukn11 
itu dilakukan sekaligus, walaupun UUD '45 pnsul 33 
ayat 3 telah meng11tur hal itu, maku baru pada tahun 
1960 Undang-undang Pel'tanahan Nasional sebngai pcn­
jabaran aturan pokok yang terlrnndung da lam U U f) '45 
dapat ditctapkan (tertanggal 24 Septc rnbe1·). Undnng·­
undang pertanehan nasional itu dikenal deng·;111 nama 
Undang-undang Pokok Agraria (U.U. no.5 atnu Lc111bi1ri.111 
Negarn no. 104 tahun 1960). 
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Sebelum ditetapkannya U U PA masih terJadi dualis-
111e dalarn hukum pertm1ahan, yaitu yang berdasar pada 
11ukum !Jara t dun yang berdasar pada hulrnm adat. Hal 
ini nH1sih bisa dical'ikan pembenarannya, yaitu pada 
u turan pernlihan pas~il II UUD'45 yang berbunyi "Segala 
l>nd1rn 11cgara dnn pcn1luran yang oda rnasih langsung 
bCl'laku, selanrn bclum diadakan ynng b<lru menurut 
Unda11p;-undang I >asnr i11i". Kemudian dengirn keluarnya 
lJ U PA mnka hukurn perlunalwn yang bcrdasar hukum 
Harat dihapuskan, ki:ircna tidak sesuai de11gan alarn 
1'e111<'rdekaan. Sedangkan hukum adat yHng tclnh disaring 
diµa1'ai scbagai dasar hu1'11m ugraria, dengan kcte11t11an: 
;1. Tirl1:1 k boleh bertentangnn de11g11n tujuan na~ionnl dan 

1wgara berdasarkan atas persatuan bang;sa . 
t •. Tiduk boleh hcrtentangan dengan sosinlisme Indonesia 

( Uem ik rusi Pirncnsi la). 
<". Tidak boleh hertentang1u1 de11~a11pcraturm1 yang tcr­

ci:rntum dnlam U UP L\. 
d. Tidak boleh bel'lentangan dengan pcraturn11-pcrat11ran 

perundangan lninnya. 

Herdasarkan UUPA (ketentuan pasal 16 UUPA) 
dikcrwl bcberapa hi-1k alas tanah, diantarnnya yang 
penting ndnlah : hak milik, hak guna usaha, hak guna 
lnrng11nu11, hak pakai, hak pcngelolann. Sedangknn pc-
11gcrtian, sifat- sifHt, isi sertn pcrnilik dnri lwk milik 
t crsebut adaltth sebngi berikut : 
llak Milik : 
;1. Pc·ngertiannya : 

I l1·1k M ilik mlalah huk turun-ternurun, t crkua t dan 
t c l'penuh ym1g dnput dipunyai onrng atfls l1rnah 
dc11gan mcngingnt f1111gsi ·"os iul. l\11tn -lwtn "tcrk twt 
<Ian t< ·rµe1111h" it11 bcrnrt i h:ihwH hak 111ilik menq1;-1kw1 
l1uk .va ng rnutlnk, ynng tidak tert 11• tas dan tidak 
dnpat dige1nggu gugat, mclainknn dihatflsi olell pe­
ngcrtian dan isi fungsi sosinl h1:1k ntas tannll. 
Sifat-sifutnya : 
- tcrkuat. 

l urun-tem urun dan dapa l bcrali h. 
- dapat menjadi "induk" dari pada hak-hak atas 

tanah lain. 
dapat dijadikan jarninan utang dengan dibebani hak 
tanggungan (hipotik atau credit verband). 
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- dapat dipindahkan kepada orang lain. 
- dapat dilepaskan oleh yang empunya. 
- dapat diwakafkan. 

b. lsi dari pada hak milik : 
Bak milik atas tanah memberi kewcnangan kepada 
pemegang hak untuk mempergunakan tanah tersebut 
baik untuk usaha pertanian maup11n untuk mendirikan 
bangunan-bangunan dan memperoleh kcmanfaatan lain 
sepnnjang tidak bertentangnn dengan Peraturan Per­
undangm1. 

c. S11byek Hak I perncgang hnk : 
P11da azasnyn hanya warga negnra Indonesia yang 
dapnt memp11nyai hak milik atas tannh bnik sendiri 
maupun be1·sama-snma dengnn orang lflin. Di samping 
itu Badan Hukum yang tel11h ditunjuk oleh Pemerin­
tall y1111g bergernk dalnm lapangan sosial dan keaga­
maan scbagai badan hukurn dapat rnempunyai hak 
milik atas tanah, sepanjang tanahnya dipergunakan 
untuk kepentingan-kcpc:ntingnn yang lnngs11ng berhu­
bungan dcngan tugns sodinl dftn kenganrnan. 

d. Ja11gka waktunyn : 
.f<lngka waktu hHk milik atns tnnah tidak terbatas. 

c . Pcralilm11/Pcmindnhan dan Pendaftaran hak rnilik : 
II}lk rnilik dnpat bcrnlih dan difllihkan kepada 
pillnk lain. 
llflk Milik, demiki1Jn pula setiap peralihan, hapus­
nya dan pc rnhcbannnnya dengnn lwk-hak lain harus 
clid1:1 rturkan di l\nntor Agrmia Kabupriten/Kota­
madi;1 111011urul ketrnlunn -ketcntwrn dalam P.P. 10 
/ 1%1. 
PcncJnft11rnn tcrsel>11t n1e1·11puk11n nlat pcmbuktian 
yw1g kuu t 11wngc11;ii rwrnilik:rn dnn hnpusnya hak 
milik s01·tn snhnyn pcl' :tlilran dnn pemh(' l>nnnn hak 
tcl'sebut. 

f. llapusnya flak Milik. 
Karena pencabutan hak. 
Kurcna pcnycrnhnn deng-nn sukarcla okh pernilik-
nya. 
Karena 
Karena 
Karena 
intinya 
sudah 

di telantnrkan 
tanahnya rnusnah. 
ketentwrn pasal 21 ayat (3) UUPA yang 

bahwa setiap warga negara asing yang se­
berlakunya UUPA jika memperoleh hak 
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milik karena pewarisan tanpa surat wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian 
pula warga Indonesia yang mempunyai hak milik 
dan setelah berlakunya UUPA kehilangan kewarga­
negaraannya, maka hak miliknya wajib dilepaskan 
dala111 jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya 
hak milik tersebut. 
Kar·cna ketcntuan pasal 26 ayat 2 U U PA yang 
intinya setiap pcrbuatan-pcrbuatan yang dirnaksud 
langsung atau tidak la11gsung rnernindalllrnn hak 
milik kepnda orang asing, atau kepada wal'ga ne­
gnrn yang disamping WNI jugn rncrupakun kcw11r­
g1-111egul'ann asing atau kepnda Hadan Ilukum. 

1.2. Cara 111cmiliki dillt mc111pcroleh tanah. 

P11da jarna11 pra -Sejnrah, kctika rnnsy11rnkat n1nsil1 
twrs1r111 111e11gc111bara, bclurn dih:enal hak milik tannli. 
Pe11g11:1 sna11 lannh diperolcll dcngan eura mernbuka tn1wl1 
demi rnenjnmin kclangsungan hidup snrnpai t1rnah tidnk 
bisa dimanfnatkan lagi untuk menjarnin hidup. 
P1Hla musa penjajahan pe111 il ih:nn tanut1 diperolcl1 rncla­
lui : 
11. de11,_;nn jalan menibuka lannli, rnclalui warisan utau 

nw111inrlali-tci11ganlrnn (d11larn l111kum udat jug11- dikcrrnl 
111elu lui jual beli). 

h. ck•11g·a11 jalan pemberinn dnr·i pc111e1·intah (VerlcC'ni11g 
v 11n Wvt!,·e de regcering) atas tarwh dorncin. 

Padu jRman kernerdekaan, terutama setclah dite­
r:1ph:1:111nyu UUPA (U.U. No. 5 tahun 1960, Lembarun 
Negan1 No. 10.t tahun HJ60), pada prinsipnya penguasa­
an tannh ada pada ncgarn. Ncgarulnh yang rncnentukan 
fungsi ta1iall, mcngulur µcruntukan dan pcngguna~t1mya. 
Sedar1g·kan rakyut atm1 wurga negar·a dapat mcmpcroleh 
hllk atHS tanah dengan earn rnengajukan "pcr111ohorn111". 
T11tue11ra pcrnbcrian hak atus tw1ah tersebut diatur 
duJam peraturtrn Menteri Dcilarn Negcl'i No. 5 lahun 
197 3, yang pada poh:ol<nyu rncngn lu1· ten tang tn ta cam 
yang wajib dikNjnkan atau dilnkukan oleh para pemohon 

s11atu hak alas tanal1 da11 npa scrtu buguirnana, lnstansi 
Agraria tingkat Kabupaten / Kotarnadia, propinsi dan 
tingkat pus:-:it itu rnelayani ti ap perrnollonan ter·sebut. 

Dalam guris besarnya tata eara pernberian hak 
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atas tanah dilakukan dengan melibatkan kewajiban­
kewajiban yang dilakukan oleh pemohon, yaitu : 
Pemohon wajib membuat surat permohonan tertulis 
dalam rangkap 6 (sesuai dengan contoh permohonan 
yang telah ada agar dapat dicapai uniformitas)_ untuk 
mendapatkan tanah negara dengan hak milik, hak g·una 
bangunan atau hak pakai yang diajukan kepada Gubcr­
nur Kepala Daerah atau kepada Menteri Dalam Negcri 
(sesuai dengan pembagian tugas dan wewcnang berd(;l­
sarkan Permendagri No. 6 tahun 1972) dengan peranta­
raan Bupati/Walikota Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor 
Agrari1:1 Kabupaten/Kotamadia yang bersangkutan. !Ji 
dalm11 sum t permohonan tcrsebut di terangkan ~Jai k 
rnengcnai diri pemohon (meliputi mnna, umur, kewai·gn-
11egar11an, alamat, pekerjaan dan jumlah tHng·gungnn kc ­
luargn) atau Badan Hukum lnclonesia yang sal1 nwupun 
inengcnai keadaan tanah yang di mollonnya (kctern11gan 
mengC'nai keadnan tanah meliputi letak dan lunsnyn , 
status lwkumnya, jenis tannh dan maksud penggunaan­
nya). 
Surat pennohonan tersebut WHjib dilampii'i dengan bukt i 
bukti SUl'<lt : 

1. Surat kcwnrg·nncgaraan lnclunesia atau apabila µcmo­
hon itu suatu Bndnn Hukum wajiu ada Hkta pendirian 
dnn pcngesahan Badan llukum itu oleh pemerintah. 

2. S11rat bukti hak atas tanah yang pernnl1 ada. 
3. l~nrnbar situasi / ukur yang dibuat oleh l<anto1· Seksi 

pcndaftaran tanuh pada Kantor Agrnria KA bu pa ten / 
Kotarnadia setempat atau gambar kasar yang dibunt 
ol eh pPrnoho11 sendiri. 

4. Surat-surat bukti peroleh1rn hak secara bcruntu11. 
S. Daftar tarrnh-tanah yang sudah dimiliki pernohon. 

Sctelah permohonan diswnpailrnn, pernol1on berkc­
wajilinn membayar porsckot biay11 yang dipe1·kiraka11 
untuk penyelesaian perrnohonan tcrsebut, yaitu biaya 
pcng·ukuran, fatwa tata guna tanah dan biuya pcn1erik­
saan tanah. Setelah tugas-tugas ini sch'sai sclut·uhnyn. 
kcpuda pemol1011 diwajibkan melunusi biaya itu, kemu­
dinn tinggal menunggu pangg·ilan atau pernbcrituhunn 
tentang perrnohonannya perlu dilcngkapi dc11g·a11 bukti­
bukti lain atau sudah lengkap dan diteruskan ke tingkut 
propinsi atau diusulk1rn ditolak. la mcrnpunyAi lwk untuk 
naik banding sccara tertulis kepada McndngTi. 
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I >isnrnpi11g i tu sf'suai dengan ketentuan di dalam 
p•1~a1 :?II. :Zfi, 28. :~s. :rn d;111 43 UUP .1\ setiap hnk 1-1tns 
L111;tl1 pncln nznsnyn d;1p11t bcrnlih dart dialihknn. Pera­
l il i; 111 nl<1u ~w111i1Hlnli;111 link ntns tannh nda lah pcrbuatan 
lltli-.:11111 ynng sc11g-njn dilah:uknn dcngn n tujunn ng111· hnk 
: tlit" t11111tl1 l>t'rpi11dnl1 dnri y;mg n1c11gnlil1kn11 kcpndn 
, ·;111g· 1tH'11cr1111;1 pc11g;tlil1;111. I lnn p1 ·ntlill ; 111 hnk itu dnpnt 
i \( ' 1· 1 q )il : 

l'. .Ju;tl IH•li . 
. , 11ihnI1 . 

•. Tt1l·:; 1r f I \ t' ll I ii·. ii I'. 
I. 1'1•111is;tlii111 c!w1 1iv1n 111<l;tl1;111 L>insn . 
. i. l't•11y<'r<1l1<rn l1il1ul1 wnsin t. 
ti. l '1·111is:tl1<111 <Inn p1·1nllngi1111 l1nrta wnl'i .-.;n n. 

\l(·11111·ut p<'r· .. 1t111·n 11 Pc111e1·i11tnh No. 10 t1tl1un l ~l(i 1 
p1t.;al 1~1 scrnua pcratunrn link nta.-; t:.11rnh hill'tts di­
b11ktikrn1 de11gm1 nktn pcj:ibnt y1111g ditunjuk oleh 
!Vl1·11tcri ,\gT11rin (knh111 scknrnng l\ l endnp;ri). P\'jabn t 
itu nd1JJ;tl1 Pvj111>:it l'e111t1u<1t .·\ ktn ·1 nn:1h (yung· sekn-
1·;111g cli1·e~~1111g qlcl1 l'';1111n1.). 

? . . 1 ) '.i~~~l!~ _!~~'. -~~~: 

l>i df1<: rnh pcnf'li t i;111 dik1·11 ;d aclu ;1yn twl;crnpn 
!'' 111ilik;i11 L111i11l. \'< 1ilt1 : 

T1111ul1 111ilik pc11c.i1lfh1k ( -.; :1wnl1, l(·~ ~· , i!.- t n. pek11rn11gnn). 
1';11u l1 lw111;kuk. 
'1'<11111 11 l't ·11 1vri 11tHt1 1Jnc-·r11h (1111luk t>n11g-t11Hlll rurnnh -
r11111 n l1 di11<1s / l 11 .t n 11 ·; i pc111~·ri11t11h). 

T ;i 11:tl1 \.\;1k;1!' (;111Lirn ln i11 iVl(•s.iid. Ynyilsnn Mull11rn-
111 ; !( Ii y; 1I 1 .\. 
1·: 111 :il1 Y;1y : h:1t1 dnn Gcrcjn). 

I >: l!'i twl w u1 pit 111<1c·: 1111 IJ• .' ll t 11 1\ pc 111iIiku 11 b 11 a h 
11·1·sdH1t, y <111g l1t ~ rltuhu11g;i 11 dc11g:tn n1<1s11l 11 h l'('ligi 11dn­
l :1h ln1 1td1 wnk;if. '1'1-1111!11 \\l;-1k11f i11i dipindahkn11 haknya 
d:1ri pf!n1iliknya 1111tuk kepr!11ti11gnn agnrnu. Sit'at pen1in­
dnhu11 IH1k itu clid11sn1·1<tm HlHs kciklllasan, tanpa 
pcrjunj ian dan tanpa irnbalan, mclrtinkan karena erat 
llub11ngannya dl·ngan kegintan si pcrnbcri wakaf. 

Tanat1-tanah Wakaf yang tel'dapa t di Desa 13oro­
budur berupa : 

tanah untuk bangunan dan pekarangan masjid yang 

1L:2 



luasnya sekitar 400 m2. Tanah wakaf tersebut dari 
Sdr. Mar· to Senjoyo (petani). 
tanah wakaf untuk bangunan dan pekarangan SMP 
Muhamrnadiyah, luasny1-1 sekotar 2.000 m2 dari Sdr. 
H. Ibrahim dan bcberapa ornng y11ng lain (petani). 

Pranata religi ym1g bcrhubungnn dengan pcmilikan 
tanah di desa £3orobudur yang mclembagn adalnh yang 
bet'Upa pcwarisnn tnnuh, yang didH sark<'ln atns hukurn 
waris rne1111rut nganw Islam. Bcrdasnrkan huk11m waris 
Islam tersebut 1anah wari san orang tua yang · dibcr' ikan 
kcpmla annk-annknya ndalah 2 : 1 artinya nnak Jaki­
lnl<i 111 cndapa t dun kali lipnt dibn11dingk1rn dengan wa­
risnn bngi arwk-:rnak perernpw111. Pn1nnta rcligi derniki­
~Hl itu mcrupakan jugn prnnata adat dalnrn 1m1syarnkat 
Jawn dnlnm hal pcwarisan tanah, mcnurnt istilnh butrnsa 
Jawa sak-gendhong knnggo wong wr1do 11 Inn sak­
pikul knnggo wong lannng. 

3. Prn rlil ta Ek 0110111 i. 

Pranct ta ekonorni dul11rn pcmiliknn tanall merupa­
h:nn sc pc rnngka t not·rnn atnu nl11rnn, yang berfu11gsi 
t111t11k rncrnenuhi kcpet·Ju1111 d ;ll ;im twl nwta pcncnl1Mrian 
hid11p, yaitu rn c ncakt1p aspck rnc111produksi, rncndistri­
busi dnn n1cngkn11sum si tannh. 

i\lcngi11g11t pc11guasann twwh di lndof}( :sia oleh 
ncgu rn dn n h1:1 rns di gunnkan un tuk scbcsn l'-bcsa tnya ke-
11111k m urrin rak vnt~ maka pcrlu acln11ya pl'nrwta ckonomi 
y1tng bcrsi fa l me lembnga/ ins ti tutionnl il'.cd. Mcngingat 
rnasul<th lrnrnh adalnh nrn sa lah kepcrluan hidup. Lcbih­
lcbi lt cltd1Hn m1lsyarnknt ngraris scpcrti di Pt1lau ~rawa 
ini. IVlasalnh lnnnt1 di Plll au .fawa sangnt perlu nwnda­
pat pe l'l111ti rrn, knrc11n p11l11u ynng 111 crn p1111yai luus lmnya 
t- !:.l % dari scluruh wilay<Jh HI (bclurn tcrrnnsuk Timtim) 

dilwni ol c h + 60 <)(, clnri jurnlnh pcnduduk wilayulJ R.I. 
Bclurn lngi - adanya niasalah kctirnpnngan dalnrn hal 
pemilikan tmwh. 
Data pada Biro Pusa t Statistik, bcrdasurknn scnsus per­
taninn t ahun 1973, menunjukkan bahwa pcmilikan t anah 
sa wah rata-rata 0,6 Ha dan tanah keri11g 0,5 Ha untuk 
setiap keluarga. Jumlah petani yang merniliki tanah 
kurang dari 1 Ha luasnya lebih banyak dibanding dengan 
jumlah petani yang memiliki atau menguasai tanah lebih 
dari 1 Ha. 
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Pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia, 
mitos "raja adalah titisan dewa" dan mempunyai kuasa 
terhadap tanah yang berada di wilayah kekuasaannya, 
akt1irnya mengalami keruntuhan. Pada masa im segala 
pernturan tentang tanah di Indonesia dibuat oleh peme­
ri 11tah kolonial Belanda yang disesuaikan dengan kepcn­
t ing1rn mereka sendiri. Kedata11gan kolonialisme Bclanda 
ini, sejak abad XVll, benar-benar tel1-1.h merubuh keadn­
an sosial ekonomi kcrajaan-kerajaan di Nusant11ra Ill!. 

N11 111un der11ikiat1 ti<fokl a ti mudah bagi Helanda untuk 
rn engc trnpkan segnl11 kei11g·inarmya, karcna ia trnrns 
l)itnyal<: me11gl111de1pi kelJiit s<1a11 - kcbi11srt1lll y11ng suclull 
t11ru11 - t e rriun111 di scpn l-:uti hersa1na. kllusus11yu 1n e11gc r1H.1 
p<'ngt1usn1111, pe rnitikn11 d1111 penggun<1;i11 tw1nh. 11111 i11ilnll 
y1rng old1 Prof. Tcr Hnnr dih;cmil S(' i>e 1gui m11su lnh 
''l{;1si :--. dunli stis [_Jolitik 11gn1ria llincli11 llctw1dH1

• • /\da du11 
11111 s111 ,i11 ng1·111·111 ynng llani:--. dipHncinng set.rn g·111 11ik111at 
t:•kn11r.11ni ulas ta11nl1, yakn1 lllCIH'<trt synrnt llidt1p h11g1 
p('1t<111dt1k pribt1111i <i1111 s:-·11rnt bcrdiri t>ngi pe11 g usnh;1 
p<·1·1\d)t111n11 l·:rop11. (/\. Fuul':ie Hidw1111. 1~l8 2 : 12). 
I >l ·ng·,111 clc111ikia11, pc111erintah llindi11 Lkl11nd11 lcrpuksn 
l1111 ·us t>cr·orienti-lsi pncli:1 trng11i1na11a rn c linct1111g i ser tu 
r11(' ITll1e rhH:1 s h11k - llt-tk p1·ibumi atas t1111nlm yn (yn ng· 
sc n1ul11 lw.11 ya sebug11 1 penggad1d1 tu11a ll rnja), disrimping 
l>11g11i 111an1t mcn :--1ecli11knn lnnali-turwl1 yang <1ipcl'l11lrnn 
1.) lc l1 indust1·i-industl'i swn ~; tn Hcln11dn. I ><1lani mas11 1111 

l111k-liHk alas tunall olet1 pribu111i rn11lui adn. bukan lagi 
sehag11i penggadllh t1rnah raja ynng sewaktu - waktu bisa 
di11111hil, rw111un mu!Hi ditingkctllrnn rnc11judi hak pcrni­
lik <:.1 11. Lapora11 statistik tnllu11 19;,7 111enggnmbarka11, 
bahwa kaluu tanat1 pclani dipnkui oleh pemel'int111l 
(< :11berne1ncn), maka pcnguasn wnjib mengganti (tidnk 
dijel11 skttn mcnggnnti uang at11u pe111ukima11 pc ngga11ti). 
l< e<'11;ili kulau u11tuk kepc11tingm1 un1111n, r11isal11ya u11tuk 
Jitlan, bn11g111w11 suei atou kcagarnnnn, tidak dignnti. 
Unernll pe11clitia11 (Mag·ela11g) tcrrnasuk dacrall Guber -
11cnie11 pa du wuk tu penjajulian Helanda dan buk~rn ter ~ 

rnasuk wcwcngkon kerajaan Matan1111. Untuk itu, padu 
j111111111 kolo11ial Bclw1da dikcnakan dasur hukum 13nrnt 
(Eropa) dalHm mcnangani masalah pcrtanatrn.n. 

Perubahan yang penting pada pcraliilan 
kcrajaan ke jarnan koloninl. ynitt1 bat1wa tanal1 
faktor produksi, yang tadiny11 rnilik nija beralih 
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milik bersama/kepunyaan masyarakat desa, bukan kepu­
nyaan raja. Kedudukan raja hanyalah sebagai pemegang 
hak-hak atas persekutuan tanah, bukan pem iliknya. Ia 
bertindak sebagai pengurus, pengatur dan pengawas agar 
pemakaian tanah dalam wilayahnya tidak bertentangan 
serta merugikan hak-hak persekutuan dan hak-hak per­
seorangan atas tanah. Akibat lebih jauh dalam masalah 
politik hukum pertanahan, yakni adanya dualisme hukum 
pertanahan. Dualisme itu adalah status t anah yang di­
kuasai oleh hukum Eropa dan yang lainnya dikwisai olct1 
hukum adat. 

Urusan ttgraria ini h1rn1pir tidak rncngalnmi peru­
balian yang berarti sela1na pemerintahun jepang. Nurnu11 
sccara ekonom is semua upaya di arahkan untuk kcpcn­
tingan strategi dan produksi perang, dengan mc rn pe1·ba­
nyak buhan makunan. Tanah-tanah perkeburwn di111 a11fn­
atknn sebagai sumber logistik perang. 

Dengan berakhirnya masa penjajahan dnn masuk 
al arn kemerdekaan, perne1·inatah ncgara R.I. bc l'Usaha 
mengganti semua pranata-pranata yang bcrke111,tan 
dcngan penguasaan, pemilikan dan penggunaan t anah, 
yang semul a berdasar pada hukum kolonial mcnj11di 
pranata yang bersifat nasional, yang disesuaikan de11gan 
kcadaan bangsa sendiri. Pada tahun 1955 dibentuk 
l\eme11terian (Departemen) tersendiri untuk rnena11gani 
masalah keagrnriairn, yaitu Kementerian Agraria, yang 
berdiri terpisah dari l{ementerian Dalam Ncgeri , ber­
dasarkan Keppres No. 55 tnhun 1955. Dalam l\ eppres 
ini ditetapkan. bahwa tugas l\ernenterian i\grnria adalnl1 
sebagai berikut : 
1. rnempersi apkan pembentukan . pcrundang-undang<lll 

nasional. 
2. mel11ksa11akan dun mc11gawasi perundang-1111dant4< 1n 

agrar·ia pada uin11rn11ya scrta membcri bimbingan d 1t11 

petunjuk-petunjuk tentang pelaksar w annya pad;1 klH1-
susnya. 

3. rncnjalankan segala usaha untuk rnC'nyempurrwkan 
kedudukan dan kepastian hak tanah bagi rakyat. 

Dengan berdasarkan diri pada UUD '45, khususnya pnsnl 
33 ayat 3, barulah pada tahun 1900 tet'bcntuk U11dang­
undang pertanahan yang memandang seluruh wilayah 
tanah air sebagai satu kesatuan. Undang-undang itu di-
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l\(•11<11 dcngr111 11H111a UUPA (Unda11g-u11dang Pokok Agra­
ria). y;111g dis11l1ka11 pnda tnnggal 24 September 1960 (U U 
No.5 talHtll l!HiO, 1 .. cmbnnrn negura tahun 1960 No. 
10~). l> c ngan kellli1rnya k0tentuan-kctentuan pokok 
\grnri :1 11wka hukwn r\grnria ynng hernaf'as Barnt dan 

p<:'nt1uran-·p1•rnlurnn l1tma lai1111ya tiduk bcrlaku, karcna 
'ish'rn pN1it uran le111111 l idnk scsuai lngi dengan jiwa dun 
kcpribHdinn tmngsa. N11111u11 norrna -1101·nw yang berkaitu11 
dP11ga11 111as11lah eh.01101111 dalam µerlanahan ynng ber­
dns;1rk11n ndat, <:>c pn11ja11g tid11k bertcntnngan dengnn 
~wrnturari yang t Prcanturn dalam UUPJ\ atau pcn111dn11g­
:rn lninya, 111nsih bisa dijalnt1ka11. Misalnya ·: at11rnn bngi 
ltn">il di daeruh pcnditia11 antnra pc milik tnmth dan 
[Wnggnrapny;1, ynitU 1/ 3 bagi b)<'llgg<1rnp (llf'ngan CHtatan 
hiay11 pc111c-lilwrnan dita11ggu11g pemilik tanah). Dan 
untuh: ta11all tcgalnn 11nta1·11 pe111ilik tnnnh dnn pcnggnrnp 
::; n 11111 -s11rnu me11dapa tkan 1 / 2 b<1gin11. 

l>11ln1n knitannya U<'ngan 1>1·a1111l11 ekonorni dnlnm pc -
111ilikun ta1111h , rc111el'i11tnh d('ttga11 t c lap bcr·titik tolnk 
i• ildn UUP i\, sclmgui · politik hukun1 tel'lanalwn ynng 
L;;11·11 hngi 110g·<11·;i R.I. mengHdak an pcrornbnkan struktur 
;w•·t1111:il111 di lndon f' :~ia. Ital ini 11H'ng i11gat nclunyn ke­
t 1111pn11g1111 ·kcli111panga11 di bidang p('111ilikan d1111 pe -
11~.11 11 ·"1 1 ;i ll t111111h. /\dnnyn pc1nilikun l a nnh ynng l . .J~cil ­

h (•r·il n l(• l1 seln1 ~~in11 bcsi tl' pet1111i dnn p•_' rnilik11n dnlam 
iu111l 1il1 >'" "g t1es11r olell schng·ian . keeil pctnni. Usnhn 
1111t 11k 111< ·ro11tl111k -s t rukt11r rwrta n1il1an rni di scbut Lan ­
•.lr• ·f r,r·m. lbil rni sPs 1111i bc1111r dc11 ~~1in sis t cm demokrn si 
k i ! , , \' 1111~ bl ·rd; t " il 1;kan pns11 I ;) :~ LIU I> '4 ::.. lb n m cngcn;i i 
·1r1il1 kl'l1ij •1k·;n11w111 rwrl 1111nl1nn di l11do110s i11 bcr1·1;t -:urk:1n 
uv n t :~ :v nng 111 eny11 tak~111 , lwl1wn h11rni, nir d;1n k0h1ynnr1 
;ili1111 ynng; t cl'kn nd1111g di claln111nya clik11n si1i r1lch 11vgnl':1 
d1111 cli1wrg-111111k;t11 1111lt1k :-;ci>CS Ll ·· h(·su1·11y11 kc111nkrnu1·1111 
rukynl. 

T11jwu1 dari p<1d1i Lnnclrcfor111 di Indonesia sc11diri 
adal:ih mengada!-,an pemba~iu11 yang adil dan merata 
11t11s su111bc1· penghidupan rakynt tani yang bcrupa tnnah 
sd1ingga dcngan pembagian tersebut dapat dicapai 
pcmbagian hasil yang adil dan merata. (Peluksannan 
Tugas Keagrariaan Dalam Pembangunun, 1980 26). 

Landreform memang mengandung aspek ekonomi, 
sebagaiman dilaksanakan dirnanapun juga. yaitu meme­
ratakan dasar perekonomian yang sehat dan untuk me­
rneratakan dasar-dasar perekonomian yang memungkin-
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kan adanya tahap penghidupan yang layak bagi seluruh 
masyarakat pada umumnya. Landreform ini dilaksanakan 
juga di negara Kapitalis maupun di negara Komunis. 
Pelaksanaan Landreform di negara Kapitalis bersifat 
mcngatur hubungan antarn tuan tanah dengan pekerja 
atau penggarnp. Dibiarkan tctap adanya tuan-tuan tanah 
scdang landreform tmnya sekcdar untuk mengatur hu­
bungan kerja saja. Namun di ncgara Kornunis, pelaksa­
nnan Landrcform ditujukan kcpada stwtu pcrsamaan 
pendapn t dfl. n pcnghasilun n11tara seluruh rakyat dengan 
rn enghilangkan hak rn i lik pcrscorangan n tas 
t11 Il e.I h. 

Di Indonesia sesuai dcngan pasal-pasal UU No. 5 
t nhun Hl60, diakui hnk- huk yang bersifat perm anen ·an­
tal'll li:iin yang tcrpcnting inlah hak milik. Namun demi­
ki 1111 , pernilikan dnn pengunsaan hak atas t anah itu juga 
dibatasi, sehingga dnpat dicegah adanya unsur-unsur 
pc rnernsan dibidang penguasann dan pengusahaan tanah. 
Hullkan ketc tapan MPR No. lV /M PR /7 8, yaitu tentnng 
carnN, mcnyarnnkan pcrl1mya langkah-langkah untuk 
mcngendalilrnn sccarn efektif masalah penggunaan, pe­
nguasaan <inn pcmilikan tanah schingga benar-benar se­
sw1 i dcngun azas adil dnn mcrata. Pelaksanaan Landre­
f'orni di Indones ia pada liakekatnya merupakan tuntutan 
kc<1d ilan sos inl, ema 11sip1.1si dari pctani dan pembangunan 
d :onomi yang mern ta. Seµcrti h::ilnya di negara lain 
g·ernkan L1111drcform timbul knrcna tidak adanya keadil­
an sosial du lam masya ral-; a t pc rtanian. PcrbedFian antara 
lunn - tuan t an;ih dc 11grin petani.:.pctnni kecil dan pctani 
tl111pn t111 1:1h \'1111g hegit11 bcsm t c lah menyebabkan ba­
ng11n11ya pc t :1ni -pc t ani kccil unt1ik mcnuntut keadilan 
sosinl dnn kcrncrckkaan hid1.ip untuk menc11pai taraf 
pe11gl1idupnn yn ng l cbill tingg· i deng-Hn m endapatkan 
t anah miliknya sendiri. Pudn intinyR L andreform menun­
tut aclanya kcadilan sosinl dnn membangun ekonomi se­
cara mera ta, meningkatkan tnraf hidup rakyat Indonesia 
kl1ususnya kaum t ani sehagai bngian tcrbcsar dari pada 
pcnduduk fndonesia. 

Dalam hubungannya dengan pranata ekonomi dalam 
pemilikan tanah, Landreform mengatur masalah pemba­
tasan luas tanah yang boleh dirniJiki a t au dikuasai oleh 
suatu keluarga dan diikuti langkah redistribusi tanah 
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(pembagian jatah tanah dengan syarat-syarat tertentu) 
dari tanah yang terkena obyek landreform. Dengan 
pelaksanaan ini diharapkan dapat memperbaiki keadaan 
sosi11l ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik 
serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik. 

3.2. Pembatasan Luas Maksimum Pemilikan Tanat1 
Pertanian. 

IJalam rangkeJ melaksanakan pembnngunan cl<ono111i 
sct·aru merata dan mewujudkan keadil an sosia l perlu di­
ada kan peratunrn tentl:ing pernbatasun luas maksirnurn 
pe1nilikw1 tc1nah. Hal ini mengingat ken ya t< ia ll t c rjndinya 
ket i1111.w11gn11 mengcnai luas pernilikan l!:rnal1 dari peta11i 
sc•ndiri. Sf'bugi1m d1:1ri mcrekl:i me111iliki tanall yn11g 
h1111yr1 sc mpi l scdangkan scbagin11 kccil dari mereka 
1111; 111ilil'i trn1rd1 ya ng sangMt luas. Sn1npai sckw·1rngµu11 
lllt ' lllll 'IJ I d<11a dnri niro Pusat Stnti stik, bcrdnsork ;tn 
" <'11 '-> us p<.'1·L111ian tah1111 1973, terlihnt bttl1wa di Jawa 
I t'11g1,t1 1wta11i yilng nH: miliki trnwh k1H'H11g· dari 1 lln 
;1d;i 11 1, ·l 'l,, dan yang memi liki ]('bil1 dal'i lh1 adH 

J Jalan1 UU Pi\ (pasal 17 aya t 1 dan 2) ditcg11skun, 
bahwu agar didalnrn waktu singkat diutur luas 11wksirnum 
yu ng boleh dimiliki dengan suatu lw.k olell sat11 kel11arga 
ul11 11 l iudnn huk11rn. Dan sebl:lgai pelHksm1w1n duri kctc11-
tu;111 it11 11111ka dikeluarkan UL! No. 56,: Prp/ l~HiU yang 
111 c 11<' ntuka11 bnhwa Ol'ang ata11 orang-orang yang dalam 
peng'l1irl11pnn11ya merupak:rn satu kcluarga bersmrn:i- sa nrn 
h1111ya clipe1'bolcllkr1n rnengunsa i tnn;d1 pcrtaniah. bnik 
111iliknyc1 sendiri e1t1111 kepunyw111 ornng· lain ataup1m 
111il1knv11 St' IHliri bersn111a-sn111a kep1111yan11 orang lnin 
y1111g jurnlnl1 l11n s11ya I idnk nwlcbihi batns 111:1ksirnum 
pelllilil\ 11 11 tnnah. Dan mc 11ge1111i tuns rnaksimum 1111 
ke111udiu11 dil egaskan olch l\.1 entcr1 ;\grarin dengnn kcpu­
lus1-1n11 yn liJ11t!;gal 31 l>esernbcr 191)0 No. SI{ ~78/191)(), 

u11t11k tiap-liap dnerah ti11gkat II. L>altilll menentulo:an 
l1rns 111aksi111um itu dipakai setwgai dasar adalah kepa­
ch1t:rn ~wnd11duk, yaitu : 
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Di daerah-daerah Penggolongan Saw ah tanA.h 
No. yang kepadatan kering 

penduduk dalam 
tiap Km2 Ha Ha 

1. sampai 50 tidak padat 15 20 
2. 51 sampai 250 kurang padat 10 12 
3. 251 sampai 400 cukup padat 7,5 9 
4. 401 keatas sangat padat 5 6 

Kemudian bagi keluarga yang mempunyai tanah 
melebihi jumlah maksimum terkena obyek landreform. 
Dan tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum 
oleh pemerintah diambil dengan memberi ganti rugi, 
untuk kemudian dibagikan kepada rakyat tani yang 
membutuhkan (dengan jalan pemberian surat ijin me­
ngerjakan), dengan mewajibkan kepadanya membayar 
uang sewa kepada pemerintah. Pembagian tanah kele­
bihan tanah maksimum ini diatur dalam P.P. No. 224 
tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian 
Ganti Rugi. 

3.3. Pelarangan tanah Absentee. 

Pada hakekatnya, berdasarkan ketentuan UUPA 
petani pemilik tanah pertanian diwajibkan mengerjakan 
atau mengusuhakan sendiri tanahnya secara aktif. 
Berdasarkan ketentuan ini tidaklah dimungkinkan sese­
orang memiliki tanah yang ada di luar wilayah keca­
matannya, sehingga apabila ia mem iliki tanah di luar 
wilayah kecamatan di mana i8 bertempat tinggal maka 
tidak akan dapat dikerjakan atau diusahakannya sendiri 
secara aktif kecuali bila disewakan atau digarapkan 
pada orang lain. Kalau hal ini terjadi, maka berarti 
tidak ada pemerataan dalam penguasaan, pemilikan dan 
penggunaan tanah untuk menjamin kelangsungan kehi­
dupan manusia. Untuk itu larangan pemilikan tanah se­
cara absentee berlaku bagi pemilik tanah yang bertem­
pat tinggal di kecamatan yang berbeda dengan keca­
matan letak tanah, kecuali bagi pegawai-pegawai negeri 
dan pejabat-pejabat militer serta pensiunan pegawai / 
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militer yang menjalankan tugas negara diperbolehkan 
memiliki tanah pertanian secara absentee seluas 2/5 
dari luas maksimum yang berlaku untuk daerah yang 
bersangkutan (Pasal 3 ayat 4 P.P. 224/1961 jo. P.P. 
4/ 1977). Kekecualian lagi bagi pemilik tanah yang ber­
tempat tinggal di Kecamatan yang berbatasan dengan 
kecamatan letak tanah, asal jarak antara tempat ting­
gal pemilik dan tanahnya menurut pertimbanga:n Panitia 
Landreform Daerah Tingkat II masih dimungkinkan 
untuk mengerjakan tanah tersebut secara ef ektif. 

4. Pranata Adat dalam pemilikan tanah. 

Dalam masyarakat adat sering diadakan pembagian 
secara dikhotonis mengenai pemilikan tanah desa, yaitu: 
a. tanah penduduk biasa. 
b. tanah bondo desa, yang berupa kas desa, tanah beng­

kok desa, tanah untuk umum seperti tanah kuburan, 
lapangan dsb. 

Tanah Bonda Desa adalah segala kekayaan yang be­
rupa tanah yang dikuasai dan dikelola oleh desa 
untuk membiayai atau dipergunakan untuk penyeleng­
garaan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan hidup masyarakat desa. 

Hak-hak adat yang ada atas tanah berupa hak 
milik, hak yasan, hak handarbeni dan lainnya. Hak- hak 
milik adat itu pada dasarnya dapat dialihkan, baik 
dengan jalan jual beli, hibah, tukar-menukar atau waris­
an. Pengalihan hak-hak adat itu biasanya dilakukan di­
hadapan kepala desa atau dibawah tangan. 

Setelah berlakunya UUPA dengan peraturan- per­
aturan pelaksanaannya, semua hak-hak atas tanah di­
perlakukan sama baik terhadap bekas hak hukum Barat 
maupun terhadap bekas hak adat. Peralihan hak atas 
tanah atau perjanjian yang bersifat mengalihkan hak 
atas tanah dan pembebasan atas haknya dibuat dan 
dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) sesuai dengan ketentuan pasal 19 Peraturan 
Pemerintah No. 10 tahun 1961 (Pedoman kerja bagi 
Para Kepala Wilayah, 1982 : 21). 

Pranata adat di desa Borobudur tentang pemilikan 
tanah yai tu berupa pembagian warisan "sepikul segen­
dhongan", urtinya dua bagian untuk anak laki-laki dan 
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satu bagian untuk anak perempuan. Meskipun tanah 
sekitar candi Borobudur pada masa kekuasaan Syailendra 
merupakan tanah perdikan, namun setelah dikuasai- ke­
rajaan Mataram Islam tailah perdikan itu dihapuskan. 

BAB VI 
POLA PENGGUNAAN TL\NAH 

1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERL A KU 
DALAM PENGGUNAAN TANAH. 

Hingga kini basis kehidupan ekonomi penduduk 
desa Borobudur masih terbatas pada bidang pertanian. 
Bentuk-bentuk usaha pertanian bercirikan assosiasi anta­
ra usaha petani-petani kecil dengan usaha-usaha lain. 
Sedangkan jumlah penduduk Borobudur seluruhnya 6387 
orang, yang bertani sebanyak 2571 orang yang terdiri 
dari petani sendiri 1476 orang dan buruh tani 1095 
orang. Menurut Darmojo (Carik Desa Borobudur seka­
rang) dikatakan, bahwa tanah garapan dititik beratkan 
pada sektor pertanian dengan tanah yang berpengairan, 
yaitu pertanian di sawah yang menggunakan tanah se­
luas + 56,380 hektar berupa irigasi tehnis dan sawah 
13,07°0 hektar, serta yang menggantungkan pada 5 kincir 
air ada 146 hektar di samping tanah kering ada 7,073 
hektar, lainnya berupa tanah tegalan. 

Banyak teori yang membatasi perbedaan antara 
perladangan dan persawahan. 
l\tlenurut Clifford Geertz diterangkan bahwa, apabila di­
lihat dari ekologi, ciri yang paling positif dari perla­
dangan (dan yang membedakannya dari ciri persawahan) 
adalah lebih berintegrasi kedalam struktur umum dari 
ekosistem alami, sebelum perladangan itu direncanakan, 
dan jika sungguh-sungguh adapt if, dan lebih baik men­
ciptakan struktur itu dari pada menciptakan dan melan­
jutkan ekosistem yang disusun menurut garis-garis baru 
dan memperlihatkan dinamik-dinamik baru. Pada umum­
nya bentuk bercocok tanam ini, hanya terdapat di ka­
wasan yang tropis saja. Persesuaian sistemik antara ko­
munitas biotis yang ada di kawasan itu dalam klimaks 
yang stabil, bebas dari campur tangan manusia. Sedang­
kan satu hal yang paling menarik mengenai sawah se­
bagai suatu ekosistem dan dapat terus meng-
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hasilkan panenan yang boleh dikatakan tidak berkurang 
dari tahun ke tahun, bahkan sering dua kali setahun 
(Clifford Geertz, 1963 : 16 dan 29). 
Ciri sawah yang lain adalah bahwa terdapat penyediaan 
dan pengontrolan air secara baik serta menggunakan 
cara penyiangan dan pemupukan yang teratur. 

Tanaman pokok yang diusahakan oleh masyarakat 
Borobudur ialah sebagian besar adalah padi, kemudian 
ketela, jagung, kacang serta kedelai. Sebagai bahan 
makanan pokok, jenis padi yang di tanam adalah jenis 
tradisional yang disebut padi serang dengan masa tum­
buh selama 6 bulan. 
R. Cokrosumarto (86 th) dari pedukuhan Ngaran Ngisor 
yang pernah menjabat Kepala Desa Borobudur pada 
tahun 1932 -1945 mengatakan, bahwa padi · jenis serang 
memang sangat unik, sebab dapat ditanam dengan umur 
6 bulan dan juga bisa ditanam sampai panen dengan 
umur 3 bulan. Sebagai contoh misalnya apabila padi itu 
ditanam bulan Agustus maka akan mulai berbuah 
(mekatak) pada bulan Desember dan panen pada bulan 
Januari. Sedangkan bila ditanam mulai Maret, akan 
mekatak pada bulan Mei dan panennya pada bulan Juni. 
Namun hasilnya tidak akan sebaik bila dibanding dengan 
penanaman yang memerlukan waktu 6 bulan tersebut. 
Jadi menurut istilah R. Cokrosumarto "chetek bisa, jero 
bisa" artinya dapat ditanam dalam jangka pendek atau 
panjang. 
Panenan padi jenis ini (Serang) pada umumnya dapat 
serampak, sedangkan menurut istilah cina adalah lain, 
yaitu menanti sesudah terbenamnya bintang Wuluh atau 
"ngenteni suruping lintang wuluh". 
Kecuali itu sekarang juga ditanam padi yang menghasil­
kan lebih banyak yang dikembangkan oleh Lembaga 
Riset Padi Internasional (IRRI) di Los Banos Filipina 
seperti IR-5 IR-8, IR-20, C-4. Jenis-jenis yang terakhir 
ini walaupun pada mulanya tidak disukai oleh penduduk 
tetapi pada akhir-akhir ini mulai digemari juga. (Wer­
ner Roll, 1983 : 17). 

11. Pranata ~ f'olitik dalam penggunaan tanah. 
Ditinjau dari pranata politik, yang berhak menggunakan 
tanah di wilayah atau wewengkon Borobudur ada bebe­
rapa hal. 
Pada masa kekuasaan feodal seluruh tanah adalah milik 
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raja. Pada jaman Majapahit misalnya, rakyat hanya 
diperkenankan menguasai tanah berdasarkan hak pakai, 
sedang penguasa tertinggi adalah raja. 
Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pengu­
asaan tanah adalah oleh rakyat makin berkembang. 
Kedudukan hak milik makin mendapatkan kedudukan 
yang pasti dengan dasar dan pengaruh Islam, yaitu 
hak-hak azasi manusia mendapatkan penekanan yang 
lebih ketat (Departemen Penerangan RI, 1982 : 17). 
Hal ini berlangsung sampai pemerintahan Mataram Islam 
yang rnenurut perjanjian Gianti tahun 1755 terbagi 
menjadi dua yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Surakar­
ta. 

Pada jaman feodal semua tanah adalah milik raja, 
mal<a penjajah Belanda hanya ting·gal meneruskan asum­
si demikian dan menganggap seluruh hak milik raja j a­
tuh ke tangan penakluknya yaitu BelandH. 
Dalam masa raja-raja, hukum yang bcrlaku adalah 
hukum adat, sehingga sekarang telah tel'jadi · dualisme 
hukum di Indonesia yaitu antara hukum adat dan 
penerapan llukum Barat. 
Dengan rnasuknya hukum Barat (Belanda), sistem pemi­
likan, penguasaan dan penggunnnn tanah dipermodern. 
Hal nampaknya mcngalami kesulitan dan sering menim­
bulkan pertentangan. Sebab hukurn Bal'at ingin menge­
trapkan tendensi politik penjajahan yang menekankan 
pada nafsu dagang kolosial dan penerapan tersebut tidal< 
lagi semurni hukum di Barat. Dualisme tadi nampak 
jelas bahwa hukum Barat berlaku bagi orang Eropa dan 
golongan asing lainnya dan yang dipersamakan dengan 
orang Eropa lainnya, sedang dilain pihak berlaku hukum 
Adat bagi orang Indonesia pribumi (Departernen 
Penernngan R.l. 1982 : 18). 

Pada jnman VOC misalnya dikenal kebijaksanann 
yang berkai tan erat dengan politik pertanian yang 
sangat menindas rakyat antarn lain berupa Contingentcn 
yaitu pnjak atas liasil bumi yang harus diserahkan pada 
Belanda tanpa ganti rugi. Juga dikenal Verplichte Leve­
rtlntien yaitu penyerahan seluruh hasil panen dengan 
pembayaran yang harganya telah ditentukan olch 
HelAndu secara sepihak. Kemudian pada masa Cultuur­
stelsel ( 1830 - 1870) petani dipaksa untuk menanam 
jenis t anaman tertentu, misalnya lada, pala, ccngkeh, 
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nila, gula yang sangat laku dipasaran internasional, yang 
hnsilnyu harus disetorkan kepada pemerintah dengan 
tnnpa nH.'ndapatkan imbalan apapun. Bagi petani yang 
t idnk 111cmpunyai diwajibkan menyumbangkan tcnaganya 
svl111na 66 hari sctiap tahunnya oleh Bclanda sccara in-
1 vnsi f ynng pcng·gnrnpannya dibebR.nkan kepnda rnkyat 
di l11do11csia, kl1ususnya di Jawa. 
rak~1 nt di lndonesia, khususnya di Jawa. 
I >,tlnrn m:isa perncrintahnn hindia Belanda semua pcnye­
ll'ng;ga rann at11s tanah diurusi oleh Kadnsterale Dienst 
ynng· kcsernwwnnya bertm1ggung jawab kepadn Gubcrnur 
,Je11deral. Tugas badan ini dirn1taranya mendirikan dan 
111emclillarR secara terus menerus hak kadaster (eigen­
do 111 kadaster) di Indonesia. 

Hukurn adat yang berlaku bagi bangsa pribumi itu 
rlisesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah 
scµert i Kadaster yang disclenggaralrnn di dacrah 
Yogyakarta berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh 
Sultan Yogyakarta yang diumurnkan dalnm Rijiksblad 
Kw-a1ltnnun tnhun 1926 No. 13, sistern pcndaftaran 
hal-:nya clipakai sitem huku tnnah (grnndbock Stelsel). 
l'vkngcmii Kadastcr D.I. YogyHkarta ini oleh Pemerintnh 
l>ucrah lstimcwa Yogyakarta tclah dikcluarkan suatu 
pernturnn Daerah Istirnewa Yogyakarta No. 12 tahun 
1 ~l -Fi. Tujuan utama ialnh pcnyelenggarann Kadastcr di 
Ii.I. Yogy11karta rnenjamin kcpasti1rn hukum disarnping 
111 c 111punyai arti fiskal. Sedangkan Kadaster yang 
di:-;cl c rq,~gn rakan di dnerah Surakarta, berdasnrkan 
IH' 1·11 tur·an yirng dikcrl111trkan oleh sunan solo yang 
c!i um11rnkan dalnrn Hijkshlad knsunnmrn tahun 1928, 
N ( >. 14. 

Dilihat dari pcrsrcktif scjarah bahwa schelum 
pcrul>;1h1rn l111kurn pudn tahun 1918, masynr·akat Desa 
l{cll'oh11dur dun t c rutnrna petaninya lrnnya rnempunyai 
kcwajil>;in clnn tidak rnempunyai hnk. Segala sesuatu 
y<111g herurusun deng·an tanah dip~gnng oleh bekel 
sebagai pc rnega11g tanah lungguh di pedesaan, menga­
wasi pcmbayaran pajak pada waktunya dan kewajiban 
dari pada petani sebagaimana mestinya. Sebagai imba­
lannya bukan hak kawulo dalem, di pedesaan 
diperkenankan menepati sebidang tanah yang disebut 
sanggan. 
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Bila kawulo qanggup dan setuJu mengharap tanah bag1 
penguasa. dia diperkenankan mengambil separoh dari 
hasil panen untuk diriny<i dan keluarganya. Bagi petani 
yang tidak sanggup memenuhi beberapa kewajiban yang 
berat itu, biasanya diusir oleh para bekel tanpa ganti 
rugi atau mengembalikan sanggan tersebut kepada 
pemerintah. 

Dalnm masa pendudukan Jepang, hampir tidak ada 
peruhn.han yang mcnonjol, kecuali istilah Kadasterale 
Dienst diganti menjn.di Kantor Pendaftnran Tanah yang 
bernaung di bawah Departemen Kehakiman. Di samping 
itu pcng'l1:1pusan penguasaan atas tanah-tanah partikelir 
oleh pernerintah Dai Nippon. Pada masa ini petani di 
daerah Borobudur menurut R. Cokrosumarto bekas Ke­
pala Desa Borobudur pada tahun 1932 1945 yang 
sebelumnya sudah menjabat Carik Desa dari tal1un 1919 
- 1932, telah dipacu untuk rnenghasilkan bahan makanan 
diantaranya beras, jagung, singkong untuk keperluan pe­
rang Jepang dan rakyat diharuskan menanam pohon ja­
rak scbagni pengganti minyak lampu. Kewajiban rakyat 
ialall rnenyerahkan 1/5 dari hasil panennya, membuka 
hutan atau lereng pegunungan di luar Borobudur yaitu 
desa Ngeruk, Kalitengah dan Giritengah untuk ditanami 
:-;ingkong atau jagung sebagai makanan tambahan. 
Tannh-t1:1111:1h tersebut mernpakan tanah negara yang ma­
sih berupa t1utan dan rnasih liar sejak tahun 1939. 
Kcwnjib1rn petani yang lain ialah menyediakan. tenaga 
kerja atau Romusha untuk membuka jnlan-jalan, bang­
unan, menebang pohon jati, membuat lapangan terbang 
dan lain -lain untuk keperlunn pcrang Jepang, baik di 
Jawu mm1pun di hwr Jawa. Pemcrintall JepRng rnelaku­
h:m1 lial semacam ini rncngir1g1at bahwa keadaan sosial 
ckonom1 rakyat Indonesia pada saat itu sangat m·erosot 
dikal'enakan dalarn keadaan perang dan akibat dari blo­
kude sckutu di Asia Tenggarn. 

Setelah janrnn kernerdckAnn, sebn.gai warisnn dari 
jaman Belanda, urusan agraria tetap berada di lingkung­
an K ementerian Dalam N egeri, hal ini berlangsung sam­
pai dengan tahun 1955, saat dibentuknya Kementerian 
Agraria dijabat oleh Mr. Dr. Gondokusumo, kemudian 
pada tahun 1954 . - 1955 oleh Moh. Hanafiah dan pada 

· tahun . 1955 . dijabat I Gusti Gde Pake. Baru pada tahun 
1955, yaitu berdasarkan- Keputusan Presiden No.55 tahun 
1955 dibentuk Kementerian Agraria yang berdiri sendiri 
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terpisah dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya 
menurut Keputusan Presiden No. 190 tahun 1957 dite­
tapkan bahwa jawatan Pendaftaran Tanah yang semula 
ternrnsuk lingkungan Departemen Kehakiman kemudian 
11rnsuk lingkungan Kementerian Agraria. Tugasnya antara 
lain : p<:>ngukuran, pemetaan dan pembukuan semua ta­
n;1h dalam wilayah R.I. dan pembukuan hak-hak atas 
tanall sertu pencatatan pernindahan hak-hak tersebut 
(l>t~p;11·ternc11 Penerangan R.I. 1982 : 33 -34). 
Pcngul<urnn tanah ini pernah dilakukan pada setiap desa 
l\eluralwn Horobudur atau dengan istil&h diklangsir y&ng 
lllf~I iput i ta nu Ii pelrnrangan, saw ah, jalan serta tanah su-

Hila di t injau dnri hukum ndat maku hak atns 
l1111;tl1 wl;dnh sep<..'nuhnya di tangnn rakyat dcsa, tidnh: 
s;ijn h:1 ·ktin .'i111:t n atas tanah pcrt1rnian akim tet11pi jug:i 
n 1:1s L11ml1 ya ng twlurn dignrap (dih11111mi). rnnlalt mcli ­
p111 i l111tn11 bclukar dan jurang-jurangnya atan ''sa­
~~.~~~ sa-.ir!!~~_pere1~'', Hak lnwsa desl'I dala111 wila­
ynli ut:rn wewPngk~r-~ d e:sa Borolrndur meliputi 15 
1wdukul1<in yang berad11 dctla111 batas keku:1 sa11 nnyn (Su ­
t<il'djll I<. 1953 : 2:~2 - 233). 
Sl·ll1i11 hnk kt1<1sl.l tarwh desa yang digu11akan scbngAi 
p1.'1·1n11i11n, µelrnru11gan de111ikia11 juga 11ir, ada pula tunah 
111ilil.; dcsa yang dipergunakan untuk keµerluan umum, 
111i .s:ilr1yfl t11nah p1rngomrn, tnnah Japirngun dcsa, tanah 
p:is11 de-;n , tnnah sekolnhun desti dun Jain sebagainyH. 
vait 11 tnnnli di .Jawa disebut tannh titisoro. Scbagai ha­
-.: il w;iwniwara dengan carik dcsa Borobudur tahun 1984 
ltws tunah sel11ruhnya ada 427 ,283 Ha ym1g meliputi an­
t :J1·11 l<lin : 
:1. l'eknrnngan, bungunan 
h. T('µ;11 ln11, kuhurnn 
e. Su11g11i, jn Ian 
d . Sn wnli 
c. Sawnll uen~1lll il'igusi tel111is 
f. S11w1d1 kering 
g:_ Suwnh yang mengg1111tu11glrnn 1.mda 

117 ,683 
80,081 
60,456 
13,070 
56,380 

7 ,073 

Ha. 
II 11. 

Ila. 
Hn . 
Hu. 
Ha. 

5 kineir 146 Hn. 
M11s1:1l1:1h pcr·tanahan sering dipandang sebagni aspek 

-.,tn1tegis dalarn arti bnhwa ia melibutkan perilaku ma-
11usi11 sclmgai rnahluk sosial, maka perilaku manusiH 
menjurus p&dH keseimbangan alarni dalam meng11tur tH -
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nahnya. Dengan berkembangnya penduduk, sejauh perila­
ku manusia masih berdasarkan motif sosial, maka dapat 
dikatakan permasalahan pertanahan tidak muncul ke 
permukaan. Ini disebabkan karena oleh adanya anggapan 
bahwa tanah sebagai benda sosial hanya diperlukan oleh 
manusia untuk mencukupi kebutuhan berkumpul dan ber­
masyarakat. Sejauh ini masih memandang bahwa karena 
adanya tanah, maka mereka masih bisa hidup diatasnya 
bersama. 

Dengan adanya kebutuhan hidup, maka kc mudian 
fungsi sosial . dari pada tanah menjadi tidak cukur untuk 
rnelengkapi kebutuhan manusia terscbut. Sm1l11 nspek 
yang berkembang kemudian adalah aspek ekonomis d1:1ri · 
pada tanah itu dimana tidak hanya adanya tnnnh 
mereka bermasyarakat, namun juga karcna adanya 
manusia, maka dibutuhkan tanah untuk mencukupi kebu­
tuhan hidupnya. Dengan adanya tunah merupakan obyck 
sekaligus subyek kchidupan itu, maka manusia nwlni 
me11 g·lladapi permasalahan yaitu bugaimana schnrusnya 
tanah tersebut dikelola. 

Areal tanah di wilayall Borobudur itu, sejak df!hulu 
sampai sekarnng jelas menjadi kebutul1an hidup masyn ­
rakat di daerah itu. Tanah tersebut sebagian besar 
rnenjadi tempat pemukiman penduduk te1·masuk dianta­
ranya pekarangan, tempat bangunan, sRwah dan teg·ulan 
yang biasanya sebagai hak milik atau dikenal sebagni 
tanah pemajekan. Hak milik adalah suatu jenis hak 
turun- temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipu -
nyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. 
Maka hak milik dapat digunakan sebagai tanggungan hu­
tang, dapat dipindahkan, dapat dilepas oleh yang empu­
nya dan dupat diwakafkan. Penggunaan hak milik dapat 
digunakan sebagai tanah pertanian, mendiriknn bnngunan 
sesuai dengan rencana tata guna bangunan. 

Kemudian ada pula tanah pekuburan yang terdapat 
l1ampir pada setiap pedukuhan, malah ada baliw11 sntu 
pedukuhan itu mempunyai pekuburan dua, misnln ya pe­
dulwhan Bumi Segoro. Status tanah pekuburan ini adulah 
milik kornunal desa, sedang jenis yang lain d111· i pada 
11u ialah tanah bengkok, sungai, jalan desa dnn l uin­
lainnya. Bengkok merupakan tanah hak pejaba:t sebagai 
hak jabatan yang dapat dimanfaatkan secara pribadi. 
Bengkok lurah biasanya lebih banynk jumlahnya bila di-
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bn.ndingkan dengan pejabat lainnya dan biasanya berjum­
lah 5 s/ d 15 prosen dari luas sawah milik komunal 
(Scdiono IVl.P. Tjondronegoro - Gunawan Wiradi, 1984 : 
:i7). Adanya bengkok Kepala Desa BOrobudur sekarang 
ad11 ~ fi,S liektar, Cnrik/Sekretaris Desa 3,5 hektar, Ka­
rni tuwo (l'ernbantu utama Kep1:1la Dcsa) 2 hektar, Pe-
1·11nc·a11g· Desa y11.11g bcrtugas sebagai pesuruh desa 2 
hc idar, Ili-lli ynng mengurus air O, 75 hektar, Pamong 
l >111kut1 (perabo t, l\ebnyan = tamping) 2.000 rn - 3.000 
Ill, sedangkan knum dcsa mendapatkan 1.000 m atau 
gnraµan su tu pagi atau "sakesuk". Tanah bengkok beru­
jud tannh basnh, kering dan juga pnda lereng-lereng. 
l~ cngkok bcrupa sa wah basah bernda di Ngaran, Gupa-
11111, Bumi Segol'O, Sabrangrowo, sedn.ng yang lain ter­
dnµat di K clon, Janan, dan Kurahan dengan mcngguna­
knn sn lurnn Kali Tangsi peninggalan jaman Belanda. 

l>i desa Borobudur juga terdapat sedikit tanah Er­
paclit yaitu tam1h yang masih liar seperti tanah pulau 
di t epi sungai Progo di daerah Jigudan. Sebagai pengga­
rap atau yang berhak menggunakan tanah tersebut 
ada lah orang yang mempunyai tanah yang berdekatan 
dengan tanah itu, yang biasanya dapat digunakan ketika 
kl:adarn1 air itu sllt'ut ata11 padA musim-musim kemarau. 
S('bcrwl'llya pengg-unaun tanah erpacht 1111 juga harus 
11 1e1nl>nyar pacht at au canon kcpada pemiliknya, namun 
unt1 1k d1w 1:-ah tepi s ull~a i Progo tidak, sebab hanya 
d;1lum jurnlah kecil dan di anggap sebagai sawah neko. 
I >i s111nping itu jugn terdapat tanah G.G. yaitu tanah 
111ilik GuL)ernerncn yang diternpati sebagai bangunan 
c·undi Hornbudur dnn ynng terdapat situs di sekitnrnya. 

Sdain jcnis-jcni s penggunaan tanah t ersebut dia­
tns , di Hornbudur juga terdnpat tanah-tanah yang dimi­
liki ok t1 pem0.rinLtl1 mi saln yn cnndi-candi, pasar, tcr­
rni111tl dun nantinya Tap11rnas. Tanah yang dipakai seba­
g-ai hangw1an cnndi menurut R. Harsono Kepala Kantor 
S1wkn Dinas Purbakala antara tahun 1947 - 1961, (wak­
tu itu disebut Jawatan Barang-Barang Kuno), ialah 
sebelum tahun 1969 seluas 8 hektar. Kemudian pada 
Agustus 1969 sampai Maret 1973 _ diperluas menjadi 12 
hektar untuk keperluan Villa, sedangkan pemugaran fisik 
/candi dimulai Maret 1973 hingga selesai pada tahun 
1983 yang sekarang menjadi milik Dinas Purbakala. 
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Perluasan tanah di sekitar Candi terbagi dengan 
beberapa zone; zone I radius 200 m dari Candi, zone 11 
radius 200 m sampai 750 m; sedangkan zone III berupa 
bangunan di luar candi. Luas tanah di lingkungan bang­
unan Candi adaJah tidak sama, hal ini disebabkan oleh 
keadaan geografis setempat, misalnya daerah Barat 
Candi terdapat Jurang, maka panjangnya hanya ada 300 
rn, utara flOO m. tirnur 550 rn, sclatan 700 rn dari 
Cnndi. 

Pada sekitar Ca ndi terdapat bebcrapa bangunan 
yang si fatnya permancn ataupun sementara, bangunan 
semerntara dipak11i sebagai prasmana pcmugaran Candi 
dan yang permanen adalnh bangunan sebagai pe1·leng­
knpan Candi itu. Adapun mFtcam-mac1rnrnya ialnh 

No. Narna Bangunan Si fat 
f1nng·unan 

-------------

1. Pcndopo Candi 
2. Kantor Proyek Pernugaran Candi 

I3orobudur 
3. 4 unit penarnpungnn tnrnu (G.11) 
4. Kantor Dokurncntasi 
5. Kamar gelap 
6. Tempat Diesel 
7. Gudang 
8. Pcrbengkelan 
9. Tukang kuyu 

10. Ged11ng Pcrnbersilwn ynng 11cln di 
sel Candi 

11. Kamar Pengeringan 
12. Kantor Dis Infektan , pemhcrsil1nn 

terakhlr. 
13. 5 Asrama pekerja I karyawan di 

timur dan di barat 4 unit. 

tctap 

~e menta ra 

sementara 
sc mentara 
scmentara 
sc rncnt nra 
sc rnenta1·a 
se men l am 
SC IT!Clll:J l 'I) 

sernentara 

Ha, 
yang 

Pasar Borobudur rnenggunakan areal tanah seluas 2 
1,50 Ha untuk pasar umum di dukuh Janan dan 
0,50 Ha dipakai sebagai pasar hewan di Bogowan-
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ti, sedang tanah terminal ada seluas 1,50 Ha. Menurut 
Muh. Ikhsan (umur · 77 th) sebagai cucu lurah Borobudur 
vang pertama, mengkisahkan bahwa sebelum tahun 1920 
pasar i tu berada di dukuh Kenayan yang merupakan mi­
lik dusun, kemudian menjadi milik Lurah Wirodirjo. 
Pnrla waktu itu pajak pasar diujudkan dalam bentuk 
rrntura dari sebagian barang apa saja yang mereka jual. 
llnsil pe11mikun pajak itu untuk kepentingan keluarga 
lurnl1 tcrsebut. Selnnjutnya t anah pHsar lam a itu dibeli 
olel1 Pe 111 cr i11tal1 Uaerah dun sckitar tahun 1950 
19fl(J pn sur itu dipcrltrn.s menjHdi + 3 Ha dc ngan hal' i 
p11S<ll'<1!l tiuµ Wugc da11 !'._Si_~· 

L>c-ng :rn adanya 'J'np111·n11s r11 1:1ka ta11uh t cinpa t 
pt' r1111kir111-111 rwnduduk Dukuh Ng;mrn, Krajan yu11g tJcrt1d<1 
d i ;o.;P l>('l ;1 h Ti111ur Ca ndi d11.11 Dukuh l( enuyw1 scrt11 se­
l>uhi <t11 I >u l\11 11 ,Janun y;rng ::.elurulrnya seluus 8;) ll u, 
lcrLr1i;1 pvngi:.~uslll'hll Tnrncin Wisat<1 Borobudur. kernuc:li ­
:1n dipi 11 d11l1kn n kc cfocrall pernukinian pengganti (Pc mu!, ­
ti) di s1'i<it;1r Desa Borobudur mi sul di Oog·o w1rn ti . 
i\ l1 · 11 ~ vfli1i pe111bcbn :-:nn t anall tnr berdasnrkan "pl' insip 
11dw1yu 111usy11WHl'Uh a11tara pemcgung hak dc11gnn pilwk 
v; 111 t-; 111 c 1nbelmskan tu11ah". Panitin Pernbebasa11 t ana l1 
i11i di;1t11r o l ch Pcrntu1·ar1 Mentcri Dulam Ncgeri No. 15 
t ;-d11~1.!._ __ , ]_~7 5 a11tur·1:1 l ain bcr tugas sebag·a i berikut 
f1. :Vll'ngmlulrnn invcntarisasi scr ta penclitian setcmrmt 

t c l111dnp t anulinya, t anam an turnb11h 11 11 dan bang-un ­
u 11- bangur 1 an. 

I). !Vlcngactakan perundingan dengan para pemegang hak 
A1 as tn1w!J ctnn bRngunrrn/tanarnan. 

e. i\lc1wksil' bcsarnya gnnti rugi yang akan dibayarkan 
kcpnda y<.tng bc !'hak. 

<.!. Me111bt1at Serita Acara Pe 111bcb:1sni1 Tnnah discl'tai 
fH t wu / pel'ti 111ba11g:m. 

c . Me11ynksikan pclaksw1a:1n pcmbaym·un gcinti l'Ug'i kc ­
p<-1d11 yang bcrhak alas twrnh bnng11nnn / t H. narna 11 t c r·­
sebut (U cpur t c rncn Pencrnngnn JU. 1982 6-1). 

Ternpat Pcmukti sudah diusahakan sejak 1981 
1\.1 82 yang bcrada di kompleks Dukuh ,JR nan (baru) t e r ­
l etak discbelah barnt Kantor l<cl11rahan Horohudur· yang 
H. r n tln ya daput menampung 284 I< I< serta berada di 
Bogowanti. n aerah bal'U i11i sebelurn11 yF1 lllFISih berupFt 
t eg;dan. di Bogow anti lor dnn di Jamin bel'upa sawah. 
t cge:dan ser ta bagian tHnR.h bengkok parnong. Nnrnun ba-
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nyak diantara keluarga yang terkena pembebasan itu ti­
dak mau menempati tanah Pemukti, tetapi mencari da­
erah yang mereka sukai. Hal ini disebabkan oleh fak­
tor sosial ekonomi mereka. Misalnya membeli tanah 
yang masih berdekatan yaitu didaerah timur jalan tem­
pat penggusuran, yang termasuk kelurahan Wonorejo de­
ngan diberi nama Ngaran Lor. Ada pula yang pindah ke 
daerah Tuksongo yang sebelumnya dibatasi dengan Kali 
Sileng, kemudian di desa Ringinputih sebanyak 10 KK. 
Bangunan lain yang sudah dipindahkan an tar a lain SDN, 
Kantor Polisi, Pasar Umum, Masjid, KUA, Kantor Di­
penda, Puskesmas, SMP Muhammadiyah, SPG Mullamm a­
diyah nersubsidi, Si\!lA Mullammadiyah, PG!\, PP!\ (Pu­
sat Penerangan Agama) ke da erah Kenayan atau desa 
Ngaran - Ngisor. 
Mengenni makam yang bcrada di bu kit Dagi, Snl)l'ang 
rowo, Gendingan, Kujon sampai seka.rang belum diµin­
dahk~rn, sedangkan Kantor KecC:lrn11tm1 suduh dipindah kc 
daerah utara Dagi semasa Bupnti !\ct1rnad. 

Adapun tanah seluas 85 Ha duri twsil pe1nbcbasm1 
yu ng akan digunakan sebagai Tamnn Wisata itu ak an 
dibangun dan digunnknn sebagai : 
- Tamun. 
- Tempnt parkir kendnruan besar dan kecil. 
- 100 kios souvenir. 
- Pusat lnformasi. 
- 3 bunh Mushola. 
- Kamar Kecil yang lux dnn bi<'!sa. 
- Kantor Purbakala. 
- K i:rntor Taman Wisnta. 
- Gcdung Study tentang Borobudur ynng· terdiri 40 ka-

mar. 
- Museum Pmbakala. 
- Museum Tertutup. 
- Pe1·wnkilan Pemdu. 
- Kebun pembibitnn. 
- Pcrkampungnn Pe111ucl11. 

1. 2. Prnnata H.cligi. 

Pranata Religi adalilh at11rn11-u turan yang 111e11ga­
tul' tanah dalarn hubung1rnnya dengnn Rcligi. Bngi Desa 
Uot"Obudul' lembaga agarna yang menangani masalah tel' -
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-,;('hut dipegnng oleh yayasan-yayasan baik Islam, Katho­
lik 11111upun Kristen Protestan dan walaupun di desa Bo­
rohurl11r tcnfapat peninggalan tcmpat pemujaan yang be­
r11p<1 Candi Bornbudur yang megnh itu, namun hal yang 
-.;n11gat irnnis inlnh bnhwa di daen1h itu tiduk tc1·dnpat 
-"<1tup1111 penganut nganrn Hindu ata11pun Budha. 

Tnnah yang dikelola · oleh Yayasan biasanya 
didnpat dengan C'ara m0111beli sehingga mempunyai 
k<'wnjihan 1mtuk mcmhayar pujak, sedangknn bngi tanah 
wnk11 f didapa t dari pcmbcrian dengan suka rel a untuk 
k•·pe11t111gan agnrnn dnn tidak dikcnakan pnjnk. 

Ynng dinwksud de11gnn Wakaf adnlah pcrbuatan 
l 111h.11111 se ·.;eonrng Hlau t.ad1111 ll11kum yang mcrnisahkan 
d111·i twrtn kekaymrnnya y11ng berupa tanah milik dan 
111elc111hag«1knn11ya llntuk sclarna-Jarnanya untuk kcpen­
t i11g«111 peribadatan a tau keperluan urn um lainnya sesuai 
dt>11g1111 11jurnn uganrn Islam. Orang atau 1:3adan Hukum 
ynng· 111cwHkafkan tanah miliknya itu disebut Wakif. Se­
d;ing·knn ornng ntau Badnn llukum yang disernhi tugas 
pc m el ilwraan dc1n p<:>ngurusun r1enda wakaf itu discbut 
N11dzir. Uilihat dari pandnngan lslarn bahwa pcrbu11tan 
\Vnknf ini ad11lah pcrh1tatan yang suei, mulia dnn 
'" ''PllJi -.;psuai dengnn i1J<1ran Islam, schingga tannh­
t ·111 ;1'1 :vnng· ticndnk diwnlrnfkan sclwl'llsnya bersih dan ti­
cl;1k ('il('Ht nt tlll di·llnm pcrscngkctnnn (Hocdi IIarsono, 
Sii, l~tH:l :w2 clvn 310). T unah Wakaf ini biasa nya 
di~rn1 : 1knn sel a in 11nt11k kcperltmn ibadnh, juga untuk pe-
11yclr ·11 ggn1·1u111 pcw1didilwn, bnik dnri Taman Knnak­
l\ 1111:ck, SC' kol11l1 1><1"111" Sc \.\olnll Lanj11tan ntaurun m cnc-
11~:· !1 1. 
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Adapun tanah-tanah Desa Borobudur yang diper­
gunakan untuk kepentingan agama dan sekolah ialah se­
bagai beri kut : 

No. Nam a Tern pat Lu as Wakif Tahun 
Bangunan 

n 

1. Masjid/ Kennyan Bo 400 
- u 

Martosen m - -
KUA robudur joyo 

2. Masjid Sabrnngrowo 0,75 Ha I I. Abdul -
kadir 

3. Masjid nu rn iscgoro 0,50 Ha Kyai 1\1 u '1 -

2 tar 
~. Masjid Nga ran Ngi- 400 m Bakhrun rngo 

sor 
5. SD/SMP Sabrangrowo 0,75 Ha H. Cholil 1926 

Mull / SM/\ 
Muh 

2 6. SPG M11l1 ; Sabrangrowo 2fl00rn H. lbrnhim -
Mnsjid 
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Banyak tanah yang diwakafkan namun siapa wakif 
dan tahun berapa tanah itu diwakafkan, sampai seka -
rang tidak tercatat oleh yaya2an, misalnya : tanah un,_ 
tuk masjid di .Vanan 1.000 m; Bogpwanti lor 1.000 m~; 
I\ ujon 1.000 m ·• dan Wai tan 400 m. Selain itu ada pula 
wakaf berupu hasil burni saja untuk kepentingan masjid 
sclama 40 tahun dan sel<arang untuk SMP Muhamll)..<i di­
st·jnk tnhun 1954 dengan ukuran dua kesuk (2.000 rn £) di 
dn c rnl1 S1:1brnngrowo. 

Ta nail yayastin \Crnisius ynng dipcrgunakan unt uk 
bu11g;1rnnn TK, SD, SMP dnn kcpal di daerah Ngarun se­
lwis 4 1111. Tannll ini IJl: rnsnl dari Pnstur Vrintnlitr pndil 
t1il111n l!J2~ - 1927 di dapat ciC'ng·nn cr1ra rncmbcli duri 
1·11k yut <.J. ·11g:111 lwrg·a rnurall, Sl'Cfr~ng 1·0gi stcr clipcg·n ng 
olcl1 l\cvnla Sckoluh l\uni si us 11ol'Ohudur H:.1r•ik Darn10 -
~ ; 111 i1 .-;rto t.lciri l>es8 Hojo11g, IVlcndudu. 

Di dalum prnmitu relig·i, se l;1in le1nl.Jtig'a-le 111tmgn 
y;11115· 11H·11gurusi. rnn sn lul1 tariah, di Bornbuclur t crdupu t 
pt1l1J tn1disi Y<lllg unik ynng menynngkut rnu snlnh rite~ ­

ritcs atnu 11pnc:ara religi, bn ik yang- mcnynnt;k ut slnrnct ·· 
<111 dukulJ atnup1111 desa yung kcsc1nuu11ya ada IHtl>tmg;rn­
.fiYu den11,nn pcng·(!;u11wrn tanali. 

U11:1<'<tl'u slum 1.' lun, bnnynk V<1l'ittsi11yu l.>nik 111 c 11u1·11t pc--
11i 1q . .;gn l1111, sla1nctun clcsa 11tnupu11 slun1etu11 scla. l)i 
<il' '-!i ]l(lrolmdur t c rdnput slamctan ~~~~ bum~ y11it11 
:; l1 t1 11ctn11 y1111g di11<lakan olel1 Kcpnla l>csa baru sebcltirn 
111 c nt111 11i k trn t11gas scb1:1gni Jurnh. Di sini pernn scorung 
kn urn sungn t dibutuhkan scbagui pcnghuhung dari haj ad 
([;11. 111111\sud dari kqwln dl'sa itu dcngan ala111 gaib, 
k;1 1'L'lla scti11p kau111 itu di sctiap pedukuhun ada, mukn 
k; :11rn yu ng· digunnlrnn di kclurulwn adtllall l<aum y;rn g· 
IJc 1·do111i :-;ili satu dukull dcngnn Kcpnla Pesa it11. 

I<c11111din11 ada slumctnn ynng disebut sur tannh, yu ­
it11 sl1rn1et1111 pcrtarna kali bunt kcmutia1~diikuti olch 
111 c r cku yang bckcrjn diwaktu pc 111nkum.nn, pcnggali ku­
i Jt ll' cl<1t1 pc 111b11ut 11i ;-;rni. Sc 11111a slnmctun kcmnti1rn 
di tn11 d;1 i o\cl1 du11 hidu11gn11 pcr·l;1111b1u1g : kuc dn1'i bcrns 
yt1 11g di scbut npc111 yang mc rupakn11 mnknrwn kllus11s ba ­
gi nl1r1arl111111 sejuk ncnck moyn11g dan scbuah penga1w11 
duri bcrns yung dinyatakan bulat dengnn turnpc ng 11asi 
se t 1ngg1 tujuh atau dengan inei. Turnpc11gmT-dlscbut 

_!_1_!_12_1pe11g· pur1gkur yang l.etaknyu bertolak belakang yang 
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satu melambangkan hidup dan satunya mati. 
Slametan yang ada hubungannya dengan bercocok 

tanam misalnya wiwit sawah, yaitu slametan mulai ber­
sawah yang diadakan pada tengah pagi hari di sawah, 
dan setiap orang yang kebetulan lewat diajak serta. 
Namun upacara tanam yang paling penting adalah 
slametan metik, yaitu upacara panen atau upacara buah 
pertnrna. Di dcsa Borobudur upacara ini dilakukan oleh 
kaum setiap pcdukuhan yang disebut tukang metik atau 
catet dengan jalan : rncngintari sawah beberapa kali, 
rn cngucapkan rnantcra dan minta pengampunan dan 
bc !'knh; membakar kemcnyan dan memotong tangkai 
padi sesuai dengan jumlnh harinya. Tangkai-tangkai padi 
1n1 disebut temantcn, kernudian di bawa pulang dan 
ditempatkan di lurnbung atau digantungkan di dinding 
sampai hasil panen itu habis dimakan atau dijual. 
(Cliffod Geerzt, 1983 : 96, 109, 110). Pak I<aum biasa­
nya rnendapatkan bawon 1 talen atau satu ikatan (un­
ting) besar, jika dalnm bcntuk galah sebrrnyak 1 enthik. 
Pest a pnnen atau sesajen biasnnya lebih besar dan se­
ring dindakan di pedukulrnn clari pada di desa. Penduduk 
pcdukuhan biasanya mcrnpunyni kcpentingan yang sama 
cln 1'1 rn hn k pcngn i ran, pcnn n:i m nn dnn panernrn. (Se lo Su-
111 u r<ljan, 1981 : 85). 

1.3. Prannta f:konomi. 

Prnnata ekonorni nd11lnl1 suatu lembaga yang 
kcrjnnya unt llk rncmenuhi kepcrlunn manusia dalam hal 
1nuta pcncalmrian hidup. Fungsi ekonomi dari pada 
t nnnh inlah ballwa tidak lwnya tempat berm asyarakat 
:--;; 1in, na lllt1n tanuh t erscbut clibutuhknn untuk merncnuhi 
Ll'butullnn l1idupnya, jncli tanah mel't1pakan subyek dan 
ol>yek dalrnn kehidup:111 maS'.\fill'tJl<:tt terntama bagi 
masynrnkat f3orohudur. Pndn d11 sf:l rnyn , hukum Agraria 
telah rncnctapkan pengaturan pcngclolaan tanah yang 
bcrsurnbcr pada hukum adat dan 11llkum nasional. Hukum 
adat rnengatur masalah pertanahan yang sudah dilakukan 
sccara turun ternurun dalam artian tidak sebagai benda 
sosial. Namun karena akhirnya tanati dipakai secara be­
sar-besaran untuk kepentingan ekonom is, maka penga -
turan secara hukum adat berubah dan mengalami 
perkembangan ke arah kepincangan ekonomis. 
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Bentuk-bentuk penggunaan tanah bila dilihat dari 
s11dut ekonomis diantaranya ialah sistern bagi hasil dan 
pcrscw1wn tanah. Perjanjian bagi hasil disebabkan oleh 
tr·1·h;1 tasnya areal tanah pertanian dan tidak adanya ke­
sc111pa tan kcr.ia di luar bidang pertnnian. Walaupun 
UUl'i\ ntau Land1·eform 1960 telah mcnentukan bahwn, 

T><-;-;-1g:garnpnn t11nnt1 di areal tanah milik harus dilakukan 
SL'IHliri. i\sal-usul bagi hasil atau pcnggarap dapat dite­
t1i:-;u1·i hingga jnuh ke dnlum sejarnh Jawa scrta sudah 
11w11 g·11!-:ar dnL1m pcngrtturan-pengaturnn tnnah yang 
f\'otlalisti s di kl'1·njan11 Jawa Ten~ah. Di sn.mping itu 
nd1rnya peraturnn kuat dan mcmbudaya, kurangnya mo­
dnl Ill a sy n rn 1-:n t pedesaan dan tehni k produksi yang rela-
1 if scderllllna, besarnya petani yang tid<i k ber·tanah dan 
kur ;111g11ya Japn11ga11 ker_ia di bidang industri dan kera-
1i11n11 (\\' c1·ne1· !{oil, 1~181 : 98, 99). 

Ynng dimaksud dcngnn perjanjian bngi hasil adalah 
..;u11t11 pcrbuntnn hukum dimana pcmilik tanah karena 
s('stw tu sebab tidnk dapat mcngerjakan sendiri tnnah -
11 y; 1, ktapi ingin mcndapatkan hnsil atas tnnah itu. 
1 >tet1 karena itu ia rnembuat suatu perjnnjian bagi hasil 
<i('11g·n11 piltak Jain yang mcngcrjaknn tarndrnya dcngan 
111 1i iula11 bitgi twsil yn11g telal1 diset11jui oleh kcdua bclal1 
p ili;1k. Cnrn pcrnl>uatan perja:njian hnrus pel'lu melalui 
:1c1111 i11i stp1 si desa a tau kccamatan, guna melindungi pe-· 
11gg:;i 1-; 1p tunali, narnun kcbanyakan hanya bcrlaku sccnra 
fo11 11td s:1ja. (Uoedi llar ~;ono, SH, 1983 : 49). 

l l i11 s;111y11 perjanjiun L>agi hasil terjadi kmena pendu­
(J11knyu te1·lnlu bnnyak terlihnt hutang, misalnya : untuk 
l>i ;1y;1 1ws t a p(·1·k:1wi11n11, pemhelinn hcwnn, akhirnya me­
r e 1:;1 l i; t1 ·us m cnycrnhknn hnk milik tnnah kepnda 
i• (' tnhcri krcdit. Pcng·gnrap tanah ini biasnnya bcrasal 
cb ri l..: (·lt1urga m,1syai·;iknt pedesaan tingkat rendnh, sc­
i" l'l i -~: tani sct(~_l_!.gat:__ kenec 11g, petani ngindung, pctani 
tC'mpll'k dun petani tlosor. Mcrcka ini rnengandalkan 
t~~ nag·ubndan. pacul d-an alat sedcrhana lainnya. Tanah­
tam1 h ynng disewakan seringkali milik para pemimpin dcsa 
sepel'ti : !mah, Juru Tulis Desa (Carik), Pesuruh Desa 
(Kebayan) dan petugas pengairan atau ulu-ulu. 

UUPA tahun 1960 - pun mengatur bagi hasil untuk 
rnemperbaiki upah penggarap. Undang-undang ini menye­
butkan bila kedua belah pihak menggunakana jumlah 
alat produksi yang sama banyaknya, maka pembagian 
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h.asil kotor .·yang ditentukan oleh pemerintah antara 
. pemilik tanah dengun penggarap dibuat perbandingan 1 

1 p1:1da sawah dengan tanaman padi, 1 : 2 untuk 
tana:rnan polowijo yang untuk sementara tidak diairi 
atau tegalan. 
Sehagai patokan menentukan besarnya jatah bagi hasil 
diperhitungkan mutu tanah, letak tanah, Cfll'a pcngguna­
an, serta jenis tanaman. Di samping itu perlu pcrhi -
tungkan alat-alat produksi seperti benih, p11puk, hewan 
penarik bajak dan sebagninya. (Werner Roll, 1981 : 101, 
102). 

Sistem bagi hasil pada dasarnya be1·bcda-bcda pe­
laksanaan dan bentuknya di sctiap daerah, hal m1 
sesuai dengan situasi dan kondisi dacrah itu masing­
masing. Menurut R. Cokrosumarto di dcsa Borobudur 
terdapat sistem maro yaitu pemilik tanah mendnpatkan 
hasil sepnro dan penggarap mendapatkan separo pula 
berupa padi, sedangkan pernilik tanah membantu pupuk 
separo dari jumlah seluruhnya. Apabila tanah itu dita­
nami polowijo, pcrnilik rnendapatkan sepertiga dan 
penggarap memperoleh dua pertiga dan masih dibantu 
bibit oleh pemilik tanah. Sistem maro ini berlaku pula 
pada perngnmbilan gula kelapa (ncteres}. Mertelu di sini 
pcnggnr·Hµ hanya mcnger jflkan tanah sflja scdangkan 
pcm ilik tanah mcnyediakan pupuk scrta benih dan ha­
si 1 nya 1/ 3 untuk · pernilik tanah dan 2/ 3 untuk pengga­
rRp. Ada pula sistcm bagi trnsil berdHsarkan musirn, rni­
salnya pada wakt.u n111sim penghujan pemilik mcndapnt­
kan husil 2/ 3 .dengan rnennnggung benih dan puruk, se­
dnngkan penggarRp mendapatkan 1/3 nya dan apahila 
kemarnu dengan pcrbnndingnn 1 : 1. 
_Mesi ynitu apabila tnnah itu di scwaknn, maka penggarap 
\Clnpat pernilik tanah sernula) m0nclnpatkan bagian hasil 
3/ 4 nya dan bertanggung jnwab pnda pajak, scdnng 1/4 
bngian untuk pcmilik uang. 
menurut Ranudidjojo, sistem bagi hasil hanya sampai 
mertelu saja sebab mengingat tanah desa Borobudur 
tidak sesubur daerah sekitarnya desa Nayu Kecamatan 
Muntilan. Ada sistem mrapat, namun hanya berlaku 
bagi pemetikan bauh kelapa. 

Penanaman padi secara tradisional di Borobudur pada 
umumnya dilakukan oleh kaum wanita, merekalah yang 
menanam bibit-bibit padi dari persemaian ke sawah. 
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hnurn wanita 1111 bil'.tsanya sekelompok tetangga yang 
t(·1·ik11t dnlMrn sistem gotong royong dimana tidak ada 
pcrnbnyarnn de11g11n unng, memnndang pekerjaan itu se­
bug«1i tempnt bcl'tcrnu clan scbagaimana halnya kaum 
wnni ta di111nnc.1-n1ana rnengobrol dan tertawa dan 
lwl'llyat1y i --11ynnyi S<lmbil rne rnasukkan bibit ke dularn 
tn1111l1 ya11g lunnk d11n basah dcngan ibu jnrinyn (Clifford 
( :cNl/., lfl83 188, 18!1). Mnka nanti npabila pnnen 
11ll'l'l'kH du·ep denga11 111c11dnpatkan 1/6 da1·i lmsi1 yang 
did;1p;1t. l\·;-f;I- 111cn ~ i.-n dercp binsa nkan mcndnpat 1/ 12 
dnri il •1si I v1111g didap:tt, si stem ini disebut sistcm dcrcp 
_!.:_'_l_'<lll!j. 

I li s11111ping sis tern bngi basil di dcsa Borobudur 
.i11g«1 111cngc11al pel'sewaan tanah yang bermaeam-maeam 
p1tln VHriasi11yn. scperti : __ r:!_lesi, gad11i, oyodan, setc ngah 
p;1 s 1hin sct>agninya. Sc wa rnenyewa tanah yang dirnak­
~l1cTk 11 11 ynitu t.whwa penyewn tannh nwmbayar sewa ter­
l e1it11 ~" eh:.i g·:1ininna yn11g rnereka janjikan dcngnn pemilik 
t :11i;tli. ll;d i11i pcrlu pula diatur supaya salah satu pihak 
t i<lnk 111crnsn dirugikmi. 
~1·w1-t hcrbeda (kngHn gadni, scbab gadni mengGu11nkan 
t<111Cd1 sctmgai .iaminnn hutung, scbclum hutrn1~ itu 
l111w " · t1rn11li 11111sih dc:ili-1rn 1·f~ milih11n pemeg-ang gadni 
yilnv diw 1gg:rp ~.ebngai li :tk bu11ga clnri hutang itu Wocdi 
I hr ·>1>r1 o. S II , I~ 18 :~ : 5 2). 
l' c•r ,1 ' w1wn tn11;1h di l\orobudur clikemil dc;11 gan istil nli 
.!..%~:~·- .:_: ckr1gun jwigl·.n W; 1k lu 7 tahun, 11 :1r1ti kc rnbnli 
~: 1 · 1 1 cliri. P;-1<!<1 un 11 11nny:1 mcin :1kai stnrnfo1· cmns, S(·bngni 
1·ci11t .-i li l11 tt '-; l11 11u l1 111110 m d:ilam jnngJ.. n wnktu 7 
1 :1i!\111 , .,j lll 1--l k ·tli p • i11 c 11 sc·linrgn Hp. 17 ;) .000,- aLttt 
,(·li:11 1y;1k 17 gra111 c11 P1.-.:; rn1 11'11i. lln ! ini sf'11wcurn _ga ~ln i_ 

~~: 1- ~ ~g~..;_t~r kn I'• ·11 n cd· : 111 ~ .. · 11 Jim ! i sc i" ! i ri .t :in pa un ng· 1•: l>L1 ·, , 111 

<! ;i i;,ll) W:1 kl 11 \l ' J' \ t'li\11. 
\tl;ip1111 ·, i -.: 1c111 oy1 1d;.111 1;di tl1 11H ' tl\•c wa Ltrinh b c r <l ;•';;1rk :tn 

11111 -.: im, -;11\11 m11sl1;)ft1t.'. ft di •;d>11t ~:;atu oyod, na1111m y:lflg 
111 11k i n ln l1 hil1111i:111 d1tl:1m 1 rn11:.;im tidak dap;it pn11 0n 
k111· l•11:1 sesuat11 1-1h1snn, rnnka pemilik tnnnh wujib 
i11cm1k 11r ntau <.lc11gnn eara c.Jiundur. 

lA. Pranata hukurn adat. 

Di desa Borobudur juga rnengenal hukurn adat, dan 
yang dimaksudkan disini ialah hukum yang berlaku sejak 
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nenek moyang kita, berupa kebiasan-kebiasaan yang- ke­
mudian dipatuhi dan dipakai oleh masyarakat secara tu­
run-temurun. Hukum Adat mengenai pertanahan akhir­
nya menjadi semacam penghambat bagi masyarakat 
yang ingin memperluas cakupan kehidupan ekonominya 
di atas tanah, di mana tanah dijadikan faktor produksi 
yang menghasilkan berbagai komoditi yang biasa 
dipasarkan. Di pihak _lain, orang mulai tidak mampu 
bertahan di atas tanahnya karena tidak kuatnya ber -
kompetisi dalam arena ekonomi pertanian. (Drs. Bam­
bang Tri Cahyono, 1983 : 93). 

Hukum adat yang -masih banyak dipertahankan di 
ducrah Borobudur ialah cara pcrnbagian warisan yaitu 
scpikul segcndhongan, artinya 2 bagian untuk anuk laki­
laki dan 1 bugian untuk anak perempuan. Menurut R. 
Cokrosumarto bahwa anak laki-laki yang paling tua 
rnendapa tkan tanah pekarangan dan lengkap dengan 
rumalmya serta berhak mewaris1 pusaka peninggalan 
orang tuanya, sedangkan anak laki-laki yang bungsu 
berhak menempati tanah dan rurnah tabon dan apabila 
ia mcninggal diberikah kepada kakaknya atau terhadap 
anal< perempuan yang disayanginya. Bagi anak perempu­
an Ibu Cokrosumarto ialah mendapatkan warisan yang 
berupa tanah tegalan atau sabin, serta mendapat alat­
alat perabot rumah tangga beserta perhiasan bila nanti 
ikut scornng suami atau boyongan. Pada umumnya sebe­
lum orang tua meninggal, warisan itu sudah dibagikan 
tetapi pemberian belum resmi atau baru berupa wasiat. 
Sementara tanah itu sudah dapat dikerjakan, dan hasil­
nya dapat dipungut anak itu. Biasanya ayah atau ibu 
hanya mengambil tanah gantungan antara 1/3 - 1/5 ba­
g·ian untuk sisa hidupnya dan nantinya akan diberikan 
sebagai tambahan terhadap a·nak yang tahu dengan 
dirinya. 
Sebelum tahun ·1920 masih terdapat prestise bnhwa anak 
laki-laki itu -harus mempunyai letter D, sedangkan anak 
wani tanya harus memakai subung dalam ukuran besar 
dari emas atau berlian. 

Jenis hukum adat yang lain terlihat pula dalarn sis­
tem tanam secara maro, yaitu bilamana pennnaman 
menernpati tanah orang lain atau nunut, maka hasi111ya 
juga diparo dan apabila pohonnya ditebang juga dibagi 
rata dan biasanya dibentuk uang. Bagi pohon jambu 
yang· tumbuh pada batas pekarangan, kemudian anak 
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barnbu atau bung itu tumbuh melonjok ke pekarangan 
tetnngganya, maka anak bt1.mbu nanti menjadi milik te­
tanggunya itu. Demikian pula tanaman batas, juga akan 
dih11gi rnta oleh kcdua orang yang mcmpunyai batas itu 
d:in 11p11bil9 terdnpat kesulitan makll pcrlu memakai 
m11sya1·akat dcsa. 

z. l~ENTUI\ PENGCUNAJ\N TANAll. 

i\fosy11 rnka t pC'dcsarin Borobudnr mcrupnkan bagian 
d11ri n111sy <:1r11J.;at tlawa yang bcrdiam dalam butas­
l111l ns d1111 para wa1·ganytt rncnunjukkan frekwensi inte­
rni.....;i ynng lehih lwsar chm kbih c>enderung 11ntuk saling 
bd<f'1·j1-1 sanrn dul11m k11lungan mcreka sendiri dibanding 
dc11gan kalungan lninnya. 
l> f':, a Borobudur dibngi menjadi beberapa pedukuhan, dnn 
mnsyai·nkut pedukuhan seringkali digunnkan untuk me-
111111_j11k bugian masyarftkat desa yang tinggal di dalnm-
11y11 diln menunjukkan interaksi yang lebih besar di da­
ln111 k11langnn sendiri dibunding deng1m kalangan lain 
d11 r1 I 11111· dukuh i tu (Scio Sumardjnn, 1981 : 5). 

I h1h1111gan Hlltm·n pemcrintnh dengan mnsyarnkat 
11p:il>il<1 dilihal dnri pc l'spcktif scjarnh l>isa disimpuJkan 
li ::l1wa ~cl>clurn pcrnh:1ha11 hukurn tanah di tuhun 1918 
1, " m11 t nni hanyn mcmpunyai kewajiban dan tidak mem­
p11ny111 tiuk. l\etilrn dihap11skunnya pajak tanah tahun 

r ~ •.i 1 111(•1·ekn Ju1nya 1ncmpunyai hak dan boleh dikata ti-
d ~ 1k 1n<'mpu11yai kcwajiban. Menurut R. Cokrosumarto, 
twk11s Kq>1tlfl nc~H norol>udur tahun 1932 - 1945, dika­
Lth.itri kcwnjihan ynng dilakulwn sejnk tAhun 1908 bagi 
r:1kynl norobud11r ad11lah mcnycdinkan tcnnga untuk 
nw11ll1crsihkan Cundi Borobudur, penjnga pasar dan pem-
1>w1 t j11lan, di samping bcntuk-bcntuk perscrnbnhan a tau 
p11jak. Disini para bekel bekerja sebngai petugas 
lnpnngan para pemcgang tanah lungguh mengawasi 
pc111baynrnn pajak pada waktunya dan kewajiban yang 
dilaksan1:1knn oleh masyarakat sebagaimana mestinya. 

SebAgai imbalannya - bukan hak - kawulo dalem di 
pcdcsaan diperkenankan menempati sebidang tanah. 
Bilamana kawulo sanggup dan setuju menggarap tanah 
bagi penguasa, dia diperkenankan mengambil separo 
dari hasil panennya. Biasanya bagian dari petani kurang 
dari separo, sebab para bekel juga ikut ambil bagian 
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dart hasi I panen tersebut. U ntuk imbalan bagi bekel se ­
bagai pemegang tanah lungguh, ia diberi tunjangan be­
bas pajak sebesar 20 % dari tanah garapannya di desa 
dan ia berhak menyuruh para kawulo desa untuk mela­
k11kan kerja wajib. Sedangkan sisa tanah yang 80 % , 
j11ga digarapkan para kawulo desa dengan ketentuan 50 
% dari panen padi, yang dipilih bekeJ, harus diserahkan 
kepada patuh atau pemegang tanah lungguh, sedangkan 
petani mengambil sisanya untuk dirii:iya sendiri dan 
keluarganya. Pada tanah-tanah kering atau tanpa irigasi 
penggarap menerima 1/3 nya, sebab petani lebih banyak 
menggunakan tenaga untuk tanamannya. Bahkan buah­
buahan dari pepohonan yang ada di kal:rngan rumah 
petani sekalipun harus diserahkan sepertig1111ya menurut 
pilihan bekel. Dua atau tiga tnhun sekali bekel harus 
mcnghadap pemegang lungguh di kota dengan mcmbawa 
pajak sebagai persembahan. (Selo Sumardjan, 1981 
17 8). 

Identik dengan cat·c1 penggunaan tanah oleh para 
pctani di atas maka Werner Holl menegH skan bahwa, 
kewajiban dalam berbngai bentuk yang dipikul ol eh para 
retani tersebut berdnsarkan sua tu mu tu tanah. Cara 
penggunaan dari produksi apa saja yang ditanam i, sudah 
Ilda sejak jaman dahulu bahwa setiap setengah tahun 
para pcnggarn.p t anah, mcnurut ciri kehidupan ekonomi 
yang naturnl, menyerahkan hasil mereka kepada raja, 
lewat pemungut pajak di tempat pemegang apanage. 
llasil yang disernhkan itu berura setengah b11gian dari 
hasil tanah persawahnn, scpertiga sampai seperlima ba­
gian dari hnsil pertanian tanah kering atau tegalan. Se­
t elah sistcm moneter masuk di daern.h pcdesRAn, maka 
scbagai pengganti pembayaran berupa hasil t anah sering 
diberikan dalam bentuk uang (Werner Ro"ll, 1981 : 51). 

Oi daerah pcdesaan, maka yang tidak sanggup atau 
ticlak bersedia memenuhi kewajiban tersebut dengan 
scndirinya tidak diberi ijin untuk mcnggarap tanah. Be­
kel yang bertanggung jawab dalam bentuk uang atau 
barang, atau dalam bentuk tenaga kepada pernegang 
lungguh, mempunyai kekuasaan .untuk mengusir kawula 
dari tanah itu kapan saja tanpa membayar ganti rugi. 
(Selo Sumardjan, 1981 : 179). 
Adapun besar persembahan, kewajiban atau beban yang 
tidak dikehendaki di tanggung oleh petani dari tanah 
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yang diberikan kepada petani itu disebut sanggan, 
Ranudidjojo dari dukuh Barepan yang sekarang sudah 
berumur 80 tahun mengatakan bahwa, sekitar tahun 
1920-an rakyat masih dapat memiliki tanah dengan cara 
babat pada tanah pemerintah dengan ijin carik atau ke­
pala desa. Sehingga para petani sudah mempunyai hak 
milik secara pribadi, namun tetap diserahi beberapa ke­
wajiban seperti tersebut diatas. Maka para petani yang 
tidak kuat memenuhi kewajiban itu, mereka dengan ke­
mauannya sendiri mengembalikan tanahnya itu kepada 
pemerintah. 

Program land reform yang al'tinya perubahan dasflr 
(Pc rornbakan) struhtur pertanal1an. Jadi reform disini 
dipakai dalam arti perombakan atau perubahan besar, 
dan bukl-in perubahan atau perornbakan yang berarti 
tambal sumbal atau rcformistis (Departemen Penera11 g1rn 
RI, 1982 42), pemerintah telah memutuskan untuk 
lebih memperhatikan kesejahteraan penduduk pribumi di 
pcdesa an. Program landreform telah diterima di tallun 
1912 dengan dasar bahwa kaum tani tidak boleh hanya 
dibebnni berbng·a i kewajiban saja melainkan harus 
diueri hak. Gagasan mt baru baru diwujudkan pada 
tal1un 1918 di mana para petani di beri hak-hak perora11g­
a11 yang dapat diwa1·iska11 untuk menggunakan tanah 
yang cJigarnpnya. Bila dikaitkan antarn hak-hak pero -
r·a11gun dcngan hak wuris dengan tanah scsudat1 t alnm 
1918 rn c ngakibatknn adanya jalinan erat antara petnni 
dengan tanahnya, sebab mcreka tahu bahwa tanah ada­
l1:1l1 sumber hidup tetap bagi dirinya, keluarganya dan 
al1li warisnya. Lurah tidak l agi sekuasa bekel seperti 
sebelurnnya, dan apabila petani mendapatkan perlakuan 
sc we11u11g-w e11a11g dari lun1h maim dapa t nicng·adu kcpa­
da muj elis desa untul< mcndapa tkan pengadilan. (Selo 
Sumal'djan, 1918 : 181). 
I l asil Landrefol'rn t c rhadap kesejal1teraan keluar·g-a , 
t erutaina dnlarn pc11dnpnta11 pctani, tarnpaknya tclah 
dapat dinikmati, meskipun masil1 jauh dari rnencul-.:upi. 

Semasa pelllerintahan Bclanda ini Jawatan Pendaf­
t aran Tanah yang discbut Kadas terale Dienst, sudah di­
l>entuk sejak akhir abad XIX di dalarn Ordonansi Staad­
blad 1823 No. 164 yang bertugns rnenyelenggarakan ta­
rnd1 di dac l'ah-daerah yang diangknt dan diberhentikan 
serta dialih tugaskan oleh Gubernur Jenderal. Kadaste-
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rale Dienst 1m masih berlaku sampai dikeluarkannya 
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang statusnya 
adalah : a). sebagai Instansi Pemerintah dan b). sebagai 
petugas fungsional (Departemen Penerangan R.I. 1981 : 
33). 

Di dalam penggunaan tanah pertanian semasa 
pemerintah Belanda ini, biasanya lebih banyak mernper­
hatikan tentang bagaimana memperkenalkan bibit­
bibit baru yang baik, disamping itu juga giat dalam 
mempropagandakan suatu pergantian (rotasi) tanriman 
dengan jadwal yang lebih baik, yang sebelumnya tclah 
dicoba dalam percobaan-percobnan di ladirng atuu di la­
boratorium sebclum dipcrken1tlkan kepuda ra kyu t. 
Sawah -sawah yang dipergunakan untuk percobaan atau 
demo11strasi itu telah ditangani oleh orang-ol'ang ym1g 
tcrlatill secara tehnis dan pe11ggum1m1 peralut11n scrta 
dana yang semuanya tidak terja11gkau olch rat-:ynt pedc­
snan termasuk Borobudur. Singlrntnya pemcrintHl1 di 
jaman Belanda, dalam usaha kerj11nya untuk nwsya i·Hkat 
pcdesuan terlalu memperhatikan unsur tcllnis dan 
rnatcriil suatu inovasi dan mengabflikan unsur 111a11usia 
dan unsur sosial yang harus diubah untuk bisa membunt 
111R.syarnkat pedesaan lebih terbuka terhadap pembnharu­
nn di bidang pertanian. (Selo Sumardjan, 1981 : 189 -
1 !)1). 

l<emudian semasa pendudukan Jepang mului Maret 
1942, mencoba memperkenalkan sistem penanamun 
berga1:is dimana bibit padi ditanam dalam suatu jalur 
yang di tentukan dengan merentangkan tali pada kedua 
sisi sawah, kcmudian tiap bibit · ditanam menurut · jarak 
yang sudah ditentukan. Tehnik ini jika dijfi lankan dcngan 
baik dengR.n sedikit latihan, hnnya membutuhknn sedi­
kit bibit, tenaga kerja yang dibutuhkan tidak lebill dttri 
pada yang dipakai dalam sistem tradisional. Jepang juga 
1nengimport tann·man padi dari Taiwan yang bisa pnnen 
t iga kali setahun yang sebclunrnya hanya di1a kali seca­
ra trad(sional. Inovasi yang lain adulnh pcngc nalan 
pupuk kompos yang dibuat scndiri di dcsa , mcma11f:wt­
kan guguran daun, kotoran hewnn, sampah yang dinrn. -
sukkan dala m Juba ng tuna h yang kem udinn din i ri scrtn 
ditutup selama bcberapa hari. 

Urusan agraria semasa Jcpang, hnmpir tidak 
mengalR.rni perubahan yang berarti, kecuali istilah 
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Ki=tdasterale Dienst dirubah namanya menjadi Jawatan 
PC'ndaftaran Tanah yang kantornya bernama Kantor 
Pcndaftaran Tanah yang bernaung di bawah Departemen 
h~ellakimnn. Di dnlarn masa pemerintahan Jepang ini 
tcrdapat satu peraturan yang cukup penting yang me -
11y"11gkut pernindnli1111 h;1k atas benda tidak tetap . yaitu 
Osamu Scirei No. 2 talnm 1942 tentang peraturan 
P11ngkal Bagi Lan111gan Pcm indahan Hak A tas Benda 
Tdap. Masalah penting lainnya yang juga diatur adalah 
pc11gliapusH.11 pcngusnliaan-pcngusahaan dari pada tanah-

. t1111ah partikelir olch PemC'rintah Dai Nippon (Departe­
llll'll P(·ne1·a11gan ILi. 1981 : 33). 

Nam un saynng pe11deka tan Jepang telah didorong o­
l<'li lwsrnt untuk mcmperoleh hasil secepat mungkin 
untuk mcndukung usaha-usaha perang mereka. Setiap 
pembnlmruan yang dijillankan secara tehnis jelas 'dapat 
c!ibc11nl'k1.1n, aknn tetnpi cara-cara yang mereka gunakan 
u11t11k rnencnpai tujuan bahkan menimbulkan tanggapan 
positif l ebih sedikit dari pada yang diterapkan di jnman 
lklrn 1dn. nuk11n11ya 111enggun11knn cara halus malah orang 
.J,:p1111g mengg11nakan cara kekerasan agar rakyat melak­
,..;n11:1kan pcrintah-perintah mereka. l<ebanyakan para 
P;1fll1mg Prfija menolnk tcrhadap usaha Jepang ini, 
h ; 111y11 kare rHt k<'takutan tcrlwdap hukuman badan, kcke­
j:111wn dari polisi rnhasia (Kenpetai), mereka bcrpura­
p11n1 rnenjnlanknn pCl'intah Jepang. Apa yang dilakukan 
okh P11rnong Prnja dan para petani hanya'lah utnuk 
11it>11glii11d111·k;1n diri dnri hukuman terscbut. Misalnya ta-
11 u 1111111 lH't 'g·;irj~ · lmnynlnh dikerjakan pada SUWHh yang 
l1c r 1-t dn cti tepi jalo11, pcrnbuatan pupuk kompos hanya 
11:erck11 ynn~ bwit p11da rumah-rumah perabot desa atau 
11111litl1 - r1rn11d1 ynng terletnk di pinggir jal an snja. Maka 
1, C' l>c rw ian tcrl1ndap Jepnng rnnkin menjndi-jadi, tidak 
>l tja pe11 1crintnh ;Jqmng kejarn, kasar dan sebagainya 
telapi lmsi I p1-11wnp11n kerap knli dirarnpas olch Jepang 
(S<'lo S11111nrdjnn, 1981 : 1!J 1). 
11 1.ll ini jugn clikisahkan oleh Muh. Ikhsan dari Dukuh 
llinginputih umur 77 tahun (cucu Lurah Borobudur yang 
pertama). 

Kemerdekaan Indonesia telah mengantarkan kurun 
barn dalam hubungan antara pemerintah dengan masya­
rakat pedesaan, apalagi cara tekanan dan paksaan tidak 
ada lagi yang diganti dengan · diskusi-diskusi bebas. De-
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partemen Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Pusat ber­
tanggung jawab atas pertanian rakyat sesudah revolusi. 
Para Petugas Penyuluh1;1n Lapangan di desa-desa keba -
nyakan tidak berpendidikan tinggi seperti jaman penja­
jahan Jcpang atau Belanda, namun mereka lebih dekat 
dengan rakyat pedesflun. Pura Petugas Lapangan di 
sawah-sawah tidak begitu bisa dengan ilminh menerang­
kf1n jenis padi baru dnn tanaman lainnya dengan cara 
ilmiah, akan tetapi pendekatan mereka akan lebih cocok 
dengan nilai-nilai sosial masyarakat pedesaan dibanding 
dcngan sebelumnyn. 

Perubahan sosial ini mcnimbulkan eetani bayi tum­
buh cepat 1nenjE1di petani remaja yang mnrnpu belajar 
sendiri, berdiri sendiri, dapat mengambil keputusan 
upa yang hendak mereku perbuat di dalam memperbaiki 
l\escjnhternan rakyut. Para Petugas Lapangan tidak 
lu111ya bekerja melalui pemimpin formal di pedesaan se­
perti di juman Jepang afou CJelunda sajn tetnpi juga 
mendckttti pemimpin-pcmimpin formal, misalnya melalui 
partai politik, organisnsi pemuda dun wnnita unfok 
rnendukung progn1m tani. Guru-guru di sekolnh pedesa­
an-pun dibcri pcnerangan untuk mcnyelipkan informasi 
tf'rsebut dnlum pelujaran di sckolah-sekolah. 

Dinns-dinas Pert ttnian propinsi telah mendirikan pu­
..;11 t -pusut lutilurn untuk mcndidik kAder-kader pertanian, 
'-'t'sud11h selesai mcl'cka dihnrap untuk menyebarkan 
pcngetnt1wrn di desa-desa dengrm cara membentuk orga­
nis11si dan kelompok tani yang nkun memutuskAn sendiri 
t>ugnimana dapnt menghasilkan produksi pcrtanian secara 
prod11ktif dan cfisien. Kontak antara Dinas Pcrtanian 
dnn puru lrnder dilaksannkan dalam waktu yang ajcg, 
s0hingga · bisa mengikuti yang bnru d11n problema­
µrnblerna yang dihadapi dulam pcl'laninn akan segera 
d1tpnt diatasi. (Selo Sumnl'djnn, Hl81 192 - 194). 

Sawah-sawah percobann dipelil111ra, penduduk 
pcdesnan diundang untuk bckerja dcngan bibit-bibit yang 
bnru, pupuk dan tehnik yang kcsemuanya disediakan 
oleh pemerintah. Penduduk pedesaan 'c'tapat menikmati 
hasil dari percobaan tersebut. Schingga petoni di desa 
Borobudur inipun menerima dcngan positif apa yang 
menjadi program pemerintah ini. Akhirnya pemerintah­
pun sadar . bat:iwa tanggapan penduduk pedesaan atas 
berbagai kegiat'~n propagand~ Dinas Pertanian itu men-

' ' \,.' 
·, 

\ . ' 155 



dapat sambutan baik, maka program ini harus didukung 
dan ditunjang dengan kesiapan-kesiapan yang lebih baik 
untuk memberi bantuan secara sungguh-sungguh, jangan 
sampai apa yang dipropagandakan akan menimbulkan 
kekecewaan, frustasi dan lain sebagainya akibat kurang-
11ya fasilitas dalam melaksanakan pembaharuan. Oleh 
karena itu dibuka cabang-cabang baru di tiap kecamat­
un termasuk Borobudur yang· sebelumnya hanya terdapat 
di kabupaten dengrrn pegnwai yang sangat sedikit. 

Perkembangan dun kernajuan pertanian tidaklah se­
rn a t a-mata ditentukan olch pernerintah, tetapi juga 
tidak semuta-mHta oleh petani pula, melainkan oleh 
kcrjasarna dan perpwJunn yang scrns i a11tura keduc111ya. 
Keadaan petani rnasih dnlam taraf sede1·hnna, kccuali 
segi nrnteriil de111ikian pula rwndidikan peta11i nwsih 
r·cndnh, maka pola hid11p petani bnnyak ditcntukan olch 
si st c rn nilai butlaya yang bcrl<1k u di dcsa-dcsa (Ali 
,"vltll' lOpo, 1975 : 49). 

Menurut lnstruksi Presi de 11 No. 4 t ulrnn 1973, pe-
111 et· intah llepublik lndoncsin ber111aksud mcnge111banglrnn 
perckunom iun pedesaan nwln lui l~U U I> dun KU D. l< cg i ­
atannyn mel alui tiga scgi yn itu : 
1. Perrnodahrn dalarn sistc111 pcrnberian kredit. 
2. Pengolahan-pengolalw.11 hasil prnduksi deng-an pcng<J­

daan sarana-sarana yang dipc1·Jukan scr ta penyuluh-
a11. 

3. Pernu~aran hasil produksi dengan jalrrn pcngaturan 
serta penyuluhan yang· dipel'lukan. 

Pelaksanaan ini misalnya dengan pemberian Bimbingan 
Massa! (Birnas) dan Intensifikasi Masaa (Inm as), deng11n 
lmra.pa n deng·a11 j alan mt dilambah pemberian bibit 
unggul dan pupuk diharapkan bahwa hasi l pancn dnpn t 
berlipat ganda. (Ali Murtopo, 1975 : 51 - 53). 

Dalam kai tannya dcngan program Bi mas , pernilikan 
tanal1 sangat penting artinya bagi pctani BOl'obudur w1-

t11k ikut serta dalarn Pcmbentukan Wilay<1h Unit Dcs1-1 
( Wilud) yang meliputi areal persawahan seluas 600 
1.000 hektar. Pembentukan Wilud dalam rangka 13irnas 
1m dimaksudkan agar pe tani mcndapatkan penyuluhan 
yang inte11sif dari Penyuluh Pertanian Lapnngan (PPL). 
penyaluran semprot<1n dan pcrnasnran hasil yang dilaku­
kan oleh KUO atau RUUD dan swasta. J\d.anya Wilud 
ini rnemungkinkan pula para petani akan mendapatkan 
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kredit yang disediakan oleh BRI. Simas memberi paket 
kredit untuk keperluan peningkatan produksi pertanian. 
Besar-kecilnya kredit yang diberikan ditentukan dalam 
bentuk natura atau uang berdasarkan luas tanah. Peng­
ambilan kredit selama satu musim (7 bulan) yang 
kemudian diubah menjadi satu tahun dengan bunga 1 
prosen. (Drs. Bambang Tri Cahyono, ·1933 : 34 - 36). 

Bila dilihat dari segi Simas dan Inmas di desa Bo­
robudur, nampak lebih berhasil pada pemilikan tanah 
yang sempit dibanding dengan tanah yang luas. Di dae­
rah Borobudur areal tanah pertanian relatif sempit bila 
dibandingkan dengan daerah sekitarnya, misalnya daerah 
Salaman atau daerah lainnya. Pada daerah yang lebih 
sempit biasanya lebih tekun pemeliharaan tan&mannya 
diantara saat tanam dan panen, sehingga hasilnya akan 
lebih baik. Sedangkan bagi tanah pertanian yang terda­
pat pengairan sangat baik, memang merupakan kunci 
keberhasilan dalam usaha menaikkan hasil produksi. 
Usaha untuk menaikkan produksi pertanian di desa Bo­
robudur khususnya dan Kabupa ten Magelang pada 
umumnya harus benar-benar berhasil, sebab konsumsi 
petani di Kabupaten Magelang melebihi nilai produksi­
nya (Drs. Bambang Tri Cahyono, 1983 : 73). 

13UUD/KUD harus benar-benar berfungsi sebagai tu­
lang punggung ekonomi pedesaan yang dapat meningkat­
kan produktifitas hasil pertanian serta kesejahteraan 
petani. Di samping itu para petani perlu ditanamkan 
nilai-nilai antara lain sebagai berikut : 
1. Besar perhatian dan tinggi penilaiannya terhadap 

benda-benda material. 
2. Menilai tinggi hasil tehnologi. 
3. Mempunyai orientasi ke masa dcpan. 
4. Berani mengambil resiko. 
5. Tabah dalam segala usaha. 
6. Mampti bekerja dengan sesamanya dengan pcnull 

tanggung jawab dan disiplin. 
(/\Ji Murtopo, 1975 : 50). 
Bila perlu di desa-desa dibcntuk bcbel'npa orgnnisasi ka­
um tani seperti Himpunan Kaum Tani Indonesia (llKTI), 
yang merupakan wadah kekuatan sosial kaum tani yang 
bertugas dan berfungsi menjalankan mekanisme sosial 
di kalangan kaum tani dan masyarakat pada umumnya 
di seluruh Kabupaten Magelang termasuk desa Borobu-
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dur yang mcnjadi pusat penelitian ini. Pada dasarnya, 
llC'11d<1knyn scmua bcntuk organisasi kaum tani dapat 
111 (• 11gg-nirnhkan dan rnening·katkan swadaya para petani. 
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H/\1:3 Vil 
ANALISA 

Masalah pcrtarwhan di Indonesia, khususnya di 
daerah Jawa Tengah (termasuk di dalarnnya Desa Boro­
budur), yang rnenyRngkut hubungan huk1im antara manu­
sia dcngan ta11al1, ternyata sifat hubungan itu selalu 
bcrh:embang. Perkernbangan ini sejalan dengan perkem­
bangan budaya, terutarna yang ditimbulkan oleh penga­
ruh sosial, politik dan ekonomi. 

Dalam bab ini akan diuraikan analis11 mengenai 
Pol1:1 Penguasaan, pernilikan dan penggunaan tanah seca­
ra tradisional serta perkembangannya setelah berlakunya 
UUPA NO. 5 tahun 1960 dan UU No. 5 tahun 1979 ten­
tang Pemcrintahan Oesa. 

2. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN !JAN PENGGU­
NAAN TANAH SEC 1\RA TRADISION/\L. 

Uerdnsarkan tn1kum adat asal usul pcnguasnan 
tRnah sepenuhnya dikuasai oleh rna<;yarakat desa, baik 
kekuasaan fl tas tanah pertanian maupun penguasHan atas 
tnnah yang belurn digarap. Desa merupakan sw~tu perse­
kutuan trnkum yang mempunyai t1ak penguasaan Htas su­
suntu wilayl'lh (Jawa = wewcngkon) tertentu dcngan tJa­
tas- ba tns al a rn seki tarnya. 

Pada masa pernerintahan kerajaan pcnguasaan 
alas tanah yang semula dikuasai olch pemerintatwn de­
sR, mulai dikuasai oleh raja. Dengan demikian penguasa 
hak atas tanah adalah raja. 

Serita tertua tentang Borobudur ditemukan dalam 
prasasti Ka rang Tengah yang berangka tahun Saka 7 46 
atau tahun 824 Masehi yang memuat tentang pemerin­
tahan raja Samaratungga (812 - 832 Masehi). Diduga 
candi Borobudur dibangun dalam masa pemerintahan ra­
ja Samaratungga. 

Berdasarkan prasasti Shri Kahuluan, putri Pramo­
dha wardhani pada tahun 824 Masehi mentahbiskan desa 
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Teru di Tepusan milik putri tersebut, menjadi desa per­
dikan atau domein untuk bangunan suci "Kamulan 
BhumisambhA.ra". Bangunan suci tersebut sangat mungkin 
yang dimaksud adalah Candi Borobudur. 

Dapatlah dikatakan bahwa dalam pertengahan abad 
kc 9 Desa Borobudur yang semula dibawah penguasaan 
Kcrajaan Syailendra, kemudian dengan dibangunnya 
bangunan suci Bol'Obudur status desa Borobudur menjadi 
dcsa perdikan. 

Sepel'ti telah dikemukakan di rnuka bahwa pcrkern­
ba11g11n lwbungnn h11kum antara manusia dengan tanah 
juga dipengaruhi olell pel'kernbangan politik, maka demi­
kia11 hHlnyH dcngw1 desa l3ornh11dur yang scmula dikua­
sai olch kcrajw111 Syailcndrn, bc!'turut - turur be1·gw1ti 
Jl01lglJ;1SH Sl'SllHi dt•1tt;•lll [iCrgantiall (.)Cl1gt1nsa cJnlam ke­
r:1jnn11. 

I >ulh ll1 11111sa kek w1snf:ln kernjaan Matc1ram Islam, 
111;ikn fu11gsi ( .·undi 13orolJ11dur sebagai bungunun suci ke ­
;1gn111;1w1 sc111<1kin merosot. Dengan demikia11 tcntunya 
1el11li t<>rjudi pula pcrubalwn status tanah Borobudur. 
l>n1 ·1;d1 Horol>t1d11r termns11k dalHlll wilayali Nngarn 
.1\g111 1g s<·l1<·lah l)al'Ht Sungai Progo yang diseh11t Bumijo. 
SeiJ,,g;ii 1<111nh wilaynh N:igara Agur1g, maka ck1crall ter­
scb11t ditiagi dalam scju111lah tanal1 lungguh. Pcm egang 
t1H1iil1 ~~ yang· discbut Patul1 diberi hak untuk mc­
mll'll ,. pajnk d1tlam bentuk in natu!'a di daerahnya alas 
11;1111n S111lnn. 

Pnrn p0jnbat pcnguasa tanah lungg·uh tidak mengc­
lol11 sendiri tanah atAu ~~_i_ lungguh mereka, melainkan 
11H •11g11ng·kat seorar1g bawahannya yang disebut denrnng 
HlHtl 111antri yang be1't11gas unttik mengelola tanah lung­
gul1 dun n1cnru11g11t pajnk. Demang inipun tidal< menge­
lolu sen<iiri tannh lunguh yang diwakilkan l<epada Patull, 
1n< :l11 inkwi rne11ycwnl-.a11 h1gi kcpada bcbcrapa orang pe­
trnii yirng disl'liut bckel. Bekel menerima pel'jirnjian 
sCWi! tirnall s<·lanw. sctahun, dengan sejumlah uang sewil 
;1tnu pajuk ynng lwrus dibayal'llya, bescrta pungutan ha ­
:-:il burni lnin atrn1 tc111-1gH l<crja. 13ekel i11ilal1 yang me­
flg:ij ;tk hel)('r11pi! pctani di dcsunya untuk rnenggarnp sa­
W<il1. '111'-'ilny11 kt'11111dia11 disctorkan bcrupa uang pajak 
d<111 la111 - lai11. (/\M. Djuliati Suroyo, 1984 : 2). 

I >11111111 jurnnn kerajaan Mataram kedudukan raja se-
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bagai pemilik tanah menjaEJi semakin kuat, karena raja 
dipandang sebagai pusat alam semesta. Hak rakyat atas 
tanah hanyalah sebagai penggaduh, yai tu mengerjakan 
tanah milik raja dengan kewajiban membayar sewa be -
rupa pajak in natura atau tenaga kerja. Menggaduh 
atau nggaduh artinya memrnJam, yaitu meminjam 
kepada raja, yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemi­
liknya harus mengembalikan tanpa hak menuntut ganti 
rugi. 

Rakyat yang menggaduh tanah milik raja dapat 
menggadaikan tanah garapannya kepada orang lain, te­
tapi pada hakekatnya yang digadaikan adalah hanya hak 
pakai saja. Demikian pula terhadap tanah hadiah, tanah 
jabatan bahkan tanah perdikan semuanya hanyalah hak 
untuk memungut hasil saja atau menggunakan tanah, 
bukan hak memiliki. Keistimewaan yang diberikan kepa­
da t an:ah perdikan yai tu pembebasan dari wajib memba­
yar pajak saja. (Prof. Dr. Slametmuljana, 1967 : 38). 

Petani yang· rnenggarap tanah milik raja mempu 
nyai beban yang berat yaitu wajib menyerahkan sebag·i­
an hasilnya (setengah untuk tanah basah, sepertiga un­
tuk tanah kering), kepada patuh lewat bekel dan wajib 
kerja. Begitu beratnya persernbahan atau kewajiban 
petani penggarap tanah, sehingga setiap tanah yang di­
kuasakan penggarapannya kepnda mereka disebut 
11Sanggan 11 (beban), yang kemudi an muncul istilah 11 tanah 
sanggan". (Selo Sumardjan, 1981 : 178). 

Perkembangan tentang sistem pertanahan pada 
rnasa voe, meskipun tujuan yang semula kedatangan 
mereka untuk berdagang, akhirnya rnereka memerlukan 
juga kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas tanah. 
l)alam wilayah tanah kekuasaannya voe mengadakan 
peraturan pemungutan pajak berupa hasil bumi yang di­
sebut eontingenten. Seperti halnya raja-raja di Jawa 
yang memungut upeti dan tenaga kerja, voe juga me­
nuntut kerja wajib yang· disebut heerendiensten. 

Sebaliknya terhadap raja, voe mengetrapkan suatu 
peraturan yang merupakan penyerahan yang diwajibkan 
sebagai ganti rugi dalam membantu peperangan mem­
pertahankan rnahkota. Peraturan itu disebut Verplichte 
leverantien. Tindakan voe melaksanakan sistem eonti­
ngenten dan heerendiensten sesungguhnya dalam usaha-
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nya mempergunakan pola tra..disional yang telah ada se­
belum kedatangan mereka. Hal ini dimaksudkan agar 
voe tidak memerlukan perubahan pola tradisional dalam 
sistem pertanahan dengan mempergunakan kedudukan 
kepala-kepala tradisional. 

Dalam masa pemerintahan kolonial dibawah Guber­
nur Jenderal H. W. Daendels dengan tindakannya menju­
al tanah-tanah partikelir, maka muncullah tanah­
tanah partikelir milik tuan-tuan tanah yang waktu itu 
lokasinya masih terbatas di daerah sekitar Batavia dan 
daerah Priangan. 

Dalam masa pemerintahan Inggris di Jawa, wakil 
Gubernur Jenderal Raffles ( 1811 - 1816) menjalankan 
kebijaksanaan yang berhubungan dengan tanah sebagai 
berikut : 
a. Menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan 

kerja rodi. Rakyat diberi kebebasan menanam1 
tanahnya dengan tanaman-tanaman yang lebih me­
nguntungkan. 

b. Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial yang 
mewakili raja adalah pemilik semua tanah di daerah 
jajahan. Rakyat yang menggarap tanah pertanian a­
dalah penyewa tanah pemerintah, yang wajib mem ba 

yar sewa tanah atau landrent. Sewa tanah harus 
di serahkan sebagai pajak atas pemakaian tanah oleh 
penduduk. 

Sistem sewa tanah semacam itu oleh pemerintah 
kolonial Inggris dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi­
nya selama berkuasa di Jawa. Setelah berakhirnya pe­
merintahan Inggris, sistem sewa tanah ini kemudian di­
teruskan oleh pemerintah kolonial Belanda dan berlaku 
sampai tahun 1830. 

Sesungguhnya sistem sewa tanah yang dilaksanakan 
oleh Raffles mengandung maksud yang luas yaitu mem­
bebaskan beban kehidupan penduduk dan memberikan 
kebebasan serta kepastian hukum atas tanah yang 
dimiliki oleh petani. 

Menurut peraturannya, pajak tanah itu dikenakan 
pad.a semua hasil penanaman sawah sebesar 1/5, 2/5 
atau 1/3 dari hasil panen didasarkan atas kesuburan ta­
nah, yang diujudkan dalam bentuk uang atau beras. 

Usaha Raffles untuk menjalankan sistem sewa 
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tanah akhirnya mengalam.i kegagalan, karena masyara­
kat Jawa dalam abad ke 19 masih menunjukkan sifat 
kehidupan desa yang hanya dapat memenuhi kebutuhan 
sendiri dan tidak banyak kegiatan dalam perdagangan. 
Ekonomi desa belum memungkinkan petani untuk mem­
peroleh uang sebagai hasil bum i. 

Pemerintah Inggris dengan sistem landrent telah 
memperlakukan semua jenis pemilikan tanah sebagai ta­
nah komunal. 

Sedang Gubernur Jenderal Van den Bosch dalam 
masa pemerintahannya menjalankan sistem tanam paksa 
(Culturstelsel), yaitu pada dasarnya suatu sistem pemu­
ngutan pajak berupa hasil bumi dan tenaga kerja. Salah 
satu akibat yang penting dari sistem tanam paksa ada­
lah makin meluasnya · tanah milik komunal. Hal ini dise­
babkan karena pegawai-pegawai kolonial cenderung 
untuk memperlakukan tanah pertanian yang dimiliki 
penduduk desa dengan semua tenaga kerja yang tersedia 
sebagai suatu keseluruhan untuk mempermudah tugas 
mereka. 

Masa dari tahun 1870 sampai tahun 1900 dinamakan 
masa kolonial liberal di Indonesia. Untuk pertama kali 
dalam sejarah kolonial memberikan kesempatan bagi 
modal swasta untuk usaha perkebunan, khususnya di da­
erah luar Jawa. Lahirnya Undang-Undang Agraria 
( 1870). Tujuan Undang-Undang tersebut untuk melindungi 
petani-petani Indonesia atas tanah milik mereka terha­
dap para pengusaha asing yang menyewa tanah mereka. 
Tujuan yang lain untuk memberikan kesempatan bagi 
para pengusaha asing untuk menyewa tanah rakyat. 

Dalam masa ini penggunaan tanah berlaku dua ma­
cam hukum yaitu hukum adat dan hukum Barat. Dalam 
masa pendudukan Jepang perhatian yang terutama ma­
salah penggunaan tanah ditujukan untuk kepentingan pe­
rang. Hampir tidak terjadi perkcmbangan yang pcnting 
dalam masa pendudukan Jepang rnengenai pola pengua­
saan, pemilikan dan penggunaan t anah. Adapun masalah 
penggunaan tanah untuk kepentingan peperangan, misal­
nya rakyat diwajibkan menanami pekarangan rumah 
dengan tanaman tertentu, misalnya pohon jarak yang 
bermanfaat untuk peperangan. 
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2. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGU­
NAAN TANAH SESUDAH BERLAKUNYA UUPA/19-
60 DAN UU. NO. 5/1979. 

Hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia secara 
nasional tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 
yang bunyinya "Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diper­
gunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". 

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa pengu­
asaan atas tanah adalah negara. Setelah kemerdekaan, 
sebagai warisan peraturan dari masa Hindia Belanda, 
maka urusan agraria berada di lingkungan Departemen 
(Kementerian) Dalam Negeri. Baru pada tahun 1955, 
yaitu berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 55 tahun 
1955 dibentuk Kementerian Agraria yang berdiri sendiri 
terpisah dari Kementerian Dalam Negeri. Menteri 
Agraria yang pertama adalah Mr. R. Gunawan (1955 -
1956). 

Setelah lebih kurang 11 tahun menjadi Kementeri­
an / Departemen Agraria yang berdiri sendiri, maka dalam 
r angka usaha penyederhanaan dan ef fisiensi yang dilaku­
kan oleh pemerintahan Orde Baru, pada tahun 1966 De­
partemen Agraria dirubah menjadi suatu Direktorat 
Jenderal bergabung dengan Transmigrasi, sehingga dise­
but Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi yang 
bernaung di bawah lingkungan Departemen Dalam 
Negeri, berdasarkan Keputusan No. 63 / 1966 (Departe­
men Penerangan R.I. 1982 : 35). 

Penggunaan tanah dapat dibedakan menjadi dua ke­
lompok besar menurut sifat polanya, yaitu penggunaan 
t anah pedesaan (rural land use) dan penggunaan tanah 
perkotaan (urban l and use). Kedua pola penggunaan 
itu memiliki tujuan yang sangat berbeda. 

Penggunaan tanah pedesaan pertama-tama dititik­
beratkan kepada tujuan produksi pertanian, karena itu 
penggunaan di bidang ini berazaskan : Lestari, Optim al 
dan Seimbang (LOS). Sedang penggunaan tanah perkota­
an pertama-tama dititik-beratkan kepada tujuan tempat 
tinggal, karena itu penggunaan tanah perkotaan bera -
zaskan : Aman, Tertib, Lancar dan Sehat (ATLAS) (De­
partemen Penerangan R.I. 1982 : 38). 
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UUPA berlandaskan pada pasal 33 ayat 3 UUD 
1945. Untuk memahami latar belakang lahirnya UUPA 
kita harus menengok perjuangan bangsa Indonesia, yaitu 
masa sebelum Proklamasi Kemerdekaan R.I. Adapun 
tujuan landreform di Indonesia adalah untuk memperting­
gi penghasilan dan taraf hidup petani penggarap tanah, 
sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan 
pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan 
makmur berlandaskan Pancasila. 

Dalam kaitannya dengan lokasi penelitian yaitu 
desa Borobudur, maka masalah pertanahan di sini erat 
hubungannya dengan pembebasan tanah penduduk yang 
akan digunakan bagi pembangunan Taman Candi. 

Gagasan Proyek Taman Wisata Candi Borobudur dan 
Prambanan lahir dari : 
a. Kesadaran berbudaya, dalam hal ini yang menyangkut 

penyelamatan, pengamanan dan pengawetan pening­
galan-peninggalan sejarah dan warisan-warisan budn­
ya, khususnya yang berwujud Candi-Candi. 

b. Selagi sumber inspirasi · dan unsur kebanggaan m1 s io­
nal, warisan budaya perlu dimanfaatkan antara lain 
untuk dikenali, dikagumi dan dijadikan sumber inspi­
rasi oleh sebanyak mungkin pengunjung, terutama 
remaja (H. Boediardjo, ceramah di depan keluarga 
UNDP Semarang, tgl. 30 September 1982). 

Pembebasan tanah penduduk desa Borobuditr das11r 
hukumnya : 
a. Undang""'.Undang No. 5 tahun 1960. 
b. Peraturan .Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975. 
c. Surat Keputusan Gubern.ur Kepala Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah No. 593.8/265/1980. 
d. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 

Jawa Tengah No. 593.8/49/1981. 
Pembebasan tanah penduduk dilaksanakan rnulai 

tanggal 12 Maret 1981. Harga ganti rugi yang ditetap­
kan oleh Bupati Magelang berdasarkan musyaw11 rah ad1t­
lah sebagai berikut : Klas I Rp. 7 .5012'- ; Klas II Rp. 
6.000,- dan Klas lJI . Rp. 5.000,- per m, tidak terrnasuk 
ganti rugi tanaman dan bangunan. 

Permasalahan yang timbul, yaitu pada mulanya 
penduduk merasa enggan untuk menyerahkan tamthnya 
karena beberapa hal, antara lain : 
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a. mereka kurang memahami tentang maksud membang­
un Taman Candi Borobudur. 

b. mereka masih meragukan status PT Taman Wisata 
Candi Borobudur dan Prambanan sebagai Pesero/Ba­
dnn Usaha Milik Negara/Pemerintah. 

<'. mereka pernah dikecewakan dalam hal · pembebasan 
t11ne1h terdahulu oleh instansi/lembaga lain. 

d. mcreka yang mempunyai mata pencaharian "nderes 
h:elapa" (pernbuat gula kelapa) rnerasa takut kehi -
langan mata pencahariannya. 

c. penduduk yang bertempat tinggal di sekitar dan ter­
gantung pada pasar dan terminal merasa takut kalau 
tidak mendapatkan tempat seperti semula. 

f. tanah mereka adalah tanah pusaka warisan yang su­
dah turu11-tem11run. 

g. faktor sosial religius. 
Setelah permasalahan tersebut dapat diatasi dan 

pcmbebasan tanah mulai lancar timbul masalah-masalah 
h:11·u yaitu : 
- rnunculnya tanaman-tanaman keras baru pada tanah­

tanah yang akan dibebaskan (kelapa, jeruk, cengkeh 
dll) yang ditanam tidak semestinya, dengan maksud 
untuk mendapatkan ganti rugi sebanyak-banyaknya. 

- tirnbulnya bangunan-bangunan baru dim "titipan" ba­
ngunan yang dikerjakan siang malam dengan maksud 
juga untuk memperoleh gant1 rugi sebanyak mung­
kin. 

h. disamping itu ada · beberapa penduduk yang cukup 
terkemuka di daerah tersebut, bersikap keras tidak 
bersedia menyerahkan tanahnya tanpa menyebutkan 
alasannya. Menurut pengamatan Panitia Pembebasan 
Tanah mereka ini hanya m inta kenaikan harga 
tanah, bangunan dan tanaman. 

i. masyarakat dukuh Kenayan mendirikan "Bina Warga 
Kenayan" yang minta agar di tempat pemukiman ba­
ru mereka dalam satu kompleks tersendiri, sehingga 
merupakan dukuh Kenayan baru. 

Mengingat bahwa pembangunan proyek Taman Wisa­
ta Borobudur mengambil lokasi yang banyak pemukiman 
penduduk di samping banyak juga bangunan-bangunan 
Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 pasal 13, maka PT 
Taman Wisata Candi Borobudur harus menyediakan 
areal tanah untuk dapat menampung penduduk yang ha­
rus pindah dari tempat tinggalnya yang terkena pyoyek 
tersebut. Areal untuk menampung penduduk tsb. dimak­
sudkan sebagai pemukiman baru atau pemukiman pe­
ngganti (Pemukti). 

Lokasi pemukiman pengganti untuk Borobudur terle­
tak di sebelah utara Taman Candi Bol'obudur, yang di­
hubungkan dengan jalan baru sepanjang + 650 m. 
Penyediaan kapling di pemukiman Pengganti di Borobu­
dur untuk s~itar 3} 1 KK 

2 
dengan u~uran masing­

masing 100 m, 200 m, 300 m dan 400 m dengan pema­
tangan. 

Disamping penyediaan kapling-kapling bagi penduduk 
yang terkena pembebasan, juga dibangun prasarana dnn 
sarana dalam lingkungan pemukiman pengganti antara 
lain berupa jalan-jalan, aliran listrik, kantor pos pem­
bantu, Kantor KUA, pasar dan terminal, gedung SD, 
mesjid. Bagi para pengindung (punya rumah di atas ta­
nah milik orang lain) masih dimungkinkan ikut membe~ 
tamlh pcrnukti dengan luas yang terkecil yaitu 100 m. 
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KESIMPULAN 

Di desa Borobudur po la penguasaan tanah yang mu­
la-m ula diketahui, berdasarkan suatu prasasti yang me­
muat isi tentang pembebasan tanah sekitar bangunan 
Suci Borobudtir dari pembayaran pajak, untuk tugas pe­
meliharaan terhadap bangunan suci agama Budha terse­
but. Berarti penguasaan tanah di desa Borobudur waktu 
i tu ada di tangan para pendeta Budha. 

Dalam masa kerajaan Mataram Islam desa Borobu­
dur termasuk wewengkon mancanegara yang berupa ta­
nah lungguh dibawah seorang pejabat feodal yang dise­
but patuh, sebagai pemegang tanah lungguh. Patuh 
diberi hak menarik pajak in natura atas nama Sultan 
Mataram. Wewenang itu biasanya diserahkan kepada pa­
ra bekel untuk melaksanakan penarikan pajak. Bekel 
yang menguasai sejumlah keluarga petani (cacah) mem­
peroleh pajak in na tura dari para petani yang dikuasai. 
Jadi pada masa kerajaan Mataram penguasa tanah ada­
lah raja. 

Dalam masa kekuasaan VOC, maka untuk memper­
oleh keuntungan dalam perdagangan voe berusaha 
mempergunakan ikatan tradisional berupa struktur feo­
dal untuk memperoleh keuntungan. 

Meskipun dalam masa kolonial Belanda di desa Bo­
robudur juga berlaku hukum Barat, namun pola pengua­
saan pem ilikan dan penggunaan tanah secara tradisional 
masih berlaku. 

Dengan berlakunya UUPA/1960 dan UU No. 5/1979 
di desa Borobudur tidak timbul kesulitan karena jumlah 
pemilikan tanah tidak ada yang melebihi batas maksi­
mal. 

Perasaan akrab terhadap tanah kelahiran, tanah pe­
karangan dan tanah warisan pada penduduk desa 
Borobudur tampak pada waktu pemerintahan mulai akan 
membangun Taman Wisata Candi Borobudur. Beberapa 
penduduk merasa berat untuk melepaskan tanah pertani­
an, tanah pusaka untuk pembangunan taman tersebut 
dan digantikan di tempat pemukiman yang baru. Berkat 
pengertian dan tanggung jawab bersama sebagai bangsa 
yang sedang membangun, khususnya dalam bidang peles-
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tnl'ian wt1risan budaya bangsa, maka berakhirnya pembe­
basHn tannh pcmukiman penduduk sekitar Candi Borobu­
d111· dnput di:-;clesaikan dengan baik. 
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Gambar 1. Kantor Kepala Desa Borobudur Kecamatan Borobudur 
Kabupaten Magelang. 
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Gambar 2. Kantor Kelurahan Desa Borobudur, dilihat 
dari samping. 
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Gambar 3. Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang yang le­
t ak nya di kota Mungk:d, ibukota Kabupate n Magelang. 

Gambar 4. Pendapa Kabupaten Magelang yang berbentuk bangunan jo­
glo. Disampingnya adalah Gedung DPRD Tingkat II Mage­
lang. Di kompleks ini terdapat kantor-kantor Dinas Daerah 
Tingkat II Kabupaten Magelang. 
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r 11bar 5. K antor Unit Taman C andi l3orobudur yang terl e tak di ­
kompleks cancli Borobudur. 

Gambar 6. Sebagian dari Taman Candi yang telah selesai dibangun. 
di cl~pan Kantor Unit Taman Candi Borobudur. Tampak 
di latar belakang Candi Borobudur tegak clengan megahnya 
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Gambar 7. Tanah lapang bekas pemukiman penduduk Desa Eorobudur 
yan-:; telah dibongkar. Tarnpak pada gambar sebuah ban ~ 
an rumah penduduk yang belum terbongkar seluruhnya. 
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Gambar 8. Pemukiman baru penduduk Desa Borobudur yang tanah pe­
karanganny·a tergusur untuk pembangunan Taman Candi. 
Tampak pada gambar lapangan olah raga dengan latar be-
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\akang masjid dan rumah-rumah penduduk. I 
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